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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan
Yang Maha Esa kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
tahun 2025.

Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali berkewajiban menyelenggarakan
akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca,
dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bali, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

utu Sumardiana, MP
Pembina Utama Muda/IV.c

NIP
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DAFTAR LAMPIRAN

Laporan Realisasi Anggaran TA 2025.
- SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2025.
- SPJ Fungsional Bendahara Penerimaan Bulan Desember 2025.
- Berita Acara Rekonsiliasi Desember 2025.

Rekening Koran Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025.

Laporan Mutasi Barang Persediaan / Barang Pakai Habis Periode Januari s/d
Desember 2025.

- Rekap Aset Tetap Tahun Anggaran 2025.
- Rekap Aset Lainnya Tahun 2025.

- Berita Acara Kapitalisasi Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali tahun 2025

- Rincian Barang ke Neraca Hasil SIMDA BMD.

- Laporan Penyusutan Aset Tetap s/d 31 Desember 2025.

- Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang

SK Penghapusan Piutang Secara Bersyarat pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali tahun 2025

Daftar Kewajiban

Persediaan Barang dan Laporan Mutasi Persediaan Barang TA 2025
Ringkasan Belanja Dengan Pendekatan Kas

Rekap Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025

Beban Dibayar Dimuka

Pendapatan Hibah

Kas Dana BOSP

Realisasi Belanja Hibah

Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Dengan Akhir
Tahun Anggaran

Daftar Aset Yang Pengerjaannya Tahun Jamak
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA PERANGKAT DAERAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir

adalah merupakan tanggungjawab kami.

Pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawab kami telah diselenggarakan berdasarkan
sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan dan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.
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PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN REALISAST ANGGARAN

it

REF!

R .—h;

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

B L o 5
PENDAPATAN DAERAH 3.162,272.000 2.845.771.794 3.157.652.692
PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.162.272.000 2.845.771.794 | 89,99 3.157.662.692

| Retribusi Daerah 3 182.272.000 2.645,771.764 | 80,99 3.157.562 660
Lain-lain PAD vang Sah 0,00 0,00 0.00 70.032
BELANJA DAERAH 51.2 36.095.008.934,20 31.271.062.999 | 865,64 29.848.908.083 |
BELANJA OPERASI 5.1.2.1 32.647.153.934,20 28.001.179.877 B577 28.321.473.173

" Belanja Pegawal 51211 25.619.548.375,20 21541 726609 | 84,08 16.966,480.223
Eelanja Barang dan Jasa B 22 6.677.605.559 6.109.453.268 91,49 8.949.992 950
Belanja Hibah 51.21.3 350.000.000 350.000.000 | 100,00 405.000.000
BELANJA MODAL [ 51.2.2 3.447.855.000 3.269.883.122 | 94,84 1.527.434.910
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53271 1.192.855.000 1143.577.589 | 9587 1.5627.434.910
Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 51.2.22 2 255.000.000 s 2.126.305.533 04 29 0
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan §1.2:23
5 0,00 000 | 000 0

| SURPLUS/DEFISIT 51.3 (32.932.736.934,20) (28.425.291.205) 86,31 (26.691.255.391}_

kS

Q,"
*[

Bali, 30 Januari 2026
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UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGA

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN OPERASIONAL

“KEGIATAN OPERASIONA

L

PENDAPATAN

5.3:1.

2.850.028,643,12

N 31 DESEMBER 2025

3.213.405.164,45

(363.376.521,33)

(11,31)

PENDAPATAN ASLI DAERAH -LO

5.34.4.

2.850.028,643,12

3.213.405.164,45

(363.376.521,33)

(11,31)

Retrinusi Daerah-LO

531411 |

2.8580.028.643,12

3,213.335.132,45

(363.306.489,33)

(11,31

'. Lain-lain PAD yang San-LO

| B8R

0,00

70.032

(70.032)

(100,00)

JUMLAH PENDAPATAN

2.850.028.643,12

3.213.405.164,45

(363.376.521.33)

11,31)

BEBAN

5.3.2

30.291.938.350

30.737.361.702

(445.423.352,00)

(1.45)

BEBAN OPERASI

5.3.21

30.291.938.350

30.737.361.702

(445.423.352,00)

{1,45)

Beban Pegawai

53214

21.759.219.902

18.845.492.114

2.913.727.788

15,46

" Beban Barang dan Jasa

5.321.2

6 170.369,356

8.533.826.032

(2.363.556.676)

(27.70)

Beban Hibah

5:3:211.3

350.000.000

405.000.000

{56.000.000)

(13,58)

| Beban Penyusutan dan Amortisasi

53714

2.952,043.556

{940.594.464,00)

(31,85)

Jumlah Beban Operasi

30.291.938.350

'30.737.361.702

(445.423.352,00)

(1.45)

Jumlah Beban

30.291.938.350,00

30.737.361.702

(445.223.352,00)

(1,45)

SURPLUS DEFISIT - LO

5.2.3.

(27.441.809.706,88)

(27.523.956.537,55)

82.046.830,67

(0,30)

e P — .

Laporankeuangan Un

audited 20

Z5

Bali, 30 Januari 2026
Kep_ala Dinas Kelautan dan Perikanan

=~ Proyin

si-Bali,




PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
L RO R
ASET 43.546.550,305,50 42.354.754,450,59
ASET LANCAR 5211, 168.902.675,00 234.640.850,00
Kas dan Satara Kas 521 0,00 0.00
Persediaan 5211, 188 902 875,00 234 640 850,00
ASET TETAP 52.1.2 42.734.926.358,59 41.751.461.900,59
Tanah 521.2.1 5.479.783.250,00 5479.783.250.00
Peralatan dan Mesin 52122 17.946.699.154 51 2234872477951
Gedung dan Bangunan 52423 24.658 329 143 08 22.950 748.325,08
| Jalan, Jaringan. dan Ingasi 52124 42.078371.164 69 39.324 062 184 30
Akumulasi Penyusutan §2127 {47 428 196,359 69) {48 352.856.5616.69)
ASET LAINNYA 5213 642.721.272,00 368.651,700,00
Aset Tidak Berwujud 52131 261.551.700,00 261.551 700,00
Aset Lain-lain 52132 5451953 324,00 465.708.915.00
Akumuizsi Penyusutan Aset Lainnya 52133 -~ [6.070.783 752,00 (358.808.915,00)
JUMLAH ASET [ 43.546.550.305,59 42.354,754.450,59
KEWAJIBAN 522 1.062.340.7009,74 853.926.352,86
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 5221 1.062.340.709,74 | 853.926.252,86
Pendapatan Diterima Dimuka S Redeag i) 113.944 112,74 118.200.961,86
Utang Belana 52212 948.386 597,00 735,725.291.00
JUMLAH KEWAJIBAN 1.082.340.709,74 853.926.352,86
EKUITAS 5.2.3 42.484,209.595,85 41.500.828.087 .73
Ekuilas 523 42.484 209.505 85 41.500.828.057 73
JUMLAH EKUITAS 42.484.209.595,65 41.500.828.097,73
LJUMLAH KEWA.JIBAN DAN EKUITAS DANA | 43,546.550.305,59 | 42,354.754.450,59 |

Bali, 30 Januari 2026

Ir, Putu Sumardiana, MP
Pembina Utama Muda/[V.¢
©SLUNIP,

e e e
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PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

Ekuitas Awal 41 500.828.097, 41.516.484.191 14
Surplus (DefisitLO) 544 (27.441.906.706,88) | (27.523.956.537 55)
RK-PPKD 542 25,425,251 205,00 26.677.645.391.00

Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

fainid 0,00 830.655.053 14
- Lain-iain

Ekuitas Akhir 42.484.209.595,85 41.500.828.097,73

'"JBall 30 Japuari 2026
;*’H P : ﬁ@ nﬁ's Kelautan dan Perikanan
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran
mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan
Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan OPD ini merupakan perwujudan
pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada OPD.

Laporan keuangan Audited OPD tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2025 dengan
realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai
dengan 31 Desember 2025.
Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 2.845.771.794,00 atau mencapai 89,99% dari
anggaran setelah perubahan sebesar Rp 3.162.272.000,00.
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 31.271.062.999,00 atau 86,63% dari anggarannya
sebesar Rp 36.095.008.934,20.
Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 yang digunakan untuk pembayaran belanja Pegawai sebesar
Rp 21.541.726.609,00 atau 84,08% dari anggaran sebesar Rp 25.619.548.375,20; Belanja Barang dan Jasa
Tahun 2025 adalah sebesar Rp 6.109.453.268,00 atau 91,49% dari anggarannya sebesar Rp 6.677.605.559,00;
dan Belanja Hibah sebesar Rp 350.000.000,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp 350.000.000,00.
Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 yang digunakan untuk pembayaran belanja Modal Peralatan
dan Mesin sebesar Rp 1.143.577.589,00 atau 95,86% dari anggarannya sebesar Rp 1.192.855.000,00; dan
untuk pembayaran belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 2.126.305.533,00 dari anggarannya sebesar
94,29% dari anggarannya sebesar Rp 2.255.000.000,00.
Seluruh program kegiatan Tahun Anggaran 2025 secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan target

Kinerjanya, yaitu :

Prosentase Realisasi (%) LT YD CEIT (EEEES
No. Program ¢ Pencapaian Target
Keuangan Fisik
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80,05 99,68
Provinsi
2 Program Eengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau — 83,24 100,00
Pulau Kecil
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 99,48 100,00
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 97,17 100,00
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
5. Perikanan 91,77 100,00
6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 86,37 99,80

Laporan Keuangan Unaudited 2025 6



_ Laporan Keuangan DISKELKAN Provinsi Bali TA 2025

LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasional (LO) menggambarkan realisasi Pendapatan Operasional, Beban Operasional

dan Surflus (Defisit) Operasional maupun Non Operasional dalam Tahun 2025. Realisasi Pendapatan LO
(Kegiatan Operasional) Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.850.028.643,12. Realisasi Beban Tahun 2025
sebesar Rp30.291.938.350,00. Sehingga realisasi Defisit Laporan Operasional Tahun 2025 sebesar
Rp27.441.909.706,88.
NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2025 mengenai aset, kewajiban
dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar
Rp43.546.550.305,59 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp168.902.675,00 atau mencapai 0,39% dari
seluruh aset, dan aset tetap sebesar Rp42.734.926.358,59 atau mencapai 98,14% dari seluruh aset. Sedangkan
aset lainnya jumlahnya adalah Rp642.721.272,00 atau mencapai 1,48% dari seluruh aset.
Jumlah kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.062.340.709,74 dan jumlah ekuitas per 31
Desember 2025 adalah sebesar Rp42.484.209.595,85.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan posisi awal ekuitas serta menyajikan transaksi-
transaksi yang berpengaruh terhadap perubahan ekuitas selama periode tahun 2025. Ekuitas awal Tahun 2025
adalah sebesar Rp41.500.828.097,73. Perubahan ekuitas dalam Tahun 2025 adalah sebesar
Rp983.381.498,12 sehingga ekuitas akhir Tahun 2025 adalah sebesar Rp42.484.209.595,85.

Laporan Keuangan Unaudited 2025 7
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PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Unaudited tahun 2025 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud
transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata Kelola pemerintahan yang baik (good
governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-
pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (full disclosure).

BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-
transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan
informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas
pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusa mengenai
alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan,
belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan,
mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya
terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali disusun dengan tujuan untuk
menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas
entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana OPD;
b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana

OPD;

c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan OPD menyediakan informasi mengenai

pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana OPD.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD
Pelaporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali diselenggarakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

Laporan Keuangan Unaudited 2025 8
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a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);

b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri
dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang
disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

e) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);

g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165).

h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425).

j) Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor
16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan
mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan
perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan
dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan
sesuai bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Bali mempunyai fungsi:
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1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan provinsi;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas di bidang kelautan dan perikanan;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan

5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.
Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

|

SUB BAGIAN | [ SUB BAGIAN l
UMUM DAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG PENGOLAHAN DAN PENGAWASAN SUMBER
KELAUTAN PERIKANAN PEMASARAN HASIL DAYA KELAUTAN DAN
o INAS PERIKANAN PERIKANAN

KELOMPOK JABATAN
| FUNGSIONAL & PELAKSANA |

UPTD

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali
Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu

pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan
Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang
diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-
pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban
kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1.3. Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi

1.4, Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
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Bab Il Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
2.1.Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan
2.3. Indikator Pecapaian Kinerja APBD

Bab 111 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
3.3.  Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan
Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1. Entitas akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi
pemerintah
Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
5.1. Laporan Realisasi Anggaran
5.2. Laporan Operasional (LO)
5.3. Neraca
54. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Bab VI Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya
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BAB Il
INFORMASI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN INDIKATOR TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat,
perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk
menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target
pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2024,
kondisi ekonomi makro di Provinsi Bali menunjukkan perbaikan seiring dengan pemulihan sektor pariwisata.
Meskipun tingkat kunjungan belum sepenuhnya kembali seperti sebelum pandemi, jumlah wisatawan
mancanegara yang berkunjung ke Bali pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2025, asumsi makroekonomi yang digunakan mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah
tahun 2024 atau tahun sebelumnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.:
a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,00%.
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,79%.
c.  Gini Ratio sebesar 0,361.
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78.63.

@

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,48%.
f.  Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 2,69%.
g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp298,44

triliun;

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah
pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi
pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah
penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam
persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup
hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan
kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang
memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan mengukur sejauh mana pengeluaran penduduk miskin
berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan mencerminkan kesenjangan
pengeluaran antara individu termiskin dengan rata-rata pengeluaran kelompok miskin di suatu daerah.

Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin serius tingkat kemiskinan yang terjadi.
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Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, persentase penduduk miskin di Provinsi

Bali pada tahun 2024 tercatat mencapai 4,00%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.1.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No Tingkat Kemiskinan P Toss P Do29.5094
1 Persentase Tingkat Kemiskinan (%) 4,57 4,25 4,00 Turun 0,25
2 Jumlah penduduk miskin (Ribu Orang) 205,68 193,78 184,43 Turun 9,35
3 Tingkat Kemiskinan Nasional (%) 9,54 9,36 9,03 Turun 0,33
4 Peringkat Provinsi 3 1 1 Naik 2

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi
Bali Maret 2022, 2023, dan per Maret 2024

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2024 (keadaan Maret 2024) sebesar 4%
mengalami penurunan dimana pada Tahun 2024 persentase penduduk miskin tercatat 4,25%. Peningkatan
Kinerja sektor pariwisata pada tahun 2024 disinyalir berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di
Provinsi Bali. Meskipun persentase penduduk miskin di Bali telah berada di bawah rata-rata nasional,
perencanaan anggaran pada tahun mendatang tetap perlu memprioritaskan strategi yang efektif untuk

menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Tabel 2.1.1.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No Uraian Tahun Tahun Tahun Naik/Turun

2022 2023 2024 2023-2024
1 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali 0,625 0,553 0,499 Turun 0,054
2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional 1,586 1,528 1,461 Turun 0,067
3 Peringkat Provinsi 2 1 1 Tetap

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi
Bali

Tabel 2.1.1.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret)

Tahun Tahun Tahun Naik/Turun 2023-
No Uraian 2022 2023 2024 2024
1 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi 0,129 0,102 0,090 Turun 0,012
2 Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional 0,395 0,377 0,347 Turun 0,03
3 Peringkat Provinsi 1 1 1 Tetap

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi
Bali Maret 2022, 2023, dan 2024

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah

angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:
(1) Individu yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan;
(i) Individu yang belum bekerja tetapi dalam proses mempersiapkan usaha;

(i) Individu yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin
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mendapatkan pekerjaan; dan

(iv) Individu yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 2.1.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali (Keadaan Agustus)

NoO Uraian Tahun Tahun Tahun Naik/Turun 2023-
2022 2023 2024 2024

1 Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%) 4,80 2,69 1,79 Turun 0,9

2 Tingkat Pengangguran Nasional (%) 5,86 5,32 4,91 Turun 0,41

3 Peringkat Provinsi 20 3 2 Naik 1

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia dan
Provinsi Bali Agustus 2022, 2023, dan 2024.

TPT di Provinsi Bali Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,79%. Angka ini
lebih rendah dibandingkan dengan TPT Agustus tahun 2023 yang mencapai 2,69%. Meskipun mengalami
penurunan, TPT Provinsi Bali masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,32%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 77,11 persen, meningkat sebesar 0,03 persen
poin dibandingkan Agustus 2023. Dalam periode yang sama, jumlah penduduk yang bekerja bertambah
sebanyak 47,60 ribu orang, sementara jumlah pengangguran mengalami penurunan sebesar 23,74 ribu orang.
Dari total penduduk yang bekerja, proporsi pekerja penuh mencapai 74,48 persen, menunjukkan peningkatan
dibandingkan Agustus 2023. Sebaliknya, proporsi pekerja tidak penuh mengalami penurunan, baik pada

kategori setengah pengangguran maupun pekerja paruh waktu.

Mayoritas penduduk yang bekerja masih berasal dari sektor informal, dengan proporsi sebesar 50,68
persen. Namun, angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan Agustus 2023. Sementara itu,
TPT di kalangan lulusan Diploma I/11/111 mengalami peningkatan pada Agustus 2024, dengan angka tertinggi

di antara jenjang pendidikan lainnya, yakni sebesar 3,40 persen.

2.1.3 Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau
mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini
didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi
dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase
kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara O dan 1 dengan interpretasi sebagai berikut:

a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana
setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian

pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Bali

Tahun 2024 adalah sebesar 0,361 poin, sebagaimana ditampilkan tabel di bawah ini.
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Tabel 2.1.3.1 Gini Ratio Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No Gini Ratio Tahun Tahun Tahun Naik/Turun

2022 2023 2024 2022-2023
1 Tingkat Provinsi 0,363 0,362 0,361 Turun 0,001
2 Tingkat Nasional 0,384 0,388 0,379 Turun 0,009
3 Peringkat Provinsi 21 21 25 Turun 4

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran
Penduduk Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2022, 2023, dan 2024

Pada Tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Bali yang diukur oleh Gini
Ratio adalah sebesar 0,361. Angka ini turun 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2023
yang sebesar 0,362 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya
membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil
pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi
dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan
standar hidup layak (decent standard of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi
empat, yaitu:

Rendah (< 60)

b. Sedang (60<IPM<70)
c. Tinggi (70 <IPM<80)
d. Sangat Tinggi (>80).

o

Pada tahun 2023, BPS melakukan update angka salah satu komponen pembentuk IPM yaitu Umur
Harapan Hidup (UHH). Umur Harapan Hidup dilakukan update menyusul telah selesainya penghitungan
UHH berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik,
IPM di Provinsi Bali pada tahun 2024 mencapai 78,63 poin. Capaian ini tergolong dalam kategori tinggi
karena melebihi standar IPM Nasional yang berada pada angka 75,02. Jika dibandingkan dengan tahun 2023
yang mencatat IPM sebesar 78,01, terjadi peningkatan sebesar 0,62%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel
berikut:

Tabel 2.1.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tahun Tahun Tahun Naik/Turun 2023-
No Indeks Pembangunan Manusia
2022 2023 2024 2024
1 Jembrana 74,38 74,80 75,32 Naik 0,52
2 Tabanan 77,22 77,87 78,83 Naik 0,96
3 Badung 82,13 83,00 83,73 Naik 0,73
4 Gianyar 78,87 79,69 80,23 Naik 0,54
5 Klungkung 73,77 74,18 75,15 Naik 0,97
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6 Bangli 71,47 71,99 72,51 Naik 0,52
7 Karangasem 69,48 70,09 70,91 Naik 0,82
8 Buleleng 74,48 74,87 75,35 Naik 0,48
9 Denpasar 84,39 84,68 85,11 Naik 0,43
10 Provinsi Bali 77,40 78,01 78,63 Naik 0,62
11 Indonesia/Nasional 73,77 74,39 75,02 Naik 0,63
12 Peringkat Provinsi 4 5 5 Tetap

Catatan: penghitungan menggunakan Umur Harapan Hidup hasil Long Form Sensus Penduduk 2020

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indonesia dan Provinsi Bali 2024

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi
keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan
sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat
pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor
produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh
karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab
masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010.

Sepanjang tahun 2024, perekonomian Provinsi Bali tetap mengalami pertumbuhan dengan laju
sebesar 5,48%. Meskipun terjadi penurunan sebesar 0,23% dibandingkan tahun 2023 yang mencatat
pertumbuhan 5,71%, Bali tetap mampu mempertahankan posisinya di peringkat ke-5 secara nasional,

sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota di Bali

No Uraian Kabupaten/Kota
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
1 PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp)
Jembrana 9,16 9,49 9,97
Tabanan 14,94 15,47 16,24
Badung 31,95 35,55 37,67
Gianyar 17,96 18,87 19,90
Klungkung 5,77 6,04 6,35
Bangli 4,51 4,67 4,88
Karangasem 10,84 11,18 11,66
Buleleng 22,46 23,28 24,45
Denpasar 34,07 36,00 38,00
Provinsi Bali 150,83 159,45 168,19
Indonesia 11.710,25 12.301,39 12.920,28
2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Jembrana 2,98 3,66 4,98
Tabanan 2,93 3,56 4,94
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. Kabupaten/Kota
No Uraian
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024

Badung 9,97 11,29 5,94
Gianyar 4,04 5,06 5,47
Klungkung 3,12 4,70 5,08
Bangli 2,80 3,50 4,54
Karangasem 2,58 3,10 4,33
Buleleng 3,11 3,64 5,04
Denpasar 5,02 5,69 5,55
Provinsi Bali 4,84 571 5,48
Indonesia 5,31 5,05 5,03

3 Peringkat Provinsi (Nasional)
Jembrana 6 5 6
Tabanan 7 7 7
Badung 1 1 1
Gianyar 3 3 3
Klungkung 4 4 4
Bangli 8 8 8
Karangasem 9 9 9
Buleleng 5 6 5
Denpasar 2 2 2

4 Peringkat Nasional 22 5 5

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Pada triwulan 1V-2024, perekonomian Bali yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) mencapai Rp78,36 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB) dan Rp43,83 triliun berdasarkan harga
konstan (ADHK 2010=100). Selama triwulan 1V-2024, ekonomi Bali tumbuh sebesar 3,37 persen
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (g-to-g). Dari sisi produksi, sektor Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 18,88 persen. Sementara dari
sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan sebesar

26,47 persen.

Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali pada
triwulan 1V-2024 tumbuh sebesar 5,19 persen. Dari aspek produksi, sektor Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,24 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran,
Ekspor Luar Negeri mengalami kenaikan sebesar 15,67 persen. Secara kumulatif, dari triwulan | hingga
triwulan 1V-2024, ekonomi Bali mencatat pertumbuhan sebesar 5,48 persen (c-to-c). Struktur ekonomi Bali
pada triwulan 1V-2024 masih didominasi oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan
kontribusi sebesar 21,75 persen. Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga menjadi penyumbang

terbesar dengan proporsi sebesar 51,54 persen.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Bali dapat dilihat melalui tingkat
inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa
komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala

buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan
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harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan

sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

() inflasi ringan (creeping inflation), ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah.
Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.

(i) Inflasi Sedang (Galloping Inflation), sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya
berkisar antara 10-30% setahun,

(iii) Inflasi Berat (High Inflation) kategori ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-
100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit
dikendalikan.

(iv) Hiperinflasi (Hyperinflation) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara
besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Bali, tingkat inflasi di Provinsi Bali
pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,34%, yang termasuk dalam kategori inflasi ringan. Angka ini masih lebih
tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,57%, sebagaimana ditampilkan dalam
tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.6.1 Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja

No Uraian Tahun Tahun Tahun Naik/Turun

2022 2023 2024 2023-2024
1 Tingkat Inflasi Denpasar (%) 6,44 2,54 2,69 Naik 0,15
2 Tingkat Inflasi Singaraja (%) 4,63 4,31 1,93 Turun 2,38
3 Tingkat inflasi Nasional (%) 5,51 2,61 1,57 Turun 1,04
4 Peringkat Provinsi (Denpasar) 1 2 1

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen
Desember 2022, 2023, dan 2024

Tingkat inflasi di Kota Denpasar Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,69%,
lebih tinggi dari tingkat inflasi pada Tahun 2023 yaitu sebesar 2,54% . Dalam perhitungan tahunan, Kota
Denpasar justru mencatat inflasi tertinggi sebesar 2.69%, sementara Singaraja mengalami inflasi terendah
sebesar 1.93%. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh disparitas distribusi barang, pola konsumsi, serta struktur

pasar di masing-masing wilayah.

Dari sisi komoditas, kontribusi inflasi lebih banyak didorong oleh sektor pangan, terutama bahan
makanan yang memiliki tingkat volatilitas tinggi. Kenaikan harga beberapa komoditas utama seperti daging
babi, beras, dan kopi bubuk menunjukkan adanya tekanan permintaan yang meningkat atau gangguan pada
rantai pasok. Oleh karena itu, pemantauan serta pengendalian harga melalui kebijakan yang tepat menjadi

penting untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan keseimbangan ekonomi regional.
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Struktur perekonomian Kab/Kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.

Tabel 2.1.7.1 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam jutaan rupiah)

No Uraian Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
1 Jembrana

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.189.288,61 3.381.630,98 3.815.640,37

2. Pertambangan dan Penggalian 123.082,36 130.296,98 134.832,81

3. Industri Pengolahan 775.281,70 826.377,27 888.418,27

4. Pengadaan Listrik dan Gas 21.388,48 23.839,96 24.216,47

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 11.085,03 11.363,43 11.894.25
dan Daur Ulang

6. Konstruksi 1.560.610,00 1.590.389,71 1.623.412,95

7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 1.515.979,77 1.648.399,89 1.711.991,78
Mobil dan Sepeda Motor

8. Transportasi dan Pergudangan 1.992.432,14 2.281.484,63 2.505.118,37

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.725.726,48 1.915.053,52 2.112.996,33

10. Informasi dan Komunikasi 920.103,44 962.912,12 1.006.944,06

11. Jasa Keuangan dan Asuransi 564.164,82 642.046,66 731.776,53

12. Real Estate 686.321,83 711.528,20 724.717,33

13. Jasa Perusahaan 121.414,09 131.173,23 142.718,57

14. Admlnlstra5| -Pemeflntahan, Pertahanan dan 408.829,98 407.500,36 426.835,69
Jaminan Sosial Wajib

15. Jasa Pendidikan 329.302,20 326.228,55 337.600,10

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 359.633,80 375.560,11 386.767,10

17. Jasa lainnya 227.611,00 247.491,35 259.128,71

PDRB ADH Berlaku 14.532.255,74 15.613.276,95 16.845.009,68

2 Tabanan

Mobil dan Sepeda Motor

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5.423.615,00 5.723.710,40 6.169.684,07
2. Pertambangan dan Penggalian 268.642,56 280.999,77 288.304,05
3. Industri Pengolahan 1.420.241,95 1.518.608,39 1.686.305,21
4. Pengadaan Listrik dan Gas 27.812,16 31.261,63 33.476,61
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 37.610,48 39.832,49 42.378,80
dan Daur Ulang
6. Konstruksi 2.416.304,08 2.501.179,21 2.591.319,38
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 2.133.918.14 2.319.825.21 2.440.374.29
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No Uraian Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024

8. Transportasi dan Pergudangan 361.380,95 424.495,67 470.216,05

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4.051.051,59 4.739.339,60 5.530.900,57
10. Informasi dan Komunikasi 1.437.157,09 1.480.998,95 1.544.631,17
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 1.012.001,46 1.158.586,29 1.337.744,33
12. Real Estate 1.243.819,43 1.290.459,70 1.335.134,83
13. Jasa Perusahaan 261.980,08 283.012,53 313.062,58
4. Adm|n|stra5| .Pemeflntahan, Pertahanan dan 1.003.670,09 1.964.653,99 2.008.567,44

Jaminan Sosial Wajib

15. Jasa Pendidikan 472.511,89 470.255,13 487.272,02
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 664.021,58 693.729,77 716.370,05
7. Jasa lainnya 545.559,37 606.245,20 654.056,26

PDRB ADH Berlaku

23.681.297,92

25.531.693,95

27.649.797,72

3 Badung
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.958.842,15 4.152.829,32 4.418.709,58
2. Pertambangan dan Penggalian 173.454,78 176.424,08 175.537,09
3. Industri Pengolahan 2.340.266,80 2.447.355,08 2.609.050,99
4. Pengadaan Listrik dan Gas 86.470,56 98.010,62 101.104,90
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 126.000,66 133.721.84 144.254.69
dan Daur Ulang
6. Konstruksi 5.682.997,77 5.831.279,10 5.936.588,64
7. PerQagangan Besar dan Eceran; Reparasi 4.320.982,49 4.740.948,09 5.023.681,41
Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan 11.477.866,06 19.131.742,25 21.360.511,21
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 13.034.218,24 16.877.404,33 19.318.413,47
10. Informasi dan Komunikasi 4.133.369,68 4.216.549,63 4.474.419,94
1. Jasa Keuangan dan Asuransi 1.753.186,88 2.043.883,80 2.441.594,87
2. Real Estate 2.204.535,95 2.278.749,26 2.370.020,26
13. Jasa Perusahaan 458.276,24 508.423,39 564.326,22
4. Adrq|n|stra5| .Pemefmtahan, Pertahanan dan 2.086.235.78 2.184.119 45 2.458.991,02
Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan 1.965.509,23 1.980.372,32 2.004.091,16
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 942.239,86 986.583,93 1.022.096,32
7. Jasalainnya 545.547,02 611.145,40 674.808,97

PDRB ADH Berlaku

55.290.000,16

68.399.541,91

75.098.200,74

4 Gianyar
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.510.636,94 3.675.839,89 3.891.726,30
2. Pertambangan dan Penggalian 391.638,87 400.329,48 419.974,31
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No Uraian Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
3. Industri Pengolahan 3.435.572,11 3.702.588,93 3.987.517,87
4. Pengadaan Listrik dan Gas 31.302,85 35.993,58 39.498,26
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 34.784,60 36.914,45 39.844,01
dan Daur Ulang
6. Konstruksi 3.622.140,00 3.748.697,89 3.811.078,29
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 2.315.521,87 2.519.746,62 2.699.847,80
Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan 239.273,09 278.927,26 312.035,20
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5.511.589,61 6.809.142,28 7.853.299,40
10. Informasi dan Komunikasi 1.934.235,55 2.022.467,54 2.185.675,15
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 1.306.803,62 1.470.144,23 1.616.080,27
12. Real Estate 1.302.343,47 1.348.206,25 1.369.136,50
13. Jasa Perusahaan 368.103,38 407.992,81 448.403,69
n4. Admlnlstray .Peme"rlntahan, Pertahanan dan 1.594.599,03 1.603.134.89 1.736.920,82
Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan 698.609,27 694.994,47 735.679,20
6. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.074.711,90 1.127.533,03 1.186.379,33
7. Jasalainnya 572.339,60 646.762,67 713.502,61
PDRB ADH Berlaku 27.944.205,76 30.529.416,26 33.046.599,01

5 Klungkung

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2.026.791,81 2.184.286,74 2.429.551,82
2. Pertambangan dan Penggalian 279.591,68 295.100,51 312.759,48
3. Industri Pengolahan 903.301,57 951.253,24 1.024.071,76
4. Pengadaan Listrik dan Gas 10.932,89 12.862,85 12.862,85
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 17.998,95 19.316,40 20.615,55
dan Daur Ulang
6. Konstruksi 979.637,48 1.007.661,23 1.050.024,51
7. Perqagangan Besar dan Eceran; Reparasi 804.462,79 875.010,35 917.712,34
Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan 200.723,00 255.309,30 308.267,67
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 923.819,00 1.208.761,79 1.455.499,58
10. Informasi dan Komunikasi 876.961,00 913.977,88 964.968,84
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 417.685,00 474.210,75 530.410,20
12. Real Estate 223.019,00 232.428,12 244.020,72
13. Jasa Perusahaan 94.768,00 103.802,93 117.940,92
14. Adrq|n|stra5| .Pemefmtahan, Pertahanan dan 527.576,00 553.753,78 587.891,46
Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan 229.617,00 230.940,31 243.654,61
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No Uraian Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 458.999,65 484.075,44 501.955,32
17. Jasa lainnya 234.324,00 269.463,75 291.246,90
PDRB ADH Berlaku 9.210.208,54 10.072.215,38 11.015.485,38
6 Bangli
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2.035.006,00 2.159.462,75 2.305.078,49
2. Pertambangan dan Penggalian 131.510,24 139.860,70 141.074,92
3. Industri Pengolahan 641.512,30 681.839,42 706.341,00
4. Pengadaan Listrik dan Gas 3.059,12 3.481,68 3.481,68
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 4.773.48 4.87957 4.899.17
dan Daur Ulang
6. Konstruksi 654.650,77 675.513,40 685.416,40
7. PerQagangan Besar dan Eceran; Reparasi 738.882,07 807.988,58 831.315,69
Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan 79.728,61 89.153,81 97.253,93
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 821.596,16 964.549,92 1.138.978,65
10. Informasi dan Komunikasi 338.265,01 354.235,97 374.687,21
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 222.152,25 257.966,62 298.905,38
12. Real Estate 232.396,17 241.140,91 247.720,41
13. Jasa Perusahaan 40.360,77 42.964,87 47.956,89
n4. Admlnlstra5| -Pemeflntahan, Pertahanan dan 843.307.07 895.256.27 956.295,79
Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan 179.632,29 181.363,75 186.771,51
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 119.671,79 124.989,83 130.919,24
7. Jasalainnya 251.486,23 283.561,43 308.344,91
PDRB ADH Berlaku 7.337.990,33 7.908.309,50 8.465.602,94
7 Karangasem
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4.692.140,04 4.883.332,90 5.136.046,48
2. Pertambangan dan Penggalian 614.611,50 676.062,20 732.501,48
3. Industri Pengolahan 740.475,76 774.052,10 812.244,50
4. Pengadaan Listrik dan Gas 17.178,66 19.350,10 19.583,50
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 22.691,01 24.557.10 26.065,36
dan Daur Ulang
6. Konstruksi 1.270.811,10 1.318.015,90 1.388.940,76
7. Pero!agangan Besar dan Eceran; Reparasi 1.005.922,35 1.082.719,70 1.083.924,05
Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan 2.789.763,23 3.070.993,40 3.239.840,33
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.427.387,30 1.739.410,30 1.963.789,48
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No Uraian Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
10. Informasi dan Komunikasi 634.616,08 653.175,20 688.430,29
1. Jasa Keuangan dan Asuransi 901.446,44 1.062.929,80 1.194.490,15
12. Real Estate 721.175,79 754.932,90 796.748,39
13. Jasa Perusahaan 142.518,15 152.030,40 166.652,96
1. ?:r:}r;?rgzgi;sv”;;gmaha”’ Pertahanan - dan 1.365.652,50 1.365.395,50 1.470.849,27
15. Jasa Pendidikan 464.023,50 467.122,00 505.366,70
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 420.578,37 442.879,10 472.299,19
17. Jasa lainnya 438.499,58 487.816,80 512.555,10

PDRB ADH Berlaku

17.669.491,36

18.974.775,40

20.210.327,99

8 Buleleng
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 7.713.940,52 8.004.808,88 8.445.133,84
2. Pertambangan dan Penggalian 316.017,83 327.936,72 346.694,92
Industri Pengolahan 2.202.415,92 2.364.120,60 2.671.661,09
4. Pengadaan Listrik dan Gas 60.525,06 67.514,94 72.171,29
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 39.269,31 42.908,86 42.068,50
dan Daur Ulang
6. Konstruksi 3.450.497,17 3.541.541,69 3.716.363,13
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 4.332.078,71 4.727.916,99 5.023.231,19
Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan 389.627,59 454.042,28 508.734,02
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5.209.229,73 6.198.370,94 7.069.183,70
10. Informasi dan Komunikasi 2.141.119,70 2.198.163,88 2.266.618,36
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 1.657.123,69 1.931.174,90 2.257.241,86
12. Real Estate 1.697.749,64 1.763.266,42 1.852.223,07
13. Jasa Perusahaan 255.125,00 281.872,31 303.807,00
4. Adm_m|stra5| ‘Peme_.rmtahan, Pertahanan dan 1.098.931,25 2.001.994,79 2.129.695 24
Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan 2.741.409,33 2.726.839,41 2.849.266,95
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 888.702,34 927.592,07 972.804,27
7. Jasa lainnya 711.521,40 791.295,42 860.853,44

PDRB ADH Berlaku

35.805.284,19

38.351.361,10

41.387.751,89

9 Kota Denpasar

dan Daur Ulang

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.787.130,03 3.949.625,79 3.778.610,97
2. Pertambangan dan Penggalian 0,00 0,00 0,00
3. Industri Pengolahan 3.653.694,27 3.875.731,94 4.206.282,45
4. Pengadaan Listrik dan Gas 294.961,88 347.657,68 409.059,32
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 133.996,87 136.499,25 134.263,81
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No Uraian Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
6. Konstruksi 6.520.700,87 6.689.585,29 6.820.641,59
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 5.468.721,49 6.041.481,81 6.453.315,98
Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan 1.453.809,78 1.773.632,76 1.918.713,85
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 11.432.033,63 14.328.513,00 16.682.509,16
10. Informasi dan Komunikasi 2.765.656,56 2.844.638,21 2.975.124,08
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 3.654.675,52 4.210.391,02 5.023.714,55
12. Real Estate 2.372.487,01 2.457.089,19 2.496.708,08
13. Jasa Perusahaan 1.106.931,48 1.225.422,18 1.345.518,35
14. Admln.lstra3| I.Demen'ptahan, Pertahanan dan 2.978.879.20 2.097.349,63 3.254.187,63
Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan 6.562.279,44 6.587.509,19 6.992.708,13
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.552.815,68 1.636.171,17 1.700.830,67
17. Jasa lainnya 895.053,48 999.003,56 1.108.025,10

PDRB ADH Berlaku

54.633.827,19

60.100.301,66

65.300.213,73

10 Provinsi Bali

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

36.013.894,37

37.709.948,37

40.059.242,70

2. Pertambangan dan Penggalian 2.312.139,37 2.436.619,10 2.549.773,82

3. Industri Pengolahan 16.143.831,20 17.106.709,37 18.637.068,95

4. Pengadaan Listrik dan Gas 553.539,86 640.751,91 717.467,90

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 421.646.34 446.944.72 458.996,26
dan Daur Ulang

6. Konstruksi 26.128.699,12 26.805.931,83 27.567.304,79

7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 22.550.755,72 24.591.396,32 25.933.889,82
Mobil dan Sepeda Motor

8. Transportasi dan Pergudangan 18.896.608,37 27.656.961,48 30.615.664,20

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 44.112.103,06 54.680.183,65 63.912.735,23

10. Informasi dan Komunikasi

15.028.830,69

15.517.170,16

16.101.487,08

11. Jasa Keuangan dan Asuransi

11.486.409,28

13.277.201,87

15.457.622,58

12. Real Estate

10.683.388,28

11.055.527,30

11.449.017,85

13. Jasa Perusahaan

2.866.674,70

3.164.354,38

3.455.353,28

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib

13.646.457,38

13.888.797,80

14.933.540,96

15. Jasa Pendidikan

13.614.504,84

13.669.131,84

14.228.758,62

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

6.485.858,10

6.805.150,01

7.066.961,92

17. Jasa lainnya

4.423.392,89

4.909.174,98

5.296.623,87

PDRB ADH Berlaku

245.367.890,26

274.358.182,88

298.441.509,83
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Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan,
sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui
kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan
perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah
yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah
meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan
daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai
program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun
diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan

pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

2.2.1 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan
daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang
dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip
kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada
persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah
yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk
membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak
yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat
melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah
meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai
hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan
daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
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yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak
daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (Budgetary)
2) Sebagai alat pengatur (Regulatory).

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah,
tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan
retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Pajak Daerah terdiri dari
Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

b. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis Retribusi yang dapat dipungut. Jenis Retribusi yang
telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan
sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi
Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik
Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Terdiri dari Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan
BMD Yang Tidak Dipisahkan; Kerjasama Daerah, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga,
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari
Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan
Usaha BLUD dan Pendapatan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat yang meliputi: Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi
Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Lebih lanjut Dana Perimbangan dapat dipilah menjadi
dua yaitu dana yang bersifat Umum dan dana yang bersifat Khusus. Dana yang bersifat umum
dialokasikan dalam bentuk:

1) Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu Dana Perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal
(antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan
Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari
Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam;

2) Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan merupakan Dana

Laporan Keuangan Unaudited 2025 26



_ Laporan Keuangan DISKELKAN Provinsi Bali TA 2025

Transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar

Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap
daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk Daerah Provinsi, bobot Daerah
Provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh Daerah Provinsi. Sedangkan untuk Dana
Transfer Khusus sendiri dialokasikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang
dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

b. Transfer Antar Daerah yang meliputi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

a. Hibahyaitu bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk
menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan;

b. Dana Darurat yaitu dana yang berasal dari APBN yang diberikan Kepada Daerah pada tahap pasca
bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu
ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan
perUndang-Undangan;

c¢. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Peningkatan Pendapatan Daerah akan diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber
pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun
pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berbagai kebijakan yang dapat ditempuh dalam
upaya peningkatan
Pendapatan Daerah, antara lain:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui:

Dalam rangka meningkatkan PAD diupayakan melalui kebijakan penataan Peraturan Daerah di bidang

Pendapatan Asli Daerah; intensifikasi; dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut:

a. Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah Dalam pelaksanaan pemungutan
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (d/h/Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan
Peraturan Daerah) yaitu :

v Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.
v Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Laporan Keuangan Unaudited 2025 27



_ Laporan Keuangan DISKELKAN Provinsi Bali TA 2025

v Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
v Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
b. Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti:

v/ Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum pemungutan dalam bidang
Pendapatan Daerah.

v/ Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat.

v/ Melakukan razia gabungan dengan instansi terkait dan razia dari pintu ke pintu.

v/ Menyempurnakan sistem pemungutan PKB dan BBNKB dengan menerapkan prosedur dan tata
laksana pelayanan maupun batasan waktu penyelesaian serta transparansi besaran tarif/biaya sesuai
ISO 9001 — 2008 pada UPT Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota diseluruh Bali.

v Mengembangkan sistem pembayaran PKB dan BBNKB melalui sistem Samsat Online dan
BUMDES.

v Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait, Pemerintah Pusat serta dengan Provinsi lainnya.

v/ Meningkatkan pembinaan-pembinaan dan pengawasan terhadap UPT Badan Pendapatan Provinsi
Bali di Kabupaten/Kota se Bali dan kepada OPD Penghasil.

v/ Melakukan Pengembangan layanan Penerimaan Pajak Asli Daerah Khususnya Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) seperti membuka Gerai
Samsat, Samsat Corner, Samsat Keliling dan Samsat Desa beryadnya.

c. Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut:

v/ Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan diangkat;

v Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;

v/ Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponenkomponen PAD yang bisa
dikembangkan; dan
v Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-

sumber PAD.

d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

2. Peningkatan alokasi dari Pendapatan Transfer dan lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pendapatan transfer Pemerintah Pusat dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-
program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Peningkatan
Pendapatan Transfer khususnya dari Dana Bagi Hasil dapat diupayakan melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan
semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari
bagi hasil. Untuk itu Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi

Laporan Keuangan Unaudited 2025 28



_ Laporan Keuangan DISKELKAN Provinsi Bali TA 2025

adalah dengan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota dalam

mengoptimalkan Bagi Hasil Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2.2.2 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan
urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib
dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah
meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah
dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai
pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan
dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga
satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan
pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman
pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar meliputi: (2) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d)
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan,
(e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan
desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika,
(K) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (1) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik,
(o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
(a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral,
(f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin
anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan
sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu
pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan
bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Untuk itu pengelolaan belanja
daerah Provinsi Bali akan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk
dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan

meningkatkan kompetensi
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sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan
masyarakat.

Prioritas Penggunaan Anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan,
kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi
kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara
berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang Pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September
2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Total Belanja Daerah. Besaran alokasi
dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Untuk anggaran Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada
pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD
diluar Gaji.

Optimalisasi belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara
efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi
pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan
pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

Transparansi dan Akuntabel setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan
hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya
dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja

Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

a.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang
memberi manfaat jangka pendek;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat
termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya
dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Selanjutnya untuk klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada

masing-masing Pemerintah Daerah; dan Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan

dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kebijakan belanja daerah Tahun 2025

diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif.
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2.2.3 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan

2. Pengeluaran Pembiayaan.

Selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan disebut dengan Pembiayaan

Netto yang selanjutnya dipergunakan untuk menutup defisit anggaran. Dengan demikian pembiayaan juga

bisa disebut sebagai transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan

Daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya
defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan
surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan surplus
diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk
menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber
pembiayaan dapat berasal dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan
penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain
pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban
kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;

2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana
cadangan ke rekening kas umum daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan, dengan jumlah yang
dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan
dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan
ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja
langsung Perangkat Daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan
perUndang-Undangan;

3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil
penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik
Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal
Pemerintah Daerah;

4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk
penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada Tahun Anggaran berkenaan;

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali

pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya; dan
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6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang

pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah
daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.
Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal

Daerah, Pembayaran Utang Pokok serta Pemberian pinjaman daerah.

1. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah, guna
mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu
tahun anggaran. Peraturan daerah tersebut mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan,
program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan
yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun
anggaran pelaksanaan dana cadangan. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan
daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya
dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan; ditempatkan pada
rekening tersendiri. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun
anggaran yang berkenaan.

2. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah
daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang

dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan
dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator
Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Disamping juga untuk memberi gambaran tentang
ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan di daerah Bali dari sisi keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing.
Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun
atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat
dicapai.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran nasional, Pemerintah Pusat sudah menetapkan 7 Prioritas
Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai berikut.
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal

utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
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7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Guna menjaga sinergitas prioritas pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun
2024 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu:

Prioritas 1: Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata
Prioritas 2: Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan

Prioritas 3: Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial

Prioritas 4: Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya

Prioritas 5: Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
Prioritas 6: Infrastruktur

Prioritas 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

2.4 BELANJA WAJIB (MANDATORY SPENDING) DAN KEBIJAKAN TEMATIK DALAM
POSTUR APBD TA 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun
APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta

teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, sebagai berikut:

2.4.1 BELANJA WAJIB (MANDATORY SPENDING) DALAM POSTUR APBD TA 2024

Belanja wajib (mandatory spending) adalah kebijakan belanja yang difokuskan untuk mendanai
urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana maksud Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Tujuan mandatory spending
adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja mandatory spending
dalam tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Bali meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Belanja Wajib Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan
berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen)
dari total belanja daerah sebagaimana maksud pasal 31 ayat (4) UUD 1945, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (I) Peraturan Pemerintan Nomor
48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan dan butir E.1.a. Larnpiran Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 15 Tahun 2023.

Alokasi anggaran belanja wajib fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan
kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan. Alokasi

anggaran dan realisasi untuk belanja wajib fungsi pendidikan TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:
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Tabel 2.4.1.1 Capaian Belanja Wajib Fungsi Pendidikan

%

Pemahaman dan
Pengetahuan Perkoperasian
serta Kapasitas dan
Kompetensi SDM Koperasi
pada Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah

NO | KOMPONEN PERHITUNGAN ANGGARAN REALISASI REALISASI
@ @ (©) @ ®=4:0
1 .| Urusan Bidang Pendidikan : 1.951.092.197.353,00 1.813.572.701.073,43 92.95%
1) | Belanja Operasi: 1.519.093.347.148,00 1.473.206.264.353,70 96,98%
a.| belanja pegawai; 1.146.289.783.066,00 1.091.604.335.536,00 95,23%
b. | belanja barang dan jasa; 280.472.814.082,00 290.428.985.613,70 103,55%
c. | belanja hibah 92.330.750.000,00 91.172.943.204,00 98,75%
2) | Belanja Modat: 431.998.850.205,00 340.366.436.719,73 78,79%
.| Urusan Bidang Kebudayaan: 23.535.121.312,00 21.992.584.152,00 93,45%
1) | Belanja Operasi: 23.165.121.312,00 21.992.584.152,00 94,94%
belanja barang dan jasa 23.165.121.312,00 21.992.584.152,00 94,94%
2) | Belanja Modal: 370.000.000,00 0,00 0,00%
.| Urusan Bidang Perpustakaan: 627.473.360,00 586.194.410,00 93,42%
1) | Belanja Operasi: 527.473.360,00 487.663.040,00 92,45%
belanja barang dan jasa 527.473.360,00 487.663.040,00 92,45%
2) | Belanja Modal: 100.000.000,00 98.531.370,00 98,53%
Urusan Bidang Kepemudaaan 66.536.664.400,00 61.936.121.240,00 63 0090
‘| dan Olahraga: ; (o
1) | Belanja Operasi: 66.536.664.400,00 61.936.121.240,00 93.09%
a.| belanja barang dan jasa; 12.586.664.400,00 8.748.328.314,00 69,50%
b. | belanja hibah 53.950.000.000,00 53.187.792.926,00 98,59%
2) | Belanja Modal: 0.00 0.00 0,00%
Belanja di luar Urusan 8.513.613.680,00 8.176.279.815,00 96,04%
Pendidikan, Urusan
Kebudayaan, Urusan
Perpustakaan dan Urusan
Kepemudaan dan Olahraga
yang menunjang kebutuhan
masyarakat dibidang
Pendidikan, antara lain:
1) [ Sub Kegiatan Proses 336.350.000,00 325.631.250,00 96,81%
Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Keterampilan bagi
Pencari Kerja Berdasarkan
Klaster Kompetensi pada
Dinas Ketenagakerjaan dan
Energi Sumber Daya Mineral
2) | Sub Kegiatan Peningkatan 8.009.040.280,00 7.688.724.592,00 96,00%
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3) | Sub Kegiatan Pengembangan 168.223.400,00 161.923.973,00 96,26%
Kompetensi Sumber Daya
Manusia Ekonomi Kreatif pada
Dinas Pariwisata

2 | Anggaran Fungsi Pendidikan 2.050.305.070.105,00 1.906.263.880.690,43 92,97%
3 |Total Belanja Daerah 7.795.681.730.804,00 7.293.051.849.998,07 93,55%
Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 26,30% 26,14%

100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran belanja wajib fungsi
pendidikan sebesar Rp2.050.305.070.105,00 atau 26,30% dari total anggaran belanja daerah sebesar
Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp1.906.263.880.690,43 atau 26,14% dari total realisasi
anggaran belanja daerah sebesar Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah
memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total
belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah
disebutkan sebelumnya. Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam pemerataan pendidikan dapat diuraikan

sebagai berikut:
a. Ketersediaan dan sebaran fasilitas pendidikan berupa SMA, SMK, dan SLB
b. Memperhatikan jumlah dan sebaran tenaga pendidik, yaitu guru dan PPPK
c. Ketersediaan kurikulum lokal, antara lain:
1) Kurikulum Muatan Lokal (Mata Pelajaran Bahasa Bali) Pendidikan Menengah (SMA/SMK)

2) Kurikulum Muatan Lokal (Mata Pelajaran Bahasa Bali) Pendidikan Khusus (SDLB, SMPLB,
SMALB)

3) Inovasi Keyboard Tamiang untuk mendukung implementasi pelestarian Aksara Bali dalam media
digital
4) Bulan Bahasa Bali yang dilaksanakan setiap bulan Pebruari

5) Pasraman Kilat (dilaksanakan pada saat jeda sekolah)

d. Angka harapan lama sekolah (HLS)

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada
umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada
umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur

yang sama saat ini
e. Upaya optimalisasi SMK (Pendidikan VVokasi), seperti:
1) Pengadaan ajang gelar karya/expo siswa SMK dengan tema “Merdeka Berkarya Vokasi Berjaya”

2) Melakukan Kerjasama link and match antara SMK dan dunia usaha/industri
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1) Penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online
Sistem untuk memfasilitasi penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK Negeri se-Bali
2) Portal bali melajah (BALI BELAJAR)

Portal yang menyediakan berbagai konten pembelajaran sehingga dapat dimanfaatkan oleh Guru dan
Peserta Didik

3) Aplikasi kelas virtual

Kelas Virtual Bali Melajah merupakan E-learning untuk mewujudkan SDM Bali unggul, cerdas &

berkarakter dengan efisien, kapan saja dan di mana saja.

2. Belanja Wajib Kesehatan

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan
berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan
dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 409 ayat (4) dan (5) dan dan butir C.1.m.4)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Alokasi anggaran belanja wajib kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi
kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan. Alokasi anggaran dan realisasi untuk belanja
wajib kesehatan TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.1.2 Capaian Belanja Wajib Kesehatan

%

NO KOMPONEN PERHITUNGAN ANGGARAN REALISASI REALISASI
@ (@) (©) @ B)=4:0
1

a. Urusan bidang Kesehatan: 703.679.827.456,00 645.621.139.448,60 91,75%
1) | Belanja Operasi: 641.701.325.312,00 587.658.787.821,88 91,58%
a. |belanja pegawai; 357.485.933.695,00 326.552.360.072,00 91,35%
b. |belanja barang dan jasa; 283.193.056.481,00 260.212.432.893,88 91,89%
c. |belanja hibah 1.022.335.136,00 893.994.856,00 87,45%
2) | Belanja Modal: 61.978.502.144,00 57.962.351.626,72 93,52%
Belanja pada sub kegiatan di luar
] bid K hat
p.|-rusan bidang nesehatan 136.576.380.352,00 123.928.287.644,00 90,74%
yang menunjang Kesehatan,
antara lain:
1) | Belanja Transfer: 72.991.871.228,00 66.495.840.880,00 91,10%

Laporan Keuangan Unaudited 2025

36



Laporan Keuangan DISKELKAN Provinsi Bali TA 2025

Sharing PBI Daerah

72.991.871.228,00

66.495.840.880,00

91,10%

2)

Belanja luran Jaminan
Kesehatan pada Seluruh OPD

di luar Dinas Kesehatan

62.983.853.524,00

56.857.122.247,00

90,27%

3)

Belanja Sub Kegiatan
Pengembangan dan Penyediaan
Materi dan Sarana Promosi,
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga
Sesuai Kearifan Budaya Lokal
pada Dinas PMD Dukcapil

332.121.540,00

316.199.902,00

95,21%

4)

Belanja Sub Kegiatan
Pemenuhan Persyaratan Teknis
Sertifikasi Zona/Kompartemen
Bebas Penyakit pada Dinas
Pertanian Tanaman Pangan

268.534.060,00

259.124.615,00

96,50%

Anggaran Kesehatan (at+b)

840.256.207.808,00

769.549.427.092,60

91,59%

Total Belanja Daerah

7.795.681.730.804,00

7.293.051.849.998,07

93,55%

Gaji dan Tunjangan ASN

944.767.093.038,00

915.767.773.065,00

96,93%

Total Belanja Daerah di luar Gaji
ASN (3-4)

6.850.914.637.766,00

6.377.284.076.933,07

93,09%

Rasio anggaran kesehatan (2:5) x

100%

12,26%

12,07%

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran belanja wajib

kesehatan sebesar Rp840.256.207.808,00 atau 12,26% dari total anggaran belanja daerah di luar gaji dan
tunjangan ASN sebesar Rp6.850.914.637.766,00 dengan realisasi sebesar Rp769.549.427.092,60 atau

12,07% dari total realisasi anggaran belanja daerah di

luar gaji dan tunjangan ASN sebesar

Rp6.377.284.076.933,07. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran

Kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan Kesehatan daerah yang

mengacu pada program Kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang Kesehatan dengan

memperhatikan penganggaran berbasis kinerja, termasuk memperhatikan penyelesaian permasalahan

Kesehatan berdasarkan beban penyakit atau epidemiologi. Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam

meningkatkan layanan kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a.

2) Sebaran Tenaga Kesehatan, dan

Pemetaan/Pendataan permasalahan kesehatan:

1) Penduduk yang tidak memiliki akses layanan kesehatan,

3) Ketersediaan layanan kesehatan sampai tingkat banjar (Posyandu).

b. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk memastikan UHC 100%

C.
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d. Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas
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e. Mendorong peran serta swasta untuk membuka dan meningkatkan layanan kesehatan

3. Belanja Wajib Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40%
(empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah
dan/atau desa sebagaimana maksud Pasal 147 UU Nomor 1 Tahun 2022, butir E.l.c. Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata
Cara Penundaan danatau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib
Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik dimaksud diarahkan untuk
mendukung percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi
pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan,
dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Alokasi anggaran dan realisasi untuk

belanja wajib infrastruktur pelayanan publik TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.1.3 Capaian Belanja Wajib Infrastruktur Pelayanan Publik

%

NO| KOMPONEN PERHITUNGAN ANGGARAN REALISASI REALISASI
@ @ ® @ ®)=4:0
1 |1otal Belanja Daerah 7.795.681.730.804,00 7.293.051.849.998,07 93,55%
2

Belanja bagi hasil dan/atau transfer
kepada daerah dan/atau desa:
a. |Belanja Bagi Hasil 1.821.886.080.384,00 1.800.971.992.343,00 98,85%
Belanja Bantuan Keuangan 366.931.922.273,00 355.860.433.998,00 96,98%
Jumlah (a + b) 2.188.818.002.657,00 2.156.832.426.341,00 98,54%
3 [selisih 1 -2) 5.606.863.728.147,00 5.136.219.423.657,07 91,61%
4
Minimal Belanja Infrastruktur 2.242.745.491.258,80 2.054.487.769.462,83 91,61%
Pelayanan Publik (40% x Selisih 1-2) ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ °
5 la Belanja Modal 798.894.222.750,00 667.689.607.145,41 83,58%
1) Tanah 4.410.000.000,00 3.464.184.000,00 78,55%
2) Peralatan dan Mesin 185.033.598.328,00 130.063.180.613,50 70,29%
3) Bangunan dan Gedung 443.866.230.954,00 407.489.294.374,22 91,80%
4) Jalan, jaringan dan irigasi 109.632.657.467,00 94.451.449.090,69 86,15%
5) Aset tetap lainnya 55.101.736.001,00 31.382.599.067,00 56,95%
6) Aset lainnya 850.000.000,00 838.900.000,00 98,69%
b. [Belanja pemeliharaan 50.718.097.422,00 39.402.749.121,78 77,69%
6 la. Belanja Hibah 174.576.360.572,00 166.916.244.753,00 95,61%
b. |Belanja Bantuan Sosial
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7 .
Jumlah Belanja Infrastruktur 1.024.188.680.744,00 874.008.601.020,19 85,34%
Daerah (5+6)
Persentase Belanja Infrastruktur 18,27% 17,02%

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran belanja wajib
infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp1.024.188.680.744,00 atau 18,27% dari total anggaran belanja
daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa sebesar
Rp5.606.863.728.147,00 dengan realisasi sebesar Rp874.008.601.020,19 atau 17,02% dari total realisasi
anggaran belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa sebesar
Rp5.136.219.423.657,07. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus mengupayakan pemenuhan
alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari
total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Alokasi
anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik dalam RAPBD TA 2025 telah mengalami peningkatan

dari tahun sebelumnya.
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BAB 111

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja.

Berikut disajikan gambaran realisasi APBD tahun anggaran 2025:

Pendapatan 3.162.272.000 2.845.771.794 89,99 3.157.652.692
Belanja 36.095.008.934,20 31.271.062.999,00 86,64 29.848.908.083,00
Surplus/(Defisit) (32.932.736.934,20) (28.425.291.205,00) 86,31 (26.691.255.391,00)

Pendapatan dengan anggaran sebesar Rp3.162.272.000 terealisasi sebesar Rp2.845.771.794 atau sebesar

89,99%. Sementara itu dari sisi belanja, terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.823.945.935,20 yaitu dari anggaran
setelah perubahan sebesar Rp36.095.008.934,20 terealisasi sebesar Rp31.271.062.999,00 atau 86,64%.

Realisasi anggaran belanja daerah sebesar Rp36.095.008.934,20 di atas digunakan untuk membiayai

pelaksananaan program-program di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Baliyang terinci

sebagai berikut :

No. Prosentase Realisasi (%) Hambatan dan Kendala
Pencapaian Target
Keuangan Fisik
1. Prograr_n Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80,05 99,68
Provinsi
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau —
2. Pulau Kecil 83,24 100,00
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 99,48 100,00
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 97,17 100,00
5 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 91,77 100,00
Perikanan
6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 86,37 99,80

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 terdapat kegiatan yang serapannya belanjanya
dibawah 80%. Keseluruhan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.

Kegiatan

Prosentase Realisasi (%)

Hambatan dan
Kendala

Keuangan

Pencapaian Target
Fisik s 5

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

84,10

100,00

2 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

77,86

100,00

Pada DPA terdapat
spesifikasi barang
Philips Trafo Ballast
BTA 18W 220V C
SC sebanyak 4 unit,
dimana Pagu di
DPA jauh lebih
rendah dari pada
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harga di pasaran
saat prose
pengajuan spj,
sehingga tidak bisa
direalisasikan

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

97,07

100,00

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

89,28

100,00

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

66,00

100,00

realisasi keuangan
hanya mencapai
55,20 %, hal ini
karena Harga Pagu
di DPA jauh lebih
tinggi dari harga di
pasaran

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

77,94

100,00

adanya instruksi
presiden melalui
Perpres No 1 Tahun
2025 tentang
Efisiensi Anggaran
perjalanan dinas
pada sub kegiatan
ini di rasionalisasi

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

94,76

100,00

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

63,69

100,00

realisasi keuangan
63,69%, hal ini
disebakan karena
harga yang tertera
di Pagu DPA untuk
materai Rp.15.700'-/
lembar, sedangkan
harga beli di
rekanan
Rp.10.000/lembar,
jadi menyebabkan
efisiensi anggaran
sebesar 36,31 %

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

84,35

100,00

hal ini karena
efisiensi pemakaian
listrik, dan
penonaktifan nomor
telephone kantor
yang sudah tidak
digunakan awalnya
terdapat 6 nomor
telephone dan di
nonaktifkan 5

10.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

84,43

96,25

adanya Surat
Edaran sekda
Nomor 7054 tahun
2025 tentang
pengendalian
belanja makan
minum rapat,
belanja ATK,
belanja perjalanan
dinas, dan belanja
pemeliharaan.

11.

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

86,00

100,00

12.

Sub Kegiatan Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang
Laut mendukung Ekonomi Biru

54,22

100,00

- Kegiatan
perjalalanan dinas
16 Orang/ Kali tidak
bisa dilaksanakan
karena Surat
Edaran Nomor 7054
Tahun 2025 tentang
Pengendalian
Pelaksanaan
Belanja Daerah
pada APBD Provinsi
Bali Tahun
Anggaran 2025
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- Pada uraian
belanja perjalanan
dinas dalam kota
terdapat 3 peserta
tidak hadir sehingga
realisasi hanya 9
orang

13.

Sub Kegiatan Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan
kewenangan provinsi

83,53

100,00

tidak tercapai 85%
dikarenakan adanya
instruksi presiden
melalui Perpres No
1 Tahun 2025
tentang Efisiensi
Anggaran yang
mengakibatka
Anggaran pada sub
kegiatan ini di
rasionalisasi

14.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi
Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing serta
Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk
Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing

77,64

100,00

Pada anggaran
perdin asesor
disediakan untuk 2
orang tetapi setelah
dilakukan negosiasi
kegiatan asesmen
ISO 17065 dapat
dilaksanakan secara
blended asesmen
(online dan offline)
sehingga asesor
yang datang hanya
1 orang.

15.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar
Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

90,73

99,70

16.

Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat

86,06

100,00

adanya sisa dari
anggaran makan
dan minum sebab
adanya
penyesuaian
kegiatan di
lapangan

17.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan
Perikanan

86,74

100,00

menyesuaikan
dengan kebutuhan
dan pada anggaran
belanja honorarium
narasumber
kegiatan hanya
dibayarkan sebesar
50% karena yang
menjadi narasumber
adalah bapak
Kepala Dinas
Kelautan

3.3

Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan OPD

Penyusunan informasi Kinerja keuangan Perangkat Daerah merupakan bagian dari prosedur penyusunan

laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem

Akuntansi Perangkat Daerah (SA PD) yang dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah dan Sistem
Akuntansi SKPKD (SA SKPKD) yang dilaksanakan pada SKPKD/PPKD (c.q Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Bali). Laporan keuangan yang dihasilkan SA OPD akan dikonsolidasikan dengan laporan

keuangan yang dihasilkan SA SKPKD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemda.
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Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan Laporan Realisasi

Anggaran Perangkat Daerah dan Neraca Perangkat Daerah telah dilakukan rekonsiliasi dengan PPKD setiap
bulannya dan telah sesuai dengan SPJ Fungsional Bendahara Perangkat Daerah (lampiran 2).
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan

keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi
Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) entitas akuntansi yang meliputi 29 (dua puluh
sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 (satu) OPD yang merangkap menjadi Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan
Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di

atas.

4.1.1 ENTITAS PELAPORAN

Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintahan
Daerah Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Desa Sumerta
Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dipimpin oleh Gubernur, yang
dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur dan Perangkat Daerah. Entitas
pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh PPKD.
Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar
laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu
ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat
mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari
kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi
informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Kesalahpahaman dapat saja
disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran
mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa
dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan

keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi
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pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan

akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

4.1.2 ENTITAS AKUNTANSI

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya
wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan
dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali
menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai
dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali
meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:
a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
d. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
e. Sosial
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
c. Perhubungan

d. Komunikasi dan Informatika

e. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
f.  Penanaman Modal

g. Kebudayaan

h. Kearsipan

3. Urusan Pilihan
a. Kelautan dan Perikanan
b. Pariwisata
c. Pertanian
d. Kehutanan
e. Perindustrian
4. Urusan Pendukung
a. Sekretariat Daerah
b. Sekretariat DPRD
5. Urusan Penunjang
a.  Perencanaan

b. Keuangan
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c. Kepegawaian

d.  Pendidikan dan Pelatihan
e.  Penelitian dan Pengembangan
f.  Penghubung
6. Urusan Pengawasan
a. Inspektorat
7. Urusan Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Kesehatan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Satuan Polisi Pamong Praja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

© o N o g A~ D

Dinas Perhubungan

-
©

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

=
[E=Y

. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

-
N

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

-
w

Dinas Kebudayaan

-
e

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

-
o

Dinas Kelautan dan Perikanan

-
o

Dinas Pariwisata

-
~

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

-
@

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

-
w

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

N
©

Sekretariat Daerah
. Sekretariat DPRD

. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

N NN
W N P

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

()
e

Badan Pendapatan Daerah

N
(&}

. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

)
o

Badan Riset dan Inovasi Daerah
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27. Badan Penghubung

28. Inspektorat

29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tugas pokok dan fungsi setiap OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang
keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan

pengawasan keuangan daerah.

4.1.3 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas. BLUD menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan
dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan
hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. BLUD Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari:

1. UPTD Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Provinsi Bali

2. UPTD Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali

3. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali

4. UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

UPTD Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Bali
UPTD RS Mata Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali
UPTD RSUD Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali

UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

O N o O

4.1.4 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adatah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu: 1) Perusahaan Umum
Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan 2)
Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam
saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
Badan Usaha Milik Daeraah (BUMD) Provinsi Bali terdiri dari:

Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna
PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (PT. Jamkrida Bali)
PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda)

A w b oE

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kerthi Bali Santhi
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4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis Akrual
untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah basis
akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,
tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrual mengakui
pendapatan, beban, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh

pada keuangan pemerintah daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset,
kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat
hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum
Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai
kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas
pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan
menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain pendapatan
dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Demikian pula
belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Daerah.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai
dengan 31 Desember 2025. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang
berlangsung.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam
laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan
dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 RINGKASAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN YANG PENTING BERKAITAN
DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP SESUAI DENGAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai
dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran
adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2025

adalah sebagai berikut:
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441 KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama

suatu periode:

a.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi

anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber

daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna

untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya

yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
daerah;

2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas
pemerintah daerah;

3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi
kebutuhan kasnya;

6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan;

7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam
mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan

2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas
anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:

1) Aset;

2) Kewajiban;

3) Ekuitas;
4) Pendapatan-LRA;
5) Belanja;

6) Transfer;

7) Pembiayaan;

8) Saldo Anggaran Lebih;
9) Pendapatan-LO;

10) Beban; dan

11) Arus Kas.
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e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan

sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk
laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan
gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

f.  Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan
kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan
mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas
dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan

laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

442 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah
daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LO diakui pada saat:

a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau

b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran
secara tunai (realized).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui dengan ketentuan:

a. diterima di rekening Kas Umum Daerah;

b. diterima di Kas atau rekening BLUD berdasarkan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD/Kuasa BUD sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh BLUD;

c. adanya menerbitkan SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang disampaikan Dinas Pendidikan untuk
sisa dana BOS di SMAN dan SMKN yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA; dan

d. dalam transaksi online atau non tunai, dimana wajib pajak atau wajib retribusi membayar melalui transfer,
pengakuan pendapatan-LRA diakui sesuai tanggal transfer diterima di RKUD, dan penerbitan SKPD atau
SKRD dilakukan sesuai dengan tanggal dalam bukti transfer yang sekaligus digunakan dasar bahwa wajib

pajak/wajib retribusi telah memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan
pendapatan dapat diklasifkasikan ke dalam beberapa alternatif:

a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana
dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah.
Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah
disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau

barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas
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daerah.

b. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self
assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut.
Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau
lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.

1) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.

2) Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan
kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar
maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.

c. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi
kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan
telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.

d. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO
dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.

e. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara
Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara
Penerimaan dan Pendapatan-LO.

f.  Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat
pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan
maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas
waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi
surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.

g. Hibah berupa aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai
dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua
belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.

h. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan
dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang
diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang
diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.

i.  Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Provinsi Bali tidak diakui sebagai pendapatan- LO, melainkan

dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

Pengukuran

a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto,

dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap

pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka
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asas bruto dapat dikecualikan.

c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan
tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan
dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto

dapat dikecualikan.

e. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs

tengah Bank Indonesia.

f.  Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran
aset sejenis.

443 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan
Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis
kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus

akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan
ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dapat diartikan
juga sebagai kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja
merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah berdasarkan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban
barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang,
beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tidak terduga.

b. Kilasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk
melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

c. Kilasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi
pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah,

belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa
diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).

b. Terjadinya konsumsi aset

Laporan Keuangan Unaudited 2025 52



_ Laporan Keuangan DISKELKAN Provinsi Bali TA 2025

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya

kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian
persediaan.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan
dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan
amortisasi.Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan
manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban periode
pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum dibebankan pada periode
pelaporan diakui sebagai belanja dibayar di muka.

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan
mekanisme langsung (LS).

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian
uang persediaan (UP) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.

c. Belanjayang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana BLUD
diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan
oleh PA/KPA.

d. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada Sadikmen Negeri dan Sadiksus Negeri yang belum
dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa
BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

e. Belanja yang bersumber dari Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Sadikdas Negeri diakui
berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD
berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PKD Kabupaten/Kota.

f.  Penyaluran hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta diakui
berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD
berdasarkan informasi penerimaan hibah Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku

BUD berupa notifikasi secara elektronik.

Pengukuran
Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar,
telah menimbulkan kewajiban, maupun melalui perhitungan akuntansi atas penyisihan piutang tak tertagih,

penyusutan aset tetap selain tanah, dan amortisasi aset tidak berwujud.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah
untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk
pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta

nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.
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Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada

laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan Belanja Operasi,

Belanja Modal, Belanja Tidak Tertuga, dan Belanja Transfer.

444 KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan

lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

a.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana

perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti

pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta

Bantuan Keuangan.

Klasifikasi dan kebijakan akuntansi transfer meliputi:

a.

Beban Transfer

1)
2)

Beban Bagi Hasil: Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
Beban Bantuan Keuangan

a) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi

b) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

¢) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

Pendapatan Transfer-LO

1)

2)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
a) Dana Perimbangan
- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
- Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik-LO
b) Dana Intensif Daerah (DID)-LO
Pendapatan Transfer Antar Daerah
Pendapatan Transfer Antar daerah-LO berupa Bantuan Keuangan
a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
¢) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota

d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Belanja Transfer

1)

Belanja Bagi Hasil: Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

2) Belanja Bantuan Keuangan
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a) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi

b) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
c) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
d. Pendapatan Transfer-LRA
1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA
a) Dana Perimbangan
- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LRA
- Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)- LRA
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik- LRA
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik- LRA
b) Dana Intensif Daerah (DID)- LRA
2) Pendapatan Transfer Antar Daerah- LRA
a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
¢) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota

d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengakuan

a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya transfer di rekening
Kas Daerah.

b. Beban transfer dan belanja transfer diakui pada saat keluar dari Kas Daerah berdasarkan Keputusan Kepala
Daerah atau dokumen lainnya.

c. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih kecil dari penetapan
transfer maka kekurangannya diakui sebagai Hutang Transfer dan diperhitungkan sebagai penambah
beban transfer.

d. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih besar dari penetapan
transfer masuk berdasarkan Keputusan Gubernur maka diakui sebagai Piutang Kelebihan Transfer dan

diperhitungkan sebagai pengurang beban transfer.

Pengukuran

a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang
diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan
penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.

b. Beban Transfer atau Belanja Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari
Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa kewajiban kepada penerima transfer berdasarkan penetapan

pemberi transfer untuk Beban Transfer.
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445 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun
pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara,
pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian

pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan
a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

a. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima
atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar
(kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

446 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari
risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib
dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau

digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah
tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab
selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan
di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah
untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang

dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas
dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal
neraca. Apabila timbul selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran

dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.
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447 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi
kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima
pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima
pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan
piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai

perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur
piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi
dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih,

merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.
Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:
a. Pungutan
1) Piutang Pajak Daerah;
2) Piutang Retribusi Daerah ;
3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
b. Perikatan
1) Pemberian Pinjaman;
2) Penjualan;
3) Kemitraan;
4)  Pemberian fasilitas.
c. Transfer antar Pemerintahan
1) Piutang Dana Bagi Hasil;
2) Piutang Dana Alokasi Umum;
3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
4) Piutang Transfer Lainnya;
5) Piutang Bagi Hasil;
6) Piutang Transfer Antar Daerah;
7) Piutang Kelebihan Transfer.
d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara;

2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
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Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
Piutang dapat diakui ketika:

a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau

b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau

c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman,
penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca,
apabila memenuhi kriteria:

a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;

b. jumlah piutang dapat diukur;

c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan

d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Pengakuan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, diakui dengan kondisi

sebagai berikut:

a. Piutang Dana Bagi Hasil;
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan
pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai
definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun
anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri euangan telah ditetapkan, tetapi
masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut
dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

b. Piutang Dana Alokasi Umum;
Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum
ditransfer, yaitu merupakan perbedaaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan
realisasi Pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih
atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta
menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

c. Piutang Dana Alokasi Khusus;
Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim
Pembayaran yang telah diverifikasi olen Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya, tetapi
Pemerintah Pusat belum melakukan Pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah
adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

d. Piutang Transfer Lainnya;
1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah

Pusat belum menyalurkan seluruh Pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih
atau piutang bagi daerah penerima;
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2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu,

maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan
Pembayarannya olehPemerintah Pusat.

e. Piutang Bagi Hasil;

f.  Piutang Transfer Antar Daerah;

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang

mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil

realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima

belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat

diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.
g. Piutang Kelebihan Transfer

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila

suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer

yang telah diterimanya

Pengakuan Piutang atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, adalah sebagai berikut:

1) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK
Pembebanan/SKP2K/SKTIJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa
penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan)

2) SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang
pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti
kerugian tersebut.

3) Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang
baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang
ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah
ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang

masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum

dalam tagihan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai
berikut:
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a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila
berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan
atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda,
commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir
periode pelaporan.

b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum
dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan
pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian
kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir

periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap
tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU
dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;

c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih
dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengakuan berikutnya (subsequent measurement) terhadap pengakuan awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan
kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka
masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat
direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan

upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang
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pada tanggal pelaporan. Kualitas piutang sebagai dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang,

ditetapkan sebesar:

a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;

b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah
dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah
dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan
nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan
Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai
penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

448 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk
mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

a. Barang Pakai Habis
Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor,
obat-obatan, persediaan untuk dijual/ diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura
dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.

b. Barang Tak Habis Pakai
Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.

c. Barang Bekas Dipakai

Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa

(expired) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi,

serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

Persediaan diakui pada saat:

a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau
biaya yang dapat diukur dengan andal,

b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.
a. Metode Perpetual
Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang

masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional
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utama OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit
dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran
pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan
nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik
(stock opname) pada setiap akhir periode pelaporan.

Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi
pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada
akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.
Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, seperti:
persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi
fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi

dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

449 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga,

deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah

daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan

memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

a.

Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki Kkarakteristik dapat segera

diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

pelaporan.

Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12

bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk

dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengukuran

Pengukuran investasi untuk masing-masing jenis adalah sebagai berikut.

a.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek:
1) Investasi dalam bentuk Surat Berharga:

a) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya
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mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.

b) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka

waktu 6 (enam) bulan.

b. Pengukuran investasi jangka panjang:

1)

2)

3)

Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan

ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

Investasi nonpermanen:

a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai

perolehannya.

b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan

dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR)

dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan

biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut

diserahkan ke pihak ketiga.

Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:

a) Dana bergulir dengan kelola sendiri:

(1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:

()

©)

(4)

(@)
(b)
(©)
(d)

Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau

Penerima dana kooperatif.

Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(@)
(b)

(©)
(d)

Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau

Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau

Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau

Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

(@)
(b)

(©)

Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau

Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau

Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau (4) Penerima dana tidak

menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.

Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

(@)
(b)

Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau

Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
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b)

c)

Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
(c) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
(d) Penerima dana mengalamai kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau

(e) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).

Dana bergulir dengan executing agency

)

)

Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(a) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi,
modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana
bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau

(b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

(a) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka
waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau

(b) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui
keberadaannya; dan/atau

() LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau

(d) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force

majeure).

Dana bergulir dengan chanelling agency

)

()

@)

(4)

Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(&) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau

(b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(&) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau

(b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.

Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(@) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau

(b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.

Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

(&) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau

(b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau

(c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau

(d) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

(e) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).

4) Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan)
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ditentukan:

a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;

b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang
lancar;

¢) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas
diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah
dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah,
dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan
menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial
di masa depan; atau

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a.

Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan.

Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya

investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya

perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan

pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak

termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah

dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat

direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.

2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang
signifikan menggunakan metode ekuitas.

3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
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4410 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan,
disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai
dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor,
dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi
siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk
dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah
serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di
atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi
siap dipakai termasuk asset tetap renovasi.

f.  Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi

namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan
Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan
andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan

atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu
proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli
(akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat
terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran
dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
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Berwujud;

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
c. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;

Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
f.  Memenubhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset

tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya

perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dalam
keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya
dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja
dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara
swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya
perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang
terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya
aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Pengukuran aset tetap harus
memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan
aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan
disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

a. Komponen Biaya

1) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan,
pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam
membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang
dimaksudkan.

2) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap
sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau
membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi
serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke
kondisi kerjanya.

3) Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran,

maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam

pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
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c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan
mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang
bersangkutan.

d. Pertukaran Aset
Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa
atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu
nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara
kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat
yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran
dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang
diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount)
atas asset yang dilepas.

e. Aset Donasi
Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

f.  Kapitalisasi Aset Tetap

1) Kiriteria batasan minimal jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan

apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.
Tabel 4.4.10.1 Tabel Kapitalisasi Aset Tetap

Uraian Nilai Kapitalisasi
1 Tanah
11 Tanah 1
2 Peralatan dan Mesin
2.1 Alat Besar 100.000.000
2.2 Alat Angkutan 1.000.000
2.3 Alat Bengkel dan Alat Ukur 500.000
24 Alat Pertanian 500.000
25 Alat Kantor dan Rumah Tangga 500.000
2.6 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 500.000
2.7 Alat Kedokteran dan Kesehatan 500.000
2.8 Alat Laboratorium 500.000
2.9 Alat Persenjataan 500.000
2.10 [Komputer 500.000
2.11 |Alat Eksplorasi 500.000
2.12 [Alat Pengeboran 500.000
2.1 Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 500.000
2.2 Alat Bantu Eksplorasi 500.000
2.3 Alat Keselamatan Kerja 500.000
2.4 Alat Peraga 500.000
25 Peralatan Proses/Produksi 500.000
2.6 Rambu - Rambu 20.000.000
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2.7 Peralatan Olah Raga 500.000
3 Gedung dan Bangunan

3.1 Bangunan Gedung 20.000.000
3.2 Monumen 20.000.000
3.3 Bangunan Menara 20.000.000
34 Tugu Titik Kontrol/Pasti 20.000.000
4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

4.1 Jalan dan Jembatan 1
4.2 Bangunan Air 1
4.3 Instalasi 1
4.4 Jaringan 1
5 Aset Tetap Lainnya

5.1 Bahan Perpustakaan 100.000
5.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga 500.000
5.3 Hewan 500.000
5.4 Biota Perairan 0
5.5 Tanaman 500.000
5.6 Barang Koleksi Non Budaya 500.000
5.7 Aset Tetap Dalam Renovasi 20.000.000
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

6.1 Konstruksi Dalam Pengerjaan.

6.1.1 |Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan 20.000.000
6.1.2 [Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1

2) Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah
Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun
sebelumnya.

3) Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan
perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai
kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun
yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

g. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang
kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu
produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization
thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
h.  Penambahan masa manfaat
Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa
manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan dengan
ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan overhaul dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan
masa manfaat aset tetap perolehan baru.
Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah overhaul dan renovasi adalah nilai buku pada

saat aset tetap selesai overhaul dan renovasi ditambah nilai overhaul dan renovasi aset tetap, dibagi dengan
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masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi, dimana masa manfaat aset tetap setelah overhaul

dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum overhaul dan renovasi ditambah tambahan

masa manfaat akibat overhaul dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:

1)

2)

Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (appraisal), maka aset tetap akan

disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.

Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan

(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-

masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan

dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line
method) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa.

Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan

karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan

penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak
dapat digunakan atau mati.

a) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan dan
pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan,
semesteran dan tahunan.

b) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah
dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.

¢) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan
berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.

d) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolennya Aset Tetap
sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

e) Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak
dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap
lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

f)  Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan
perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan
dengan Keputusan Gubernur.

g) Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka
atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam dalam jangka waktu 5
(lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan
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penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

i. Aset Bersejarah
Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau
jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional
sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang
berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode
berjalan.
J-  Penghentian dan Pelepasan
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan
penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen
dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi
aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
k. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap
Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun
standar. Dalam hal aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka
harus dilakukan reklasifikasi ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dokumen sumber yang
digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang
berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD dalam bentuk
Berita Acara Reklasifikasi.
Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan
entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi
untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan,
dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam
lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

4.4.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan
irigasi, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu

periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu.
Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat

dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan
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diperoleh;

b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk
operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya
diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang
bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan

b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan
mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan, dan irigasi; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi
tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya dan dicatat dengan biaya

perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi
tersebut; dan

c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;

b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;

e. Biayarancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke

konstruksi tertentu meliputi:

a. Asuransi;

b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;

c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya
inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima

tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
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c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak

konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi
dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.
Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang
digunakan untuk membiayai konstruksi dan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi

jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu
periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan

metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang
bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara
pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti
kondisi force majeur atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai
hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang
berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian
sementara karena kondisi force majeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga

pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu
yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya

pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat
diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya
pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang
belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

4412 KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI
1. Definisi

a. Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset
setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai
wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat
perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk

dipergunakan.
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c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan
berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai
aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi
atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

f. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa
pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan olen masyarakat umum, dalam produksi atau
penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

2. Penjelasan

a. Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah daerah dapat memiliki properti yang digunakan
untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah
daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki
oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas pemerintah
daerah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan
menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu
entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk
menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.

b. Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan
oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset
properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan
maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.

c. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan
nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar
tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari
properti yang digunakan sendiri berupa aset tetap.

d. Berikut adalah contoh properti investasi:

1) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh
kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;

2) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan.
Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau

akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas
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pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki

dalam rangka kenaikan nilai;

3) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan
disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;

4) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan
kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;

5) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai
properti investasi;

e. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak
termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:

1) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara
eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan
kembali;

2) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;

3) properti yang digunakan sendiri (lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap), termasuk (diantaranya)
properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri,
properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai
properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual,

4) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;

5) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa
di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan
bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;

6) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset
Tetap.

7) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun
sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan
untuk kegiatan oprasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

f. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk
kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai,
karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat
entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan:

1) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, dan
2) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
Apabila  masing-masing  bagian  aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas

mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut
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tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika

bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

g. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang
dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang
diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor
menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.

h. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai
properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi.
Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.

i. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan
dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak
lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi
properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi
tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada
entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu
bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola
penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut
disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan
konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang
mengatur Aset Tetap.

j. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi
yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan

kedua entitas pelaporan.

Pengakuan:
Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari
aset properti investasi; dan

b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pengakuan:
Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam
pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi
tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi

penyusutan.
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Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur
Aset Tetap.

Penyajian:

1. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.

2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau
kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi
menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang.
Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi
secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

4. Pemberlakuan kebijakan akuntansi Properti Investasi disesuaikan dengan ketersediaan kode dan uraian

rekening dalam Laporan Keuangan.

4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana
relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan
pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas
tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah
yang di dalamnya mencakup:

a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana
cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;

d. Sumber dana cadangan; dan

e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi

menurut tujuan pembentukannya.

Pengakuan:

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan.
Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. Pembentukan
dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan
dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang

sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Pengukuran:
a. Pembentukan Dana CadanganPembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D

LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
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b. Hasil Pengelolaan Dana CadanganPenerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa

giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil
pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai
nominal.

c. Pencairan Dana Cadangan apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan
membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah

untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4.4.14 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar,

investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah
karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai
transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan
mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan
menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan
memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai
berikut:
a. Tagihan Jangka Panjang
Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.
1) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset
pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan
penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah
dan penjualan rumah golongan I11.
2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang
atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang
atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah
diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai

peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
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1)

2)

3)

4)

Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan,
yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-
sewa.

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka
waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja
sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/ kemitraan, yaitu dengan
perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).
Bangun Guna Serah — BGS (Build, Operate, Transfer — BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah
daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan
dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu,
kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada
pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam
perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor
untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset
Tetap.

Bangun Serah Guna— BSG (Build, Transfer, Operate — BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor,
dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut
fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk
dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai
dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada
pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran
kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara
bagi hasil.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan

salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil

kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian

diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1

Goodwill
Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian

kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai
buku kekayaan bersih perusahaan.

Lisensi dan Francise

Pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan
barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan
dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak
lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam
rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

Hak Cipta

Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan
gagasan atau informasi tertentu.

Hak Paten

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi,
yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan
persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan
merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang
dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa
adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

Kajian

Kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan
datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak
memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial 1 maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya

film dokumenter atau benda yang dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur
sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi
pemerintah ataupun masyarakat.

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset yang khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB,
belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah.
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang
jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya
melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi
dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak
berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset — work in progress), dan setelah pekerjaan selesai
kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai

aset tidak berwujud jika dan hanya jika:
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9

a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa
potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah
atau dinikmati oleh entitas; dan

b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke

dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

d. Aset Lain-Lain
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam

aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan

karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan,

penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan

direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

e. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

1)

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

f.  Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

1)
2)

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Akumulasi Penusutan Aset Lain-lain

Pengukuran
a. Tagihan Jangka Panjang

1)

2)

Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset
yang bersangkutan.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa

Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1)

2)

3)

4)

Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar
pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Bangun Guna Serah — BGS (Build, Operate, Transfer — BOT)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak
ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

Bangun Serah Guna — BSG (Build, Transfer, Operate — BTO)
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BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang

diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak
ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
c. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah

daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat

ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir
masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan
pembelian terdiri dari:

1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan
rabat;

2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang
membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang
dapat diatribusikan secara langsung adalah:

a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
b) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
¢) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar
biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak
boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang
dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

4)  Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya
tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

d. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk

dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai

tercatat/nilai bukunya.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila

pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka

diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi

akumulasi saat diperbaiki.

Masa manfaat Aset Lainnya
Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan

dengan masa manfaat sebagai berikut:
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a) Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan pihak ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak
ketiga; dan

b) Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak
memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya
berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.

Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa

manfaat tak terbatas (Goodwill) dan asset tak berwujud dalam pengerjaan. Amortisasi adalah penyusutan

terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5

tahun tanpa nilai sisa.

4.4.15 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan

aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat

melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan,

kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi

jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau

peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek

dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

a.

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12

bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Fihak Ketiga

(PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan

diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan

setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat

diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan

2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;

3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (refinancing), atau
adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan

disetujui.
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Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (exchange transactions)
Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa
sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja
ATK.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (non-exchange transactions)
Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan
uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer
pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (government-related events)
Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah
berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah
daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan
aktivitas pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (government-acknowledge events)
Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan
untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian
menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah memutuskan untuk

menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Penghapusan utang

Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah
daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain.

Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai
sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun berjalan
diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka pendek bersangkutan. Penghapusan kewajiban jangka
panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai suplus penyelesaian kewajiban
jangka panjang-LO. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai

sebagai pengurang kewajiban jangka panjang bersangkutan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam
bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah
bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk
masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk

masing-masing pos kewajiban.
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Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis

investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis

kewajiban jangka pendek.

a.

Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka
pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk
memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai
dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus
berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain
sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir
periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir
periode.

Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah
tanggal pelaporan.

Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.
Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah
penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat

dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a.

Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana
yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari
World Bank.

Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang
pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium
yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai

sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan
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bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga

premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.4.16 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban
pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh
Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-
lain.

Akun ini terdiri dari:

a. Ekuitas Awal

b.  Surplus/defisit — LO pada periode bersangkutan

c. Kaoreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuits yang antara lain berasal dari dampak
kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar,
misalnya:
1) Koreksi kesalahan mendasar dari perse yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d. Ekuitas akhir

Pengakuan

Ekuitas bertambah pada saat adanya:

a. surplus-LO pada periode pelaporan;

b. koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi
pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;

c. koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap,
akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan

d. adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

Ekuitas berkurang pada saat adanya:

a. defisit-LO pada periode pelaporan;

b. koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi
pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;

c. koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap,
akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan

d. adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

Pengukuran
Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran asset

dan kewajiban yang mengalami koreksi.
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4.4.17 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan
keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang
secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan
atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan
peyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan
penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan
akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu
dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan
terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2
(dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini

dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan
pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA,
belanja, pendapatan LO, maupun beban.

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya
namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode
sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan

yang berbeda.
b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi
tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang

memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis
transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari
wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari
wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk
mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO

yang bersangkutan.
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4.4.18 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya
wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan. Sedangkan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini, yang termasuk Entitas Pelaporan adalah
Pemerintah Provinsi Bali dan SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD yang menurut ketentuan
wajib Menyusun laporan keuangan sesuai PSAP BLUD, disamping sebagai entitas akuntansi yang wajib
Menyusun laporan keuangan sesuai SAP.

Konsolidasi merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu
entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan
mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan
oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan
menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara

organisatoris berada di bawahnya.
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BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi
Pemerintah Provinsi.

Dalam Tahun 2020 Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual telah dilaksanakan sebagai basis
akuntansi penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025. Berikut penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi BaliTahun 2025 terdiri dari:

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENDAPATAN

Jumlah Pendapatan Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam Tahun Anggaran
2025 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp3.162.272.000,00 terealisasi sebesar
Rp2.845.771.794,00 atau 89,99%. Seluruh pendapatan daerah tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah
(PAD).

PENDAPATAN ASLI 3.162.272.000,00 2.845.771.794,00 | 89,99 3.157.652.692,00
DAERAH (PAD)
Jumlah 3.162.272.000,00 2.845.771.794,00 | 89,99 3.157.652.692,00

51.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini adalah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) yang dianggarkan dan direalisasikan
pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian
TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Retribusi Daerah 3.162.272.000,00 2.845.771.794,00 89,99 3.157.582.660,00
Lain-lain PAD yang Sah 0,00 0,00 0,00 70.032,00

Jumlah 3.162.272.000,00 2.845.771.794,00 89,99 3.157.652.692,00

Tabel di atas menunjukkan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TA 2025 yang mengalami
penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp311.880.898,00) atau (9,88%), sementara Lain-lain PAD yang Sah
memiliki persentase sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp70.032,00) dibandingkan tahun
2024 karena pada TA 2025 tidak terdapat PAD lain selain Retribusi Daerah seperti pendapatan denda di tahun
sebelumnya.
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5.1.1.1.1 Retribusi Daerah

Berikut ini adalah Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang
direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA
2024 diuraikan sebagai berikut:

Retribusi Jasa Usaha 3.162.272.000,00 2.845.771.794,00 89,99 3.157.582.660,00
Jumlah 3.162.272.000,00 2.845.771.794,00 89,99 3.157.582.660,00

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Daerah TA 2025 yang seluruhnya berasal dari Retribusi Jasa
Usaha mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp311.810.866,00) atau (9,87%), Lebih rendahnya capaian
realisasi Retribusi Daerah TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 pencapaian
yang kurang memenuhi target pada pos Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga di

UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali karena beberapa faktor eksternal.

5.1.1.1.1.1 Retribusi Jasa Usaha

Berikut ini adalah Retribusi Jasa Usaha yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta
yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi
TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Retribusi Pelayanan Jasa 43.272.000,00 65.651.500,00 | 151,72 28.049.000,00
Kepelabuhanan
Retribusi Pelayanan 2.594.000.000,00 1.777.215.000,00 68,51 2.397.010.000,00

Tempat Rekreasi,
Pariwisata, dan Olahraga
Retribusi Penjualan Hasil 125.000.000,00 148.224.000,00 | 118,58 110.367.000,00
Produksi Usaha
Pemerintah Daerah

Retribusi Pemanfaatan 400.000.000,00 854.681.294,00 | 213,67 622.156.660,00
Aset Daerah
Jumlah 3.162.272.000,00 2.845.771.794,00 89,99 3.157.582.660,00

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Usaha TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA
2024 sebesar (Rp311.810.866,00) atau (9,87%). Tinggi dan rendahnya capaian realisasi Retribusi Jasa Usaha
TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar
151,72% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp37.602.500,00 pada TA 2025.

2) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga memiliki persentase capaian yang belum

optimal sebesar 68,51% pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penjualan Tiket Kawasan Konservasi Nusa Penida di bawah UPTD Kawasan Koservasi Provinsi Bali
kurang mencapai target pendapatan karena beberapa faktor eksternal, khususnya perubahan cuaca ekstrim
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3)

4)

di tengah dan selama akhir tahun 2025. Hal ini menyebabkan menurunnya kunjungan wisatawan domestik
maupun internasional. Munculnya berbagai destinasi wisata baru dalam tren rekreasi—Dbaik aktivitas
alternatif di Pulau Bali maupun meningkatnya popularitas destinasi di provinsi lain seperti Banyuwangi,
Lombok, dan Nusa Tenggara—mendorong persaingan yang turut memengaruhi minat wisatawan terhadap
aktivitas snorkeling dan kegiatan wisata lainnya di Nusa Penida. Akibat kejolak yang tidak terduga selama
tahun 2025 membuat penjualan tiket Kawasan Konservasi menurun, sehingga belum mencapai target yang
diharapkan.

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah memiliki persentase capaian yang
melampaui anggaran sebesar 118,58% pada TA 2025.

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah memiliki persentase capaian yang melampaui anggaran sebesar
213,67% pada TA 2025. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil
Perikanan Provinsi Bali ditunjuk sebagai salah satu Laboratorium Official Control oleh Badan
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan
dan Perikanan. Sehingga pelaksanaan survailence sample untuk logam berat, histamin dan E.coli
diarahkan ke UPTD PPMHP dan menambah pendapatan retribusi pos ini secara signifikan dibandingkan

TA sebelumnya.

5.1.1.1.2 Lain-lain PAD yang Sah

Berikut ini adalah Lain-lain PAD yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta

yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi
TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Pendapatan Denda 0,00 0,00 0,00 70.032,00
Retribusi Daerah
Jumlah 0,00 0,00 0,00 70.032,00

Tabel di atas menunjukkan Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA

2024 sebesar (Rp70.032,00) atau (100,00%). Di tahun sebelumnya, Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024

tersebut berupa Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha yaitu denda keterlambatan pembayaran Retribusi Sewa

Kantin. Sementara itu di TA 2025 tidak dianggarkan dan tidak ada lagi pendapatan serupa maka realisasinya
nihil.

Laporan Keuangan Unaudited 2025 91



5.1.2 BELANJA DAERAH

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun
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tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen
anggaran satuan kerja.

Berikut ini adalah BELANJA DAERAH yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang
direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA
2024 diuraikan sebagai berikut:

BELANJA OPERASI 32.647.153.934,20 28.001.179.877,00 85,77 28.321.473.173,00
BELANJA MODAL 3.447.855.000,00 3.269.883.122,00 94,84 1.527.434.910,00
Jumlah 36.095.008.934,20 31.271.062.999,00 86,64 29.848.908.083,00

Tabel tersebut menunjukkan BELANJA DAERAH TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024
sebesar Rp1.422.154.916,00 atau 4,76%, khususnya BELANJA MODAL dengan kenaikan signifikan sebesar
Rp1.742.448.212,00 pada TA 2025 karena adanya Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan
pada perangkat daerah.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Berikut ini adalah BELANJA OPERASI yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang
direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA
2024 diuraikan sebagai berikut:

Belanja Pegawai 25.619.548.375,20 21.541.726.609,00 84,08 18.966.480.223,00
Belanja Barang dan Jasa 6.677.605.559,00 6.109.453.268,00 91,49 8.949.992.950,00
Belanja Hibah 350.000.000,00 350.000.000,00 | 100,00 405.000.000,00

Jumlah 32.647.153.934,20 28.001.179.877,00 85,77 28.321.473.173,00

Target anggaran setelah perubahan TA 2025 sebesar Rp32.647.153.934,20 terealisasi sebesar
Rp28.001.179.877,00 atau 85,77 %. Tabel di atas menunjukkan BELANJA OPERASI TA 2025 yang
mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp320.293.296,00) atau (1,13%). Penurunan ini dipicu oleh
realisasi Belanja Pegawai yang pencapaiannya berkurang di TA 2025.
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BELANJA OPERASI TA 2025

M Belanja Pegawai M Belanja Barang dan Jasa M Belanja Hibah

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai
Berikut ini adalah Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang
direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA

2024 diuraikan sebagai berikut:

= ]

Belanja Gaji dan
Tunjangan ASN
Belanja Tambahan 13.119.044.771,00 11.405.197.315,00 86,94 10.882.119.900,00
Penghasilan ASN
Tambahan Penghasilan 0,00 0,00 0,00 84.900.000,00
berdasarkan
Pertimbangan Objektif
Lainnya ASN

Jumlah 25.619.548.375,20 21.541.726.609,00 84,08 18.966.480.223,00

12.500.503.604,20 10.136.529.294,00 81,09 7.999.460.323,00

Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan TA 2025 sebesar Rp25.619.548.375,20
terealisasi sebesar Rp21.541.726.609,00 atau 84,08%. Meskipun presentase realisasinya belum mencapai
100%, Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai TA 2025 mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar
Rp2.575.246.386,00 atau 13,58%, berikut penjelasannya:

1) Capaian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN di tahun 2025 lebih rendah daripada anggaran 2025
namun lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Belum tercapainya 100% realisasi di tahun
2025 disebabkan karena terdapat Jabatan Struktural dan Fungsional yang kosong sejak awal tahun seperti
Kepala Bidang Kelautan, Kepala Bidang Perikanan, dan juga dua posisi Eselon 4. Pelantikan untuk
mengisi jabatan-jabatan ini baru dilaksanakan pada bulan Juni 2025, sehingga pembayaran Gaji dan
Tunjangan serta Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang telah dianggarkan untuk jabatan-jabatan

tersebut tidak dapat terealisasi selama beberapa bulan kekosongan jabatan.

2) Capaian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN di tahun 2025 untuk Belanja Honorarium juga kurang
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maksimal karena adanya pegawai yang merangkap dalam SK Pengelelola Keuangan dan Pengelola
Barang Milik Daerah (BMD), namun sesuai ketentuan pembayaran belanja honorarium tidak boleh
berganda untuk satu orang. Sehingga untuk yang bersangkutan, salah satu Honorarium tidak dicairkan.

Kenaikan capaian realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dibandingkan dengan TA 2024 sebesar
Rp2.575.246.386,00 dikarenakan adanya pengangkatan PPPK yang dilakukan secara bertahap pada bulan
Juni. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terdiri dari komponen gaji pokok dan TPP PNS dan PPPK sehingga
pengangkatan tersebut mempengaruhi besaran gaji yang dibayarkan. Selain itu, peningkatan juga
disebabkan karena penerapan tarif TER yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024 sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak
Orang Pribadi sehingga memengaruhi realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN untuk
Gaji Pokok dan TPP pegawai, baik Gaji Pokok dan TPP Induk maupun Gaji THR + TPP THR dan Gaji
Ketigabelas + TPP Ketigabelas.

Kenaikan capaian realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dibandingkan dengan TA 2024 juga karena terdapat
pembayaran TPP PPPK yang diangkat pada tahun 2024, dimana pembayarannya dimulai bulan Mei dari
TPP April sehingga mempengaruhi akun Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK, Belanja
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK, dan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Prestasi Kerja PPPK.

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN memiliki persentase capaian
yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp84.900.000,00) pada TA
2025 disebabkan karena adanya perubahan jenis belanja. Pos belanja ini yang semula terdiri dari Belanja
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Belanja Honorarium, dan Belanja Jasa Pengelolaan BMD
dipindahkan menjadi bagian belanja barang dan jasa.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini adalah Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta

yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi
TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Belanja Barang 2.432.074.800,00 2.209.971.364,00 90,87 2.970.040.700,00
Belanja Jasa 3.238.849.839,00 3.029.337.929,00 93,53 3.222.728.582,00
Belanja Pemeliharaan 619.155.920,00 530.242.675,00 85,64 2.219.285.523,00
Belanja Perjalanan Dinas 333.525.000,00 289.799.650,00 86,89 537.938.145,00
Belanja Uang dan/atau 54.000.000,00 50.101.650,00 92,78 0,00
Jasa untuk Diberikan
kepada Pihak
Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat

Jumlah 6.677.605.559,00 6.109.453.268,00 91,49 8.949.992.950,00
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Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang dan Jasa TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar
(Rp2.840.539.682,00) atau (31,74%), berikut penjelasannya:

1) Capaian realisasi Belanja Barang di TA 2025 lebih rendah dari TA 2024 karena penurunan Belanja
Pakai Habis yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025. Beberapa pos belanja seperti Belanja
Bahan-Bahan Lainnya, Belanja Natura dan Pakan-Natura, Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor
dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran, Belanja Peralatan dan Mesin-Alat
Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain yang direalisasikan pada TA 2024 tidak
dianggarkan kembali pada TA 2025.

2) Capaian realisasi Belanja Pemeliharaan di TA 2025 lebih rendah dari TA 2024 dengan penurunan
signifikan sebesar (Rp1.689.042.848,00) disebabkan karena tidak dianggarkannya kembali sejumlah
pos Belanja Pemeliharaan seperti Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin serta Belanja
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan misalnya berupa Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan

Perikanan di UPTD, sehingga tidak terealisasi.

3) Capaian realisasi Belanja Perjalanan Dinas di TA 2025 lebih rendah dari TA 2024 disebabkan adanya
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 dengan arahan mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% sehingga besaran
anggaran perjalanan dinas dikurangi. Ini juga mempengaruhi realisasinya yang berupa Perjalanan Dinas
Biasa lebih rendah dibandingkan TA 2024.

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Berikut ini adalah Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang
direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA
2024 diuraikan sebagai berikut:

Belanja Hibah kepada 350.000.000,00 350.000.000,00 100,00 405.000.000,00
Badan, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia
Jumlah 350.000.000,00 350.000.000,00 100,00 405.000.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar
(Rp55.000.000,00) atau (13,58%), hal ini karena pada TA 2025 Belanja Hibah yang dianggarkan pun
berkurang. Meski demikian, dari jumlah yang dianggarkan, realisasinya mencapai 100%. Belanja Hibah
tersebut berupa Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum

Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut.

1) Belanja Hibah direalisasikan berupa Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,
Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yaitu ditujukan kepada sejumlah kelompok nelayan. Hibah

uang tersebut diserahkan kepada:
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o Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Bali di Kabupaten
Badung sejumlah Rp300.000.000,00 dengan berdasarkan SK Gubernur Nomor 116/03-
R/HK/2025 tanggal 29 April 2025 dan Nomor NPHD 164.U/03-R/2025 tanggal 23 Mei 2025.

o Kelompok Nelayan Banyu Mas di Kabupaten Jembrana sejumlah Rp50.000.000,00 dengan
berdasarkan SK Gubernur Nomor 193/03-R/HK/2025 tanggal 3 Oktober 2025 dan Nomor
NPHD 330.U/03-R/2025 tanggal 27 Oktober 2025.

5.1.2.2 BELANJA MODAL

Berikut ini adalah BELANJA MODAL yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta
yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi
TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan 1.192.855.000,00 1.143.577.589,00 95,87 1.527.434.910,00
Mesin
Belanja Modal Gedung dan 2.255.000.000,00 2.126.305.533,00 94,29 0,00
Bangunan

Jumlah 3.447.855.000,00 3.269.883.122,00 94,84 1.527.434.910,00

Tabel di atas menunjukkan BELANJA MODAL TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar
Rp1.742.448.212,00 atau 114,08%. Peningkatan signifikan disebabkan adanya anggaran dan realisasi Belanja
Modal Gedung dan Bangunan yang tidak terdapat di tahun sebelumnya. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

tersebut berupa belanja konstruksi gedung tempat kerja di kantor induk perangkat daerah.

BELANJA MODAL TA 2025

M Belanja Modal Peralatan dan Mesin ~ ® Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berikut ini adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA
2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025
serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:
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Belanja Modal Alat Besar 0,00 0,00 0,00 179.250.000,00
Belanja Modal Alat 4.400.000,00 2.136.750,00 48,56 0,00
Bengkel dan Alat Ukur
Belanja Modal Alat 525.429.300,00 509.180.000,00 96,91 677.965.900,00
Kantor dan Rumah
Tangga
Belanja Modal Alat 125.993.900,00 124.400.000,00 98,73 182.200.000,00
Studio, Komunikasi, dan
Pemancar
Belanja Modal Alat 84.660.000,00 71.060.839,00 83,94 0,00
Laboratorium
Belanja Modal Komputer 452.371.800,00 436.800.000,00 96,56 455.319.010,00
Belanja Modal Alat 0,00 0,00 0,00 32.700.000,00
Bantu Eksplorasi

Jumlah 1.192.855.000,00 1.143.577.589,00 95,87 1.527.434.910,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA
2024 sebesar (Rp383.857.321,00) atau (25,13%), berikut penjelasannya:

1)

2)

3)

Penurunan ini terjadi karena beberapa pos seperti Belanja Modal Alat Besar dan Belanja Modal Alat Bantu
Eksplorasi yang direalisasikan pada TA 2024 tidak dianggarkan kembali pada TA 2025. Sementara terdapat
pula Belanja Modal yang baru dianggarkan pada TA 2025 seperti Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat

Ukur serta Belanja Modal Alat Laboratorium.

Realisasi kedua pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang baru dianggarkan pada TA 2025 tersebut
presentasenya capaiannya belum optimal karena pagu yang terdapat di DPA lebih tinggi dari harga pasaran

Alat Laboratorium dan Alat Ukur yang dibelanjakan melalui e-catalog.
Berikut realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.143.577.589,00 yang terdiri dari:

o Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Pipet Controler sebesar Rp. 8,199,999.00 sesuai BAST Nomor:
B.26.000.3/693/UPTD.PPMHP/DISKELKAN tanggal 16 September 2025

o Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Pipet Controler sebesar Rp. 8,200,000.00 sesuai BAST Nomor:
B.26.000.3/693/UPTD.PPMHP/DISKELKAN tanggal 16 September 2025

e Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Micropipette sebesar Rp. 4,155,840.00 sesuai BAST Nomor :
B.26.000.3/692/UPTD.PPMHP/DISKELKAN tanggal 16 September 2025

¢ Belanja Modal Peralatan Mesin berupa AC Split 1 PK sebesar Rp. 64,800,000.00 sesuai BAST Nomor:
0040/11/CIP/2025 tanggal 11 Pebruari 2025

o Belanja Modal Peralatan Mesin berupa AC Split 1,5 PK sebesar Rp. 8,600,000.00 sesuai BAST Nomor:
0040/11/CIP/2025 tanggal 11 Pebruari 2025

¢ Belanja Modal Peralatan Mesin berupa AC Split 2 PK sebesar Rp. 10,500,000.00 sesuai BAST Nomor:
0040/11/CIP/2025 11 tanggal Pebruari 2025

e Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Aquascape (Aquarium) sebesar Rp. 38,800,000.00 sesuai
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BAST Nomor : B.26.000.3/344/Sekret/ Diskelkan tanggal 31 Januari 2025

o Belanja Modal Peralatan Mesin berupa CCTV sebesar Rp. 37,400,000.00 sesuai BAST Nomor :
B.26.000.3/345/Sekret/ Diskelkan tanggal 31 Januari 2025

e Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Gordyin sebesar Rp. 29,880,000.00 sesuai BAST Nomor :
B.26.000.3/207/Sekret/ Diskelkan tanggal 20 Januari 2025

e Belanja Modal Peralatan Mesin berupa LCD Proyektor sebesar Rp. 17,000,000.00 sesuai BAST
Nomor: 0039.1/11/CIP/2025 tanggal 11 Pebruari 2025

o Belanja Modal Peralatan Mesin berupa TV sebesar Rp. 69,400,000.00 sesuai BAST Nomor :
0039/11/CIP/2025 tanggal 11 Pebruari 2025

e Belanja Modal Peralatan Mesin berupa TV sebesar Rp. 11,400,000.00 sesuai BAST Nomor :
0042.1/11/CIP/2025 tanggal 11 Pebruari 2025

e Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Sofa sebesar Rp. 73,750,000.00 sesuai BAST Nomor :
025/111/BBT/25 tanggal 05 Maret 2025

e Belanja Modal Peralatan Mesin berupa AC Panasonic 1 PK sebesar Rp. 7,200,000.00 sesuai BAST
Nomor : B.26.000/1091/Sekret/Diskelkan tanggal 14 Maret 2025

e Belanja Modal Peralatan Mesin berupa AC Panasonic 1,5 PK sebesar Rp. 8,600,000.00 sesuai BAST
Nomor : B.26.000/1091/Sekret/Diskelkan tanggal 14 Maret 2025

o Belanja Modal Peralatan Mesin berupa AC Panasonic 2 PK sebesar Rp. 21,000,000.00 sesuai BAST
Nomor : B.26.000/1091/Sekret/Diskelkan tanggal 14 Maret 2025

e Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Papan Nama Instansi sebesar Rp. 14,800,000.00 sesuai BAST
Nomor : B.26.000/343/Sekret/Diskelkan tanggal 11 Pebruari 2025

o Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Papan Nama Instansi sebesar Rp. 44,250,000.00 sesuai BAST
Nomor : B.26.000/891/Sekret/Diskelkan tanggal 11 Pebruari 2025

e Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Meja Kerja Kayu sebesar Rp. 6,000,000.00 sesuai BAST
Nomor : B.26.000/883/Sekret/Diskelkan tanggal 17 Pebruari 2025

o Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Kursi Rapat sebesar Rp. 38,500,000.00 sesuai BAST Nomor :
B.26.000/883/Sekret/Diskelkan tanggal 17 Pebruari 2025

¢ Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Meja 1/2 Biro sebesar Rp. 15,300,000.00 sesuai BAST Nomor:
B.26.000/883/Sekret/Diskelkan tanggal 17 Pebruari 2025

o Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Camera Conference sebesar Rp. 77,000,000.00 sesuai BAST
Nomor : 07.1/BAST-DP/1/2025 tanggal 05 Pebruari 2025

o Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Camera Digital sebesar Rp. 41,300,000.00 sesuai BAST Nomor
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: B.26.000.3/348/Sekret/Diskelkan tanggal 31 Januari 2025

o Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Oven Laboratorium sebesar Rp. 50,505,000.00 sesuai BAST
Nomor : 00023/GSI/PPK/2025 tanggal 15 Mei 2025

e Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Freezer sebesar Rp. 9,000,000.00 sesuai BAST Nomor :
B.26.000/417/UPTD.PPMHP/DISKELKAN tanggal 26 Juni 2025

e Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Termometer Digital sebesar Rp. 2,136,750.00 sesuai BAST
Nomor : B.26.000.3/839/UPTD.PPMHP/DISKELKAN tanggal 29 Oktober 2025

e Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Drone sebesar Rp. 6,100,000.00 sesuai BAST Nomor :
B.26.000.3/350/Sekret/ Diskelkan tanggal 31 Januari 2025

e Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Lap Top sebesar Rp. 93,750,000.00 sesuai BAST Nomor :
0041/11/CIP/25 tanggal 11 Pebruari 2025

o Belanja Modal Peralatan Mesin berupa PC Unit sebesar Rp. 76,800,000.00 sesuai BAST Nomor :
0043/11/CIP/25 tanggal 11 Pebruari 2025

o Belanja Modal Peralatan Mesin berupa PC Unit sebesar Rp. 196,000,000.00 sesuai BAST Nomor :
0039.3/11/CIP/25 tanggal 11 Pebruari 2025

e Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Laptop sebesar Rp. 18,750,000.00 sesuai BAST Nomor :
0228/11/CIP/2025 tanggal 28 Pebruari 2025

e Belanja Modal Peralatan Mesin berupa PC Unit sebesar Rp. 19,600,000.00 sesuai BAST Nomor :
105/CIP/11/2025 tanggal 17 Pebruari 2025

« Belanja Modal Peralatan Mesin berupa Printer sebesar Rp. 14,900,000.00 sesuai BAST Nomor :
104/CIP/11/2025 tanggal 17 Pebruari 2025

5.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Berikut ini adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada
TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025

serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Belanja Modal Bangunan 2.255.000.000,00 2.126.305.533,00 94,29 0,00

Gedung

Jumlah 2.255.000.000,00 2.126.305.533,00 94,29 0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 yang mengalami peningkatan dari
TA 2024 sebesar Rp2.126.305.533,00. berikut penjelasannya:

1) Peningkatan yang signifikan disebabkan oleh anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung di TA 2025 yang
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sebelumnya tidak dianggarkan pada TA 2024.

2) Belanja Modal Bangunan Gedung tersebut termasuk di dalamnya Belanja Konstruksi, Perencanaan, dan

Pengawasan yang masuk nilai kapitalisasi belanja modal, terdiri atas rincian berikut:

Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Utama)
sebesar Rp. 151,786,466.10 sesuai BA Nomor : B.26.000.2.3.2/13273/Sekret/Diskelkan tanggal 31
Desember 2025

Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Tengah)
sebesar Rp. 671,093,215.76 sesuai BA Nomor : B.26.000.2.3.2/13273/Sekret/Diskelkan tanggal 31
Desember 2025

Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Blakang)
sebesar Rp. 360,858,709.05 sesuai BA Nomor : B.26.000.2.3.2/13273/Sekret/Diskelkan tanggal 31
Desember 2025

Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Gedung Pos Jaga Permanen sebesar Rp. 36,596,867.00
sesuai BA Nomor : B.26.000.2.3.2/13273/Sekret/Diskelkan tanggal 31 Desember 2025

Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Tempat Parkir (Parkir Mobil Blakang) sebesar
Rp. 96,736,674.10 sesuai BAST Nomor : B.26.000.3.2/13180/Sekret/Diskelkan tanggal 26 Desember
2025

Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Tempat Parkir (Parkir Motor Barat) sebesar
Rp. 29,422,334.00 sesuai BAST Nomor : B.26.000.3.2/13180/Sekret/Diskelkan tanggal 26 Desember
2025

Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Tempat Parkir (Parkir Motor Gedung Timur)
sebesar Rp. 39,104,405.00 sesuai BAST Nomor : B.26.000.3.2/13180/Sekret/Diskelkan tanggal 26
Desember 2025

Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Pagar Permanen (Tembok Penyengker) sebesar Rp.
489.809.656,00 sesuai BAST Nomor : B.26.000.3.2/13180/Sekret/Diskelkan tanggal 26 Desember
2025

3) Tingginya capaian Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut hampir mencapai pagu yang

dianggarkan.

5.1.3. Surplus/ Defisit LRA

Dari Pendapatan-LRA dan Beban-LRA selama periode Tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Bali mengalami Defisit sebesar Rp28.425.291.205,00.

Laporan Keuangan Unaudited 2025 100



5.2. NERACA

Laporan Keuangan DISKELKAN Provinsi Bali TA 2025

Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi yang menggambarkan posisi keuangan suatu
entitas akuntansi yaitu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
pada tanggal tertentu. Neraca Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 secara
umum memiliki rincian sebagai berikut:

ASET 43.546.550.305,59 KEWAIJIBAN 1.062.340.709,74
EKUITAS 42.484.209.595,85
TOTAL 43.546.550.305,59 TOTAL 43.546.550.305,59
NERACA TA 2025
%
W Aset M Kewajiban Ekuitas
521 ASET

Saldo ASET yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta
kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

ASET LANCAR 168.902.675,00 234.640.850,00 (65.738.175,00) (28,02)
ASET TETAP 42.734.926.358,59 41.751.461.900,59 983.464.458,00 2,36
ASET LAINNYA 642.721.272,00 368.651.700,00 274.069.572,00 74,34

Jumlah 43.546.550.305,59 | 42.354.754.450,59 1.191.795.855,00 2,81

Tabel tersebut menunjukkan ASET per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024
sebesar Rp1.191.795.855,00 atau 2,81%.

Komponen ASET LAINNYA mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp274.069.572,00 atau 74,34% yang
disebabkan terdapat sejumlah aset tetap yang direklasifikasikan menjadi aset lainnya karena dalam keadaan
rusak berat.
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5.2.1.1 ASET LANCAR
Saldo ASET LANCAR yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian 31 Desember 2025 31 Desember 2024 ‘ Kenaikan/(Penurunan) %
Piutang Retribusi Daerah 0,00 7.525.000,00 (7.525.000,00) | (100,00)
Penyisihan Piutang 0,00 (7.525.000,00) 7.525.000,00 | (100,00)
Persediaan 168.902.675,00 234.640.850,00 (65.738.175,00) (28,02)

Jumlah 168.902.675,00 234.640.850,00 (65.738.175,00) (28,02)

Tabel tersebut menunjukkan ASET LANCAR per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun
2024 sebesar (Rp65.738.175,00) atau (28,02%).

Komponen Piutang Retribusi Daerah dan Penyisihan Piutang mengalami penurunan signifikan sebesar
(Rp7.525.000,00) atau (100,00%) karena adanya penghapusan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu secara

bersyarat.

5.2.1.1.1 Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi Daerah yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Piutang Retribusi Perizinan 0,00 7.525.000,00

Tertentu

(7.525.000,00) | (100,00)

Jumlah 0,00 7.525.000,00 (7.525.000,00) | (100,00)

Tabel di atas menunjukkan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari
tahun 2024 sebesar (Rp7.525.000,00) atau (100,00%).

Komponen Piutang Retribusi Perizinan Tertentu mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp7.525.000,00)

atau (100,00%) karena adanya penghapusan Piutang Retribusi 1zin Usaha Perikanan secara bersyarat.

5.2.1.1.1.1 Piutang Retribusi Perizinan Tertentu
Saldo Piutang Retribusi Perizinan Tertentu yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan

2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Piutang Retribusi Izin Usaha 0,00
Perikanan

7.525.000,00 (7.525.000,00) | (100,00)

Jumlah 0,00 7.525.000,00 (7.525.000,00) | (100,00)

Tabel di atas menunjukkan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu per 31 Desember 2025 yang mengalami
penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp7.525.000,00) atau (100,00%).

Penjelasan saldo Piutang Retribusi Perizinan Tertentu beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat

dijabarkan sebagai berikut:

1) Saldo Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan yang ada pada TA 2024 tergolong sebagai piutang macet
dan tak tertagih, karena debitur yang berjumlah delapan orang wajib retribusi seluruhnya dalam
keadaan pailit, dan ada yang sudah meninggal dunia.
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2) Saldo Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut dihapuskan
secara bersyarat pada TA 2025 melalui SK Gubernur Nomor 1026/04-E/HK/2025 tanggal 29 Desember
2025.

5.2.1.1.2 Penyisihan Piutang
Saldo Penyisihan Piutang yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta

kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Penyisihan Piutang 0,00 (7.525.000,00) 7.525.000,00 | (100,00)
Pendapatan
Jumlah 0,00 (7.525.000,00) 7.525.000,00 | (100,00)

Tabel di atas menunjukkan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun
2024 sebesar (Rp7.525.000,00) atau (100,00%) karena adanya penghapusan Piutang Retribusi Perizinan

Tertentu secara bersyarat.

5.2.1.1.2.1 Penyisihan Piutang Pendapatan
Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Penyisihan Piutang Retribusi 0,00 (7.525.000,00) 7.525.000,00 | (100,00)
Jumlah 0,00 (7.525.000,00) 7.525.000,00 | (100,00)

Tabel di atas menunjukkan Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan
dari tahun 2024 sebesar (Rp7.525.000,00) atau (100,00%). Dengan dihapuskannya Piutang Retribusi Izin
Usaha Perikanan secara bersyarat seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka saldo Penyisihan Piutang
Retribusi yang telah dicadangkan mengikuti juga berkurang sejumlah saldo piutang yang dihapuskan tersebut
sehingga menjadi O di akhir TA 2025.

5.2.1.1.3 Persediaan
Saldo Persediaan yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan

atau penurunannya, terdiri dari:

Barang Pakai Habis 168.902.675,00 234.640.850,00 (65.738.175,00) (28,02)
Jumlah 168.902.675,00 234.640.850,00 (65.738.175,00) (28,02)

Tabel di atas menunjukkan Persediaan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024
sebesar (Rp65.738.175,00) atau (28,02%). Rincian daftar saldo masing-masing persedian dapat dilihat dalam
Lampiran Il Persediaan.
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5.2.1.1.3.1 Barang Pakai Habis
Saldo Barang Pakai Habis yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta

kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

[ Uneen ]

Bahan 137.332.150,00 184.971.250,00 (47.639.100,00) (25,75)

Alat/Bahan Untuk Kegiatan 22.526.535,00 3.722.700,00 18.803.835,00 505,11

Kantor

Obat-obatan 4.188.800,00 0,00 4.188.800,00 0,00

Natura dan Pakan 4.855.190,00 45.946.900,00 (41.091.710,00) (89,43)
Jumlah 168.902.675,00 234.640.850,00 (65.738.175,00) (28,02)

Tabel di atas menunjukkan Barang Pakai Habis per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun
2024 sebesar (Rp65.738.175,00) atau (28,02%) dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Komponen Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp18.803.835,00
atau 505,11%. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor terdiri dari Alat Tulis Kantor, Ketas dan Cover, Bahan
Cetak untuk fotocopy dan spanduk Gemarikan, Benda Pos, Bahan Komputer, Perabot Kantor, Alat Listrik,
dan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya. Terdapat sisa pemakaian dari pengadaan belanja
alat/bahan tersebut sehingga membuat saldo Barang Pakai Habis meningkat.

2) Komponen Obat-obatan mengalami saldo baru sebesar Rp4.188.800,00 atau 0,00% karena terdapat
realisasi Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya beserta pemakaiannya di TA 2025 yang tidak terdapat
pada TA 2024.

3) Komponen Natura dan Pakan mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp41.091.710,00) atau (89,43%)
karena pemakaian dan pada TA 2025 tidak ada realisasi belanja Belanja Natura dan Pakan-Natura seperti
pada TA 2024.

5.2.1.2 ASET TETAP
Saldo ASET TETAP yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025

dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Tanah 5.479.783.250,00 5.479.783.250,00 0,00 0,00
Peralatan dan Mesin 17.946.699.154,51 22.349.724.779,51 (4.403.025.625,00) (19,70)
Gedung dan Bangunan 24.658.329.149,08 22.950.748.326,08 1.707.580.823,00 7,44
Jalan, Jaringan, dan Irigasi 42.078.311.164,69 39.324.062.164,69 2.754.249.000,00 7,00
Akumulasi Penyusutan (47.428.196.359,69) | (48.352.856.619,69) 924.660.260,00 (1,91)

Jumlah 42.734.926.358,59 | 41.751.461.900,59 983.464.458,00 2,36

Tabel di atas menunjukkan ASET TETAP per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024
sebesar Rp983.464.458,00 atau 2,36%. Penjelasan saldo ASET TETAP beserta dengan informasi tambahan

lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:
1) Peralatan dan Mesin

e Terdapat mutasi tambah senilai Rp1.143.577.589,00 dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, serta
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e Terdapat mutasi kurang senilai Rp 5.567.519.699,00 akibat adanya Reklasifikasi Peralatan dan Mesin
ke Aset Lainnya karena dalam keadaan rusak berat. Berita Acara reklasifikasinya dapat diamati pada
Lampiran.

2) Gedung dan Bangunan

e Terdapat mutasi tambah senilai Rp 2.126.305.533,00 dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
sesuai Berita Acara Kapitalisasi Nomor : B.26.000.2.3.2/13273/Sekret/Diskelkan tanggal 31

Desember 2025.

o Terdapat mutasi kurang senilai Rp 418.724.710,00 akibat adanya Reklasifikasi Gedung dan
Bangunan ke Aset Lainnya karena dalam keadaan rusak berat. Berita acara reklasifikasinya dapat
diamati pada Lampiran.

3) Jalan, Jaringan, dan Irigasi

e Terdapat mutasi tambah karena adanya Hibah Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Dermaga Tanjung
Benoa dari Pemerintah Kabupaten Badung senilai Rp2.754.249.000,00 dengan Berita Acara Serah
Terima Nomor B.31.000.2.3.2/1568/PBMD/BPKAD tanggal 05 Maret 2025.

4) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan Tahun 2025, dihitung dengan menggunakan
Aplikasi SIMDA BMD. Nilai Saldo Awal Akumulasi Penyusutan adalah Rp48.352.856.619,609.
Beban penyusutan Tahun 2025 sebesar Rp4.787.514.577,00 dan dikurangi mutasi kurang akumulasi
penyusutan Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke aset lainnya
sejumlah Rp5.712.174.837,00 berdasarkan Berita Acara Reklas terlampir. Sehingga saldo akhir
penyusutan sebesar Rp47,428,196,359.69 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

5.2.1.3 ASET LAINNYA

Saldo ASET LAINNYA yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta
kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Aset Tidak Berwujud 261.551.700,00 261.551.700,00 0,00 0,00
Aset Lain-lain 6.451.953.324,00 465.708.915,00 5.986.244.409,00 | 1.285,40
Akumulasi Penyusutan Aset (6.070.783.752,00) (358.608.915,00) (5.712.174.837,00) | 1.592,87
Lainnya

Jumlah 642.721.272,00 368.651.700,00 274.069.572,00 74,34

Tabel di atas menunjukkan ASET LAINNYA per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun
2024 sebesar Rp274.069.572,00 atau 74,34%. Komponen Aset Lain-lain dan Akumulasi Penyusutan Aset
Lainnya mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp5.986.244.409,00 atau 1.285,40% dan 1.592,87% karena di

Laporan Keuangan Unaudited 2025 105



Laporan Keuangan DISKELKAN Provinsi Bali TA 2025

dalamnya terdapat aset yang direklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan

beserta penyusutannya.

5.2.1.3.1 Aset Tidak Berwujud
Saldo Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta

kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Aset Tidak Berwujud
Jumlah

261.551.700,00
261.551.700,00

261.551.700,00 0,00 0,00
261.551.700,00 0,00 0,00

Tabel di atas menunjukkan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 tidak mengalami mutasi penambahan

dan pengurangan pada tahun 2025 sehingga saldo di akhir TA 2024 dan TA 2025 tetap sama.

5.2.1.3.1.1.1 Aset Tidak Berwujud
Saldo Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta

kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Software 261.551.700,00

261.551.700,00

261.551.700,00 0,00 0,00
261.551.700,00 0,00 0,00

Jumlah

Tabel di atas menunjukkan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 berupa Software tidak mengalami
mutasi penambahan dan pengurangan pada tahun 2025 sehingga saldo di akhir TA 2024 dan TA 2025 tetap

sama.

5.2.1.3.2 Aset Lain-lain
Saldo Aset Lain-lain yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan

atau penurunannya, terdiri dari:

Aset Lain-lain 6.451.953.324,00

6.451.953.324,00

465.708.915,00
465.708.915,00

5.986.244.409,00 | 1.285,40
5.986.244.409,00 | 1.285,40

Jumlah

Tabel di atas menunjukkan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024
sebesar Rp5.986.244.409,00 atau 1.285,40%. Peningkatan signifikan ini terjadi akibat adanya reklasifikasi Aset
Tetap Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan menjadi Aset Lainnya karena dalam keadaan rusak
berat.

5.2.1.3.2.1.1 Aset Lain-lain
Saldo Aset Lain-lain yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan

atau penurunannya, terdiri dari:

Aset Rusak Berat/Usang 6.344.853.324,00 358.608.915,00 5.986.244.409,00 | 1.669,30
Aset Tetap yang Tidak 107.100.000,00 107.100.000,00 0,00 0,00
Digunakan Dalam
Operasional Pemerintah

Jumlah 6.451.953.324,00 465.708.915,00 5.986.244.409,00 | 1.285,40
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Tabel di atas menunjukkan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024
sebesar Rp5.986.244.409,00 atau 1.285,40%. Dari tabel dapat dilihat lebih rinci bahwa reklasifikasi Aset Tetap
Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya seperti yang telah dijabarkan sebelumnya

menambah saldo pos Aset Rusak Berat/Usang secara signifikan. Berita Acara Reklasifikasi aset-aset tersebut

terlampir.

5.2.1.3.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan
2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Akumulasi Penyusutan Aset (6.070.783.752,00) (358.608.915,00) (5.712.174.837,00) | 1.592,87
Lainnya
Jumlah

(6.070.783.752,00) (358.608.915,00) (5.712.174.837,00) | 1.592,87

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami
peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp5.712.174.837,00 atau 1.592,87%. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan
dan Mesin serta Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya yaitu Aset Rusak Berat/Usang, membawa juga
akumulasi Penyusutannya sehingga menambah saldo pos Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya secara

signifikan, karena aset yang direklasifikasikan dalam keadaan rusak berat dan hampir tidak memiliki nilai buku

5.2.2 KEWAJIBAN
Saldo KEWAUJIBAN yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025
dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

KEWAJIBAN JANGKA 1.062.340.709,74 853.926.352,86 208.414.356,88 2441
PENDEK

Jumlah 1.062.340.709,74 853.926.352,86 208.414.356,88 24,41

Tabel di atas menunjukkan KEWAJIBAN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024
sebesar Rp208.414.356,88 atau 24,41%. Penjelasan saldo KEWAJIBAN beserta dengan informasi tambahan

lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut.
5.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Saldo KEWAJIBAN JANGKA PENDEK yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan
2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Pendapatan Diterima Dimuka 113.944.112,74 118.200.961,86 (4.256.849,12) (3,60)
Utang Belanja 948.396.597,00 735.725.391,00 212.671.206,00 28,91
Jumlah 1.062.340.709,74 853.926.352,86 208.414.356,88 24,41

Tabel di atas menunjukkan KEWAJIBAN JANGKA PENDEK per 31 Desember 2025 yang mengalami
peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp208.414.356,88 atau 24,41%. Penjelasan saldo KEWAJIBAN
JANGKA PENDEK beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut.
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5.2.2.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Setoran Kelebihan 113.944.112,74 118.200.961,86 (4.256.849,12) (3,60)
Pembayaran Dari Pihak III
Jumlah 113.944.112,74 118.200.961,86 (4.256.849,12) (3,60)

Tabel tersebut menunjukkan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan
dari tahun 2024 sebesar (Rp4.256.849,12) atau (3,60%). Penurunan saldo ini dikarenakan terdapat bagian
Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak 111 yang diakui sebagai pendapatan yaitu Retribusi Pemberian Izin
Kegiatan Usaha Pembudidayaan lkan sejumlah 4.256.849,12 pada TA 2025. Rinciannya dapat diamati pada
Lampiran V: Rekap Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025.

5.2.2.1.2 Utang Belanja
Saldo Utang Belanja yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan

atau penurunannya, terdiri dari:

Utang Belanja Pegawai 948.273.541,00 730.780.248,00 217.493.293,00 29,76
Utang Belanja Barang dan 123.056,00 4.945.143,00 (4.822.087,00) (97,51)
Jasa

Jumlah 948.396.597,00 735.725.391,00 212.671.206,00 28,91

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024
sebesar Rp212.671.206,00 atau 28,91%. Penjelasan saldo Utang Belanja beserta dengan informasi tambahan
lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.2.1.2.1 Utang Belanja Pegawai
Saldo Utang Belanja Pegawai yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta

kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Utang Belanja Gaji dan 88.522.153,00 20.127.789,00 68.394.364,00 339,80
Tunjangan ASN
Utang Belanja Tambahan 859.751.388,00 710.652.459,00 149.098.929,00 20,98
Penghasilan ASN

Jumlah 948.273.541,00 730.780.248,00 217.493.293,00 29,76

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari
tahun 2024 sebesar Rp217.493.293,00 atau 29,76%. Penjelasan saldo Utang Belanja Pegawai beserta dengan

informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Komponen Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN mengalami kenaikan signifikan sebesar
Rp68.394.364,00 atau 339,80% karena jumlah saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp88.522.153,00
terdiri dari utang Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS yang merupakan utang BPJS 4% PNS TPP
Desember 2025 sebesar Rp20.924.255,00, utang Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK sebesar Rp
5.351.092,00, utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebesar Rp 61.521.206,00 yang
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merupakan besaran atas TPP PNS Bulan Desember 2025. Selain itu adapun Utang Belanja Tunjangan
Fungsional PNS sebesar Rp 725.600,00.

2) Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2025 terdiri dari utang tambahan penghasilan atas bulan
Desember 2025 yang telah dianggarkan pada tahun berikutnya. Utang tersebut terdiri dari utang Belanja
Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS dan PPPK, utang Belanja Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja
PNS, dan utang Belanja Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja PNS dan PPPK. Rinciannya adalah sebagai
berikut.

e Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp451.353.894,00

Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK sebesar Rp9.3932.992,00

Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS sebesar Rp74.313.499,00

Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebesar Rp200.306.700,00

Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK sebesar Rp39.844.303,00

5.2.2.1.2.2 Utang Belanja Barang dan Jasa
Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

| (Unelen ]

Utang Belanja Jasa 123.056,00 4.945.143,00 (4.822.087,00) | (97,51)
Jumlah 123.056,00 4.945.143,00 (4.822.087,00) | (97,51)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan
dari tahun 2024 sebesar (Rp4.822.087,00) atau (97,51%). Penjelasan saldo Utang Belanja Barang dan Jasa

beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Saldo Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2025 senilai Rp123.056,00 terdiri dari Utang Belanja Jasa
Kantor Pengolahan Air Limbah pada Dinas sebesar Rp70.000,00 dan Belanja Jasa Kantor Tagihan Air
pada UPTD Kawasan Konservasi Provinsi sebesar Rp53.056,00.

5.2.3 EKUITAS
Saldo EKUITAS yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan

2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

EKUITAS 42.484.209.595,85 41.500.828.097,73 983.381.498,12 2,37
Jumlah 42.484.209.595,85 | 41.500.828.097,73 983.381.498,12 2,37

Tabel di atas menunjukkan saldo EKUITAS per 31 Desember 2025 yang merupakan saldo ekuitas atau

kekayaan bersih Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang merupakan selisih antara asset dan
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kewajiban pemerintah per tanggal neraca. Saldo tersebut telah sama dengan Saldo Ekuitas Akhir sebagaimana

disajikan dan diungkapkan dalam Catatan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi
yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh entitas akuntansi pemerintah daerah untuk
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 PENDAPATAN

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode
tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali atau timbulnya piutang. Jumlah Pendapatan-LO
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024

adalah sebagai berikut.

PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.850.028.643,12 3.213.405.164,45 (363.376.521,33) | (11,31)
(PAD)-LO

Jumlah 2.850.028.643,12 3.213.405.164,45 (363.376.521,33) (11,31)

Tabel di atas menunjukkan PENDAPATAN per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun
2024 sebesar (Rp363.376.521,33) atau (11,31%). Penjelasan saldo PENDAPATAN beserta dengan informasi
tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD)-LO yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di
Tahun 2025 dan 2024:

Retribusi Daerah-LO 2.850.028.643,12 3.213.335.132,45 (363.306.489,33) (11,31)
Lain-lain PAD yang Sah-LO 0,00 70.032,00 (70.032,00) | (100,00)
Jumlah 2.850.028.643,12 3.213.405.164,45 (363.376.521,33) (11,31)

Tabel di atas menunjukkan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO per 31 Desember 2025 yang
mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp363.376.521,33) atau (11,31%) karena menurunnya realisasi
Pendapayam Retribusi Daerah-LO akibat beberapa faktor eksternal. Sementara komponen Lain-lain PAD yang
Sah-LO mengalami penurunan signifikan (100,00%) karena pada TA 2025 tidak terdapat realisasi PAD lain

selain Retribusi Daerah, seperti pendapatan denda di TA sebelumnya.
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5.3.1.1.1 Retribusi Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan rincian atas saldo Retribusi Daerah-LO yang diakui oleh Perangkat
Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Retribusi Jasa Usaha-LO 2.845.771.794,00 3.157.582.660,00 (311.810.866,00) (9,87)
Retribusi Perizinan Tertentu- 4.256.849,12 55.752.472,45 (51.495.623,33) (92,36)
LO

Jumlah 2.850.028.643,12 3.213.335.132,45 (363.306.489,33) (11,31)

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun
2024 sebesar (Rp363.306.489,33) atau (11,31%). Selain Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dari aktivitas
operasional Dinas Kelautan dan Perikanan yang menghasilkan pendapatan, terdapat PAD dari pengakuan
bagian Pendapatan Diterima Dimuka pada TA 2025 sebagai Pendapatan Retribusi Pemberian Izin Kegiatan
Usaha Pembudidayaan lkan sejumlah Rp4.256.849,12.

5.3.1.1.1.1 Retribusi Jasa Usaha-LO

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas
saldo Retribusi Jasa Usaha-LO yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di
Tahun 2025 dan 2024:

Retribusi Pelayanan Jasa 65.651.500,00 28.049.000,00 37.602.500,00 134,06
Kepelabuhanan-LO
Retribusi Pelayanan Tempat 1.777.215.000,00 2.397.010.000,00 (619.795.000,00) (25,86)

Rekreasi, Pariwisata, dan
Olahraga-LO

Retribusi Penjualan Hasil 148.224.000,00 110.367.000,00 37.857.000,00 34,30
Produksi Usaha Pemerintah
Daerah-LO
Retribusi Pemanfaatan Aset 854.681.294,00 622.156.660,00 232.524.634,00 37,37
Daerah-LO

Jumlah 2.845.771.794,00 3.157.582.660,00 (311.810.866,00) (9,87)

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Usaha-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari
tahun 2024 sebesar (Rp311.810.866,00) atau (9,87%). Penjelasan saldo Retribusi Jasa Usaha-LO beserta
dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Komponen Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO mengalami penurunan
sebesar Rp619.795.000,00 karena beberapa faktor eksternal, khusushya perubahan cuaca ekstrim di
tengah dan selama akhir tahun 2025. Hal ini menyebabkan menurunnya kunjungan wisatawan domestik
maupun internasional. Meningkatnya popularitas destinasi di provinsi lain seperti Banyuwangi,
Lombok, dan Nusa Tenggara juga mendorong persaingan yang turut memengaruhi minat wisatawan
terhadap aktivitas snorkeling dan kegiatan wisata lainnya di Nusa Penida. Akibatnya penjualan tiket

Kawasan Konservasi menurun, sehingga pendapatan retribusi TA 2025 pun berkurang.

2) Komponen Pemanfaatan Aset Daerah-LO mengalami kenaikan sebesar Rp232.524.634,00 karena pada
tahun 2025 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Bali ditunjuk sebagai salah

satu Laboratorium Official Control oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
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dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga pelaksanaan survailence

sample untuk logam berat, histamin dan E.coli diarahkan ke UPTD PPMHP dan menambah pendapatan
retribusi secara signifikan dibandingkan TA sebelumnya.

5.3.1.1.2 Lain-lain PAD yang Sah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari Pos Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian
atas saldo Lain-lain PAD yang Sah-LO yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan
operasional di Tahun 2025 dan 2024

Pendapatan Denda Retribusi 0,00 70.032,00 (70.032,00) (100,00)
Daerah-LO

Jumlah 0,00 70.032,00 (70.032,00) | (100,00)

Tabel di atas menunjukkan perbandingan saldo Lain-lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2025
yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp70.032,00) atau (100,00%). Seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya, saldo Lain-lain PAD yang Sah tahun 2024 tersebut berasal dari Pendapatan Denda
Retribusi Jasa Usaha yaitu denda keterlambatan pembayaran Retribusi Sewa Kantin. Sementara itu di tahun

2025 tidak tidak terdapat lagi pendapatan serupa.

5.2.2 BEBAN

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang
menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Berikut
ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos BEBAN Tahun 2025
dan 2024 yaitu rincian atas saldo BEBAN yang diakui oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan
operasional di Tahun 2025 dan 2024:

BEBAN OPERASI 28.279.589.258,00 27.784.418.146,00 495.171.112,00 1,78
Jumlah 28.279.589.258,00 | 27.784.418.146,00 495.171.112,00 1,78

Tabel di atas menunjukkan BEBAN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024
sebesar Rp495.171.112,00 atau 1,78%. Seluruh Beban yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bali pada tahun 2025 berasal dari kegiatan operasional.

5.3.2.1 BEBAN OPERASI

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos BEBAN OPERASI
Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo BEBAN OPERASI yang diakui oleh Perangkat Daerah selama
melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024

Beban Pegawai 21.759.219.902,00 18.845.492.114,00 2.913.727.788,00 15,46
Beban Barang dan Jasa 6.170.369.356,00 8.533.926.032,00 (2.363.556.676,00) (27,70)
Beban Hibah 350.000.000,00 405.000.000,00 (55.000.000,00) (13,58)
Beban Penyusutan dan 2.012.349.092,00 2.952.943.556,00 (940.594.464,00) (31,85)
Amortisasi

Jumlah 30.291.938.350,00 | 30.737.361.702,00 (445.423.352,00) (1,45)
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Tabel di atas menunjukkan BEBAN OPERASI per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun
2024 sebesar (Rp445.423.352,00) atau (1,45%). Penjelasan saldo BEBAN OPERASI beserta dengan informasi
tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai
Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Perangkat Daerah selama
melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024

Beban Gaji dan Tunjangan 10.204.923.658,00 7.995.250.576,00 2.209.673.082,00 27,64
ASN

Beban Tambahan 11.554.296.244,00 10.765.341.538,00 788.954.706,00 7,33
Penghasilan ASN

Beban Tambahan 0,00 84.900.000,00 (84.900.000,00) | (100,00)

Penghasilan berdasarkan
Pertimbangan Objektif
Lainnya ASN

Jumlah 21.759.219.902,00 | 18.845.492.114,00 2.913.727.788,00 15,46

1) Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2025 ini lebih tinggi dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA
TA 2025 sebesar Rp217.493.293,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa- peristiwa
yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai
berikut:

Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO
- Pengakuan Utang Belanja Pegawai Tahun 2025 948.273.541,00
(Neraca)
Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO
- Pengakuan Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 (730.780.248,00)
(Neraca)
Jumlah Selisih Rp217.493.293,00

2) Penurunan signifikan Komponen Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya ASN disebabkan karena perubahan klasifikasi pada Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Jasa
Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan dan Honorarium Penanggungjawab Keuangan
yang awalnya bagian beban pegawai menjadi beban barang dan jasa sehingga mempengaruhi besaran
beban pegawai.

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban
Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh

Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:
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Beban Barang 2.275.709.539,00 2.695.158.950,00 (419.449.411,00) (15,56)
Beban Jasa 3.024.515.842,00 3.227.396.225,00 (202.880.383,00) (6,29)
Beban Pemeliharaan 530.242.675,00 2.073.432.712,00 (1.543.190.037,00) (74,43)
Beban Perjalanan Dinas 289.799.650,00 537.938.145,00 (248.138.495,00) (46,13)
Beban Uang dan/atau Jasa 50.101.650,00 0,00 50.101.650,00 0,00

untuk Diberikan kepada

Pihak Ketiga/Pihak

Lain/Masyarakat
Jumlah 6.170.369.356,00 8.533.926.032,00 (2.363.556.676,00) (27,70)

Tabel di atas menunjukkan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari
tahun 2024 sebesar (Rp2.363.556.676,00) atau (27,70%). Penjelasan saldo Beban Barang dan Jasa beserta

dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Komponen Beban Pemeliharaan mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp1.543.190.037,00) atau
(74,43%) karena tidak dianggarkannya kembali sejumlah pos-pos belanja pemeliharaan sehingga

pembebanannya juga berkurang secara signifikan.

2) Komponen Beban Perjalanan Dinas mengalami penurunan signifikan sebesar 46,13% karena adanya
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 dengan arahan mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% sehingga besaran
anggaran perjalanan dinas dikurangi. Ini juga mempengaruhi realisasinya yang lebih rendah
dibandingkan TA 2024 sehingga mempengaruhi besar bebannya.

3) Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2025 ini lebih tinggi dari saldo Belanja Barang
dan Jasa dalam LRA TA 2025 sebesar Rp60.916.088,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan
peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam
LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO

- Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 123.056,00
(Neraca)
- Persediaan Awal Barang Tahun 2025 (Neraca) 234.640.850,00

Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO
- Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 (4.945.143,00)
(Neraca)
- Persediaan Barang Tahun 2024 (Neraca) (168.902.675,00)
Jumlah Selisih Rp60.916.088
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5.3.2.1.3 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban

Hibah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Perangkat Daerah selama

melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024

Beban Hibah kepada Badan, 350.000.000,00 405.000.000,00 (55.000.000,00) (13,58)
Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia

Jumlah 350.000.000,00 405.000.000,00 (55.000.000,00) (13,58)

Tabel di atas menunjukkan Beban Hibah per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024
sebesar (Rp55.000.000,00) atau (13,58%) karena penurunan besar anggaran belanja hibah di tahun 2025.
Beban hibah tersebut yang rinciannya berupa Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela

Bersifat Sosial Kemasyarakatan diserahkan dalam bentuk Uang ditujukan kepada sejumlah kelompok

nelayan, yaitu:

Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Bali di Kabupaten Badung
sejumlah Rp300.000.000,00 dengan berdasarkan SK Gubernur Nomor 116/03-R/HK/2025 tanggal 29
April 2025 dan Nomor NPHD 164.U/03-R/2025 tanggal 23 Mei 2025.

Kelompok Nelayan Banyu Mas di Kabupaten Jembrana sejumlah Rp50.000.000,00 dengan
berdasarkan SK Gubernur Nomor 193/03-R/HK/2025 tanggal 3 Oktober 2025 dan Nomor NPHD
330.U/03-R/2025 tanggal 27 Oktober 2025.

5.3.2.1.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan

dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui

oleh Perangkat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024

Beban Penyusutan Peralatan 1.087.859.067,00 763.967.268,00 323.891.799,00 42,40
dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung 433.045.613,00 443.613.045,00 (10.567.432,00) (2,38)
dan Bangunan
Beban Penyusutan Jalan, 491.444.412,00 1.745.363.243,00 (1.253.918.831,00) (71,84)
Jaringan dan Irigasi

Jumlah 2.012.349.092,00 2.952.943.556,00 (940.594.464,00) (31,85)

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 yang mengalami
penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp940.594.464,00) atau (31,85%). Komponen Beban Penyusutan Jalan,

Jaringan dan Irigasi mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp1.253.918.831,00) atau (71,84%).

5.2.4. Surflus (Defisit) LO

Dari Pendapatan-LO kegiatan Operasional maupun Beban-LO kegiatan Operasional selama periode
Tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Balimengalami Defisit sebesar
Rp27.441.909.706,88.
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5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan posisi awal ekuitas Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan. Rincian

Laporan Perubahan Ekuitas disajikan dalam tabel berikut :

Ekuitas Awal 41.500.828.097,73 41.516.484.191,14
Surplus (Defisit-LO) (27.441.909.706,88) (27.523.956.537,55)
RK-PPKD 28.425.291.205,00 26.677.645.391,00

Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

o 0,00 830.655.053,14
- Lain-lain

Ekuitas Akhir 42.484.209.595,85 41.500.828.097,73

- Ekuitas Awal pada LPE Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 Rp41.500.828.097,73.

- Defisit LO Tahun 2025 yang mengurangi ekuitas sebesar Rp27.441.909.706,88.

- RK-PPKD menambah ekuitas yang merupakan Defisit LRA OPD TA 2025 sebesar Rp
28.425.291.205,00.

- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dengan sebesar Rp0,00

- Ekuitas Akhir pada LPE Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi BaliTahun 2024 Rp42.484.209.595,85.
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BAB VI
INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali beralamat di Jalan Patimura Nomor 77,
Denpasar Utara.

2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor
05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

3. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan
mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan
perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan
dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan
sesuai bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Bali mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan provinsi;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan provinsi;
c. Penyelenggaraan administrasi Dinas di bidang kelautan dan perikanan;
d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan

e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

4. Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Baliberdasarkan pangkat, golongan, eselon dan

tenaga harian lepas adalah :

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon dan Golongan :

No. Jabatan Jumlah Golongan (PNS) Jumlah
1 Eselon Il 1 \% 19
2 Eselon IlI 9 11l 65
3 Eselon IV 13 1l 10
4 Fungsional Madya 9 |
5 Fungsional Muda 5 Jumlah 94
6 Fungsional Pratama 4 Golongan (PPPK) Jumlah
7 Staf PNS 67 Xl 1
PPPK 44 IX 28
Jumlah \ii 8
Y, 5
| 2
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Jumlah 44
Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan terakhir
No. Pendidikan Jumlah
1 Setrata 3 (S3) 2
2 Setrata 2 (S2) 22
3 Setrata 1 (S1) 27
4 Sarjana Muda (D3) 3
5 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)
6 Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah (SLTP) -
7 Sekolah Dasar (SD) -
Jumlah 61
umlah pegawai berdasarkan pangkat untuk PNS :
No. Pangkat Jumlah
1 Pembina Utama Madya (IV/d) -
2 Pembina Utama Muda (IV/c) 1
3 Pembina Tingkat | (IV/b) 5
4 Pembina (IV/a) 13
5 Penata Tingkat | (11l/d) 11
6 Penata (lll/c) 4
7 Penata Muda Tingkat | (111/b) 10
8 Penata Muda (l1l/a) 10
9 Pengatur Tingkat | (11/d) -
10 Pengatur (Il/c) 5
11 Pengatur Muda Tingkat | (I1/b) -
12 Pengatur Muda (ll/a) -
13 Juru Tingkat | (1/d) -
14 Juru (l/c) -
15 Juru Muda Tingkat | (I/b) -
16 Juru Muda (l/a) -
PPPK Gol XI 1
PPPK Gol IX 28
17 PPPK Gol VII 8
18 PPPK Gol V 5
PPPK Gol | 2
Jumlah 61
umlah pegawai Tenaga Kontrak
No. Pendidikan Kontrak
1 Setrata 2 (S2) 3
2 Setrata 1 (S1) 31
3 Diploma 3 (D3) -
4 SLTA 18
5 SLTP -
Jumlah 52
Jenis kelamin pegawai :
PNS dan PPPK
No. Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki-laki 31
2 Perempuan 30
Jumlah 61
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Tenaga Kontrak

No. Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki-laki 31
2 Perempuan 21
Jumlah 52
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FEMERINTAHAN FROVINS| BALI

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN REALISAS| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH
TAHUN ANGGARAM 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desomber 2025

Hode Rekening URAIAM ANGGARAN REALISASI 2025 % 2025 REALISASI 2024
1 2 3 4 5 - (4/3]*100 [
4 PENDAPATAN DAERAH 3,162,272,000.00 2,845,771,794.00 B5.99 3,157,652,692.00
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH [PAD) 3,162,272,000.00 2,845,771,794.00 85.59 3,157,652,692.00
4,1.02 Aetrinust Daerab 3.162,272.000.00 2,845,771,794.00 89,59 3,157,582,660.00
4.1.02,02 ribusi Jasa Usaha 3,162,272,000.00 2,845,771,794.00 2999 3,157,582,660.00
41020216 busi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 43,272.000.00 65,651,500.00 151.72 28,049,000.00
4.1.02.02.16.0001 Retribusi Pelayanan Jasa Kepslabuhanan 43,272,000.00 £5,651.500.C0 151 71 28,045,000.00
4.1.02.02 Retribusi Pelayanan Tempat Relkreas), Parivisata, dan Clahraga 2.554,000,000.00 1.777.215.000.00 £8.51 2,307 ,010,000.00
4,1.02.0 0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Dlzhraga 2,594,000,000.00 1,777,215,000.00 68.51 2,357,010,000.00
4.1.02.02.19 Retribusi Penjuslan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daeran 125,000,000.00 148,224,000.00 118.58 110,367,000.00
4,1.02,02,19.0001 Hetribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerzh 1325,000,000.00 148,224,000.00 118 58 114,367,000.00
4.1.02.02.20 Aetribusi Pemanfaatan Aset Daarah 400,000,000 £54,681,204.00 213.67 =22,15LE-,L':='JHFRJ|
4.1.02.02. 20,0001 Retribus Pemanfaatan Aset Dasrak -ﬂUD.CﬁU.D'_Jx_IZLY.I £54,681,294.00 21367 {312.156.66”..’315
4.1.04 Lain-iain PAD vang Sah o0 0.00 0.00
4,1.04,13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 1,00 0.60 040
4.1.04.13.02 Peadapatan Denda RetribivsiJasa Usaha o0 0.00 aon
Pendapatin Danda Retribusi Pemiakaian Kekayzan Daerah Penyewaan
4,1.04.13.02.0013 Tanzh (.00 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,162,272,000.00 2.845,771,794.00 89.99 3,157,652,692.00
JUNMLAH PENDAPATAN 3.162,272,000.00 2,845,771,794.00 B9.99 3,157,652,6%92.00
5 HELAMIA DAERAH 36,085,008,934.20 31,271,062,999.00 86.64 29,848,908,083.00
SELANIA DPERAS] 32,647,153,934.20 28,001,179,877.00 85.77 28,321,473,173.00
Belarya Pegawal 25.619,548,375 20 21,541,726.609.00 B4.08 18,956,480,22
fiela%a Ca ) dan Tunjangan ASN ' 12 500,503,604 10,136,525,294.00 81.04 19549, 460,37
Helanga Gaji Pokak ASN 7,969,086,0 6,806,575,867.00 8544 5.979.559,
Belanja Gai Pokok PiS 6,258,668 437.03 5,384,714,735.0¢ 86.04 5,764,921 74
Belanja Gajl Pokok PPPK 1,710,418,182.00 1,422,261,132.00 833.15 214,637,700
Belanga Tunjangan Keluarga ASH §53.061,906.79 554,825 964,00 84.80 o02,533,292.
Beianja Tunanzan Keluarza PG 545,940 750.79 465,994,810.00 8538 482 DG7,874,00
Belanja Tunjangan Keluargs PPPR 107,121,156.00 87,831,154.00 81499 10,065,414,
Belanja Tunjangan Jabatan ASN 305,300,000.00 264,540,000.00 BE.53 #18,340,000.00
Beanja Tunjangan Jabatan PMNE 309,300,000.00 264,540,000.00 85.53 19, 340,00
lania Tenjangan Fungsional ASN £57,570,164,00 2£5,700,154,00 HE.01 310,530,00
Beiznja Tunjangan Fungsianal PMS 201,066,000,00 147 296,000.00 85.18 189, BE0, 040 U0
tietania Tunjangan Fungsional PRPK = 56,504, 49,404,164.00 8743 14,650,
5.1.01.81.05 Bt dnja Tunjangan Funpsional Umum ASN 230,206, 75 i 197,94C,000.00 8451 173,505,
51.01.01 05,0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum FNS 196,254,795, 7 154.515.000.00 87410 173,595,522
3.1.01.01 05,0002 Belania Junjangan Fungsianal Umum FPPE 57,9550 44,445,000.00 76.65
5:1.01.01.06 (Belania Tunjangan Beras 43N 354,347 .437.00 303,553, 20800 B5.43 H1Z2.154.36
5.1.01.01 060001 zan Beras PNS 280,627,500,00 241,593.073.00 86.03 463,391,540
5.1.01.01 06.0002 gan Berds PRPK 67,960,135.00 B3.15
=.1.01.01.07 ngan PERTupjangan Khusys AN 1,155,522,600.00 86.40
Lj_y:!l.cl 270001 langan PRA/Tunjangan Khusds PRS 1,119,441,353.00 #7584
5.1.01.01.074 13 Tunjangan PR/ Muniangan Khusus § 26,081,237.00 b3.41
45,101.01 ‘3 | Belania Pembulatan Gaji ASN 101,838.00 U7, 68500 BG.1Y
5.1.01.01.08.0001 | Belama Pembulaian Gaji NS b6, 824.00 58,433.00 87.45 n
5,1.01.01.02.0002 | Belania Perbulatan Gaji PFFK 35,014.00 25,248.00 83.53 ;
3101.01.09 | Bel laminan Kesehatan ASN 1,285,472.884 .34 564,750.265.00 43.93 LOB.HI1, 120,00
5.1.01 01 09,0001 {Belanja luran Jaminan Kesshatan PNS 1,082,153,481.71 463,908,445 00 4187 409,4D1,002.00 |
5.1.01.01.09,0002 (Beiama lurzn Jamingn Kesehatan PRPK 203,315,402 .63 100,841,810.00 49,60 G.430,118.00
5.2.01.01.10 itlania liran Jaminzn Kecelakaan Kerja ASH 1%,003,850.00 14,14%8,363.00 74,50 12,326,776 00
5.1.01.81 100001 5 ran faminan Kecelakaan Kerja PINS 14,796,202 4 11,073,935 00 74.54
5,1.01.01.10,0002 laminas Kecelakaan Kerja PRER 4,207,657 60 3,084,414.00 73.30
aminat Kematian BSN 57,011,65:.06 A2,075,177.00 74.5
120001 Jaminan Ksmiatian PNS 44388 83 01 33,222.235.00 7455
Jaminan Kematian PPPK 12,622,828 .85 9,452,538.00 73.30
Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Raliyat ASN £2,999,991.25 0.00 C,0¢
5.1.01.01 12.0003 (Belanja luian Simpanan Peserta Tabungan Ferumahan Rakyat #NS 17,347,640 0.00 0,00
5.1.01.01 12,0002 | Belanja luran Simpanan Feserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 5,652,351.25 0.00 GO0
'_-.l.U:.CE___ Belanja Tambanan Penghasilan ASN 13,119,044,771.00 11,405,197,315.00 8604
5:.1.01.024.01 Tamhahan Penghasifan berdasarkan Baban Kerja ASN 8.053,177.591.00 7,232,311.854.00 89.81
5.1.01.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kera PNS 7.145,363.07:.0 b, 3BE 433 495,00 a5 319
: lan Beban Keriz PPRK - 906,814, 515 1K 843,478,359 00 93 135
tis Kerja ASN ].20].?22,0T (53] 1,038,264,459.00 Bo sl
ndisi Kerja PNS 1,201,722 015.00 1038, 264,459.00 Bb.40
Fenghasilan berdasarkan Prestad Kerja AN 3,614 636, 3,134,601,007.00 26.72
ahan Penghasilan berdosarkan Prestas Kerja PNS 3,216,351, 835,31 2.776.446,413.00 B6 32
tiatan Penghasian berdssarkan Prastas Karja PPPK 398,285,117.00 357 954589 00 28.87
Tambahan Penghasilar herdasarkan Pectimbangan Objektil Lainnya ASH 249 508,215 00 Q.00 0.oo .00
Belana Insentil bagi ASN azas Pemungutan Hetribusi Daerah-Retribusi
5.1.01.02 "".’.'_L‘y_% Jaua Vsdha-Pemakaian Kekayaan Daeraky 2449 508,215.00 3.00 .00 e 110
519103 lambaharn Fenghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektl Lainnya ASN .00 0.00 0.0 4,800, 300.00
S 1OLUT 0 Bedanja Henorarium .00 0.00 Q.00 53,100,000.00
03.07.0001 E i Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan G 0.00 0.00 53, 100,0510.00
L0308 Beiana Jusa Pengelolaan BMD 6.0 0.00 0.00 31L.800.000.00
5,1.01.03 04,0002 Beiznja Jawz Pengelolaan BMD yang Tidal Menghasitkan Pendapotan 0.00 Q.00 0.00 31,800, 000,00
5102 Belanja Barang dan Josa 6.,677,605,5559.00 5,10%,453,268.00 91.49 8,949,583 550,00
519241 2,432 074, 800,00 2,209,971,364 .00 2087 2,910,040, 700.00
5:1.92.01.01 2,421 774 BOC.UQ 2,201,555,364.00 30,91 £.8689
510201010008 203,051,600 00 168,307, 750.00 83.40 171 }
5.1.02.01 01,0004 dan Palumas E17,D56,000,00 592,357,100.00 2600 _ b39,2¢ |
5.1.02.01.01.001¢ e Isi Tavung Gas 18,000,000.00 12,625,001.00 70.14 . (143
5.1.02.01.01.0011 Beizojs Bahan-Bahar/Bibkiy Vernak/Bioe |kan 237,660,000 00 226,£60,000,00 95.20 306,050, T L]




5.31:02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya .00 0.00 0.00 435,393 00100
5.1.02 01 01,0025 Belania Alzt/Bahan untuk Keglatan Kantor-alst Tulls Kantor £5,216,600.00 19,532.,065.00 7746 J4,481.550.00
m 01.01.0028 Belania Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kertas dan Cover 39,429,600.00 31,635,612.00 80.23 24,317.0E J]
5.1.02.01 01.0026 Belara Alat/Bahan untuk Kegiatan lanter- Bahan Calak £8,932,400.00 40,640,137.00 68.96 14,700,000 00
5:1.02.01.0n.0027 Belanis Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantar-Benda Pos 8,446,600.00 5,380,000,00 5369 7,380,000.00
5,1.02,01 01,0028 Belana Alat/Eahan untuk Regiatan Kantor-Bahan Komputer 80,247,100.00 47,529,000.00 55.23 35,595,000,00
5.1.02,01.01.0030 Belanjz Alat/Bahan unluk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 13,686,300,00 11,927,560.00 E7.15 44,257, pOD.L0
5.1.02.01 13,0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 34 328,500.00 15,549,667 D0 46,46 39,056.5[)”.{:-1
Belana Alat/Bahar untuk Kegiatan Kantor-Aiat/Bahan untuk Kegiatan
5.1,02:01.01:0036 Kantor Lainnys 234,432 800.00 212,475,497 .00 51.06 510,188.300.(.‘&1
15.1.02.01.01.0038 Belania Obar-Obatan-Ohat-Cibatan Lainaya 26,421,800 00 26,218,000.00 99.33. Q.00
Belana Persedisan untuk Ofjual/Diserahkan-Persedisan untuk
5.1.02.01.01.0039 DiualfDiserahkan kepada Masyaralkat 360,910,004 00 344,278,635.00 9541
5.1,02.01.01.0043 Belana Natura can Pakan-Natura €.00 oo 0.0D
1 Belaryz Natura dan Pakan-Pakan 367,750,000.00 361,113,800.00 96,18
Belania Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 17,900,000.00 15,B40,000,00 £8.27
Buelania Makanan dan Miruman Rapat 72,630,000,00 61,760,600.00 8508
telania Makanan dan Minunan Aktivitas Lagangan 5,625,000 5,625.000.00 100.00
be sat Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kagitalisas| ]U,jﬂ.’,‘-_ﬂoi.__ﬂ_f‘r 82,428 000,00 £1 90
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah
iut Pemadam Kebakaran 0,00 000 .00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laberstorum-Unit Alat Leboratarium.
Alat Laboratorium Umum 10,300,000.00 E.436.000.00 8180
Belanja Peralatan dan Mesin-lat Labosatorum-Unit Alat Laboratorium.-
Aist Labormarlum Lain 0.0Q .00 0.00
HBelana Jasa 3.238.849,839.00 3,029,337,979.00 5353 3222728, d
Belanjs Jasa Kantor 2,817,686 458,00 2,720,706,653,00 93,75 E;Wl,-’ibﬁ,i?.,.ﬁ.l)
Belarja Jasa Pengalolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pandapatan 46,80C,000.00 45,200,000 00 95 .58 .00
Honararium Narasumber atau Pembahas, Mederator, Parmbawa Acara,
5.1.02.02.01.0003 dar Panitis 12,400,000.00 10,500,000.00 B4.68 2, 700,000.02
5.1.02.02.01.0015 | Belara Jasa Tenaga Labaratorium 41,158,732.00 40,858,732 .00 89,27 34,704,064 D '_'
5.1.02.02.01.0016 Belana Josa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum .00 000 0.00 278112
51.02:02.01.0026 Belans Jasa Tenaga Administras 1,090,796,350.00 1,037,854,E13.00 85.15 1,325
5.1.02.02 01.0028 Belania Jass Tenaga Pelayanan Umum A47,000,000.00 47.000,000.00 100.00
Belania Jasa Tengpa Kebersihan 462,260,000,00 458 498,3276.00 99,19
|a lasz Tenaga Kzamanan 295,668,85E5,00 295,069, 856.00 100.00
= lasa Tenaga S 360,587,320.00 365,587,320.00 100,00
Helan|a Jasa Augit/Surveiiiznce 1SO 22,500.000 00 22,500,000:00 100.00
delania Jaza Kontribiusi Asoslas! 13,000,000.00 11,350,000.80 B7.31
5 Kalibrasi £.00 oao D.00
Belaniz Jass Pembersihan, Pengendallan Hama, dan Fumigasi Q.00 .00 0.00
Belanja Tagihen Telepon 31.050.00¢.00 19,213,448.00 61.88
Gelana Tagihan Alr 24,000,00C.00 131,438, 540.00 47.66
Gelarya Tagihan Listrik 377,095, 200 00 283,932.107.00 75,29
Gelanie Pembayaran Pajek, Bea, dan Perizinan 24,955,000.00 15254, 500.00 6511
bah C.00 0.00 a.00
rarium Fenanggungiawaban Penpelola Keuangan 59,400,00C,00 30,850,000.00 8501
n ismlnan/fsurans| 149,705,881 00 145,227, 780,00 97.05
Beianja lurar Jaminan Kesehatan bapi Nan ASN 76,252,650.00 74,008.525.00 57,06
deiana luran Jaminan Kecelakaan fera bagi Non ASN 4,158,576.00 4,034.712.00 5705
3 ja luran Jaminan Kernatian bagl Non ASN 5,211;:661.00 5,004.3,390,00 96.77
o ; 10 Seianja luran Jarninan HMarl Tuz bagi Non ASN 54,084,594,00 62,195,753.00 9708
5.1.02.02.04 Beianja Sews Paralatan dan Mesin 1,457,500.00 1,44C,410.00 98 53
5:1.0 14,0117 Beglania Sewa Alat Kantor Lainnya 1,457,500 00 1,440,410.00 9883
5 120,000.000.00 161,903,0456.00 95,24
4 lusa Konsultans) Bergrientast Layanan-lasa Studi Penelitian dan
n Teknik 170,000,000.00 11,503, 04000 95.24
Permelinaraan 618,155,920 00 530,242,675.00 85.64 t
2 Perglinaraan Peralatan dar Mesin €06,510,000.00 523,604,875.00 86,33 364,638 000.00
nja Per araan Alat Angiutan-Alst Anghutan Darat Bermotor-
5.1.02.03.02.0035 raar Binns Bermater Perarangan 324, 000,000.00 285,514,845.00 91.21 250,806 000.00
|8 Pemalibaragn Alat Anghutan-Alat Anglkutan Darst Bermotar-
5102 03:02.0038 raan Bermotor Beroda Dua 33,600,000.00 23,567,000.00 7014
Belanjz Parnaliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat
|5:1.02.03.02.0049 n Aaung Barmotor untuk Penumpang -u0 0an 0.00
| gkutan-Alat Arghutan Apung Berrintor-Alat |
15,100 43 (K52 ung Bermator Lainnya 20,240,000 00 .00 .00
[ welihezraan Alat Kantor dan Rumsh Tangga-Alat Tumah Tangga-
Mebs 00 .00 Q.00
Belanja Perneliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-
5.1.02 0300321 Alat Fendingin 18,210,000.00 18,453, 75000 $7.59
Belanja Pemelibaraen Alat Laboratsrium-Unit Alat Laboratorium-Alat
5,1.02.03.02.0250 Laboratorium Kimia B4, 360,000.00 77,70C,000.00 5211
Belzria Pemeliharaan Alat Laburateriurm-Un t Alat Laborator um-Unit Alat
Labo um Lainnya 50,0040,000.00 A%811,250.00 898.63
Bulanja Pemalibaraan Komputer-K uter Unit-Perscnal Computer 44,530,800.00 43,292 780,00 g7.232
Helanja Pemelinaraan Komputer-Peralatan komputer-Feralazan Personal
0.00 0.00 C.00
Belanja Pemeliharzan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Kemputer
3.3.02.03.07.0411 Lamriya 30,870.000.00 15,265,240.00 49.45
5 10203.05 Belania Pemeliharzan Gadung dan Bangunan 12,645,920.00 6,637,200.00 5249
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-
5.1.02.03 020001 Bangunan Gedung Kantar 12,645,520.00 €,537,800.00 82.49
Belana Pameliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gadung Tempat Eerja-
5.1.07 ©3 113.0008 nan Gedung Tempat thadah (.00 g.00 0.0
tarja Pemaliharaan Bangusan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-
dangunan Fetarnakan/Perikanan 0.00 G.00 0.00
Belarja Perreliharaan Jalan, Janngan, dan Irigasi .00 0.0 000
Belanja Pemeliharaan instalasi-instalast Air Bersin/Alr Baku-instaiast Air
Siymbar i = .00 C.00 0.00
“emelinaraan lanngan-laringan Listrk-Jaringan Listrik Eainnys .06 0.00 0.00
lelanja Perjalanan Dinas 333.525,000.00 283, 799,650.00 &g.BY
fielanja Perjalanan Dinas Dalarm Nagari 00,001 ZRY,TEG BR0.00 IR
o e jalaran Dinag Biasa - 121,625, 000.00 280,593 B50.0G 8721
Hetanis Ferulans Dinas Dalam Kot 10,4C0,000.04 7,700,000.00 7404
Beama Perjalanan Dings Paket Meeting Dalam Kotz 1,560,000,00 1,500,000.00 10000
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Belanjz Uang dan/atau Jasa untuk Dibarlkan kepada Pihak Ketiga/Pikak
5,1.02.05 Lain/Masyarakat 54,000,000,00 50,101,650.00 92.78 .00
5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Fihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 24,000,000.00 24,000,000.00 100,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Ferlombaan 24,000,000,00 24,000.000.00 160 Do =
belanja laza yang Dibenken kepada Pinak Katiga/Pihak Lain/Masyarakat 30,000,000,00 26,101 650.00 87 01
belanja Jaza yang Dilierikan kepado Pihak Ketiga/Pihsk Lain 30,000,000.00 26,101,650.00 &7.01
Heiania Hihah 350,000,000.00 350.000,000.00 100.00 _A05,000.000.00
Gelanja Hibah kepada Badan, Lermbaga, Organisasi Kemasyzrakatan yang
Barbadan Hukum Indonesia 350,000.000.00 350,000,000.00 100.00 05, 000, 000.00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat
5.1.05:05.03 Sosal Kemasyarakatan 350,000, 000,00 350,000, D00.00 100.00 q015, 000, 00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lermbaga Nirlabs, Sukarela Bersifat
51050503 Sosial Kemasyarakatan 350,000,000,00 350,000,000.00 100.00 AU, 000,000 50
JUNMLAH BELANIA OPERASI 32,647,153,934.20 28,001,176,877.60 8577 28,321.473,175.00
SELANIA MODAL 3,447,855 000,00 3,269,883,122.00 94,84 1,527,434,910.00
Gelanja Modal Peralatan dan Mesin 1.192,855.000.00 1,143 577,589.00 95.87 1,527,434,910.00
Bielanja Modal Alat Basar 0.00 0.00 .00 179,250,000.00
Balanja Modal Alat Bantu 0,00 0.00 0.00 l}’B,ZbO,UiJ:!_‘ i
Belania Maocal Pormpa £.00 0.00 Q.00 41,850,000.00
Balanja Madal Feralatan Selam 0.00 0.00 000 137,400,
5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ulur 4,400,000.00 £,136,750,00 48.56
5.2.03.02.03 Belanja Modal Alat Ukur 4,400,000,00 2,136,750.00 48,55
5.2.0203.03.0021 Belanja Mudal Alat Ukur Lainnya 4,400,000.00 2,136,750.00 48,55 :
Belania Modal Alat Kanter aan Rumah Tangis 525,429,300.00 5D9,180,000.00 96,91 677.965.900.00
5.2.07 0501 Helarja Modal Alat Kantar 97,718,700 56,450,000.00 98.70 364,850,500
5.2.02 05.01.0004 iielina Madal Alat Penyimpan Perlenpkasan Rantor Dan 0.00 .00 )
5,2.04.05.01,6005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 97,718.700.00 96,450,000.00 9870
5.2.02 05.072 Helamja Modal Alat Rumah Tangga 437,710,600 412.730,000.00 96 50
Helania Modal Mebel 67,074, 40000 50,800,000.C0 B85 15
Belania Modal Alat Pendingin 133,619,000.00 129,700,000.00 S7.80
Beiznja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya [Home Use| 228,017,200.00 223,230,000.00 87,90
Belanja Modal Meja dan Lursi Kerja/Rapat Fejabat .00 Q.00
Helznja Modal Kursl Kerja Pefabat 000 oo
Helzya Modal Alat Siudig, Komunikasi, dan Pemancar 124,200,000.00 93 73
ja Modal Alat Studic 124,400,000,00 58.73
snja Modal Peralatan 5 o Video dsn Film 41,300,000,00 99,23
Belznja Modal Afat Studio lainnya §3.100.000.00 58 .49
Belanja Madal Alat Laboratorium B4,660,000.00 71,060,839.00 B3.%4
Getanja Modal Unit Alat Labaratorium B4,660,000.00 71,060,839 .00 82334
Heiznja Modal Alst Laboratorium Umum 78,660,000.C0 65,904,959.00 85.05
Belanja Modal Alat Laboratonium Lain 5,000,000.00 4,155,640,00 6226
Belanja Modal Kemputer 452,171,800,00 436,800,000,00 9E 56
Belania Modal Kemputer Unit 416,215,200.00 404,300,000.00 5728
202, Reiznia Modal Personal Computar 416,215,200.00 SU4, 200,000,000 87 28
5.4.02:10.07 |Beianja Maodal Peralatan Komputer 31,900,000.00 28.23
5.2.02.10.02,000% |Belania v dal Peralaran Personal Compute 31,300,000.00 88.23
52,0214 [Belania Modal Alat Bantu Ekaplaras] 0,00 .00
5.2.02.14.01 Belania Wodal Alat Beniu Eksplorasi 0.00 0.00
5,2.02.14.01.,0003 Balan/a Moedal Alat Banzu Ekplorasi Lainnya [.00 0.00 0.00
5.2.03 Belanz Modal Gedung dan Bangunan 2,176,305.533.00 24,39
5.2.03.01 lana Madal Bargunan Gedung 2,126,305,533.00 34,29
:_:13 0101 {ana Mudal Bangunan Gedung Tempat Kerjs 2,255,000,000.00 2,126,305,533.00 5434
S.E.OS.CT:._I,UUUJ_ iz Modal Bangunan Gedung Kantar 2,255,000,000.00 2,125,305,533.00 94,29 B
= JUMLAH EE_LAN]A MODAL 3,447 ,855,000.00 3,268,683,122.00 943-1 l,SZi’_,J_.Sﬂ Loy
JUMLAH BELANIA 36,055,008,934.20 31,271,062,359.00 86,64 29,848,908,083.00
SURPLUS/DEFISIT (32,932,735,934.20) (28,425,251,205.00) 86.31 [25,691,?55,39'!__@1:
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Dzlarm Aupiah

Kode Rekening | Uraian 1025 024 Kenaikan / Penurunan [
KEGIATAN OPERASIDNAL = [

ral PENDAPATAN 2.850.028.643,12 3.213.405.164,45 1363.376.521,33)| (11,31}

7.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD}-LO 2.850.028.543,12 3.213.405.164,45 [363.376.521,33)| (11,31}

102 Retribusi Daer o] 2.850.028:643,12 3.213.335.132.45 1363306 489,33} (11,31)

1.03.03 Retrlbusl Jasa Usaha-LO 2.845.771 794,00 3.157.582.660,00 {311.810.865,00) 19.87)

janan Jasa Kepelabuhanan-LQ 65.651 500,00 28.049.000,60 37.602.500,00] 134,06

7.142.02.16.0001 | Retribusi Pelayanzan Jasa Kepelabuhanan-Lo 65.651.500,00 £8.049.000,060 37.602.300,00) 134,06

217 yanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO 1.777.215.000,00 2.397.010.000,00 {619.795.000,00)| {25,85)

7.0001 dyanan Tempat Rekreasi, Pariwisata. dan Dlalurggav_l_-j 1.777.215.000,00 2.337.010.000,00 1619.795.000,00) | {25.88)

Retribugi Perjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO 148.224.003,00 110:367.000,00 37.857.000,00| 34,30

0001 Retribusi Fenjuaian Hasll Produksl Usaha Pemerintat Dagrah-10 148.224.000,00 110.367.000,00 37.857.000,00 34,30

1020220 Retribus! Femantaatan Aset Daerah LD 854.681.294 00 €22.156.660,00 232.5205634,00]  3737)

7.1.02.02 20,0001 Retribugi Femanfaatan Aset Dasrah -LO 854.681.294.00 622.156.660,00 232.529.534,00 37.37

|7 1.02.03 Retribusi Prrizinan Tertentu-10) 4.256.849 12 55.752.472,45 (51.495.62333)| (92,36
Retribusi (zin Usaha Perikanan-L 4.35€,849,12 55.752.472,45 151.495.623,33)

Retribusi Femberian lzin Keglatan Usaha Pembudidayazn lkan-LO 425684912 55:752.472,45 151.495.623,33) 2,38

i Lain-lain PAD yang Sah-LO 0,00 70.032,00 (70.032,00}| (100,00))

17.1.04.13 Fendapatan Denda Retribusi Caerah-LO 000 70.032,00 (70.032,00) | (100,00)

7.1.04.13 _____|Pencapaton Denda Retribusi Jasa Usaha-LO 0,40 70.032,00 (ro.032.00) ] (100,00)

E_“?Lcﬂi it Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Dasrah-Penyewaan Tanah-LO 0,00 70.032,00 {M0.032,001 (100,00)

JUMLAH P_EI_\ID»'—\P#'I’AN ASLI AERAH (FAD)-LOD 2.850.028.643,12 3.213.405.164,45 (363.376.521,33)| (11,31

JUMLAH PENDAPATAN 2.850.028.643,12 3.213.905,164,45 {363.376.521,33)| (11,31}

8 BEBAN 30.291.538.350,00 30.737.361.702,00 1445.423.352,00)|  [1,45)

B BEBAN OPERASI 30,201,338,350,00 30.737.361.702,00 (445.423.352,00) 11,45}

Beban Fegaws

21759.219.902,00

18.845.452.114.00

2.913.727.788,00

210101

teban Ga)i dan Tun)a

10.204.923.658,00

7.995.250 576,00

2.208.673.082,00

1010101

Beban Gaji P

5.B06.975.867,00

5.979.559.442 00

827.416.425.00

2

L1.01.01.01.

feban Gaji &

5.384.714 735,00

3.764.521.742.00

|380.207.007,00}

Hehan Gaji fokak PRRK

1.432.361.132,00

214,637 700,00

1.207.623.432.00

1.03.¢

1B1b1.01.0

553 825.964,00

502.533 252,00

51.292.672.00

465.994.810.00

492 067 A7 00

126:073.068,00|

B.1.01.01.0

Heban Tunjangan keluarga PRPR

87 831.154,00

10.465.414.00

T7.365.740,00

deban Turangan Jabatan ASKN

264.530.000,00

215.340.000,00

45.200.000.00

Beban Tunjangan labatsn PNS

264.540.000,00

218 340.000,00|

45200 004, D

dehan Tumangan Fungsional ASN

227425 764,00 210.367.600,00] 17.058.164,00
deban Tunjangan Fungsional PNS 178.021.600,00 199.717 600,00 121.696.000,00|] 410.86(
Seban Tungangan Fungsional PPEK 49.404.164,00 10.650.000,00 38.754.164,00( 363 ,E5)
Seban Tunjangan Fungsional Umurm ASN 1537.540.006,00 173,5595.522,00 24.344 478,00 14,02
3eban Tunjangan Fung: | Umum PNS 153.515.000,00 173,585 522,00 {20.080.522,00]| (11,57]
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPEE 44.425.000,00 0,00 44.425.000,00| 100,00
Seban Tunjangan Beras ASH 308.553.208,00 272.154 380,00 37.398.848,00 13,74

Seban Tunjangan Beras PNS 241.583.073.00 263,351 £40.00 142.798467,00]|

Beban Tunjangan Beras PPPX 67.960.135.00 2,762 20,00 59,197.315,00
R Beban Tunjangan FER/T Khusus ASN 1.217.043 806,00 83.541.220,00 1.135:502.586,00| 1 456,82
51010107 Baban Tunjangan BER/Tunjangan Ehusus PNS 1 180.962 569,00 83.541.220,00 1.097.421.349,00( 1.313,63
101010 Beban Tunjangan PEh/Tunjangan Khusus PRPK 36.081.237,00 0,00 36.081.237,00| 100,00
Seban Pernbulatan Gaji ASN 87.686,00 67.509,00 19.777.00 _“2;_‘312_
Seban Pembulstan Gaji PNS 58.438,00 63.857,00 |5.519,00] 8,63)
Beban Pembulztan Gaji PPPE 29.248,00 355200 25.236,00) 640,08
Boban luran laminan Kesehatan ASH 570.857.823,00 504.783.773,00 656.114.050,00 13,10
Beban luren [aminan Kesehatan PNE A464.704.912 00 495,353 625 00 (30,648 743,00 (6,19}
Beban lursn laminan Resehatan PRRK 106.192 911,00 9.430.118,00 26.762.793,00 ';.Ul_b,]Ul
Baban luran |aminan Kocelakaan Kera ASN 14158 363,00 12.326.776,00 1831.587,00 14,86
Baoan lura ecelakaan Kega PNS 11.073.949,00 1181163100 (737.682.00) 16,25}
Behan luran ja {ocelakaan Kerja PPPK 3084.414,00 515,145,00 2.569.269,00] 558,75

Beban iuran Hematian ASN 42.875.177,00 36.930.632 00 5,494,495 00

Beban luran Kematian PNS 33 222.239,00 35.435.295 04 {2:213.056.00)

Bepan luran Kematlan PPRK

9.252.538,00

1.545 387,00

7.707.551.00

f Tambahan Penghasian ASN

11.554 296.244,00

100 765.341.538, 00

7B8.954.706,00

Tarmbahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

7,318 258.041,00

£.934.445,217,00

383.812.824.00

bahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS

£.380 445,690,00

5.934,445.217,00

(553998 517,00}

Bievan Tarmpahan Penghasilan iasarkan Beban Kerja PPRK

937 811.351,00

0,00

937.8711.35.00

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASA

1.045471.6593,00

1.031.391 390,00

14.080.303,00

}': 1.01.02.03.0001

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Keija PNS

1.045471,653,00

1,031.391.350,00

14.080.303,00

1010706

Heban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestast Gerja S5

3.150 566,510,00

2.759.504.931,00

381.061.579,00

1.02 05,0007

Beban Tambuahan Pengh berdasarkan Prestasi Kerja PNS

2.752 767 618,00

£.7539.504.93]1,00

16.737,313.00)

g 1.01.02.05.0002

Beban Temuahan Pengh berdasarkan Prestasi Kerja PRPK

397798 892,00 0,00 397 798.892,00
8.1.01.03 Beban Tamoahan Penghasilen berdaserkan Pertdmbangan Objekt Lainnya AsN 0,00 84.900.00¢,00 (84.900.000,00)| (100,00)
B.1.01.03.07 Beban Honorarium 0,00 53.100.000,00 (53.100.000,00) | (100,00))
E-1.01.03.07.0001 Behan Honorarium Penanggungiawabsan Pengelola K 0,00 53.100.000,00 {53.100.000,00)| (100,00}
B.1.01,03.08 faban lasa Fengelolaan BMD 0,00 31.800.000,00 (31,800 000.00)| {108.00))
810103080002 |Beban Jass Pengelolaan BMD yang Tidak M ilkan Pendapatan 0,00 31.800.000,00 [31.200.000,004| {100.00))
8102 Beban Barang dan Jasa 5,170.369.356,00 §.533.926.032,00 (2363556 76,00) (22,701
81.02.01 Behan Barang &

2.275.709.538,00

2.695.358.950,00

(419,449.411,00)|

41020100

Beban Barang Pakal Habis

2.267.273,535,00

2 598 408 950,00

(326,935.211,00}

8:1.04.01.01.0002

Behan Bs

-Bahan Kimia

169.320.100,00

171.867.000,00

(2.546.900,00

81,02 01.01 0008 Beban Bz Bakar dan Pelumas 597.417.350.00 598.365.500,00 (952 15000} {0,18)
£1.03:01.01.0010 BEeban Bak 12.625.001,00 0.0 12625 001.00| 100,00
[s1cz01000011 BIDIT Ternak/BibiE Kan 255.420.000,00 207 330.000,00 47.490.000,00| 3284
#.1.02.01.01.0012 ahan Lainnya 13.446.500,00 346.721.200,00 (333.274 700,00} {96,12)
8102010100249 1an untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.142 695,00 24.033.550,00 110,290 853,000 | (42,12
3.1 1.0025 han untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 31.721.610,00 £3.963.300.00 7 75H 310,00 32,48
5.1402.0101.0026 | Beban Al untuk Kepiatan Kantor- Bahan Cetak 39.717.729,00 14,700.000.00 25014 729,00) 140,19

£ Beban Alat 1 untuk Kepiatan KantorBenda Pos 5.690.000,00 5.610.000,00 1080 400,00 19,34

Baban Alat, untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komauter 34.958.800.00 35.365.200,00 (A0E.ACA00

Beban

tuk kegiatan Kantor-Perabat Kantar

11.927.500,00

44 287.000,00

{32,359 500,00

Beban Ala/Eanan Lotue Kegiatan Kantor-Alat Listrik

15121184 40

35.291.500,00

(23120.316,00)

Beban Alal/Haha

LUk Kegiatan kanior-Alat/Bahan untuk Kegistan Kantor Lainnys

112986.124 00

540182 300.00

1327.202.176.00)

Beban Obat-(

Jbar-Obatan Lainnya

42.023.200,00

0,00

22,029 200,00

Beban Harang untuk Bijual/Diserabikan kepada Masyarakat 344.328.635,00 286.707.000.00 57.621 B35 00
Beban Natura da 0,00 1.575.000,00 {1575.000,009| {100,004
Beban Natura da 403.079.510,00 182 012 800,00 221.066710,00) 12146
Beban Matura oan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 14.926.000,00 0.00 14926 000,00 100,00
Beban Mak Minuman Rapat 61.790.600,00 £7 987 600,00 3.803.000.00| 656
1 Minurman Aktivitas Lapangan 5.625.000,00 14:250,000,00 (8.625.000,00) {6053
BL040104 Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi B.436.000,00 100,950.000,00 (92.514.000,00)| (91,64
410207 040124 E:'leban Peralztan dan Mesin-Alat Kanter dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam 0.00 2 350.000,00 12.350.000.00)| 100,004
E Kebakaran "
£ 1.02.01.04.0248 8.436.000,00 0,00 #.436.000,00

Beban Peralatan dan Mesin-Alat Labaratarium-Unit Alz; Laboratorium-Alat Laberatorium Umum

Lag, a0



8.1.02.01.02,0293

Baban lasa Tenags Adminiskras

1.037.854.513,00

1.225.555 91100

. = 4y = " €00 S&600.000,00 |358.600.000,00} | (100,001
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Lahoratarium-Unif Alst Laboratorium-Alal Laberatorium Lain i

8.1.03.07 Beban lasa 3.024.515.842.00 3.227.356 225,00 {202 .BR0.383,00| 16,28]
81026201 Beban Jasa Kanjor 2.715.884.506,00 3.046.133 915,00 {330.249.310,00(| [10.84]
8:1.02:02.01.000% Baban Jun;aie_p_g_elalaan BMD yang Tidak Menghasilken Perdapstan _85.200.000,00 0,00 #5.200.000,00)  loood
£.1.02.02.01.0003 Beban Honararium Narasumber atau Pombahes, Moderator, Pambawa Acara, dan Panitia 10 590.000,00 2.700.000.00 LBOO.O00 0] 288 84
8.1.02.02.01.0015  |Boban Jisa Tonaga Labaraterium 40.858.732,00 34.764.064,00 17,53
£.102.02.01.0016 Bahan lasa Tenaga Penanganan Prasarana dun Sarana Umum €00 278112.512,00| 1278,112.512,00

8.1.02.02 01.0026

_1187.701.095,00

2.1.02.02.01.0028

Beban jasa Tenagz Pe! Ui

A47.000.000,00

33.000.000,00

11.006.000,00

(100,801

8.1.02 0Z.01.0031

8.1.02.02.01.0030 Beban lasa Tenagz Kebarsinan

458,428.376,00

453.502,583.00

Beban lasa Tenags Keamanan

255.669.856,00

278.112.512,00

8.1,03.02.01,0033

Beban Jasa Tenaia Supir

_.‘iG. 10.7

Beban Honorarium Penanggung |

ah Pangalola Leuangan

50.850.000,00

0,00

369.587.320,00 312.876.575.00 i
|B.L 010036 Beban lasa dudit/Survelllance 1SC == i 22.500.000,00 26.000.000,00 |3.500.000,00)
810202010048 | Beban lawa Kontribusi Asosias! - 17.350.000,00 1.500.000,00 5.850.000,L
£.102.02.01.0050  |Beban losa Kaliarasi .00 1% 220.000,00 [12,220.000,00) ] {106.00|
§:1.02.02.01.0052 | Beban Jasa Pambarsilan, P falian Hama. dan Fumigast 0,00 18 870.000,00 [18.870.000,00)| (100,00}
#.1.02:02.01.0059 -{BehﬂnTaglhan Telepon 19:212.449,00 24.334.137,00 [5:121.688,00) (21,05)
2.1.02.02.91.0060 Beban Tagihan Alr 11.432.921,00 15.799,150,00 |3.866,229,00) qza,z?','
8.1.02.02.01.0061 Beban Tagihan Lisirik 279.115.639,00 272.880.168.00 5.235 471,L0 324
2:1,02.02.01.0067 Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16.254.500.00 16.408.300,00 (151.800,00)|  {0.53}
8102 02.01.0069 | Behan Pengalahan Air Limbak 0,00 40.000.000,00 [40.000.c0c,00) | { 109,00}
8.1.02.02.01,0080

S0.850.000, 60

8.1.02.02.02

| Behan luran Jamiran/Asuransi

145.287.780,00

178 .E85,809.00

L4508 029,00

B.1.03.02 02,0005

il.lc-ban luran lamiran § | 1 bagi Nan ASN

74.008,925,00

S0.798.509,00

[16.788.981,00)

8.1,03.02.00.0008

Bebi == 4.034.712.00 4.945.543,00 (815.237 041
£.1.413.02.02.0007 l!.!;._!;'an luran daminan Kematian bagi Mon ASK = 5.043.350,00 6.187.253,00 [1.143.863,00)
8.1.02.02.02.0010 Beban |luran Jaminan Hari Tua bagl Non ASN 62,199.753,00 76.308,698.00 (18.109.995.001]
8.1.0202.04 [Geban Sevia P tan dan Mesin = = 1440.410,00 3.016.500,00

B.1020204.0117 | BebanSewa santar Lalnnya 144041000 3.016.500.00

2102 02.19 Baban lasa Kersultansi Nan Konstroksi 161,905,045 00 (00

g.1.42 0.0012 Beban Jaso korsultansi Berarientasi Lavanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik e 161.903.046.00 0,00

Beban Pemaiihuraar

530.242.675,00

2.073432.712.00

Beban Per ain Peralatan dan Mesin

513.604.875.00

364 638.000,00

18.1.002 43.02.0035

Baban Pemelinaraan Alat Anikutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendarasn Dinas Bermotor
Peruranpan

£%5.514.845 01

L0806 DD, 00

18.1.02.03.02.0038

Baban Perr

linaradn Alat Angkutsn Alst Anghutan Darat Bsrmaotar-fendarssn Bermotor Bgroda Dua

23 567.000,00 0.00
| Hharaan Alat Angkutan-Alat Anghutan Apung Barmeior-Alat Anghutan Apueg Bermator

18:1.02.03.02.0040 untuk Penumpang 0,00 143.705: 000,00
(8102403070118 Beban Peimalinarain Alat Kantor dan Rumah Tongga Alat Rurrah Tangga-Mubel — 0,00 57.282.000,00
18.1.02.03.02.0121 Baban Perr

linarann Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alal Rumah Tangga-Alat Pondingin

18,453.750,00

11.555.600.00

18:1.02.03.02.0250

Beban Pemelinarzan Alat Labaratonum-Unit dlat Laboraterium-Alat tzoomtarium Kimia

77.700.000,00

0,00

£.1.02:03.02:0301

Beban Pemaliharasn Alat Laboratorium-Unit Alat Laboraterium-Unit Alst Laberatorium Lainnya

49.811.250,00

2,00

A9:211.25

2.1.03 03.02.0005

raan komputer-Komputer Unit-Perscnal Computer

43.292.750,00

28.390.000.00

14702 40,00

8.1.02.03.02.0408

Beban Pemelihsrsan Komputer-Peralatan Komputor-Paralatan Personal Computer
P

000

11.700.000,00

[11.700.000.00)

B.1.02.03.02.0411

Beban Pemeliharaan Komputer-Peralstan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya

15.265.240,00

0.00

15,265 240 10

B.1.02.03.03

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

6.637,800,00

16788822012,

{3.670244.412,00)

199,60}

2.1.07.09.03 0001

Bebian Pemelinaraan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Teripat Harja-Dapgunan Gedung Kantor

6.537.800 00

A73.802.994,00

|46/, 165,194 10)

18.1,02 03 03 5008

Behan Pemelinaraan Bangunan CGedung-Hangunan Gedurg Tempat Kerja-Rargunan Gedung Tempat
ibacah

0,0d

93191 918,00

Beban Pemelin

zien Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Sangunan
FetermacaniFerk

anan

0,00

1.111.887.300,00

9 G|
b |

L1000 |

Beban Py

inJalan, Jaringan, dun iriga
i B

0,00

25.912.500,00

laringan-laringan Listrik-iaringan Listrik Lainnya

0.00

A9912.500,00

+8.1.02.04

anar Dinas

289.795.650,04

537.938.145.00

1810348401

Dinas Dalarm Daerak

289.795.650,00

537.93B.145.00

18.1.03.04,01.000L

1an Dinas Biasa

280.545,650,00 537 936.145.00|
18.1.02 04 01,0003 Dinas Dalem Keta 7.700.000,00 0,00
B10204010004 | inas Paket Meetng Daiam Kota - - 1.500.000.00 0,00/
Beban Usng dan/ati lusa untuk Diberikan kepada Pihsi Katiga/Pinak Lain/Masyarakat 50.101.65C,00 0,00'
12 yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/lihak Lain/Masyarakat e 24.000.0C0; __.-ZEG
7 yan Bersifar Perlamnann - 100000000 100

8.1.02,05.02 Pebon Jowa yang Dibekan kepada Pihak Ketiga/2lnak Lain/ivl [ 2610165000 0.00 o
81020502 0001 |Beban Jata yang Diserikan Kepada Fihak Ketiga/Binall Lain = 26.101.650,00 0,00

8.1.05

Beban Hibah

350,000.000.00

A05.000.000,00

&.1.05.05

Beban Hivah kepeda Dadan, Lembans, Ciganisasi Ken kotan yarg Berbadan Hukum Indonesias

350,000.000,00

405.000.000.00

18.1.0505.03

Beban bibat kepaia Badan dan Lembaga Nirdaba, Suliarels Bersitat Sasial Kemasyarshatan

350.000.000,00

105.000.002,00

18.1.05.05.02.0001

Beban Hinan Uang kepada Badsn dan Lembzga Nirlaba, Sukarels Bersifat Sosial Kamasyarakatan

350.000.000,00

A05.000 000,00

18.1.08

Beban Penyusutan dan Amortisasi

2.012.349.092,00

2.952.843.356.00

1810801 sutan Peralatan dan Mesin 1.087.859.067,00 763.967 268,00
|B.1.06 01,0 ] Aol Angkutan 59.540.525,00 78325 025,00
| 01020001 Beban Penyusutas Alat Angkutan Darat Bermator-Kendaraan Dinas Bermatar Perorangan (e XK} 18.387.500,00

8.1.08.01 620015

Baban Penyusutar Alat Anghutan Anung Bermotor-fial Angkutan Apung Barmolor untuk Penumpang

53.540.525.00

59,940 525,00 ok

£.1.08.01.03 Beban Fenyusutar Alat Benghe! dan Alat Ukur 10.043,530,00 9.011.140,00 1.03 23801

810801030008  |Beban Ponyusutan Alat Bengke! Barmesin-Perkakas Palbrik 5 10.043.530.00 9.011 143,00 1.032.360,60 L11,4q¢

B.1.0801.04 Beban Penvusitar Alat Pertanian 5.207 986,00 582.500,00 4 625 AR, 0

8.1.08.01.04 0004 Beban Penyusutan Alal Pengolahan-Alal Penyimpan Hasil Percabaan Pertanian 3.0495,000,60 522 500,00 2.912.500,00

810801040008 |Beban Ponyusutar Alat Pengolahan-Alat Produksi Perkanan o 1.712.986,00 0,00 1.712.928,0¢

810E0105 Reban Penyusutar Alat Kantor dan Rurmen Tanggn o 762,578 189,60 141,323 222,00 121,204 967 1

18.1.08.01.05 0001 leban Penyusutar Alat Kantor-Masin Ketik 148.500,00 {148.500,0¢
4 |Beban Panyusutan Alat Kantor-nlat f=nyimpan Parlengiapsn fantor 5 2,707 125,00 5903
= sitan Alat Kartor-Alat Kentor Lainiya - 71,5 1,420 5A /.00

i 50006 |6eban Fenyusutan Alat Rumah Tangga-Meabel S - 58.277,735.00 24,764 134,00

{B1.08 01050008 Geban Penyusutan Alot Rumah Tangga-Alat Pernbersin o 1.790.000,00 1.018 504,00

B1.08.01.05.0009 -

Beban Penyusutan Alst Rumah Ta .wmnla:{-‘end:ng«t

£2.814.540.0¢

18.485 755,00

8.L.08.00.050011

Beban Penyisutor Alst Rumah Tangga-Atat Rumah Tangga Lainnya (Home Use}

63:761.333.00

1643 324,00

treban Penyusutan Alet Rumah

Ta abukasan ] ___ooo 17 867.00,00
fieban Penyusatan Meja dan Kur: Kerja/Rapat Pejabot-Meja Kerja Pejabat 1.895.833,00 4.550.000.00
Beban Penyusutan Meja dan Kurst Kerja/Rapat Pe at-Maja Rapat Pejabat 3.075.786.00 3.079.788,00

Seban Penyusatan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejaizt-Kursi Kerja Pejanal

b 066.657,00

1.066.667 00

| Beban Pe

_|keban Penyusitan Unit Alat Laborsterium Mukhir-tnit Al Labaratorium Kimia Nuklie Lainnya 3

10.8910.334,00

10.510,134,00

_— 581383300 4.198.000,00
ban Peryusutan Alat Studis, Kemunikasi, dan Pemangar £1.847.661.00] = 61.081.568,00
|Seban Peoyusatan Alat Studia-Peralatan Studio Audio 335,651 .LiD 518.291,00
i deban Peayusutan a'\lat_Slu-:in:.:-Fem::l:an Studio Videe ¢an Filrg = 56.568.010,00 54.115 577,00
8108 0LUL 2007 faban Penyusutan Alat Komunikesi-Alat Komunikas! Telaphone - 402000000 5.047 500,00
2.1.08.0L.06.0050 hieban Fonyusitan Peralatan Pemancar-Peralatan Femancar dan Penerima VHF 1,000.000,00 1.000.000,00 G
21080108 seban Penyusutan Mat Laboraterivin 264 B57.897,00 252.521,509.00 5 335.988,00
2,108 0108 DD1L iieban Penyusatan Unit Alat Laboraleriom-Alat Labaratarium Umum - 5.000.750.00 531.939.00 4468.811.00] -
B.1.0E UL UE 0018 fieban Penyusatan Unit Alat Laborieriume-AlaL Laboratonium Makanan .00 115311,00 IE
8.1.08 01.08 0045 tieban Penyusutan Unit Alat Labersiorume-Alal Laboratorium tingkurgan Ferairan 344 £25.000,00 244 625.000.00
8.1.08.01 08 deban Fenyusatan Uret Alat Laborsiorivm-Alal Leboratorium Lain 5677300 0.00
8.1 GE.UL.UE CD [ Seban Penyusutan Unit Alat Laboraiorium Nuklir-instrument Prooe/Sensor

Alal Laoratarium Lingkungan H

Aar Laboratorium Kunlitas Air dan Taoak

L.272.858,00

LT A EhE

o0

|
Lo



B1.0801080111

Lehan Per;;rar Alzt Laboratorium Lingkungan Hicup-Alat Laboratonium Penurijang

b2 857,00

Q.00

saz.a57,00|

8.1.08.01 05

Beban Pernyusutar

36:079.109,00

27.640.500,00

2.438.506,00

8.1.08.01 020011

Beban Penyusutar Persenjataan Non Senjata Api-Ala Keamanan

20.716:109,00

19.144.000,00

1.572. 105, ful |

8.1.08.01.05.0015

Beban Penyusutan Persenjataan Nan Senjata Api-Persenjataan Non Senjata Ani Lainnya

81080110

15.363.000,00

8,496 500,00

Beban Peryusilan komputer

261.498.242.00

79.123 745,00

8.1.08.01,10,0002

Beban Penyusutan komputer Unit-Fersonsl Campuler

216.865.097,00

63.737.420.00

1h3. 13087200

8.1.08.01.10.0006

Beban Penyusutan Peralatan Homputer-Peralatan Perdonal Computer

22.530.145,00

11711.326,00

10.818.818,00

2.1.08,01.10:0007

Eeban Penyusutan Perafatan Komputer-Peralatan taringan

—_— 2.100,660,00 3.675.000,00 11.575,000,00)
g.1.08.01.14 Bebon Penyusuton Aiat Bantu Eksplorasi o B 3.270.000,00 2452.500,00 817,500, lJ"I
8.1.08 01.14,0003 Behan Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Baniu Ekplorasi Lainnya 3.270.600,00 2452,500,00 217. 5ur>[m
B.1UB0115 utan Alat Keselaimatan Kerja o 133.735.928,00 104.604.253,00 29.131 670,00
8.1.08 01150010 usiian AlatSAR-Alat Penolong _ 0,00 8.708.330,00 [8.708,330,00)
8.1.08.01.15.0012 usutan Alst SAR-Alat Kerja Bawah &ir B 133.735.528 00 85 585.928,00 37.840.000,00
§.1.0801.17 yusutan Feralatan Froses/Produksi o B 8.770.000,00 1.28%.500.00 747250000
8.1.0801.17.0019 Beban Penyusutan Unit Feralatan Proses/Produks-Transport and Storage Equipment For Liguid B.770.000,00 1.297.500,00 T.A72 50000
210502 Behin Fonyusutan Gedung dan Bangunan o 433.045.613 LD 443.613.045,00 (10.567.{ 2

8.1.0502,01 jusutan Bengunan Gedung 43247372300 443 046 155,00 [10.567432,

8.1.08.02.01.0001

yusutan Bangunan Gedung Tempat Keria-Fargunan Gedung Kantor

249.994 473,00

257.442.123,00

(7447 644.00)

8.1.08 02.01.0002
At

Baban Penyusutan Baagunan Gedung Tempat {erjz-Bangunan Gudang .

5.268341,00]

5.208.541.00

utan Bangunan Gedung Tempat Larja-Ganganan (. eclung Untus Bengrel/Hanggar

3.704 B85 LD

3./D4.688,00

ssutan Bangunan Gedung Temy

Usutan Bangunan Gedung Temg ngatbadah

10.009.725,00

10.008.729.00

3.274.170,00

3.274.170.00

Beban Peryusutan Bangunan Sedung Tempat Rerje- Hangunarl Ci.durg Tempat Fenemuan

1667 202,00

1.667.302.00

0,00

00}

Beban Penyusulan Bangunan Gadung Tempat ferja-Bangunan Goadung PertckeanKoperasi/Fasar o

Beban Peryusutan Bangunan Gedung Ternpat Kerjz-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga

1920823200

153:209.232.00

3052262300

3A.880.134,00

faban Frryusutan Bangunan Gedung Tempat Kera-Bangunan Polernakan/ Perikanan

82.371.917,00

82.371.817.00

B.1.08:02.01,0030

feban PeryUs

HBanguran Gadurg Tempat lherjz-Bangunan G;J_Lng, Tempat ferja Lainnya

an Jalan dan Jembatan

583419500

5.934.199,00

810803010010 ||

5.934.199,00

5934.195.00

A475.7494.357.00

1.732.549.215,00

an Bangunan Fangairsn Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut

421.531.640,00

A421.531.640,00

8.1.0803.02.0028

Ueban P

usLtan Bangunan Fangamzn Sungai/Paniai dan Penarggulangan Bencann Alam-Bangunan
Hemiuang Pengaman Sungal

12,843 622,00 15.705.899.00 (318222700 1
8.1.08.02.01 0038 lieban ey ah Negara Golorgar | 1.374.200,00 1.374.200,60 0,00
B1.0B01010039 |Bgha fumah Negara Golepgar |l - LEOZ.A40,00 1.602.440,00 - beol
B.1.08.02.01 0041 I-Wiessf\Wisma/Bungalaw/ Termpat Peristrahatan 3.585.780,00 3.895. 780,00 2,00
B.1.08, :'L'_..: S66.890,00 556.89C,00 Q.00
B.1.08:02.03.0001 Heban Penydsulan Sangunan Menara Perambuar-Bangunan Manara Perambuan Fenarangan Pa B 586.800.00 566.850,00 0,00
B.1.08.03 utan lalan, Jaringan oarn irigas| 491 445 812,00 1785363 243,00 11.253.61 BRI 1,00 A
8:1.0803.01

3 813.680.00

3.680.846,00

B.1.08 03.04 0001

265,667,00

161 177,00

8.1.08.03.02.0006

Baban Peayusuten Jaringan Listriks

2454 BEE,OD

14 ??‘JM,OIU

(=l tan Jaringan | istrik- Jur rgan O x}|3

IUMLAK SE EAN GUPERAS

 30.291.535.350,00

El ?37 36.1 702, 00

IUMLAH BEBAN

30.291.938.350,00

30.737.361.702,00

{M; 423.352,00}

T wasarzzaszon

| SURPLUS/ DEFISIT-LO

(77,441,908 706,38)

(27.523.956.537,55)

40.590.165,00 40,590, 166,00 0,00 00
eban Penyusutan Bangunan Fengaman Sungai/Fantal dan Penanggulangan dancana Alam-Bangunan
18.1.08.01.062 0030 elanpkap an Sungal e 0,00 1.256.754.858.00 (1.256 754 558,00} | (100,00
B.1.0BU3 20094 |Benan Penyus.zan Bangunan Al Bers h/Air Baku-Bangunan Palangkan Air Gersin/Alr Baky 13.572.551,00 13.672.551,00 - _6,0::|
B.1.0803.03 Ueban Far v |nsialasi 5 07, 176,00 3.198.983 .00 3,50
8.1,08.03.03.0005  |neban = 3t 3.188.583,00
8.1.06.03.04 -ebﬂ

82.046.830,67

Provingi Bah, 31 Desumuer 202

H P>

LADINAS Kmumu DANP

(LN

e tputy Su rr\.‘ardi:ma MP.

AN



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI

Dinas Kelautan dan Perikanan
MERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupian)

Kode Hekening B

Liraian | 2025 2024
B ASET ; 43.546.550.305,59 41.354.754.450,5¢
b Eh | ASET LANCAR 168.902.675,00 234.640.850,00
[1.1.04 Piutang Retribusi Daerah | 0,00 7.525.000,00
1.1.04.03 Piutang Retribusi Perizinan Tertentu | 0,00 7.525.000,00
1.1.04.03.04 Piutang Retribusi lzin Usaha Perikanan | 0,00 7.525.000,00
1.1.04.03.04.0001 Piulang Relribus! Pernberian lzin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan 0,00 7.525.000,00
1.1.10 Penyisihan Piutang 0,00 (7.525.000,00]
1.1.10.01 Penyisihan Piutang Pendapatan 0,00 [7.525.000,00)
1.1.10.01.02 Penyisihan Piutang Retribusi 0,00 (7.525.000,00]
Peryisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-lzin Usaha Perikanan-
1.1,10.01.02.0061 Pemberian lzin Kegiatan Usaha Penanghapan lkan 0,00 [7.525.000,00]

1.1.1%

Persediaan

168.302.675.00

234.640.850,00

1.1.12.01

Barang Pakai tzbis

168.902.675,00

234.640.850,00

1.1.12.01.01

Bahan

137.232.150,00

184.971.250,00

11.1.12.01.01.0002

Bahan Kimia

27.650,00

0,00

1.1.14.01.01.0004

Bahan Bakar dan Pelumas

60.B58.000,00

55.918.250,00

1.1.12.01.01.0011

Bahan/Bibit Ternak/Bioit kan

£3.000.000,00

92.160.000,00

1,1.12.01.01.0012

Bahan Lainnya

13 446.500,00

26.893.000,00

1.1.12,01.03

Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

22.526,535,00

3.722.700,00

[1.1.12.01.03.0001

Alat Tulis Kantar

5.418.069,00 28.700,00
1.1.12.01.03.0002 Kertas dan Cover 543.202,00 729.200,00
1.1.12.01.03.0003 Banan Celak 522.408,00 0,00

1.03.0004

Benda Pos

510.000,00

1.520.000,00

12.01.03.0008

Bahan Komputer

12.800.000,00

229.800,00)

1.112.01.03.0008

Alal Listrik

1.643.483,00

£15.000,00]

Alat/Baban untuk Kegiatan Kantor Lainnya

1.112.01.03.0013 489.373,00 1,00
: Obat-ohatan 4.188.800,00 T oo
1114 Obat-abatan Lainnya 4.188 800,00 4,00
11.1.12.01.07 Natura dan Pakan 4 855.190,00 45.946.500,00
1.1.12.01,07.0002 Pakan 1081 180,00 45.946.800,00
1.1.12.01.07.0003 Natura dan Pakan Lainnya 574.000,00 0,00

JUMLAH ASET LANCAR

168.902.675,00

234.640.850,00

1.3 ASET TETAP 42,734.926,358,59 41.751.461.900,59
1.3.01 Tanah 5479.783.250,00 5.479.783.250,00
1.3.01.01 Tananh 5.479.783.250,00 5.479.783.250,00
1.3.01.01.01 Tanah Persil 4.589 701.000,00 4.584.701.000,00
1.3.01.01.01.0004 Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 4.589 .701.000,00 4,589.701.000,00
1.3.01.01.04 Tanah Non Persil

890.082.250,00

890.082.250,00

1.3.01.01.02.0001

Tanah Basah

B&T 5a7.250,00

887.947.250,00

1.3.01.01.02.0002

Tanah Kering

2135000, 00

2.135.000.00

1.3.02

Peralatan dan Mesin

17.946.699.154,51

22.349.724.779,5]

1.3.02.02

Alal Anghutan

4.5923 389.74€,00

A,923.389.746,00

1.3.02.02.01

Alat Angkutan Darat Bermotar

4.323 584 196,00

A.323.084.4%6,00

Kendaraan Dinas Bermotar Perarangan

3.111.502.000,00

3.111.502.000,00

Kendaraan Bermaotor Penumpang

464 950.000,00

454,950.000,00

Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

B30 K 18.000,00

630.618.000.00

Kendaraan Barmaotor Beroda Dua

116.714.496,00

116.714.45¢6,00

1.3.02.02.04

Alal Anglutan Apung Bermotor

599.405.250,00

50

1.3:02.02.03.0002

Alat Anglkutan Apung Bermolor untuk Penumpang

595.405.250,00

599.405.250,00

1:3.02.03

Alat Bengkel dan Alat Ukur

267 346.675,00

265.809.925 00|

1.3.0

Alat Bengkel Bermesin

203 707 300,00

203.707.800,00

1.3.02.03.01.0001

Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondas

3.630.000,D0

3.630.000,00°

1.3.02.03.01.0002

Perkakas Konstruksi Logam yang Transoortable (Berpindah)

1.980.000,00

1.880.000,00

Perkakas Bengke! Listrik

8 525 000,00

8.525.000,00

Perliakas Benghel Scrvice

83,000.000,00

83.000.000,00

Perkakas Pabrik Es

106.572.800,00

106.572 800,00

Alat Bengxel Tak Barmesin

400477 125,00

40.477.125,00

|1.3.02.03.02,6a02

Perkakas Benghe!l Listrik

9.669.000,00

9.669.000,00

|1.3.02.03 01,0003

Perkakas Bengkel Service

2.090.000,00

2.090.000,00

|1.3.02.03.02.0005

Perkakas Standard (Standard Ton!s)

4.950.000,00

4.950.000,00

1.3.02.03.02.0007

_ |Perkakas Bengkel Kerja

22.888.125,00

22888125 00

1.3.02.03.02.0008

Peralatan Tukang Besi

280.000,00

280,000,060

Alat Ukur

23.761.750,00

000, Uy

33,0001

Alat Ukur Universal

18.700.000,00

L8, /00.004, 06

Alal Ukur/Pembanding

1.025.000,00

Alat Timbangan/Bare

1.000.000, 00

1925000, 00

[13.02.03.03.0021

Alat Ukur Lainnya

2.136.750,00

0,004

11.3.02.04

Alat Pertanian

33 B&0 000,00

33.680.000,00

[1302.04.00

Alat Pengelahan

33.680.000,00

33.680.000,00

[13.02.04.01.0002

Alat Pemeliharaan Tanaman/lkan/Ternak

1.700.000,00

1. 700,000, 00

11.3:02.04,01.6004

Alat Penyimipan Hasill Percobaan Pertanian

13.980.000,00

13.580.C00,00

04.01.0008

Alat Produksi Pertkanan

18.000.000,00

18,000,000, 1K)

Alat Kantor dan Bumah Tanpga

3.898.307.617,50

7.028.070.867,50

Alat Kantor

1.268.807.273,50

1,175.946.273,50

1.3.02,05,01.0001

Mesin Ketik

5.485.000,00

9054 000,00

1.3.02,05.01.0004

Alat Panyimpan Periengkapan Kantor

426.025.500,00

426.025,500,00




1.3.02.05.01.0005

Alat Kanter Lainnya

837.296.773,50

740.846.773,50

1.3.02.05.02

Alat Rumah Tangga

2.5875.146.153,00

5.697.780.403,00

1.3.02.05.02.0001

Mebel

937.494.399,00

B73.194.399,00

1.3.02.05,02.0003

Alat Pembersih

£7.585.000,00

27.585.000,00

1.3.02.05,02.0004

Alal Pendingin

A93.612.754,00

3.874.487.004,00

1.3.02.05.02.0005

Alat Dapur

3.160.000,00

3.160.000,00

1.3.02,05.02.0006

AlaL Rumah Tangge Lainnya (Home Use)

1.118.294.000,00

915.364,000,00

1.3.02:05.02

Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

154.354,191.00

154.354.191,00

1.3.02.05.03.0001

Meja Kerja Pejabat

53.500.000,00

53.500.000,00

1.3.02.05.03.0002

Meja Rapat Pejabat

15.253.919,00

15.398.919,00

1.3.02.05.03.0003

Kursi Kerja Pejabat

56.355.272,00

56.355.272,.00

1.3.02,05.03.0007

Lernari dan Arsip Pejabat

25.100.000,00

29.100.000,00

Alat Studio; Komunikasi, dan Pemancar

701.702.081,01

632.551.641,01

Alat Studia

463.912.091,00 390.761.641,00
11.3.02.06.01.0001 Peralatan Studio Audia 5.975.300,00 25.361.300,00
1.3.02.06.01.0002 Peralatan Studio Video dan Film 374.836.791,00 365.400.341,00
1.3 02.06.01.0006 Alat Studio Lainnya B3.100.000,00 0,00
1.3.02.06.02 Alat Komunikasi 153.045.000,01 157.045.000,01
1.3.02.06.02.0001 Alat Komunikasj Telaphone B88.208.000,01 92.808.000,07

1.3.02.08.02.0002

Alal Komunikas| Radio 558

8.893.000,00

8.893.000,00

1.3.02.06.02.0006

Alat Komunikasi Seslal

556.344.000,00

55.344.000,00

1.34.02.06.03

Peralatan Pemancir

84.¢45. 000,00

84.745.000.00]

1.3.02.06.03.0003

Peralatan Permancor VHFSFI

74.715.000,u0

74.745.000,00

1.3.0706.03.0033

Peralatan Pemancar gen Penerima VHE

10.000.000,00

10.00D.000,00

1.3.02.07

Alat Kedokteran dan Kesohatan

29.840.000,00

29.840.000,00

1.32.02:07.01

Alat Kedokteran

29.810,000,00

28.840.000,00

1.3.02.07,01.0001

Alat Kedokteran Umum

20.900.000,00

20.900.000,00

1.3.02.07.01.0002

Alat Kedaokteran Gigi

4.400.006,00

A,400.000,00

';.3.02,0?.{.1.1.[.'305__

Alal Kesehatan Kebidanan dan Penyakil Kandungan

1.540.000,00

1.540.000.00

07.01.0008

Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam

3.000.0D0,00

3.000.000,00

1.2.02.08

Alat Laboratorium

5.439.875.192,00

7.158.492 768,00

1.3.02.08.01

Unit Alat Lavoratoriom

5.247.403.192,00

6.981.020.768,00

1.3.02.08.01.0001

Alat Laboraterium Kimia Air Teknik Penyehatan

9.500.000,00

9.500.000.00

1.3.02.08.01.0002

Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan

B0 710.000,00

89.560.000,00

Alat Laboratorium Hidrokimia

£02.000.000,00

602.000.000,00

Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik

167.639.704,00

172.499.800,00

1
1.3:02.08.,01.0011

Alat Laboratorium Umum

421.755.399,00

354.850.900,00

1.3.02.08.01.0012

Alat Laboratarium Mikrebiclogl

124.830.238,00

128.830.338,00

1.3.02.08,01.0013

Alat Laboratarium Kimia

2.776.781.00

1.159.000.000,00

1.3.02.08.01.0014

Alat Laboratorium Patologi a,00 11.450.000,00
1.3.02.08.01.0016 Alat Laboratorium Hematologi 23.145.950,00 23.145.950,00
1.3.02.08.01.0017 Alat Laboratorium Film 103.900.000,00 104.4900.000,00
15 08.01.0018 Alat Laboratorium Makanan 145 000,000,00 150845 000,00

3.01.001% Alay Laboratorium Farmas) __ 0,10 6.600,000,00

|1.3.02.08.01.004]

Alat Labgratarium Pertanian

1.458 963.800,00

#.0710.9 1

010048

Alat Laboratorium Lingkungan Perairan

5.01.0051

Alal Laboratarium Preses/Teknik Kimia

L.957.000.000,00

1.957.000.000.

18 15000000

TA TSOHN00 0

08.01.6055

l.aboratorium Hematolog: dan Urinalisis

14 000 000,00

L. 00

1.3.07.08.01.0058

Alat Laboratorium Lain

b8 631.220,0(0

67.925.380,00

1.3.02.08.02

Unit Alat Laborateriovm Kimia Nuklir

179652 00C.C0

179.652.000,00

1.3.07,08.02.0002

Instrument Probe/Sensor

16.000.000,00

16.000.000,00

1.3.07.08.02.0006

Unit Alat Labaratorium Kimia Nuklic Lainnya

163.652.000,00

163:652.000,00

1.3.0%.

Alat Labaratodum Lingkungan Hidup

17.820.000,00

3782000000

£.302.08.07.0001

Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah

17 820.000,00

17:820.080,00

Alat Labaratorium Fanunjang

0,00

20.000.000,50

Alat Persenjalaan

137.412.000,00

137.412.000,00

Senjata Api

5.000.000C,00

6.000.000.00

Senjata Lain-Lain

6.000.000,00

6.000.000,00

02

Persenjataan Non Senjata Api

111.852.000,00

111.852.000,00

1.3.02.09.02.0001

Alat lizamanan

56.540.000,00

06.540.000,00

1.3 02.09.92.0005

Persenjataan Non Senjata Api Lannya

55.312.000,00

55.312.000,00

1.3.02.09.04

Aldt Khusus Kepolisiarn

19.560.000,00

19.560:000,00

1.3.02.09.04.0002

Alat Balmas/Alat Dakhura

1%,560,000,00

19,560, 000,00

1.3 04.10

Kampuler

2.026.116.183,00

1,706.308.193,00

1.3.02.10.01 ‘Kun;ngter Unit | 16588, J04.673,00 1.376.933.6/3.00
1.3.07.10.01.0002 Personal Computer i 1.698.204.673,00 1,376,933 673,00
1300210072 Peralatan Komputer

328.211.520,00

329.414.520,00]

1.3.02.10.02.0003

Peralatan Parsonal Computer | 7831.211.520.00 284,414 520,00
11.3.02.10.02.0002 Peralatan Jaringan | 45.00(.000,00
13

Alat Bantu Eksplorasi

e

oy B]

3070000000

A OO0 }f'_
N

Alat Banu Eks_p:orasu

34.700.000,00

32 700.600,00

Alat Bantu Ekplorasi Lainnya

32,700.000,00

32.700.000,00

Alat Keselamatan Kerja

313.579.640,00

313.578.610,00

Alat SAR

313.579.640,00

3135 79.640,00

Alat Penolang

19.000.000,00

19.000.000,00

o Ee

Alat Keria Bawzh Al

294.579.640,00

294.579 540,00

i (P e

Peralztan Proses/Produks]

41.850.000,00

47 549.9549,00

Unit Peralatan Proses/Produksi

41,850.000,00

47.844,959,00

= =
aied i

02.17.01.0019

|

Transport and Storage Equipment lor Liguid

41.850.000,00

1

[
a

Gedung dan fiangunan

24,658 .336 149,08

22.950.748.426 08

L.3.03.011

Hangunan Gedung N

24.635.653.549,08

22.928.072.720,08

1.3.03.01.07

Bangunan Gedung Tempat Kerja

24,193.645.549,08 22.486.064.726,08
1.3.03.01,01.0001 Bangunan Gedung kantor 14.553 103.244,20 13.073.034.589,20
11.3.03 11070002 FBangunan Gudang 276.152.244,57 276152244 57

11.3.03.01.01.0003

Bangunan Gedung uniuk Bengkel/l langgar

185 234.385,.00

1.3.03.01.01.0005

Bangunan Gedung Laboratorium

185.434.385,00

1.3.03,01,01,0008
b_ 1.03.01.01.0008

53895271400 530.952.714,00
Rangunan Gedung Tempat Ibad: 1G2.708.517,01 164 /08517

Bansunan Gedung ziapat |

25%.322.158,00

253.322.158,00




Bangunan Gedung Partokoan/Kaperasi/Pasar

960 461.577,00

960.461.577,00

1.3.03.01.01.0012
3

442.008.000,00

1.3.0%.01.01,0013 Bangunan Gedung untuk Pas Jaga 1.744.006.70%,15 1.744.006. /04,15
E 03.01.01.0029 Bangunan Peternakan/Perikanan 4.504.596.930,15 4.504.896.930,15
3.01,01L.0030 Banpunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 612.807.070,00 785.294.902,00

. 5_.:‘_]'1.02. Bangunan Gedung Tempat Tinggal

444.008.000,00

1.2.02.01.02.0001

Ruman Negara Golongan | 88.710.000,00 £4,710.000,00
1.3.03.01.02.0002 Ruman Negara Golongan Il 192.508.000,00 183.509.000,00
1.3.03.01.02.0004 Mess/Wisma/Bungelow/Tempat Peristirahatan 175.785.000,00 179.789.000,00

[13.03.03

Bangunan Menara

22.675.600,00

22.675.600,00

03.03.01

Bangunan Menara Perambuan

22675 600,00

22.675.600,UD

1.3.02.03.01.0001

Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai

22.675.600,00

1.3.04

latan, laringan, dan Irigasi

42,078 311,164,869

39.324.062.164,60)

39.951.485.514,69

1.3.04.01 Jalan dan Jembatan 1,799 869 838,00 1.7949.869 8 19,00
|13.01.01.01 salan L.759.865.839,01) 1.799.869.839,00
1.3.04,01.01.0009 Jalan Knusus B 1.740.527 850,00 1.740.527 850,00
1.3.04.01.01.0010 Jalan Lainnya 50.341.985,00 54,341,988 00
T? 04.02 Banpunan Alr

37.197.236.514,64

1.3.04.02.02

Bangunan Pengairan Pasang Surut

20.029.161.000,00

1.3.04,02.02,0005

Bangunan Pengaman Fasang Surut

20,029 161.000,00

20.029.161.000,00|
200249161 0 X

04.02.01

Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana
Alam |

19.694 173,805,582

16,939,924 805,82

02040003

Banpunan Permbawa Pengaman Sungai/Pantai

125717.500,00

125,717 500,00,

02.04.0004

Bangunan Pembuang Fengeman Sunga

233238 670,64

533.238 670,64

1.3.04.02.04,0008 Banuunan Pelengkap Pengaman Sungat 19.035.217.635,18 16.280.968.635, 18|
1.3.04.02.06 Bangunan Air Bersih/Air Baku 2128 150.708,87 228.150.708 87
11.3.04.02.06.0005 Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 228 150.708,87 228.150.708,87

1.03

Instalasi

177.065311,00

177.065.211,00

1.304.03.01

Instalasi Air Bersin/Air Baku

177.065.311,00

1.3.04.03.01.0005

Instalasi Air BersinfAir Baku Lainnya

177.065.311.00

177.065.311,00

1.3.04.04

laringan

149 890.500,00

145.890.500,00

1.3.04.04.01

laringan Air Minum

7.970.000,00

7.570.000,00

1.3.04.04.01.0001

Jaringan Pembawa

7.970.000,00

7.970.000,00

1.3.04.04.02

Jaringan Listrik

141.920.500.00

141.520.500,00

1.2.04.04.02,0001

Jaringan Transmis

118.187.500,00

118.187.500,00

14.02.0002

faringan Distribusi

23.733.000.00

Akumulasi Penyusutan

[47.428 106 350,€9]

23 733.000,00
[48.352.856.019,69)

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

{12.921.845.109,51)

[18.378.047.4

1.3.07.01.02.0001

Akumiclasi Fenyusutan Alat Angkutan

{4.508.801.115,00)

(4.448.860.590

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Qarat Bermotor-Kendaraan
Dinas Bermator Perorangan

13.111.502.000,00)

(3.111.502.000,001

1.3.07.01.02.0002

Akumulasi Penyusutan Alat Anglkutan Dasat Bermotor-Kendaraan
Bermotor Penumpang

1464 050.000,00)

(464,550,000

1.307,01,02.0003

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Daral Bermotar-Kendaraan
Bermotar Angkutan Barang

{630 818 .000,00)

1630.818.000.00!

1.3.07.01.02.0004

Akumulasi Penyusutan Aiat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan
Bermotor Beroda Dua

(116 714,496,000}

(116.714.456,00)

1.30/.01.02,0015

Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Anglutan Apung
Bermotor untuk Penumpang

(184 #16 6189,00)

(124.876.094,00)

L.3.07.01.03

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur

(237.825.545,00)

(227.782.015,00)

1.3.07.01.03.0001

Akurmulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi
Logam Terpasang pada Fondasi

(3.620.000,00)

(3.630.000,00)]

.l '.}e_’_I]‘l.U}.[‘-CD?

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi
Legam yang Transpartable {Berpindah)

(1.980.000,00)

[1.580,000,00)

|1.3.07.01.03.0003

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bensgkel
Listrik

18.525.000,00)

(8.525.000,00)

1.3.07.01.04.0004

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Porkakas Bengkel
Service

[83.000.000,00)

{83.000.000,00)

1.3.07.01.03.00049

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkanas Pabrik £s

{78.588.420,00)

(68 544.890,00)

. ¥

S
1.3.07.01/63,0012

Akumulast Penyusutan Alat Bengkel 1ak Sermesin-Parkalas Bengkel
Listrik

(9 669.000,00)

{9.669.000,60)

1,3.07.01.03.0013

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermisin-Perkalas Bengkel
service

{2.090.000,00)

{4 D900,

L.3.07.01.03.0015

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Porkakas Standard
[Standard Tools) !

{4.950.000,00)

(4.950.000,00)

1.3.0/.01.03.0017

akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Berrnesin-Parkakas Bengkel |
Kerja

(22.888,125,00}

[Z24.888.125,00)

1.3.07.01.03.0018

Akumiulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralalan Tukang
Besi

[820.000,00)

(880.000,00)

1.3.07.01.03.0024

Akumulast Penyusutan Alat Ukur-alat Ukur Universal

(18.700.000,00)

[12.700.000,00)

1.3.07.01.03.0031

Akumulasi Penyusutan Alat Ukur Alat Ukur/Pembanding

(1.825,000,001

{1.925.000,00)

11.3.07.01.03.0033

Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara

(1.000.000,00)

{1.000.000,00)

1.3.07.0L.09

Akumuiasi Penyusutan Afat Fertanian

{25.490.486,00)

(20.282.500,00)

11.3.07.01.04.0002

Akumulasi Penyusutan Alat Pengolzhan-Alat Pemelibaraan
Tanaman/tkan/Ternak

1,3.07.01.04.0004

| 1.700.000,00)

(1.700.000,00]

Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penvimpan Hasil
Percpbaan Pertanian

[4.077.500,00)

(582.500,00)

Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan

{18.712.586,01)

{18.000.000,00

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga

(2,036 8U3.654,50)

Akurmulas Penyusutan Alat Kantor-Mesin Kaetlk

15 4HE-000,00)

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyirmpan Ferlengkapan
rantor

{407.566.153,00)

(401,659,459 00}

Akumulas| Penyusutan Alat Kantar-Alat Kantor Lainnya

(565 744 770,508

[486.201.241 50}

1.3.07.01.05.0006

Akumulasi Penyusutan Alat Rurnz.h Tangga-Mebel

(789 064.478,00)

[731.291.743,00)

1.3.07.01.05.0004

Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersin

{21 495 000,00}

{389.755.000,00)

1.3.07.01.05.0009

Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tanpaa-Alat Pendingin

(312 761 B43,00)

(3.779.621.553,00)

L307.01.050000

Akuinulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur

13760 D00,00)

(3.160.000,00)




1.34.07.01.05.0011

Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rurmah Tangga
Lainnya {(Home Use)

{802 215.667,00)

{762.754.334,00)

1.3.07.01,05.0013

Akumulasi Penyusutan Meja dan Kurs) Kerja/Rapal Pejabal-Meja
Kerja Pejabat

{53.5C0.000,00)

1.3.02.01.05.0014

Akumulasi Peayusulan Meja dan Kirst Kerfa/Ragal Mejabat-Meja
fapat Pejabal

[7.699.465,00)

(51.604.167,00)

{14,619 679,00

Akumulasi I’en\aus:ta;rlﬂeja dan Kursi Ker]a,“l!api IPajabat-Kursi
Herja Pejabal |

139.611.272,00)

(33.797.430,00)

1.3.07.01.05.0015

1.3.07.01.85.0018

Akumulasi Penyusutan Meja dar Kursi Kerja/Rapat Peiabar-Lemar|
dan Arsip Peja_baL

{29.100.000,00)

1.3.07.01.06

Akumulasi I’En‘_i.'usdalz Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

1515.395.601,01)

(29,100 000,00)

1508 375.645,01)

[ 1.3.07.01.06.0001

Akumulasi Pényusulan Alat Studio-Peralatan Studio Audin

(5:975.300,00)

{24.779.804,050)

1.3.07.01.06.0002

Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Filrn

(286.608.633,00)

1.3.07.01.06.0007

Akurmulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunilasi Telephone

{80.646.335,01)

(261504 173,00)

(80,626 335,01

|13.07.01.06.0008

Alkumulasi Penyusutan Alat Xomunikasi-Alat Komunilkasi Radic 58

{8.892.000,00)

18,893 .000.00;

1.3.072.01.06.0012

Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Kemunilasi Sesial

(55.344.000,00)

(55344 000,00}

|13.07.01.06.0020

Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralaton Pemancar
VHE/FV

{74,745.000,00)

(74.745.000,00)

1.3,07.01.06.0050

Akumulasi Penyusutan Peralatar Pemancar-Peralatan Pemancar dan
Penerima VHF

{3.083.333.00)

{2 083.333,00)

1.3.07.01.07

Akurnulasi Penyusutan Alat Kedaktaran dan Kesehatan

(29 840.000,00)

(29.840.000,00)

1,3.07.01.07,00061

Akumulasl Penyusutan Alat kedokleran-Alat Kedoktersn Urmum

(20.900.000.00}

(20.900.000,60)

1.3 07.01.07.0002

Akumulasi Penyusutan Alat Kedokleran-Alat Kedokioran Gigi

[4.400.000,00]

14.400.000,00)

1.3.07.01.07.0005

Akumulasi Penyusutan Alat Kecoktaran-Alat Kesehatan Kebidanan
dan Penyakit Kandungan

[1.540.000,00]

(1.t -flﬂ.{]()[},{_‘f..'li_

1.3.07.01.07.0008

Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokieran Hagian
Penyakit Dalam

[3.000.000,0D)

(3.000.000,00)

1.3.07.01.08

Akumulasi Penyusutan Alat Lzboratorium

(3.846.791.457,00)

(5:411.611.975.00]

11.3.07.01.08.0001

Akurnylasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium
Kimia Air Teknik Penyehatan

[9.900.000,00)

(4.900.000,00]

1 307.01.08.0003

1.3.07.01.08.0007

Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium
Mikra Biclog: Tekmk Feryehatan

{80.710.000,00)

129.960.000,00)

Akumulasi Penyusutan Unit Alal Laboratorium-Alat Laboratorium
Hidrakimia

(602.000.000,00)

1.3.07.01.08.0010

Akumulasi Penyusutan Unit Alat Labaratorium-Alat Laboratorium
Logam, Mesin, dan Listrik

(167.638.704,00)

(602.000.000,00] |

(172.499.900,00)

1307.01.080011

Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium
Umum

{353.411,150,00)

1.3.07.01.08.0017

Akumulasi Pertyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium |
Mikrobiolog

(124 830.338,00)

(348.510.400,00]

1.3.02.01.08.0013

Akumulasi Perryusulan Unit Alat Laboratorium-Alal [ abaratorium |
Kimia

12.776.781,00)

(128.530.235 00)

1307 01.08.0014

Akumulasi Penyusutan Unit Alat | aboratonum-Alat | aberatorium
i
Fatolagi

0,00

(1.199.000.000,00)

{11.450.000,00)

1.3.07.0L08.0016
= -

Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laberatorium-Alat [aborstorium
Hematologi ©

[23.145.950,00)

(23.145.950,00)

|1.3.07.01.08.0017

Akumulasi P;eri\_.‘usu‘_arl Unit Alat | aboratorium-Alat | aboratarium
Filrm

(103 500.000,00)

[103.500.000 60}

|1.3.07.01.08.0078

Akumulasi Penyususan Unit Alat [ aborstorium-Alay | shoratarium
Iiakanan

(145.000.000,00)

{150.845.000,00)

1.4.07.01.08.0019

Alumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratarium
Farmasi

0.00

{D.EILJO.L]UD,L](LI_

1.3.07.01.08.0041

Akumulasi Penyusutan Unit Alat | aboratorium-Alat | aboratorium
Partanian

{1.458 563 ,800,00)

[2.070.963 800,00)

1.3.07.01.08.0046

Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratarium-Alat | abaratorium
Lingrungan Parairan

(591.177.083,00)

346.552.083,00)

1.3.07.01,08.0051

Akumulasi Penyusutan Unit Alat | shoratorium-Alat Labaratorium
Froses/Teknik Kimia

{18.150.000,00)

{18,150 000,00)

1.3.07.01.08,00055%

Akumulasi Penyasutan Unit Alat Laboratarium-Labor atarium
Hematologi dan Urinalisis

114.000.000,00)

{14 000.000,00)

1.3.07.01.08.0056

Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium
Lain

(64.542.153,00)

(67.925.3380,00)

1.3.07.02.08.0070

1307.01.08.0066

Akumulasi Penyusutan Unit Alat Labaratorium Kimia Nuklir-
Instrurment Probe/Sensor

14.044.444,00)

[12.977.777.00)

Akumuiasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nukli-Unit Alat
| aboratorium Kimie Nukiir Lainnya

1.307.01.08.0107

(23.638.623,00)

Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat
l.aboratorium Kualitas Air dan Tanah

3.818.574,00)

(12.728.480,001|

(1.272.858,00)

1,3,07.01.08.0111

Akumulasi Penyusutan Alat Labaratorium Lingkungan Hidup-alat
Laboratorium Penunjan,

[642.857,00]

[20.000.000,00;

1.3.07.01.09

Akumulasi Penyusutan Alat Persenijataan

{102.2501.415,00)

{66.171.306,00}

1.3.07.01.09.000

Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Senjata Lain-Lan

[6.000.000,00)

(5.000.000,00]

1.3:07.01.09.0011

1.3.07.01.09.0015

Akumulas Penyusutan Perseniataan Non Senjate &p-Alat Keamanan |

1.3.07.01.10

1.3.07.01.10.0002

{36.060.665,00) 15.350.556,00)
Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata nﬁ:-Perwn;alaan i
Non Senjata Api Lainnya {60,183,750,00) 144.820,750,001
Akumulasi Penyusutan Kemputer : {1.334.841.148,00) (1.210.074.806,00)
Akumulasi Penyusutan Kemputer Unit-Personai Cormputer ' {1.086.215.660,00) {952.976.563,00)

1.1.07.01.10.0006

Akumulasi Penyusuian Peralatan Komputer-Peralatan Personal
Computer

(206.250.488,00)

(216.623.393,001

1.3.07.01.10.0007

|Akumulasi Penyusutan Peralatan Xamputer-Peralatan latingan

(42.375.000,00)

{40.275.000,00)




[13.07.01.14

Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplarasi

[5.722.500,00]

(2.452.,500,00)

1.3.07.01.14.06003

Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Fkplorasi
Lainnya

(5.722.500,00}

{2.452.500,00)

1.3.07.01.15 Akumulasi Penyusutan Alat Keselamaltan Kerja [264.930.688,00) (131.194.760,00)
1.3.07.01.15.0010 Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Penolong (149.000.000,00) (15.000.600,00)
1.3.07.01.15.0012 Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air (Z245.930.688,00) (112.184.760,00)

1.3.07.01.17

Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi

{13.252.500,00)

{8.182.500,00)

1.3.07.01.17.0018

Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Transpert and
Storage Fquipment for Liguid

113.252.500,00)

18.182.500,00)

1.3.07.02

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
B

(5.889.581.720,00)

[8.603.733.089,00)

1.3.07.02.01

Akumulasi Penyusulan Bangunan Gedung

[6.878.1956.679,00)

[6.592.914.938,00)

13.07.02.01.0001

Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung
Kantor

(3.562.273.314.00)

(3.401.077.309.00)

1.3.07.02.01.0002

Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang

{63.177.980,00)

(57.969.439,00)

1.3.07.02.01.0003

Akumulast Penyusutan Gedung Tempat Kerjz-Bangunan Gedung
Untuk Bengkel/Hanggar

{70.697.793,00)

[66.953.105,00)

1.3.04.02.61.0005

Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung
Laboratorium

[253.206.864,00)

{243.197.135,00)

1.3.07.02.01.0008

Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung
Tempat Ibadah

[53.061.582,00)

(49.787.412,00)

1.3.07.02.01.0004

Akumulasi Penyusutan Gedung Terngat Kerja-Bangunan Gedung
Tempat Pertemuan

[90.355.561,00)

(85.688.255,00)

1,3.07.02.01.0012

Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung
Pertokoan/Koperasi/Pasar

(417.476.195,00)

[358.266.953,00)

1.3.07.02.01.0013

Akumulasl Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung
untuk Pos Jaga

(224.539.819,00)

[189.617.196,00)

1,3.07.02.01.0029

Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-8angunan
Peternakan/Perikanan

{1.662.085.217,00)

{1.579.713.300,00)

1.3.07.04.01.0030

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Keria Lainnya

(194.815.082,00)

[240.669.978,00)

1.3.07.02.01.0038

Akumulasl Penyusatan Bangunan Gedung Termpat Tinggal-Rumah
Mepara Golongan |

(S5 082.517,00)

{53.708.317.00)

1.2.07.02.01.0034

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tingzal-Rumah
Negara Golongan ||

(166.401.057,00)

[164.798.617.00)

1.3.07.02.01.0041

Akumudasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-

| Mess,Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatar

(65.023,688,00)

161.427.808,00)

L3.07.02.03

Akumulasi Penyusutan Bangunzn Menara

(11.385.041,00)

{10.818.151,00]

Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan
Menara Perambuan Penerangan Pantai

{11 385.041,00)

{10.818.151,00)

Akumulasi Penyusutan Jalan, laringan, dan Irigas

{26.616.7659.530,18)

{23.371.076.118,18]

Akumulasi Penyusutan lalan dan Jembatan

{1.754.430.157,00)

(1.788.495.958,00)

1.3.07.03.01,0005

Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan iKhusus

{1.740.527.850,00)

(1.740.527.850,00!

1.3.07.03.01.0010

Akumulasi Penyusutan lalan-Jalan Lainnya

(52.902.307,00)

{47.968.108,00]

Akumulasi Penyusutan Bangunan Air

(24.740.926.082,18)

[21.510.882.735,18)

1.3.07.03.02.0013

Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan

Pengaman Pasang Surut

[4.970.672.797,00)

14.549.141.157,00)

11.3.07.03.02.0027

Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungzi/Pantai dan
Penanggulangan Eencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman
Sungai/Fantai

{125 717 .500,00)

{125.717.500,00]

11,3.07.03.02.0028

Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan
Penanggulangan Bercana Alam-Banguran Pembuang Pengaman

SUNeal

1475.735,935,00)

{435.145. 769,01

1.3.07.03.02.0030

Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantal dan
Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman
Sungai

(19.035.217.635,18]

[15.280.968.635,18)

1,3.0/.03.02.0044

Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersin/Air Bacu-Bangunan
Pelengkap Air Bersin/Air Baku

{133.582.225,00)

(119.909.674,00]

1307.03.03

Akumulasi Penyusutan Instalasi

[17.898.563,00)

{11.896.387,00]

1.3.07,03.03.0005

Akumulasi Penyusutan instatast Air Bersih/Air Bako-lnstalasi air
Bersih/Air Baku Lainnya

(17.898.563,00)

(11.996.387,00]

1.3.07.03.00

Akumulasi Penyusutan laringan

[62.514.7158,00)

{59.701.038,00]

1.3.07.03.04.0001

_ |
(4.804.135,00)

261.551.700,00

Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa (5.069.802,00)
11,3.07.03.04.0005 Akumulasi Penyusutan laringan Listrik-laringan Transmisi (52.006.1032,00) [50.051.415,00)
1.3.07.03.04.0007 Akumulasi Penvusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi [5.438.813,00) (4.845.488,00)
JUMLAH ASET TETAP 42,734.926.358,59 41.751.461.500,54
15 ASET LAINNYA 642.721.272,00 368.651.700,00
1.5.03 Asel Tidak Berwu|ud 261.551.700,00 761.551.700,00
1 5.02.01 Asel Tidak Berwu)ud 261.551,700,00 261.551 700,00/,
1.5.03.01,01 Aset Tidak Berwujud

261.551.700,00

1.5.01.01.01.0005

Software

261551 .700,00

261.551.700,00

Aset Lain-lain

£.451.953.324,00

465.708.915,00

Aspt Lain-lain

6.451.953.324.00

465.708 51

fsel Lain-lain

5,451 853.324,00

ABS5, 71)

Aszel Rusak Berat/Usang

6.344 853.324.00

358608815 00

Aset Tetap yang Tidak Digunaken Dalam Operasional Pemerintah

107.100.000,50

107 100.000,00 |

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnva

(6.070.783.752,00)

(358.608.915,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

(6.070 783.752,00)

(358.608.915,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

[6.070.783.752,00)

(358.608.515,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Asel Rusak Berat/Usang

16.070.783.752,00}

(358.608.915,00

JUMLAH ASET LAINNYA

642.721.272,00

368,651.7{}0,{)_0

JUMLAH PROPERTI INVESTASI

0,00

0,00]

JUMLAH ASET

43.546.550.305,59

42.354.754.450,59




|
2 KEWAJIBAN 1.062.340.709,74 353_925,351.'_35
21 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 1.062.340.709,74 853.926.352,36
2.1.05 Fendapatan Diterima Dimuka 113.844.112,74 118.200.56 186
2.1.05m Setoran Kelebiban Pembayaran Dari Pihak 11| 113.994.112,74 113.200.‘361,86
2.1.05.01.01 Setoran kelebihan Pembayaran Dari Pihak 1|

11284411274

118.200.961,86|

2.1.05.01.01.0001

Setoran Kelebihan Pembayaran dar Pihak (11

113.944.112 74

118.200.961,86

Utang Belanja

948.396.597.00

735.725,391,00)]

Utang Belanja Pegawal

948 273.541,00

730.780.248,00

4.1.05.01.01

Wtang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

88.522.153,00

20.127.783,00 |

2.1.06.01.01,0007

Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS

745.600,00

Q.00

12.1.06.01.01.0013

Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-
PPh/Tunjangan Khusus PNS

61.521.206,00

21.06.01.01.0017

Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN-luran Jaminan
Kesehatan PNS

0,00

20.924.255,00

£.1.06.01.01.0018

Utang Helanja luran Jaminan Kesehatan ASN-luran Jaminan
Kesehatan PPPK

5.351.092,00

20.127.785,00

|
0.00

|2 1.06.01.02

2.1.05.01.02.0001

Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN

859.751.388,00

710.652.:459,00

Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASh-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Baban Kerja PNS

451.353,894,00

459.340.699,00

1.1 06.01.02.06002

Utang Belanja Tambahan Penghasiian bardasarkan Beban Kerja ASN-
lambahan Fenghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK

93.032.992,00

|21 06.01.02.0005

Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-
lambahan Penghasilan berdasarkan Kandisi Kerja PNS

0,00

74.313.4599,00

67.126.265,00

2.1.06.01.02.0008

Utang Belanja Tambahan Penghesilan berdasarkan Frestasi Kerja
ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prastasi Kerja PNS

200.306.700,00

184.185.455,00

Utang Belanja Tambahan Panghasilan berdasarkar Prectas| Kerja
ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK

39.844.303,00 0,00

Utang Belanjs Barang dan Jasa 123.056,00 4.945.143,00

2.1.06.02.02 Hang Belanja lasa 122.056,00 4.945.143,00
£.1.06.02.02.0060 Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air 53.056,00 58.675,00
2.1.06.02.02.0061 Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik 0,00 4.816.468,00
14.1.06.02.02,0063 Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah 70.000,00 70.000,00
JUMLAH KEWAIIBAN JANGKA PENDEK 1.062,340.709,74 853.926.352,86

JUMLAH KEWAJIBAN 1.062,340.709,74 853.926.352,86

Surplus/Defisit-LO

EKUITAS - 42.484.209.595,85 41.500.828.097,73
EKUITAS 42.484.209.595,85 41.500.828.087,73
Ekuitas 14.058.918.390,85 14 833 182.705,73|
Ekultas 41.500.828.097,73 A2.347.139.24q4 28
Ekuitas 41.5D0.828.097,73 42.347.139.244,28
i Ekuitas 41.500L828.097 73 42.347.139.244,7
3,1.01.02

{27.441.909.706,88)

F1.03.02.0%

Surplus/Defisit-LO

(27.441.509.706,88)

3.1.01.02.01.0001

Surplus/DefisieLo

(27.441,509,706,88)

3103 Fkuitas untuk Dikonzclidasikan 28.425.291.205,00

3,103.00 RK PPRD B 78.425 291 205,00 2667764539100
03.01.01 RK PEXD 28.425.281.205,00 26.677.645 391,00

3.1.03.01.01.0001 “K PPKD 50

28.425.291.205,00

Ba

JUMLAH EKUITAS

42.484.209.595,85

41.500.828,097,73

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

43,546.550.305,59|

42.354.754.450,59

.i;}ﬁ’ﬁ@_l,_sefrl ber thé 31
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PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
| JANUARI 2025 SAMPAL 31 DESEMBER 2025

&

(Dalam Rupiah)

URAIAN

2028

2024

EKUITAS AwAL

41500 828 097.73

4151648419114

SURPLUS ' (DEFISIT) - LO

(27 441 909 706,88)

(27 523956 537.55)

RK PPKD

28425 291 205.00

26677645 391,00

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

0,00 0.00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN
0,00 0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP
0,00 830.655.053.14
LAIN-LAIN —
595,85 41 500.828 097,
EKUITAS AKHIR 42484209
B e
- Provinsi

Bal

-~
A

i, 31 Desember 2025




PEMERINTAH PROVINSI BALI
SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tahun Anggaran : 2025

(SPJ FUNGSIONAL)

Bulan : Desember

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD

ode Rekening Uraian Jomia Anggaran SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa SPJ - UP/GU/TU Jumlah SPJ (LS + SisaPagu

s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini UP/GUITU) s.d Bulan ini Anggaran

1 2 3 4 5 6 = (4+5) 7 8 9 = (7+8) 10 11 12 = (10+11) 13 = (6+9+12) 14 = (3-13)
5 BELANJA DAERAH Rp36.095.008.934,20 | Rp20.027.863.985,00 | Rp1.588.112.624,00 | Rp21.615.976.609,00 | Rp6.303.946.589,00 | Rp2.348.411.293,00 | Rp8.652.357.882,00 | Rp874.610.646,00 Rp128.117.862,00 | Rp1.002.728.508,00 Rp31.271.062.999,00 | Rp4.823.945.935,20
51 BELANJA OPERASI Rp32.647.153.934,20 | Rp20.027.863.985,00 | Rp1.588.112.624,00 | Rp21.615.976.609,00 | Rp4.597.746.502,00 Rp784.728.258,00 | Rp5.382.474.760,00 | Rp874.610.646,00 | Rp128.117.862,00 | Rp1.002.728.508,00 Rp28.001.179.877,00 | Rp4.645.974.057,20
5.1.01 Belanja Pegawai Rp25.619.548.375,20 | Rp19.967.838.985,00 | Rp1.573.887.624,00 | Rp21.541.726.609,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp21.541.726.609,00 | Rp4.077.821.766,20
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp6.677.605.559,00 Rp60.025.000,00 Rp14.225.000,00 Rp74.250.000,00 | Rp4.247.746.502,00 Rp784.728.258,00 | Rp5.032.474.760,00 | Rp874.610.646,00 Rp128.117.862,00 | Rp1.002.728.508,00 Rp6.109.453.268,00 Rp568.152.291,00
5.1.05 Belanja Hibah Rp350.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp350.000.000,00 Rp0,00 Rp350.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp350.000.000,00 Rp0,00
52 BELANJA MODAL Rp3.447.855.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 | Rp1.706.200.087,00 | Rpl1.563.683.035,00 | Rp3.269.883.122,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.269.883.122,00 Rp177.971.878,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp1.192.855.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp1.143.577.589,00 Rp0,00 | Rp1.143.577.589,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.143.577.589,00 Rp49.277.411,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp2.255.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp562.622.498,00 | Rp1.563.683.035,00 | Rp2.126.305.533,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.126.305.533,00 Rp128.694.467,00
Dinas Kelautan dan Perikanan Rp32.316.466.445,20 | Rp20.027.863.985,00 | Rp1.588.112.624,00 | Rp21.615.976.609,00 | Rp3.762.305.874,00 | Rp1.999.555.866,00 | Rp5.761.861.740,00 | Rp454.150.805,00 Rp58.034.650,00 Rp512.185.455,00 Rp27.890.023.804,00 | Rp4.426.442.641,20

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

3.25.01 PROVINS! Rp30.984.536.575,20 | Rp20.027.863.985,00 | Rp1.588.112.624,00 | Rp21.615.976.609,00 | Rp2.905.661.254,00 | Rp1.788.822.035,00 | Rp4.694.483.289,00 | Rp239.500.795,00 Rp47.184.400,00 Rp286.685.195,00 Rp26.597.145.093,00 | Rp4.387.391.482,20
3.25.01.1.01 MMMM”m:mm:. Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Rp36.018.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp17.415.600,00 Rp15.481.504,00 Rp32.897.104,00 Rp32.897.104,00 Rp3.120.896,00
3.25.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp36.018.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp17.415.600,00 Rp15.481.504,00 Rp32.897.104,00 Rp32.897.104,00 Rp3.120.896,00
51 BELANJA OPERASI Rp36.018.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp17.415.600,00 Rp15.481.504,00 Rp32.897.104,00 Rp32.897.104,00 Rp3.120.896,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp36.018.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp17.415.600,00 Rp15.481.504,00 Rp32.897.104,00 Rp32.897.104,00 Rp3.120.896,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp13.858.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.815.600,00 Rp4.415.000,00 Rp12.230.600,00 Rp12.230.600,00 Rp1.627.400,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp13.858.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.815.600,00 Rp4.415.000,00 Rp12.230.600,00 Rp12.230.600,00 Rp1.627.400,00
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp4.858.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.400.600,00 Rp0,00 Rp3.400.600,00 Rp3.400.600,00 Rp1.457.400,00




code Rekening Uraian Jomia Anggaran SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa SPJ - UP/GUITU Jumlah SPJ (LS + SisaPagu

s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini UP/GUITU) s.d Bulan ini Anggaran

1 2 3 4 5 6 = (4+5) 7 8 9 = (7+8) 10 11 12 = (10+11) 13 = (6+9+12) 14 = (3-13)
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp9.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.415.000,00 Rp4.415.000,00 Rp8.830.000,00 Rp8.830.000,00 Rp170.000,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp22.160.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.600.000,00 Rp11.066.504,00 Rp20.666.504,00 Rp20.666.504,00 Rp1.493.496,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp22.160.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.600.000,00 Rp11.066.504,00 Rp20.666.504,00 Rp20.666.504,00 Rp1.493.496,00
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp22.160.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.600.000,00 Rp11.066.504,00 Rp20.666.504,00 Rp20.666.504,00 Rp1.493.496,00
3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp25.702.348.375,20 | Rp20.027.863.985,00 | Rp1.588.112.624,00 | Rp21.615.976.609,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp21.615.976.609,00 | Rp4.086.371.766,20
3.25.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp25.702.348.375,20 | Rp20.027.863.985,00 | Rp1.588.112.624,00 | Rp21.615.976.609,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp21.615.976.609,00 | Rp4.086.371.766,20
51 BELANJA OPERASI Rp25.702.348.375,20 | Rp20.027.863.985,00 | Rp1.588.112.624,00 | Rp21.615.976.609,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp21.615.976.609,00 | Rp4.086.371.766,20
5.1.01 Belanja Pegawai Rp25.619.548.375,20 | Rp19.967.838.985,00 | Rp1.573.887.624,00 | Rp21.541.726.609,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp21.541.726.609,00 | Rp4.077.821.766,20
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp12.500.503.604,20 Rp9.430.424.582,00 Rp706.104.712,00 | Rp10.136.529.294,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp10.136.529.294,00 | Rp2.363.974.310,20
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp7.969.086.619,03 Rp6.289.491.367,00 Rp517.484.500,00 Rp6.806.975.867,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.806.975.867,00 | Rp1.162.110.752,03
5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS Rp6.258.668.437,03 Rp4.999.716.235,00 Rp384.998.500,00 Rp5.384.714.735,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.384.714.735,00 Rp873.953.702,03
5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK Rp1.710.418.182,00 Rp1.289.775.132,00 Rp132.486.000,00 Rp1.422.261.132,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.422.261.132,00 Rp288.157.050,00
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp653.061.906,79 Rp512.290.534,00 Rp41.535.430,00 Rp553.825.964,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp553.825.964,00 Rp99.235.942,79
5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp545.940.750,79 Rp432.973.554,00 Rp33.021.256,00 Rp465.994.810,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp465.994.810,00 Rp79.945.940,79
5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Rp107.121.156,00 Rp79.316.980,00 Rp8.514.174,00 Rp87.831.154,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp87.831.154,00 Rp19.290.002,00
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp309.300.000,00 Rp244.050.000,00 Rp20.490.000,00 Rp264.540.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp264.540.000,00 Rp44.760.000,00
5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp309.300.000,00 Rp244.050.000,00 Rp20.490.000,00 Rp264.540.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp264.540.000,00 Rp44.760.000,00
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp257.570.164,00 Rp211.260.164,00 Rp15.440.000,00 Rp226.700.164,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp226.700.164,00 Rp30.870.000,00
5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp201.066.000,00 Rp165.406.000,00 Rp11.890.000,00 Rp177.296.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp177.296.000,00 Rp23.770.000,00
5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Rp56.504.164,00 Rp45.854.164,00 Rp3.550.000,00 Rp49.404.164,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp49.404.164,00 Rp7.100.000,00
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp234.209.795,78 Rp180.480.000,00 Rp17.460.000,00 Rp197.940.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp197.940.000,00 Rp36.269.795,78
5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp176.254.795,78 Rp142.820.000,00 Rp10.695.000,00 Rp153.515.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp153.515.000,00 Rp22.739.795,78
5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Rp57.955.000,00 Rp37.660.000,00 Rp6.765.000,00 Rp44.425.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp44.425.000,00 Rp13.530.000,00
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp362.347.437,00 Rp285.944.288,00 Rp23.608.920,00 Rp309.553.208,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp309.553.208,00 Rp52.794.229,00
5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS Rp280.627.500,00 Rp224.646.793,00 Rp16.946.280,00 Rp241.593.073,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp241.593.073,00 Rp39.034.427,00
5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK Rp81.719.937,00 Rp61.297.495,00 Rp6.662.640,00 Rp67.960.135,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp67.960.135,00 Rp13.759.802,00
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp1.330.337.445,95 Rp1.140.374.856,00 Rp15.147.744,00 Rp1.155.522.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.155.522.600,00 Rp174.814.845,95
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5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp1.273.883.253,00 Rp1.104.293.619,00 Rp15.147.744,00 Rp1.119.441.363,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.119.441.363,00 Rp154.441.890,00
5.1.01.01.07.0002 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Rp56.454.192,95 Rp36.081.237,00 Rp0,00 Rp36.081.237,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp36.081.237,00 Rp20.372.955,95
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp101.838,00 Rp80.546,00 Rp7.140,00 Rp87.686,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp87.686,00 Rp14.152,00
5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp66.824,00 Rp54.243,00 Rp4.195,00 Rp58.438,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp58.438,00 Rp8.386,00
5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK Rp35.014,00 Rp26.303,00 Rp2.945,00 Rp29.248,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp29.248,00 Rp5.766,00
5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN Rp1.285.472.884,34 Rp514.787.135,00 Rp49.963.130,00 Rp564.750.265,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp564.750.265,00 Rp720.722.619,34
5.1.01.01.09.0001 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Rp1.082.153.481,71 Rp425.350.080,00 Rp38.558.366,00 Rp463.908.446,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp463.908.446,00 Rp618.245.035,71
5.1.01.01.09.0002 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK Rp203.319.402,63 Rp89.437.055,00 Rp11.404.764,00 Rp100.841.819,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp100.841.819,00 Rp102.477.583,63
5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp19.003.860,00 Rp12.916.401,00 Rp1.241.962,00 Rp14.158.363,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp14.158.363,00 Rp4.845.497,00
5.1.01.01.10.0001 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp14.796.202,40 Rp10.149.964,00 Rp923.985,00 Rp11.073.949,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp11.073.949,00 Rp3.722.253,40
5.1.01.01.10.0002 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Rp4.207.657,60 Rp2.766.437,00 Rp317.977,00 Rp3.084.414,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.084.414,00 Rp1.123.243,60
5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN Rp57.011.662,06 Rp38.749.291,00 Rp3.725.886,00 Rp42.475.177,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp42.475.177,00 Rp14.536.485,06
5.1.01.01.11.0001 | Belanja luran Jaminan Kematian PNS Rp44.388.833,21 Rp30.450.252,00 Rp2.771.987,00 Rp33.222.239,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp33.222.239,00 Rp11.166.594,21
5.1.01.01.11.0002 | Belanja luran Jaminan Kematian PPPK Rp12.622.828,85 Rp8.299.039,00 Rp953.899,00 Rp9.252.938,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.252.938,00 Rp3.369.890,85
5.1.01.01.12 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp22.999.991,25 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp22.999.991,25
5.1.01.01.12.0001 | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Rp17.347.640,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp17.347.640,00
5.1.01.01.12.0002 MM_M“E luran Simpanan Peserta Tabungan Perumatian Rakyat Rp5.652.351,25 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.652.351,25
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp13.119.044.771,00 | Rp10.537.414.403,00 Rp867.782.912,00 | Rp11.405.197.315,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp11.405.197.315,00 | Rp1.713.847.456,00
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp8.053.177.591,00 Rp6.684.121.431,00 Rp548.190.423,00 Rp7.232.311.854,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.232.311.854,00 Rp820.865.737,00
5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp7.146.363.072,00 Rp5.934.194.833,00 Rp454.238.662,00 Rp6.388.433.495,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.388.433.495,00 Rp757.929.577,00
5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Rp906.814.519,00 Rp749.926.598,00 Rp93.951.761,00 Rp843.878.359,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp843.878.359,00 Rp62.936.160,00
5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp1.201.722.015,00 Rp961.446.455,00 Rp76.838.004,00 Rp1.038.284.459,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.038.284.459,00 Rp163.437.556,00
5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp1.201.722.015,00 Rp961.446.455,00 Rp76.838.004,00 Rp1.038.284.459,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.038.284.459,00 Rp163.437.556,00
5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp3.614.636.950,00 Rp2.891.846.517,00 Rp242.754.485,00 Rp3.134.601.002,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.134.601.002,00 Rp480.035.948,00
5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp3.216.351.833,00 Rp2.573.744.193,00 Rp202.902.220,00 Rp2.776.646.413,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.776.646.413,00 Rp439.705.420,00
5.1.01.02.05.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Rp398.285.117,00 Rp318.102.324,00 Rp39.852.265,00 Rp357.954.589,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp357.954.589,00 Rp40.330.528,00
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5.1.01.02.06 Mwﬂwm:m: Penghasilan herdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Rp249.508.215,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp249.508.215,00
5.1.01.02.06.0035 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Rp249.508.215,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp249.508.215,00

Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp82.800.000,00 Rp60.025.000,00 Rp14.225.000,00 Rp74.250.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp74.250.000,00 Rp8.550.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp82.800.000,00 Rp60.025.000,00 Rp14.225.000,00 Rp74.250.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp74.250.000,00 Rp8.550.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp82.800.000,00 Rp60.025.000,00 Rp14.225.000,00 Rp74.250.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp74.250.000,00 Rp8.550.000,00
5.1.02.02.01.0001 ”MN:M”%M”W Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Rp23.400.000,00 Rp23.400.000,00 Rp0,00 Rp23.400.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp23.400.000,00 Rp0,00
5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp59.400.000,00 Rp36.625.000,00 Rp14.225.000,00 Rp50.850.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp50.850.000,00 Rp8.550.000,00
3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp1.038.933.300,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp849.861.853,00 Rp0,00 Rp849.861.853,00 Rp83.536.311,00 Rp15.521.932,00 Rp99.058.243,00 Rp948.920.096,00 Rp90.013.204,00
3.25.01.1.06.0001 ”M”Mum_‘n_mm: Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Rp7.459.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.871.790,00 Rp4.871.790,00 Rp4.871.790,00 Rp2.587.710,00
51 BELANJA OPERASI Rp7.459.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.871.790,00 Rp4.871.790,00 Rp4.871.790,00 Rp2.587.710,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp7.459.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.871.790,00 Rp4.871.790,00 Rp4.871.790,00 Rp2.587.710,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp7.459.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.871.790,00 Rp4.871.790,00 Rp4.871.790,00 Rp2.587.710,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp7.459.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.871.790,00 Rp4.871.790,00 Rp4.871.790,00 Rp2.587.710,00
5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp7.459.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.871.790,00 Rp4.871.790,00 Rp4.871.790,00 Rp2.587.710,00
3.25.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp728.957.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp707.600.000,00 Rp0,00 Rp707.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp707.600.000,00 Rp21.357.900,00
52 BELANJA MODAL Rp728.957.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp707.600.000,00 Rp0,00 Rp707.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp707.600.000,00 Rp21.357.900,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp728.957.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp707.600.000,00 Rp0,00 Rp707.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp707.600.000,00 Rp21.357.900,00
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp209.591.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp199.650.000,00 Rp0,00 Rp199.650.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp199.650.000,00 Rp9.941.600,00
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor Rp60.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp59.050.000,00 Rp0,00 Rp59.050.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp59.050.000,00 Rp950.000,00
5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp60.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp59.050.000,00 Rp0,00 Rp59.050.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp59.050.000,00 Rp950.000,00
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp149.591.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp140.600.000,00 Rp0,00 Rp140.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp140.600.000,00 Rp8.991.600,00
5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel Rp67.074.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp59.800.000,00 Rp0,00 Rp59.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp59.800.000,00 Rp7.274.400,00
5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp82.517.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp80.800.000,00 Rp0,00 Rp80.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp80.800.000,00 Rp1.717.200,00
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp125.993.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp124.400.000,00 Rp0,00 Rp124.400.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp124.400.000,00 Rp1.593.900,00
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5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio Rp125.993.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp124.400.000,00 Rp0,00 Rp124.400.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp124.400.000,00 Rp1.593.900,00
5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Rp41.618.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp41.300.000,00 Rp0,00 Rp41.300.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp41.300.000,00 Rp318.500,00
5.2.02.06.01.0006 | Belanja Modal Alat Studio Lainnya Rp84.375.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp83.100.000,00 Rp0,00 Rp83.100.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp83.100.000,00 Rp1.275.400,00
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp393.372.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp383.550.000,00 Rp0,00 Rp383.550.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp383.550.000,00 Rp9.822.400,00
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp376.092.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp366.550.000,00 Rp0,00 Rp366.550.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp366.550.000,00 Rp9.542.400,00
5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer Rp376.092.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp366.550.000,00 Rp0,00 Rp366.550.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp366.550.000,00 Rp9.542.400,00
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp17.280.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp17.000.000,00 Rp0,00 Rp17.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp17.000.000,00 Rp280.000,00
5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp17.280.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp17.000.000,00 Rp0,00 Rp17.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp17.000.000,00 Rp280.000,00
3.25.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp189.642.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp142.261.853,00 Rp0,00 Rp142.261.853,00 Rp5.220.000,00 Rp859.140,00 Rp6.079.140,00 Rp148.340.993,00 Rp41.301.407,00
51 BELANJA OPERASI Rp189.642.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp142.261.853,00 Rp0,00 Rp142.261.853,00 Rp5.220.000,00 Rp859.140,00 Rp6.079.140,00 Rp148.340.993,00 Rp41.301.407,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp189.642.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp142.261.853,00 Rp0,00 Rp142.261.853,00 Rp5.220.000,00 Rp859.140,00 Rp6.079.140,00 Rp148.340.993,00 Rp41.301.407,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp189.642.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp142.261.853,00 Rp0,00 Rp142.261.853,00 Rp5.220.000,00 Rp859.140,00 Rp6.079.140,00 Rp148.340.993,00 Rp41.301.407,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp189.642.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp142.261.853,00 Rp0,00 Rp142.261.853,00 Rp5.220.000,00 Rp859.140,00 Rp6.079.140,00 Rp148.340.993,00 Rp41.301.407,00
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp9.251.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.821.058,00 Rp0,00 Rp7.821.058,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.821.058,00 Rp1.429.942,00
5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp25.557.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp19.564.095,00 Rp0,00 Rp19.564.095,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp19.564.095,00 Rp5.992.905,00
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.463.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp859.140,00 Rp859.140,00 Rp859.140,00 Rp604.260,00
5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp73.371.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp42.624.000,00 Rp0,00 Rp42.624.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp42.624.000,00 Rp30.747.000,00
5.1.02.01.01.0036 mm_wam Alat/Bahan .::Ex Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Rp80.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp72.252.700,00 Rp0,00 Rp72.252.700,00 Rp5.220.000,00 Rp0,00 Rp5.220.000,00 Rp77.472.700,00 Rp2.527.300,00

Kegiatan Kantor Lainnya

3.25.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp18.923.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp10.445.211,00 Rp0,00 Rp10.445.211,00 Rp10.445.211,00 Rp8.478.289,00
51 BELANJA OPERASI Rp18.923.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 | Rp10.445.211,00 Rp0,00 Rp10.445.211,00 Rp10.445.211,00 Rp8.478.289,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp18.923.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp10.445.211,00 Rp0,00 Rp10.445.211,00 Rp10.445.211,00 Rp8.478.289,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp18.923.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp10.445.211,00 Rp0,00 Rp10.445.211,00 Rp10.445.211,00 Rp8.478.289,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp18.923.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp10.445.211,00 Rp0,00 Rp10.445.211,00 Rp10.445.211,00 Rp8.478.289,00
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp18.923.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp10.445.211,00 Rp0,00 Rp10.445.211,00 Rp10.445.211,00 Rp8.478.289,00
3.25.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp93.950.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp67.871.100,00 Rp9.791.002,00 Rp77.662.102,00 Rp77.662.102,00 Rp16.287.898,00
51 BELANJA OPERASI Rp93.950.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp67.871.100,00 Rp9.791.002,00 Rp77.662.102,00 Rp77.662.102,00 Rp16.287.898,00
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5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp93.950.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp67.871.100,00 Rp9.791.002,00 Rp77.662.102,00 Rp77.662.102,00 Rp16.287.898,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp22.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp19.111.400,00 Rp2.797.000,00 Rp21.908.400,00 Rp21.908.400,00 Rp591.600,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp22.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp19.111.400,00 Rp2.797.000,00 Rp21.908.400,00 Rp21.908.400,00 Rp591.600,00
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp22.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp19.111.400,00 Rp2.797.000,00 Rp21.908.400,00 Rp21.908.400,00 Rp591.600,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp71.450.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp48.759.700,00 Rp6.994.002,00 Rp55.753.702,00 Rp55.753.702,00 Rp15.696.298,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp71.450.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp48.759.700,00 Rp6.994.002,00 Rp55.753.702,00 Rp55.753.702,00 Rp15.696.298,00
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp71.450.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp48.759.700,00 Rp6.994.002,00 Rp55.753.702,00 Rp55.753.702,00 Rp15.696.298,00
3.25.01.1.07 Mwmwﬂ_mm: Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Rp267.565.620,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp263.730.000,00 Rp0,00 Rp263.730.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp263.730.000,00 Rp3.835.620,00
3.25.01.1.07.0010 WM_”Nwmmm: Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Rp267.565.620,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp263.730.000,00 Rp0,00 Rp263.730.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp263.730.000,00 Rp3.835.620,00
52 BELANJA MODAL Rp267.565.620,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp263.730.000,00 Rp0,00 Rp263.730.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp263.730.000,00 Rp3.835.620,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp267.565.620,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp263.730.000,00 Rp0,00 Rp263.730.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp263.730.000,00 Rp3.835.620,00
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp267.565.620,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp263.730.000,00 Rp0,00 Rp263.730.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp263.730.000,00 Rp3.835.620,00
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor Rp37.718.700,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp37.400.000,00 Rp0,00 Rp37.400.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp37.400.000,00 Rp318.700,00
5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp37.718.700,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp37.400.000,00 Rp0,00 Rp37.400.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp37.400.000,00 Rp318.700,00
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp229.846.920,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp226.330.000,00 Rp0,00 Rp226.330.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp226.330.000,00 Rp3.516.920,00
5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin Rp84.346.920,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp83.900.000,00 Rp0,00 Rp83.900.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp83.900.000,00 Rp446.920,00
5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp145.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp142.430.000,00 Rp0,00 Rp142.430.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp142.430.000,00 Rp3.070.000,00
3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp161.661.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp127.695.704,00 Rp7.979.714,00 Rp135.675.418,00 Rp135.675.418,00 Rp25.985.582,00
3.25.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp3.611.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.300.000,00 Rp0,00 Rp2.300.000,00 Rp2.300.000,00 Rp1.311.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp3.611.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.300.000,00 Rp0,00 Rp2.300.000,00 Rp2.300.000,00 Rp1.311.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp3.611.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.300.000,00 Rp0,00 Rp2.300.000,00 Rp2.300.000,00 Rp1.311.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp3.611.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.300.000,00 Rp0,00 Rp2.300.000,00 Rp2.300.000,00 Rp1.311.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp3.611.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.300.000,00 Rp0,00 Rp2.300.000,00 Rp2.300.000,00 Rp1.311.000,00
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp3.611.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.300.000,00 Rp0,00 Rp2.300.000,00 Rp2.300.000,00 Rp1.311.000,00
3.25.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp158.050.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 | Rp125.395.704,00 Rp7.979.714,00 Rp133.375.418,00 Rp133.375.418,00 Rp24.674.582,00
51 BELANJA OPERASI Rp158.050.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 | Rp125.395.704,00 Rp7.979.714,00 Rp133.375.418,00 Rp133.375.418,00 Rp24.674.582,00
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5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp158.050.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 | Rp125.395.704,00 Rp7.979.714,00 Rp133.375.418,00 Rp133.375.418,00 Rp24.674.582,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp158.050.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 | Rp125.395.704,00 Rp7.979.714,00 Rp133.375.418,00 Rp133.375.418,00 Rp24.674.582,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp158.050.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 | Rp125.395.704,00 Rp7.979.714,00 Rp133.375.418,00 Rp133.375.418,00 Rp24.674.582,00
5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon Rp29.050.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp17.548.474,00 Rp805.307,00 Rp18.353.781,00 Rp18.353.781,00 Rp10.696.219,00
5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air Rp1.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp770.000,00 Rp70.000,00 Rp840.000,00 Rp840.000,00 Rp160.000,00
5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik Rp128.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 | Rp107.077.230,00 Rp7.104.407,00 Rp114.181.637,00 Rp114.181.637,00 Rp13.818.363,00
3.25.01.1.09 ”MM._..M: araan Barang Millk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Rp3.778.010.280,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 | Rp1.792.069.401,00 | Rp1.788.822.035,00 | Rp3.580.891.436,00 Rp10.853.180,00 Rp8.201.250,00 Rp19.054.430,00 Rp3.599.945.866,00 Rp178.064.414,00
3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemelharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Rp964.364.936,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp797.967.280,00 Rp127.200.656,00 Rp925.167.936,00 Rp3.829.100,00 Rp3.966.600,00 Rp7.795.700,00 Rp932.963.636,00 Rp31.401.300,00

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

51 BELANJA OPERASI Rp964.364.936,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp797.967.280,00 Rp127.200.656,00 Rp925.167.936,00 Rp3.829.100,00 Rp3.966.600,00 Rp7.795.700,00 Rp932.963.636,00 Rp31.401.300,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp964.364.936,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp797.967.280,00 Rp127.200.656,00 Rp925.167.936,00 Rp3.829.100,00 Rp3.966.600,00 Rp7.795.700,00 Rp932.963.636,00 Rp31.401.300,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp372.233.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp357.984.000,00 Rp0,00 Rp357.984.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp357.984.000,00 Rp14.249.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp372.233.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp357.984.000,00 Rp0,00 Rp357.984.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp357.984.000,00 Rp14.249.000,00
5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp357.984.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp357.984.000,00 Rp0,00 Rp357.984.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp357.984.000,00 Rp0,00
5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp14.249.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp14.249.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp378.531.936,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp306.443.280,00 Rp61.088.656,00 Rp367.531.936,00 Rp3.829.100,00 Rp3.966.600,00 Rp7.795.700,00 Rp375.327.636,00 Rp3.204.300,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp353.669.856,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp285.724.880,00 Rp56.944.976,00 Rp342.669.856,00 Rp3.829.100,00 Rp3.966.600,00 Rp7.795.700,00 Rp350.465.556,00 Rp3.204.300,00
5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp47.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp38.000.000,00 Rp9.000.000,00 Rp47.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp47.000.000,00 Rp0,00
5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir Rp295.669.856,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp247.724.880,00 Rp47.944.976,00 Rp295.669.856,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp295.669.856,00 Rp0,00
5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp11.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.829.100,00 Rp3.966.600,00 Rp7.795.700,00 Rp7.795.700,00 Rp3.204.300,00
5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransi Rp24.862.080,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp20.718.400,00 Rp4.143.680,00 Rp24.862.080,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp24.862.080,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp12.664.800,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp10.554.000,00 Rp2.110.800,00 Rp12.664.800,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp12.664.800,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp690.432,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp575.360,00 Rp115.072,00 Rp690.432,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp690.432,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp863.040,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp719.200,00 Rp143.840,00 Rp863.040,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp863.040,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0010 | Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Rp10.643.808,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp8.869.840,00 Rp1.773.968,00 Rp10.643.808,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp10.643.808,00 Rp0,00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp213.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp133.540.000,00 Rp66.112.000,00 Rp199.652.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp199.652.000,00 Rp13.948.000,00
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp213.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp133.540.000,00 Rp66.112.000,00 Rp199.652.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp199.652.000,00 Rp13.948.000,00
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Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-
5.1.02.03.02.0035 Rp180.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp133.540.000,00 Rp42.545.000,00 Rp176.085.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp176.085.000,00 Rp3.915.000,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-
5.1.02.03.02.0038 Rp33.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp23.567.000,00 Rp23.567.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp23.567.000,00 Rp10.033.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua
3.25.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp2.738.415.344,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp958.259.821,00 [ Rp1.642.751.279,00 | Rp2.601.011.100,00 Rp7.024.080,00 Rp0,00 Rp7.024.080,00 Rp2.608.035.180,00 Rp130.380.164,00
51 BELANJA OPERASI Rp483.415.344,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp395.637.323,00 Rp79.068.244,00 Rp474.705.567,00 Rp7.024.080,00 Rp0,00 Rp7.024.080,00 Rp481.729.647,00 Rp1.685.697,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp483.415.344,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp395.637.323,00 Rp79.068.244,00 Rp474.705.567,00 Rp7.024.080,00 Rp0,00 Rp7.024.080,00 Rp481.729.647,00 Rp1.685.697,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp483.415.344,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp395.637.323,00 Rp79.068.244,00 Rp474.705.567,00 Rp7.024.080,00 Rp0,00 Rp7.024.080,00 Rp481.729.647,00 Rp1.685.697,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp461.904.563,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp376.213.823,00 Rp76.996.404,00 Rp453.210.227,00 Rp7.024.080,00 Rp0,00 Rp7.024.080,00 Rp460.234.307,00 Rp1.670.256,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan
5.1.02.02.01.0001 pend Rp23.400.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp11.700.000,00 Rp10.100.000,00 Rp21.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp21.800.000,00 Rp1.600.000,00
endapatan
5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp148.838.367,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp142.845.245,00 Rp5.993.122,00 Rp148.838.367,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp148.838.367,00 Rp0,00
5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp178.790.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp128.771.748,00 Rp42.923.916,00 Rp171.695.664,00 Rp7.024.080,00 Rp0,00 Rp7.024.080,00 Rp178.719.744,00 Rp70.256,00
5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp110.876.196,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp92.896.830,00 Rp17.979.366,00 Rp110.876.196,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp110.876.196,00 Rp0,00
5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransi Rp21.510.781,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp19.423.500,00 Rp2.071.840,00 Rp21.495.340,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp21.495.340,00 Rp15.441,00
5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp10.949.775,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.894.375,00 Rp1.055.400,00 Rp10.949.775,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp10.949.775,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp596.936,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp539.400,00 Rp57.536,00 Rp596.936,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp596.936,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp761.611,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp674.250,00 Rp71.920,00 Rp746.170,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp746.170,00 Rp15.441,00
5.1.02.02.02.0010 | Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Rp9.202.459,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp8.315.475,00 Rp886.984,00 Rp9.202.459,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.202.459,00 Rp0,00
52 BELANJA MODAL Rp2.255.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp562.622.498,00 | Rp1.563.683.035,00 | Rp2.126.305.533,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.126.305.533,00 Rp128.694.467,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp2.255.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp562.622.498,00 | Rp1.563.683.035,00 | Rp2.126.305.533,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.126.305.533,00 Rp128.694.467,00
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Rp2.255.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp562.622.498,00 | Rpl1.563.683.035,00 | Rp2.126.305.533,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.126.305.533,00 Rp128.694.467,00
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp2.255.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp562.622.498,00 | Rp1.563.683.035,00 | Rp2.126.305.533,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.126.305.533,00 Rp128.694.467,00
5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp2.255.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp562.622.498,00 | Rp1.563.683.035,00 | Rp2.126.305.533,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.126.305.533,00 Rp128.694.467,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
3.25.01.1.09.0010 Rp75.230.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp35.842.300,00 Rp18.870.100,00 Rp54.712.400,00 Rp0,00 Rp4.234.650,00 Rp4.234.650,00 Rp58.947.050,00 Rp16.282.950,00
atau Bangunan Lainnya
51 BELANJA OPERASI Rp75.230.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp35.842.300,00 Rp18.870.100,00 Rp54.712.400,00 Rp0,00 Rp4.234.650,00 Rp4.234.650,00 Rp58.947.050,00 Rp16.282.950,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp75.230.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp35.842.300,00 Rp18.870.100,00 Rp54.712.400,00 Rp0,00 Rp4.234.650,00 Rp4.234.650,00 Rp58.947.050,00 Rp16.282.950,00
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5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp75.230.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp35.842.300,00 Rp18.870.100,00 Rp54.712.400,00 Rp0,00 Rp4.234.650,00 Rp4.234.650,00 Rp58.947.050,00 Rp16.282.950,00
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp75.230.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp35.842.300,00 Rp18.870.100,00 Rp54.712.400,00 Rp0,00 Rp4.234.650,00 Rp4.234.650,00 Rp58.947.050,00 Rp16.282.950,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah
5.1.02.03.02.0121 Rp12.810.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp8.469.300,00 Rp0,00 Rp8.469.300,00 Rp0,00 Rp4.234.650,00 Rp4.234.650,00 Rp12.703.950,00 Rp106.050,00
Tangga-Alat Pendingin
5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp34.310.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp14.687.750,00 Rp18.870.100,00 Rp33.557.850,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp33.557.850,00 Rp752.150,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan
5.1.02.03.02.0411 Rp28.110.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp12.685.250,00 Rp0,00 Rp12.685.250,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp12.685.250,00 Rp15.424.750,00
Komputer Lainnya
5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon
5.1.02.03.04.0131 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-
3.25.02 PULAU KECIL Rp243.271.492,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp33.555.410,00 Rp168.414.128,00 Rp201.969.538,00 | Rp23.765.450,00 Rp0,00 Rp23.765.450,00 Rp225.734.988,00 Rp17.536.504,00
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan
3.25.02.1.01 Gas Bumi Rp187.475.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp161.903.046,00 Rp161.903.046,00 Rp9.475.450,00 Rp0,00 Rp9.475.450,00 Rp171.378.496,00 Rp16.096.504,00
as Bumi
Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang
3.25.02.1.01.0008 Rp17.475.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.475.450,00 Rp0,00 Rp9.475.450,00 Rp9.475.450,00 Rp7.999.550,00
Laut mendukung Ekonomi Biru
51 BELANJA OPERASI Rp17.475.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.475.450,00 Rp0,00 Rp9.475.450,00 Rp9.475.450,00 Rp7.999.550,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp17.475.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.475.450,00 Rp0,00 Rp9.475.450,00 Rp9.475.450,00 Rp7.999.550,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp1.035.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.015.450,00 Rp0,00 Rp1.015.450,00 Rp1.015.450,00 Rp19.550,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp1.035.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.015.450,00 Rp0,00 Rp1.015.450,00 Rp1.015.450,00 Rp19.550,00
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp1.035.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.015.450,00 Rp0,00 Rp1.015.450,00 Rp1.015.450,00 Rp19.550,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp1.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.800.000,00 Rp0,00 Rp1.800.000,00 Rp1.800.000,00 Rp0,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp1.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.800.000,00 Rp0,00 Rp1.800.000,00 Rp1.800.000,00 Rp0,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
5.1.02.02.01.0003 B Rp1.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.800.000,00 Rp0,00 Rp1.800.000,00 Rp1.800.000,00 Rp0,00
Acara, dan Panitia
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp14.640.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.660.000,00 Rp0,00 Rp6.660.000,00 Rp6.660.000,00 Rp7.980.000,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp14.640.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.660.000,00 Rp0,00 Rp6.660.000,00 Rp6.660.000,00 Rp7.980.000,00
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5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp13.440.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.760.000,00 Rp0,00 Rp5.760.000,00 Rp5.760.000,00 Rp7.680.000,00
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp1.200.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp900.000,00 Rp0,00 Rp900.000,00 Rp900.000,00 Rp300.000,00
3.25.02.1.01.0013 Pengintegrasian Materi Teknis Perairan PesisiRZWP-3-K ke dalam Rp170.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp161.903.046,00 Rp161.903.046,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp161.903.046,00 Rp8.096.954,00
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
51 BELANJA OPERASI Rp170.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp161.903.046,00 Rp161.903.046,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp161.903.046,00 Rp8.096.954,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp170.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp161.903.046,00 Rp161.903.046,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp161.903.046,00 Rp8.096.954,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp170.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp161.903.046,00 Rp161.903.046,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp161.903.046,00 Rp8.096.954,00
5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp170.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp161.903.046,00 Rp161.903.046,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp161.903.046,00 Rp8.096.954,00
5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian Rp170.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp161.903.046,00 Rp161.903.046,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp161.903.046,00 Rp8.096.954,00
dan Bantuan Teknik
3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rp55.796.492,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp33.555.410,00 Rp6.511.082,00 Rp40.066.492,00 | Rp14.290.000,00 Rp0,00 Rp14.290.000,00 Rp54.356.492,00 Rp1.440.000,00
3.25.02.1.03.0001 | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rp55.796.492,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp33.555.410,00 Rp6.511.082,00 Rp40.066.492,00 | Rp14.290.000,00 Rp0,00 Rp14.290.000,00 Rp54.356.492,00 Rp1.440.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp55.796.492,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp33.555.410,00 Rp6.511.082,00 Rp40.066.492,00 Rp14.290.000,00 Rp0,00 Rp14.290.000,00 Rp54.356.492,00 Rp1.440.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp55.796.492,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp33.555.410,00 Rp6.511.082,00 Rp40.066.492,00 Rp14.290.000,00 Rp0,00 Rp14.290.000,00 Rp54.356.492,00 Rp1.440.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp2.250.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.250.000,00 Rp0,00 Rp2.250.000,00 Rp2.250.000,00 Rp0,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp2.250.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.250.000,00 Rp0,00 Rp2.250.000,00 Rp2.250.000,00 Rp0,00
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp2.250.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.250.000,00 Rp0,00 Rp2.250.000,00 Rp2.250.000,00 Rp0,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp41.866.492,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp33.555.410,00 Rp6.511.082,00 Rp40.066.492,00 Rp1.800.000,00 Rp0,00 Rp1.800.000,00 Rp41.866.492,00 Rp0,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp38.758.732,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp30.965.610,00 Rp5.993.122,00 Rp36.958.732,00 Rp1.800.000,00 Rp0,00 Rp1.800.000,00 Rp38.758.732,00 Rp0,00
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Rp1.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.800.000,00 Rp0,00 Rp1.800.000,00 Rp1.800.000,00 Rp0,00
Acara, dan Panitia
5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp36.958.732,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp30.965.610,00 Rp5.993.122,00 Rp36.958.732,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp36.958.732,00 Rp0,00
5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransi Rp3.107.760,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.589.800,00 Rp517.960,00 Rp3.107.760,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.107.760,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp1.583.100,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.319.250,00 Rp263.850,00 Rp1.583.100,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.583.100,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp86.304,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp71.920,00 Rp14.384,00 Rp86.304,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp86.304,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp107.880,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp89.900,00 Rp17.980,00 Rp107.880,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp107.880,00 Rp0,00
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5.1.02.02.02.0010 | Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Rp1.330.476,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.108.730,00 Rp221.746,00 Rp1.330.476,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.330.476,00 Rp0,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp11.680.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp10.240.000,00 Rp0,00 Rp10.240.000,00 Rp10.240.000,00 Rp1.440.000,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp11.680.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp10.240.000,00 Rp0,00 Rp10.240.000,00 Rp10.240.000,00 Rp1.440.000,00
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp7.680.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.240.000,00 Rp0,00 Rp6.240.000,00 Rp6.240.000,00 Rp1.440.000,00
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp4.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.000.000,00 Rp0,00 Rp4.000.000,00 Rp4.000.000,00 Rp0,00
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Rp432.885.697,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp400.833.115,00 Rp6.511.082,00 Rp407.344.197,00 | Rp25.079.050,00 Rp0,00 Rp25.079.050,00 Rp432.423.247,00 Rp462.450,00
3.25.03.1.01 Uﬂ:@m_o_mm: Penangkapan lkan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Rp416.024.197,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp400.833.115,00 Rp6.511.082,00 Rp407.344.197,00 Rp8.380.000,00 Rp0,00 Rp8.380.000,00 Rp415.724.197,00 Rp300.000,00
3.25.03.1.01.0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Rp416.024.197,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp400.833.115,00 Rp6.511.082,00 Rp407.344.197,00 Rp8.380.000,00 Rp0,00 Rp8.380.000,00 Rp415.724.197,00 Rp300.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp416.024.197,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp400.833.115,00 Rp6.511.082,00 Rp407.344.197,00 Rp8.380.000,00 Rp0,00 Rp8.380.000,00 Rp415.724.197,00 Rp300.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp66.024.197,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp50.833.115,00 Rp6.511.082,00 Rp57.344.197,00 Rp8.380.000,00 Rp0,00 Rp8.380.000,00 Rp65.724.197,00 Rp300.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp1.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp700.000,00 Rp0,00 Rp700.000,00 Rp700.000,00 Rp300.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp1.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp700.000,00 Rp0,00 Rp700.000,00 Rp700.000,00 Rp300.000,00
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp700.000,00 Rp0,00 Rp700.000,00 Rp700.000,00 Rp300.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp57.344.197,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp50.833.115,00 Rp6.511.082,00 Rp57.344.197,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp57.344.197,00 Rp0,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp52.941.537,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp46.948.415,00 Rp5.993.122,00 Rp52.941.537,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp52.941.537,00 Rp0,00
5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp52.941.537,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp46.948.415,00 Rp5.993.122,00 Rp52.941.537,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp52.941.537,00 Rp0,00
5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransi Rp4.402.660,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.884.700,00 Rp517.960,00 Rp4.402.660,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.402.660,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp2.242.725,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.978.875,00 Rp263.850,00 Rp2.242.725,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.242.725,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp122.264,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp107.880,00 Rp14.384,00 Rp122.264,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp122.264,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp152.830,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp134.850,00 Rp17.980,00 Rp152.830,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp152.830,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0010 | Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Rp1.884.841,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.663.095,00 Rp221.746,00 Rp1.884.841,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.884.841,00 Rp0,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp7.680.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.680.000,00 Rp0,00 Rp7.680.000,00 Rp7.680.000,00 Rp0,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp7.680.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.680.000,00 Rp0,00 Rp7.680.000,00 Rp7.680.000,00 Rp0,00
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp7.680.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.680.000,00 Rp0,00 Rp7.680.000,00 Rp7.680.000,00 Rp0,00
5.1.05 Belanja Hibah Rp350.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp350.000.000,00 Rp0,00 Rp350.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp350.000.000,00 Rp0,00
5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Orgarisasi Rp350.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp350.000.000,00 Rp0,00 Rp350.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp350.000.000,00 Rp0,00

Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
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5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Rp350.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp350.000.000,00 Rp0,00 Rp350.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp350.000.000,00 Rp0,00
Bersifat Sosial Kemasyarakatan
5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Rp350.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp350.000.000,00 Rp0,00 Rp350.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp350.000.000,00 Rp0,00
Bersifat Sosial Kemasyarakatan
3.25.03.1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT Rp16.861.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp16.699.050,00 Rp0,00 Rp16.699.050,00 Rp16.699.050,00 Rp162.450,00
3.25.03.1.09.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendafiaran Kapal Perikanan Rp16.861.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp16.699.050,00 Rp0,00 Rp16.699.050,00 Rp16.699.050,00 Rp162.450,00
dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
51 BELANJA OPERASI Rp16.861.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp16.699.050,00 Rp0,00 Rp16.699.050,00 Rp16.699.050,00 Rp162.450,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp16.861.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp16.699.050,00 Rp0,00 Rp16.699.050,00 Rp16.699.050,00 Rp162.450,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp541.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp379.050,00 Rp0,00 Rp379.050,00 Rp379.050,00 Rp162.450,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp541.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp379.050,00 Rp0,00 Rp379.050,00 Rp379.050,00 Rp162.450,00
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp541.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp379.050,00 Rp0,00 Rp379.050,00 Rp379.050,00 Rp162.450,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp16.320.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp16.320.000,00 Rp0,00 Rp16.320.000,00 Rp16.320.000,00 Rp0,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp16.320.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 | Rp16.320.000,00 Rp0,00 Rp16.320.000,00 Rp16.320.000,00 Rp0,00
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp16.320.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp16.320.000,00 Rp0,00 Rp16.320.000,00 Rp16.320.000,00 Rp0,00
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Rp175.820.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp143.165.000,00 Rp0,00 Rp143.165.000,00 | Rp27.556.000,00 Rp0,00 Rp27.556.000,00 Rp170.721.000,00 Rp5.099.000,00
3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut Rp175.820.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp143.165.000,00 Rp0,00 Rp143.165.000,00 | Rp27.556.000,00 Rp0,00 Rp27.556.000,00 Rp170.721.000,00 Rp5.099.000,00
3.25.04.1.05.0004 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut Rp159.720.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp143.165.000,00 Rp0,00 Rp143.165.000,00 | Rp11.870.000,00 Rp0,00 Rp11.870.000,00 Rp155.035.000,00 Rp4.685.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp159.720.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp143.165.000,00 Rp0,00 Rp143.165.000,00 | Rp11.870.000,00 Rp0,00 Rp11.870.000,00 Rp155.035.000,00 Rp4.685.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp159.720.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp143.165.000,00 Rp0,00 Rp143.165.000,00 | Rp11.870.000,00 Rp0,00 Rp11.870.000,00 Rp155.035.000,00 Rp4.685.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp148.200.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp143.165.000,00 Rp0,00 Rp143.165.000,00 Rp350.000,00 Rp0,00 Rp350.000,00 Rp143.515.000,00 Rp4.685.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp148.200.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp143.165.000,00 Rp0,00 Rp143.165.000,00 Rp350.000,00 Rp0,00 Rp350.000,00 Rp143.515.000,00 Rp4.685.000,00
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp350.000,00 Rp0,00 Rp350.000,00 Rp350.000,00 Rp150.000,00
5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp147.700.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp143.165.000,00 Rp0,00 Rp143.165.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp143.165.000,00 Rp4.535.000,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp11.520.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp11.520.000,00 Rp0,00 Rp11.520.000,00 Rp11.520.000,00 Rp0,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp11.520.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp11.520.000,00 Rp0,00 Rp11.520.000,00 Rp11.520.000,00 Rp0,00
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp11.520.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp11.520.000,00 Rp0,00 Rp11.520.000,00 Rp11.520.000,00 Rp0,00
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Monitoring Kesehatan lkan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan
3.25.04.1.05.0013 Rp16.100.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp15.686.000,00 Rp0,00 Rp15.686.000,00 Rp15.686.000,00 Rp414.000,00
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
51 BELANJA OPERASI Rp16.100.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp15.686.000,00 Rp0,00 Rp15.686.000,00 Rp15.686.000,00 Rp414.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp16.100.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp15.686.000,00 Rp0,00 Rp15.686.000,00 Rp15.686.000,00 Rp414.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp380.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp266.000,00 Rp0,00 Rp266.000,00 Rp266.000,00 Rp114.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp380.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp266.000,00 Rp0,00 Rp266.000,00 Rp266.000,00 Rp114.000,00
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp380.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp266.000,00 Rp0,00 Rp266.000,00 Rp266.000,00 Rp114.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp4.200.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.900.000,00 Rp0,00 Rp3.900.000,00 Rp3.900.000,00 Rp300.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp4.200.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.900.000,00 Rp0,00 Rp3.900.000,00 Rp3.900.000,00 Rp300.000,00
5.1.02.02.01.0015 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Rp4.200.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.900.000,00 Rp0,00 Rp3.900.000,00 Rp3.900.000,00 Rp300.000,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp11.520.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 | Rp11.520.000,00 Rp0,00 Rp11.520.000,00 Rp11.520.000,00 Rp0,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp11.520.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 | Rp11.520.000,00 Rp0,00 Rp11.520.000,00 Rp11.520.000,00 Rp0,00
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp11.520.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp11.520.000,00 Rp0,00 Rp11.520.000,00 Rp11.520.000,00 Rp0,00
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
3.25.05 PERIKANAN Rp150.791.884,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp91.110.820,00 Rp13.022.164,00 Rp104.132.984,00 | Rp43.248.750,00 Rp0,00 Rp43.248.750,00 Rp147.381.734,00 Rp3.410.150,00
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan
3.25.05.1.01 12 Mil Rp150.791.884,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp91.110.820,00 Rp13.022.164,00 Rp104.132.984,00 | Rp43.248.750,00 Rp0,00 Rp43.248.750,00 Rp147.381.734,00 Rp3.410.150,00
I
Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan
3.25.05.1.01.0016 Rp20.708.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp17.298.750,00 Rp0,00 Rp17.298.750,00 Rp17.298.750,00 Rp3.410.150,00
kewenangan provinsi
51 BELANJA OPERASI Rp20.708.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp17.298.750,00 Rp0,00 Rp17.298.750,00 Rp17.298.750,00 Rp3.410.150,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp20.708.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp17.298.750,00 Rp0,00 Rp17.298.750,00 Rp17.298.750,00 Rp3.410.150,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp6.408.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.298.750,00 Rp0,00 Rp6.298.750,00 Rp6.298.750,00 Rp110.150,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp6.408.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.298.750,00 Rp0,00 Rp6.298.750,00 Rp6.298.750,00 Rp110.150,00
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp783.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp780.000,00 Rp0,00 Rp780.000,00 Rp780.000,00 Rp3.900,00
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp5.625.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.518.750,00 Rp0,00 Rp5.518.750,00 Rp5.518.750,00 Rp106.250,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp4.300.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.400.000,00 Rp0,00 Rp3.400.000,00 Rp3.400.000,00 Rp900.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp4.300.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.400.000,00 Rp0,00 Rp3.400.000,00 Rp3.400.000,00 Rp900.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
5.1.02.02.01.0003 Rp4.300.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.400.000,00 Rp0,00 Rp3.400.000,00 Rp3.400.000,00 Rp900.000,00

Acara, dan Panitia




code Rekening Uraian Jomia Anggaran SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa SPJ - UP/GUITU Jumlah SPJ (LS + SisaPagu
s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini UP/GUITU) s.d Bulan ini Anggaran
1 2 3 4 5 6 = (4+5) 7 8 9 = (7+8) 10 11 12 = (10+11) 13 = (6+9+12) 14 = (3-13)
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp10.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.600.000,00 Rp0,00 Rp7.600.000,00 Rp7.600.000,00 Rp2.400.000,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp10.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.600.000,00 Rp0,00 Rp7.600.000,00 Rp7.600.000,00 Rp2.400.000,00
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp4.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.800.000,00 Rp0,00 Rp4.800.000,00 Rp4.800.000,00 Rp0,00
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp5.200.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.800.000,00 Rp0,00 Rp2.800.000,00 Rp2.800.000,00 Rp2.400.000,00
3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas Rp130.082.984,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp91.110.820,00 Rp13.022.164,00 Rp104.132.984,00 | Rp25.950.000,00 Rp0,00 Rp25.950.000,00 Rp130.082.984,00 Rp0,00
(POKMASWAS)
51 BELANJA OPERASI Rp130.082.984,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp91.110.820,00 Rp13.022.164,00 Rp104.132.984,00 | Rp25.950.000,00 Rp0,00 Rp25.950.000,00 Rp130.082.984,00 Rp0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp130.082.984,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp91.110.820,00 Rp13.022.164,00 Rp104.132.984,00 Rp25.950.000,00 Rp0,00 Rp25.950.000,00 Rp130.082.984,00 Rp0,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp6.750.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.750.000,00 Rp0,00 Rp6.750.000,00 Rp6.750.000,00 Rp0,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp6.750.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.750.000,00 Rp0,00 Rp6.750.000,00 Rp6.750.000,00 Rp0,00
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp6.750.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.750.000,00 Rp0,00 Rp6.750.000,00 Rp6.750.000,00 Rp0,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp80.132.984,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp67.110.820,00 Rp13.022.164,00 Rp80.132.984,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp80.132.984,00 Rp0,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp73.917.464,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp61.931.220,00 Rp11.986.244,00 Rp73.917.464,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp73.917.464,00 Rp0,00
5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp73.917.464,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp61.931.220,00 Rp11.986.244,00 Rp73.917.464,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp73.917.464,00 Rp0,00
5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransi Rp6.215.520,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.179.600,00 Rp1.035.920,00 Rp6.215.520,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.215.520,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp3.166.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.638.500,00 Rp527.700,00 Rp3.166.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.166.200,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp172.608,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp143.840,00 Rp28.768,00 Rp172.608,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp172.608,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp215.760,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp179.800,00 Rp35.960,00 Rp215.760,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp215.760,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0010 | Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Rp2.660.952,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.217.460,00 Rp443.492,00 Rp2.660.952,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.660.952,00 Rp0,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp19.200.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp19.200.000,00 Rp0,00 Rp19.200.000,00 Rp19.200.000,00 Rp0,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp19.200.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp19.200.000,00 Rp0,00 Rp19.200.000,00 Rp19.200.000,00 Rp0,00
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp19.200.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp19.200.000,00 Rp0,00 Rp19.200.000,00 Rp19.200.000,00 Rp0,00
5.1.02.05 Belanja Uang dan/ata Jasa unuk Diberikan kepada Pihak Rp24.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp24.000.000,00 Rp0,00 Rp24.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp24.000.000,00 Rp0,00
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepala Pihak Ketiga/Pihak Rp24.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp24.000.000,00 Rp0,00 Rp24.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp24.000.000,00 Rp0,00
Lain/Masyarakat
5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp24.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp24.000.000,00 Rp0,00 Rp24.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp24.000.000,00 Rp0,00
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Rp329.160.797,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp187.980.275,00 Rp22.786.457,00 Rp210.766.732,00 Rp95.000.760,00 Rp10.850.250,00 Rp105.851.010,00 Rp316.617.742,00 Rp12.543.055,00




code Rekening Uraian Jomia Anggaran SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa SPJ - UP/GUITU Jumlah SPJ (LS + SisaPagu
s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini UP/GUITU) s.d Bulan ini Anggaran
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3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Lsaha Rp329.160.797,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp187.980.275,00 Rp22.786.457,00 Rp210.766.732,00 | Rp95.000.760,00 Rp10.850.250,00 Rp105.851.010,00 Rp316.617.742,00 Rp12.543.055,00
Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar
3.25.06.1.02.0004 | Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Rp329.160.797,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp187.980.275,00 Rp22.786.457,00 Rp210.766.732,00 | Rp95.000.760,00 Rp10.850.250,00 Rp105.851.010,00 Rp316.617.742,00 Rp12.543.055,00
Besar
51 BELANJA OPERASI Rp329.160.797,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp187.980.275,00 Rp22.786.457,00 Rp210.766.732,00 | Rp95.000.760,00 Rp10.850.250,00 Rp105.851.010,00 Rp316.617.742,00 Rp12.543.055,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp329.160.797,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp187.980.275,00 Rp22.786.457,00 Rp210.766.732,00 Rp95.000.760,00 Rp10.850.250,00 Rp105.851.010,00 Rp316.617.742,00 Rp12.543.055,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp222.359.100,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp137.147.160,00 Rp16.275.375,00 Rp153.422.535,00 Rp45.560.350,00 Rp10.850.250,00 Rp56.410.600,00 Rp209.833.135,00 Rp12.525.965,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp222.359.100,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp137.147.160,00 Rp16.275.375,00 Rp153.422.535,00 | Rp45.560.350,00 Rp10.850.250,00 Rp56.410.600,00 Rp209.833.135,00 Rp12.525.965,00
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp3.524.100,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.044.500,00 Rp0,00 Rp3.044.500,00 Rp3.044.500,00 Rp479.600,00
5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp213.210.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp137.147.160,00 Rp16.275.375,00 Rp153.422.535,00 Rp36.890.850,00 Rp10.850.250,00 Rp47.741.100,00 Rp201.163.635,00 Rp12.046.365,00
5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp5.625.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.625.000,00 Rp0,00 Rp5.625.000,00 Rp5.625.000,00 Rp0,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp58.801.697,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp50.833.115,00 Rp6.511.082,00 Rp57.344.197,00 Rp1.440.410,00 Rp0,00 Rp1.440.410,00 Rp58.784.607,00 Rp17.090,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp52.941.537,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp46.948.415,00 Rp5.993.122,00 Rp52.941.537,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp52.941.537,00 Rp0,00
5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp52.941.537,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp46.948.415,00 Rp5.993.122,00 Rp52.941.537,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp52.941.537,00 Rp0,00
5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransi Rp4.402.660,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.884.700,00 Rp517.960,00 Rp4.402.660,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.402.660,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp2.242.725,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.978.875,00 Rp263.850,00 Rp2.242.725,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.242.725,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp122.264,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp107.880,00 Rp14.384,00 Rp122.264,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp122.264,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp152.830,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp134.850,00 Rp17.980,00 Rp152.830,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp152.830,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0010 | Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Rp1.884.841,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.663.095,00 Rp221.746,00 Rp1.884.841,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.884.841,00 Rp0,00
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp1.457.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.440.410,00 Rp0,00 Rp1.440.410,00 Rp1.440.410,00 Rp17.090,00
5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp1.457.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.440.410,00 Rp0,00 Rp1.440.410,00 Rp1.440.410,00 Rp17.090,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp48.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp48.000.000,00 Rp0,00 Rp48.000.000,00 Rp48.000.000,00 Rp0,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp48.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp48.000.000,00 Rp0,00 Rp48.000.000,00 Rp48.000.000,00 Rp0,00
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp48.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp48.000.000,00 Rp0,00 Rp48.000.000,00 Rp48.000.000,00 Rp0,00
UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut Rp1.438.061.254,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 | Rp1.110.713.646,00 Rp73.908.896,00 | Rp1.184.622.542,00 | Rp154.322.039,00 Rp11.277.953,00 Rp165.599.992,00 Rp1.350.222.534,00 Rp87.838.720,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3.25.01 Rp645.746.060,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp354.957.616,00 Rp60.886.732,00 Rp415.844.348,00 | Rp154.322.039,00 Rp11.277.953,00 Rp165.599.992,00 Rp581.444.340,00 Rp64.301.720,00

PROVINSI
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3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp46.277.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.876.000,00 Rp0,00 Rp6.876.000,00 Rp33.908.560,00 Rp1.130.000,00 Rp35.038.560,00 Rp41.914.560,00 Rp4.362.640,00
3.25.01.1.06.0001 ”M“Mum_‘a_mm: Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Rp4.664.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.400.000,00 Rp0,00 Rp4.400.000,00 Rp4.400.000,00 Rp264.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp4.664.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.400.000,00 Rp0,00 Rp4.400.000,00 Rp4.400.000,00 Rp264.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp4.664.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.400.000,00 Rp0,00 Rp4.400.000,00 Rp4.400.000,00 Rp264.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp4.664.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.400.000,00 Rp0,00 Rp4.400.000,00 Rp4.400.000,00 Rp264.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp4.664.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.400.000,00 Rp0,00 Rp4.400.000,00 Rp4.400.000,00 Rp264.000,00
5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp4.664.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.400.000,00 Rp0,00 Rp4.400.000,00 Rp4.400.000,00 Rp264.000,00
3.25.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp7.117.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.970.500,00 Rp0,00 Rp5.970.500,00 Rp5.970.500,00 Rp1.146.700,00
51 BELANJA OPERASI Rp7.117.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.970.500,00 Rp0,00 Rp5.970.500,00 Rp5.970.500,00 Rp1.146.700,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp7.117.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.970.500,00 Rp0,00 Rp5.970.500,00 Rp5.970.500,00 Rp1.146.700,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp7.117.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.970.500,00 Rp0,00 Rp5.970.500,00 Rp5.970.500,00 Rp1.146.700,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp7.117.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.970.500,00 Rp0,00 Rp5.970.500,00 Rp5.970.500,00 Rp1.146.700,00
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp4.864.800,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.009.000,00 Rp0,00 Rp4.009.000,00 Rp4.009.000,00 Rp855.800,00
5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp2.252.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.961.500,00 Rp0,00 Rp1.961.500,00 Rp1.961.500,00 Rp290.900,00
3.25.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp32.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.876.000,00 Rp0,00 Rp6.876.000,00 | Rp22.300.540,00 Rp1.130.000,00 Rp23.430.540,00 Rp30.306.540,00 Rp2.193.460,00
51 BELANJA OPERASI Rp32.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.876.000,00 Rp0,00 Rp6.876.000,00 [ Rp22.300.540,00 Rp1.130.000,00 Rp23.430.540,00 Rp30.306.540,00 Rp2.193.460,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp32.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.876.000,00 Rp0,00 Rp6.876.000,00 [ Rp22.300.540,00 Rp1.130.000,00 Rp23.430.540,00 Rp30.306.540,00 Rp2.193.460,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp32.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.876.000,00 Rp0,00 Rp6.876.000,00 | Rp22.300.540,00 Rp1.130.000,00 Rp23.430.540,00 Rp30.306.540,00 Rp2.193.460,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp32.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.876.000,00 Rp0,00 Rp6.876.000,00 [ Rp22.300.540,00 Rp1.130.000,00 Rp23.430.540,00 Rp30.306.540,00 Rp2.193.460,00
5.1.02.01.01.0036 mm_m.:_.m Alat/Bahan .::E_A Kegiatan Kantor-AlatfBahan unuk Rp32.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.876.000,00 Rp0,00 Rp6.876.000,00 | Rp22.300.540,00 Rp1.130.000,00 Rp23.430.540,00 Rp30.306.540,00 Rp2.193.460,00

Kegiatan Kantor Lainnya

3.25.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp1.996.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.237.520,00 Rp0,00 Rp1.237.520,00 Rp1.237.520,00 Rp758.480,00
51 BELANJA OPERASI Rp1.996.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.237.520,00 Rp0,00 Rp1.237.520,00 Rp1.237.520,00 Rp758.480,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.996.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.237.520,00 Rp0,00 Rp1.237.520,00 Rp1.237.520,00 Rp758.480,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp1.996.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.237.520,00 Rp0,00 Rp1.237.520,00 Rp1.237.520,00 Rp758.480,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp1.996.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.237.520,00 Rp0,00 Rp1.237.520,00 Rp1.237.520,00 Rp758.480,00
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.996.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.237.520,00 Rp0,00 Rp1.237.520,00 Rp1.237.520,00 Rp758.480,00
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3.25.01.1.07 Hmwwnmm: Barang Millk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Rp38.554.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.500.000,00 Rp0,00 Rp34.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.500.000,00 Rp4.054.200,00
3.25.01.1.07.0010 Mvmm_”wwmmm: Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Rp38.554.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.500.000,00 Rp0,00 Rp34.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.500.000,00 Rp4.054.200,00
52 BELANJA MODAL Rp38.554.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.500.000,00 Rp0,00 Rp34.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.500.000,00 Rp4.054.200,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp38.554.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.500.000,00 Rp0,00 Rp34.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.500.000,00 Rp4.054.200,00
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp38.554.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.500.000,00 Rp0,00 Rp34.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.500.000,00 Rp4.054.200,00
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp19.677.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp19.600.000,00 Rp0,00 Rp19.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp19.600.000,00 Rp77.600,00
5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer Rp19.677.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp19.600.000,00 Rp0,00 Rp19.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp19.600.000,00 Rp77.600,00
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp18.876.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp14.900.000,00 Rp0,00 Rp14.900.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp14.900.000,00 Rp3.976.600,00
5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp18.876.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp14.900.000,00 Rp0,00 Rp14.900.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp14.900.000,00 Rp3.976.600,00
3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp129.070.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp82.838.549,00 Rp6.692.453,00 Rp89.531.002,00 Rp89.531.002,00 Rp39.539.198,00
3.25.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp471.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp300.000,00 Rp0,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00 Rp171.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp471.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp300.000,00 Rp0,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00 Rp171.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp471.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp300.000,00 Rp0,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00 Rp171.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp471.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp300.000,00 Rp0,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00 Rp171.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp471.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp300.000,00 Rp0,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00 Rp171.000,00
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp471.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp300.000,00 Rp0,00 Rp300.000,00 Rp300.000,00 Rp171.000,00
3.25.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp128.599.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp82.538.549,00 Rp6.692.453,00 Rp89.231.002,00 Rp89.231.002,00 Rp39.368.198,00
51 BELANJA OPERASI Rp128.599.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp82.538.549,00 Rp6.692.453,00 Rp89.231.002,00 Rp89.231.002,00 Rp39.368.198,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp128.599.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp82.538.549,00 Rp6.692.453,00 Rp89.231.002,00 Rp89.231.002,00 Rp39.368.198,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp128.599.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp82.538.549,00 Rp6.692.453,00 Rp89.231.002,00 Rp89.231.002,00 Rp39.368.198,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp128.599.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp82.538.549,00 Rp6.692.453,00 Rp89.231.002,00 Rp89.231.002,00 Rp39.368.198,00
5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air Rp6.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.000.000,00 Rp0,00 Rp6.000.000,00 Rp6.000.000,00 Rp0,00
5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik Rp122.599.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp76.538.549,00 Rp6.692.453,00 Rp83.231.002,00 Rp83.231.002,00 Rp39.368.198,00
3.25.01.1.09 MMMMﬂ:mﬂmm: Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Rp431.844.460,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp313.581.616,00 Rp60.886.732,00 Rp374.468.348,00 | Rp37.574.930,00 Rp3.455.500,00 Rp41.030.430,00 Rp415.498.778,00 Rp16.345.682,00




code Rekening Uraian Jomia Anggaran SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa SPJ - UP/GUITU Jumlah SPJ (LS + SisaPagu
s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini UP/GUITU) s.d Bulan ini Anggaran
1 2 3 4 5 6 = (4+5) 7 8 9 = (7+8) 10 11 12 = (10+11) 13 = (6+9+12) 14 = (3-13)
3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemefiharaan, Pajak dan Rp166.497.984,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp112.110.820,00 Rp13.022.164,00 Rp125.132.984,00 | Rp28.815.900,00 Rp1.351.800,00 Rp30.167.700,00 Rp155.300.684,00 Rp11.197.300,00
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
51 BELANJA OPERASI Rp166.497.984,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp112.110.820,00 Rp13.022.164,00 Rp125.132.984,00 | Rp28.815.900,00 Rp1.351.800,00 Rp30.167.700,00 Rp155.300.684,00 Rp11.197.300,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp166.497.984,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp112.110.820,00 Rp13.022.164,00 Rp125.132.984,00 | Rp28.815.900,00 Rp1.351.800,00 Rp30.167.700,00 Rp155.300.684,00 Rp11.197.300,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp45.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp45.000.000,00 Rp0,00 Rp45.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp45.000.000,00 Rp0,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp45.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp45.000.000,00 Rp0,00 Rp45.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp45.000.000,00 Rp0,00
5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp45.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp45.000.000,00 Rp0,00 Rp45.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp45.000.000,00 Rp0,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp85.497.984,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp67.110.820,00 Rp13.022.164,00 Rp80.132.984,00 Rp1.589.900,00 Rp1.351.800,00 Rp2.941.700,00 Rp83.074.684,00 Rp2.423.300,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp79.282.464,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp61.931.220,00 Rp11.986.244,00 Rp73.917.464,00 Rp1.589.900,00 Rp1.351.800,00 Rp2.941.700,00 Rp76.859.164,00 Rp2.423.300,00
5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir Rp73.917.464,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp61.931.220,00 Rp11.986.244,00 Rp73.917.464,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp73.917.464,00 Rp0,00
5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp5.365.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.589.900,00 Rp1.351.800,00 Rp2.941.700,00 Rp2.941.700,00 Rp2.423.300,00
5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransi Rp6.215.520,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.179.600,00 Rp1.035.920,00 Rp6.215.520,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.215.520,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp3.166.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.638.500,00 Rp527.700,00 Rp3.166.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.166.200,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp172.608,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp143.840,00 Rp28.768,00 Rp172.608,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp172.608,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp215.760,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp179.800,00 Rp35.960,00 Rp215.760,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp215.760,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0010 | Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Rp2.660.952,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.217.460,00 Rp443.492,00 Rp2.660.952,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.660.952,00 Rp0,00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp36.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp27.226.000,00 Rp0,00 Rp27.226.000,00 Rp27.226.000,00 Rp8.774.000,00
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp36.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp27.226.000,00 Rp0,00 Rp27.226.000,00 Rp27.226.000,00 Rp8.774.000,00
5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Rp36.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp27.226.000,00 Rp0,00 Rp27.226.000,00 Rp27.226.000,00 Rp8.774.000,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
3.25.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp265.346.476,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp201.470.796,00 Rp47.864.568,00 Rp249.335.364,00 Rp8.759.030,00 Rp2.103.700,00 Rp10.862.730,00 Rp260.198.094,00 Rp5.148.382,00
51 BELANJA OPERASI Rp265.346.476,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp201.470.796,00 Rp47.864.568,00 Rp249.335.364,00 Rp8.759.030,00 Rp2.103.700,00 Rp10.862.730,00 Rp260.198.094,00 Rp5.148.382,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp265.346.476,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp201.470.796,00 Rp47.864.568,00 Rp249.335.364,00 Rp8.759.030,00 Rp2.103.700,00 Rp10.862.730,00 Rp260.198.094,00 Rp5.148.382,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp20.577.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp15.810.600,00 Rp0,00 Rp15.810.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp15.810.600,00 Rp4.766.400,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp20.577.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp15.810.600,00 Rp0,00 Rp15.810.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp15.810.600,00 Rp4.766.400,00
5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp8.936.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.835.000,00 Rp0,00 Rp7.835.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.835.000,00 Rp1.101.200,00
5.1.02.01.01.0036 mm_w:_.m Alat/Bahan .c:Ex Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Rp11.640.800,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.975.600,00 Rp0,00 Rp7.975.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.975.600,00 Rp3.665.200,00
Kegiatan Kantor Lainnya
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5.1.02.02 Belanja Jasa Rp233.669.476,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp185.660.196,00 Rp47.864.568,00 Rp233.524.764,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp233.524.764,00 Rp144.712,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp224.346.196,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp177.890.796,00 Rp46.310.688,00 Rp224.201.484,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp224.201.484,00 Rp144.712,00
5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp113.470.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp84.993.966,00 Rp28.331.322,00 Rp113.325.288,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp113.325.288,00 Rp144.712,00
5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp110.876.196,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp92.896.830,00 Rp17.979.366,00 Rp110.876.196,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp110.876.196,00 Rp0,00
5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransi Rp9.323.280,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.769.400,00 Rp1.553.880,00 Rp9.323.280,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.323.280,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp4.749.300,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.957.750,00 Rp791.550,00 Rp4.749.300,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.749.300,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp258.912,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp215.760,00 Rp43.152,00 Rp258.912,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp258.912,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp323.640,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp269.700,00 Rp53.940,00 Rp323.640,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp323.640,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0010 | Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Rp3.991.428,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.326.190,00 Rp665.238,00 Rp3.991.428,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.991.428,00 Rp0,00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp11.100.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp8.759.030,00 Rp2.103.700,00 Rp10.862.730,00 Rp10.862.730,00 Rp237.270,00
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp4.300.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.121.230,00 Rp2.103.700,00 Rp4.224.930,00 Rp4.224.930,00 Rp75.070,00
5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp2.920.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.461.240,00 Rp1.423.700,00 Rp2.884.940,00 Rp2.884.940,00 Rp35.060,00
5.1.02.03.02.0411 Belanja nm_j.m__:mﬂmw: Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Rp1.380.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp659.990,00 Rp680.000,00 Rp1.339.990,00 Rp1.339.990,00 Rp40.010,00
Komputer Lainnya
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp6.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.637.800,00 Rp0,00 Rp6.637.800,00 Rp6.637.800,00 Rp162.200,00
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemelharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Rp6.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.637.800,00 Rp0,00 Rp6.637.800,00 Rp6.637.800,00 Rp162.200,00
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Rp792.315.194,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp755.756.030,00 Rp13.022.164,00 Rp768.778.194,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp768.778.194,00 Rp23.537.000,00
3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan lkan di Perairan Darat Rp792.315.194,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp755.756.030,00 Rp13.022.164,00 Rp768.778.194,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp768.778.194,00 Rp23.537.000,00
3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan lkan di Alr Payau dan Alr Tawar Rp792.315.194,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp755.756.030,00 Rp13.022.164,00 Rp768.778.194,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp768.778.194,00 Rp23.537.000,00
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
51 BELANJA OPERASI Rp792.315.194,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp755.756.030,00 Rp13.022.164,00 Rp768.778.194,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp768.778.194,00 Rp23.537.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp792.315.194,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp755.756.030,00 Rp13.022.164,00 Rp768.778.194,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp768.778.194,00 Rp23.537.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp677.626.800,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp654.089.800,00 Rp0,00 Rp654.089.800,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp654.089.800,00 Rp23.537.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp677.626.800,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp654.089.800,00 Rp0,00 Rp654.089.800,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp654.089.800,00 Rp23.537.000,00
5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp27.835.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp24.698.000,00 Rp0,00 Rp24.698.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp24.698.000,00 Rp3.137.000,00
5.1.02.01.01.0011 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Rp237.680.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp226.260.000,00 Rp0,00 Rp226.260.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp226.260.000,00 Rp11.420.000,00
5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp26.421.800,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp26.218.000,00 Rp0,00 Rp26.218.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp26.218.000,00 Rp203.800,00
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5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan Rp367.790.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp361.113.800,00 Rp0,00 Rp361.113.800,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp361.113.800,00 Rp6.676.200,00
5.1.02.01.01.0045 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya Rp17.900.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp15.800.000,00 Rp0,00 Rp15.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp15.800.000,00 Rp2.100.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp114.688.394,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp101.666.230,00 Rp13.022.164,00 Rp114.688.394,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp114.688.394,00 Rp0,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp105.883.074,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp93.896.830,00 Rp11.986.244,00 Rp105.883.074,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp105.883.074,00 Rp0,00
5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp105.883.074,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp93.896.830,00 Rp11.986.244,00 Rp105.883.074,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp105.883.074,00 Rp0,00
5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransi Rp8.805.320,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.769.400,00 Rp1.035.920,00 Rp8.805.320,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp8.805.320,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp4.485.450,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.957.750,00 Rp527.700,00 Rp4.485.450,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.485.450,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp244.528,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp215.760,00 Rp28.768,00 Rp244.528,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp244.528,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp305.660,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp269.700,00 Rp35.960,00 Rp305.660,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp305.660,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0010 | Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Rp3.769.682,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.326.190,00 Rp443.492,00 Rp3.769.682,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.769.682,00 Rp0,00
UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Rp1.157.605.758,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp669.823.551,00 Rp163.762.022,00 Rp833.585.573,00 | Rp161.467.285,00 Rp16.508.884,00 Rp177.976.169,00 Rp1.011.561.742,00 Rp146.044.016,00
3.25.01 ””MW_NMS PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Rp620.939.358,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp368.496.062,00 Rp65.277.272,00 Rp433.773.334,00 | Rp109.732.784,00 Rp13.983.884,00 Rp123.716.668,00 Rp557.490.002,00 Rp63.449.356,00
3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp41.933.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp23.903.180,00 Rp0,00 Rp23.903.180,00 | Rp12.760.000,00 Rp568.000,00 Rp13.328.000,00 Rp37.231.180,00 Rp4.701.820,00
3.25.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp8.433.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.810.000,00 Rp0,00 Rp5.810.000,00 Rp5.810.000,00 Rp2.623.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp8.433.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.810.000,00 Rp0,00 Rp5.810.000,00 Rp5.810.000,00 Rp2.623.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp8.433.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.810.000,00 Rp0,00 Rp5.810.000,00 Rp5.810.000,00 Rp2.623.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp8.433.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.810.000,00 Rp0,00 Rp5.810.000,00 Rp5.810.000,00 Rp2.623.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp8.433.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.810.000,00 Rp0,00 Rp5.810.000,00 Rp5.810.000,00 Rp2.623.000,00
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp6.293.100,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.930.000,00 Rp0,00 Rp3.930.000,00 Rp3.930.000,00 Rp2.363.100,00
5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp2.139.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.880.000,00 Rp0,00 Rp1.880.000,00 Rp1.880.000,00 Rp259.900,00
3.25.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp32.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp23.903.180,00 Rp0,00 Rp23.903.180,00 Rp6.250.000,00 Rp568.000,00 Rp6.818.000,00 Rp30.721.180,00 Rp1.778.820,00
51 BELANJA OPERASI Rp32.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp23.903.180,00 Rp0,00 Rp23.903.180,00 Rp6.250.000,00 Rp568.000,00 Rp6.818.000,00 Rp30.721.180,00 Rp1.778.820,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp32.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp23.903.180,00 Rp0,00 Rp23.903.180,00 Rp6.250.000,00 Rp568.000,00 Rp6.818.000,00 Rp30.721.180,00 Rp1.778.820,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp32.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp23.903.180,00 Rp0,00 Rp23.903.180,00 Rp6.250.000,00 Rp568.000,00 Rp6.818.000,00 Rp30.721.180,00 Rp1.778.820,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp32.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp23.903.180,00 Rp0,00 Rp23.903.180,00 Rp6.250.000,00 Rp568.000,00 Rp6.818.000,00 Rp30.721.180,00 Rp1.778.820,00
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Rp32.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp23.903.180,00 Rp0,00 Rp23.903.180,00 Rp6.250.000,00 Rp568.000,00 Rp6.818.000,00 Rp30.721.180,00 Rp1.778.820,00

Kegiatan Kantor Lainnya
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3.25.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp1.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp700.000,00 Rp0,00 Rp700.000,00 Rp700.000,00 Rp300.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp1.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp700.000,00 Rp0,00 Rp700.000,00 Rp700.000,00 Rp300.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp700.000,00 Rp0,00 Rp700.000,00 Rp700.000,00 Rp300.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp1.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp700.000,00 Rp0,00 Rp700.000,00 Rp700.000,00 Rp300.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp1.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp700.000,00 Rp0,00 Rp700.000,00 Rp700.000,00 Rp300.000,00
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp700.000,00 Rp0,00 Rp700.000,00 Rp700.000,00 Rp300.000,00
3.25.01.1.07 ”M“w“wmm: Barang Millk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Rp37.072.080,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp36.800.000,00 Rp0,00 Rp36.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp36.800.000,00 Rp272.080,00
3.25.01.1.07.0010 ”_”Nwmmms Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Rp37.072.080,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp36.800.000,00 Rp0,00 Rp36.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp36.800.000,00 Rp272.080,00
52 BELANJA MODAL Rp37.072.080,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp36.800.000,00 Rp0,00 Rp36.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp36.800.000,00 Rp272.080,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp37.072.080,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp36.800.000,00 Rp0,00 Rp36.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp36.800.000,00 Rp272.080,00
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp37.072.080,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp36.800.000,00 Rp0,00 Rp36.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp36.800.000,00 Rp272.080,00
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp37.072.080,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp36.800.000,00 Rp0,00 Rp36.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp36.800.000,00 Rp272.080,00
5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin Rp37.072.080,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp36.800.000,00 Rp0,00 Rp36.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp36.800.000,00 Rp272.080,00
3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp118.020.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp78.245.984,00 Rp6.565.884,00 Rp84.811.868,00 Rp84.811.868,00 Rp33.208.632,00
3.25.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp1.020.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp650.000,00 Rp0,00 Rp650.000,00 Rp650.000,00 Rp370.500,00
51 BELANJA OPERASI Rp1.020.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp650.000,00 Rp0,00 Rp650.000,00 Rp650.000,00 Rp370.500,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.020.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp650.000,00 Rp0,00 Rp650.000,00 Rp650.000,00 Rp370.500,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp1.020.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp650.000,00 Rp0,00 Rp650.000,00 Rp650.000,00 Rp370.500,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp1.020.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp650.000,00 Rp0,00 Rp650.000,00 Rp650.000,00 Rp370.500,00
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp1.020.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp650.000,00 Rp0,00 Rp650.000,00 Rp650.000,00 Rp370.500,00
3.25.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp117.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp77.595.984,00 Rp6.565.884,00 Rp84.161.868,00 Rp84.161.868,00 Rp32.838.132,00
51 BELANJA OPERASI Rp117.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp77.595.984,00 Rp6.565.884,00 Rp84.161.868,00 Rp84.161.868,00 Rp32.838.132,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp117.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp77.595.984,00 Rp6.565.884,00 Rp84.161.868,00 Rp84.161.868,00 Rp32.838.132,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp117.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp77.595.984,00 Rp6.565.884,00 Rp84.161.868,00 Rp84.161.868,00 Rp32.838.132,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp117.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp77.595.984,00 Rp6.565.884,00 Rp84.161.868,00 Rp84.161.868,00 Rp32.838.132,00
5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon Rp2.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp803.277,00 Rp55.391,00 Rp858.668,00 Rp858.668,00 Rp1.141.332,00
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5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air Rp10.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.189.625,00 Rp417.075,00 Rp3.606.700,00 Rp3.606.700,00 Rp6.393.300,00
5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik Rp105.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp73.603.082,00 Rp6.093.418,00 Rp79.696.500,00 Rp79.696.500,00 Rp25.303.500,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
3.25.01.1.09 h Rp423.913.778,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp307.792.882,00 Rp65.277.272,00 Rp373.070.154,00 Rp18.726.800,00 Rp6.850.000,00 Rp25.576.800,00 Rp398.646.954,00 Rp25.266.824,00
Daeral
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
3.25.01.1.09.0002 - X X Rp92.232.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp53.168.000,00 Rp10.617.000,00 Rp63.785.000,00 Rp5.945.500,00 Rp0,00 Rp5.945.500,00 Rp69.730.500,00 Rp22.501.500,00
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
51 BELANJA OPERASI Rp92.232.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp53.168.000,00 Rp10.617.000,00 Rp63.785.000,00 Rp5.945.500,00 Rp0,00 Rp5.945.500,00 Rp69.730.500,00 Rp22.501.500,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp92.232.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp53.168.000,00 Rp10.617.000,00 Rp63.785.000,00 Rp5.945.500,00 Rp0,00 Rp5.945.500,00 Rp69.730.500,00 Rp22.501.500,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp53.632.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp42.963.000,00 Rp0,00 Rp42.963.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp42.963.000,00 Rp10.669.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp53.632.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp42.963.000,00 Rp0,00 Rp42.963.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp42.963.000,00 Rp10.669.000,00
5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp53.632.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp42.963.000,00 Rp0,00 Rp42.963.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp42.963.000,00 Rp10.669.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp2.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.596.500,00 Rp0,00 Rp1.596.500,00 Rp1.596.500,00 Rp1.003.500,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp2.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.596.500,00 Rp0,00 Rp1.596.500,00 Rp1.596.500,00 Rp1.003.500,00
5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp2.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.596.500,00 Rp0,00 Rp1.596.500,00 Rp1.596.500,00 Rp1.003.500,00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp36.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp10.205.000,00 Rp10.617.000,00 Rp20.822.000,00 Rp4.349.000,00 Rp0,00 Rp4.349.000,00 Rp25.171.000,00 Rp10.829.000,00
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp36.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp10.205.000,00 Rp10.617.000,00 Rp20.822.000,00 Rp4.349.000,00 Rp0,00 Rp4.349.000,00 Rp25.171.000,00 Rp10.829.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-
5.1.02.03.02.0035 Rp36.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp10.205.000,00 Rp10.617.000,00 Rp20.822.000,00 Rp4.349.000,00 Rp0,00 Rp4.349.000,00 Rp25.171.000,00 Rp10.829.000,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
3.25.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp316.901.778,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp254.624.882,00 Rp54.660.272,00 Rp309.285.154,00 Rp5.791.500,00 Rp0,00 Rp5.791.500,00 Rp315.076.654,00 Rp1.825.124,00
51 BELANJA OPERASI Rp316.901.778,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp254.624.882,00 Rp54.660.272,00 Rp309.285.154,00 Rp5.791.500,00 Rp0,00 Rp5.791.500,00 Rp315.076.654,00 Rp1.825.124,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp316.901.778,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp254.624.882,00 Rp54.660.272,00 Rp309.285.154,00 Rp5.791.500,00 Rp0,00 Rp5.791.500,00 Rp315.076.654,00 Rp1.825.124,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp7.080.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.791.500,00 Rp0,00 Rp5.791.500,00 Rp5.791.500,00 Rp1.288.900,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp7.080.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.791.500,00 Rp0,00 Rp5.791.500,00 Rp5.791.500,00 Rp1.288.900,00
5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp3.992.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.456.500,00 Rp0,00 Rp3.456.500,00 Rp3.456.500,00 Rp536.400,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk
5.1.02.01.01.0036 Rp3.087.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.335.000,00 Rp0,00 Rp2.335.000,00 Rp2.335.000,00 Rp752.500,00
Kegiatan Kantor Lainnya
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp309.821.378,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp254.624.882,00 Rp54.660.272,00 Rp309.285.154,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp309.285.154,00 Rp536.224,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp294.800.538,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp241.675.882,00 Rp52.588.432,00 Rp294.264.314,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp294.264.314,00 Rp536.224,00
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5.1.02.02.01.0015 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Rp36.958.732,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp30.965.610,00 Rp5.993.122,00 Rp36.958.732,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp36.958.732,00 Rp0,00
5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp68.924.342,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp62.931.220,00 Rp5.993.122,00 Rp68.924.342,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp68.924.342,00 Rp0,00
5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp115.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp85.847.832,00 Rp28.615.944,00 Rp114.463.776,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp114.463.776,00 Rp536.224,00
5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp73.917.464,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp61.931.220,00 Rp11.986.244,00 Rp73.917.464,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp73.917.464,00 Rp0,00
5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransi Rp15.020.840,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp12.949.000,00 Rp2.071.840,00 Rp15.020.840,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp15.020.840,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp7.651.650,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.596.250,00 Rp1.055.400,00 Rp7.651.650,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.651.650,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp417.136,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp359.600,00 Rp57.536,00 Rp417.136,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp417.136,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp521.420,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp449.500,00 Rp71.920,00 Rp521.420,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp521.420,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0010 | Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Rp6.430.634,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.543.650,00 Rp886.984,00 Rp6.430.634,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.430.634,00 Rp0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
3.25.01.1.09.0010 Rp14.780.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.989.800,00 Rp6.850.000,00 Rp13.839.800,00 Rp13.839.800,00 Rp940.200,00
atau Bangunan Lainnya
51 BELANJA OPERASI Rp14.780.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.989.800,00 Rp6.850.000,00 Rp13.839.800,00 Rp13.839.800,00 Rp940.200,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp14.780.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.989.800,00 Rp6.850.000,00 Rp13.839.800,00 Rp13.839.800,00 Rp940.200,00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp14.780.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.989.800,00 Rp6.850.000,00 Rp13.839.800,00 Rp13.839.800,00 Rp940.200,00
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp14.780.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.989.800,00 Rp6.850.000,00 Rp13.839.800,00 Rp13.839.800,00 Rp940.200,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah
5.1.02.03.02.0121 Rp6.100.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.749.800,00 Rp0,00 Rp5.749.800,00 Rp5.749.800,00 Rp350.200,00
Tangga-Alat Pendingin
5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp7.300.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.850.000,00 Rp6.850.000,00 Rp6.850.000,00 Rp450.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan
5.1.02.03.02.0411 . Rp1.380.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.240.000,00 Rp0,00 Rp1.240.000,00 Rp1.240.000,00 Rp140.000,00
Komputer Lainnya
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Rp536.666.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp301.327.489,00 Rp98.484.750,00 Rp399.812.239,00 | Rp51.734.501,00 Rp2.525.000,00 Rp54.259.501,00 Rp454.071.740,00 Rp82.594.660,00
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha
3.25.06.1.02 Rp536.666.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp301.327.489,00 Rp98.484.750,00 Rp399.812.239,00 | Rp51.734.501,00 Rp2.525.000,00 Rp54.259.501,00 Rp454.071.740,00 Rp82.594.660,00
Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi
terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing
3.25.06.1.02.0003 | serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk Rp46.041.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp35.748.500,00 Rp0,00 Rp35.748.500,00 Rp35.748.500,00 Rp10.292.500,00
yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan
Berdaya Saing
51 BELANJA OPERASI Rp46.041.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp35.748.500,00 Rp0,00 Rp35.748.500,00 Rp35.748.500,00 Rp10.292.500,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp46.041.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp35.748.500,00 Rp0,00 Rp35.748.500,00 Rp35.748.500,00 Rp10.292.500,00
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5.1.02.01 Belanja Barang Rp1.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.760.000,00 Rp0,00 Rp1.760.000,00 Rp1.760.000,00 Rp40.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp1.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.760.000,00 Rp0,00 Rp1.760.000,00 Rp1.760.000,00 Rp40.000,00
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp1.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.760.000,00 Rp0,00 Rp1.760.000,00 Rp1.760.000,00 Rp40.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp24.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp24.000.000,00 Rp0,00 Rp24.000.000,00 Rp24.000.000,00 Rp0,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp24.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp24.000.000,00 Rp0,00 Rp24.000.000,00 Rp24.000.000,00 Rp0,00
5.1.02.02.01.0036 | Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO Rp22.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp22.500.000,00 Rp0,00 Rp22.500.000,00 Rp22.500.000,00 Rp0,00
5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Rp1.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.500.000,00 Rp0,00 Rp1.500.000,00 Rp1.500.000,00 Rp0,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp20.241.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.988.500,00 Rp0,00 Rp9.988.500,00 Rp9.988.500,00 Rp10.252.500,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp20.241.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.988.500,00 Rp0,00 Rp9.988.500,00 Rp9.988.500,00 Rp10.252.500,00
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp20.241.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.988.500,00 Rp0,00 Rp9.988.500,00 Rp9.988.500,00 Rp10.252.500,00
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar
3.25.06.1.02.0004 | Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Rp490.625.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp301.327.489,00 Rp98.484.750,00 Rp399.812.239,00 Rp15.986.001,00 Rp2.525.000,00 Rp18.511.001,00 Rp418.323.240,00 Rp72.302.160,00
Besar
51 BELANJA OPERASI Rp390.365.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp219.129.900,00 Rp98.484.750,00 Rp317.614.650,00 Rp15.986.001,00 Rp2.525.000,00 Rp18.511.001,00 Rp336.125.651,00 Rp54.239.749,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp390.365.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp219.129.900,00 Rp98.484.750,00 Rp317.614.650,00 | Rp15.986.001,00 Rp2.525.000,00 Rp18.511.001,00 Rp336.125.651,00 Rp54.239.749,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp214.505.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp143.217.000,00 Rp20.784.750,00 Rp164.001.750,00 Rp6.136.001,00 Rp2.525.000,00 Rp8.661.001,00 Rp172.662.751,00 Rp41.842.649,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp204.205.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp134.781.000,00 Rp20.784.750,00 Rp155.565.750,00 Rp6.136.001,00 Rp2.525.000,00 Rp8.661.001,00 Rp164.226.751,00 Rp39.978.649,00
5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp175.216.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp123.865.000,00 Rp20.784.750,00 Rp144.649.750,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp144.649.750,00 Rp30.566.850,00
5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp18.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.050.000,00 Rp0,00 Rp5.050.000,00 Rp5.050.001,00 Rp2.525.000,00 Rp7.575.001,00 Rp12.625.001,00 Rp5.374.999,00
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp537.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp450.000,00 Rp0,00 Rp450.000,00 Rp450.000,00 Rp87.000,00
5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp757.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp636.000,00 Rp0,00 Rp636.000,00 Rp636.000,00 Rp121.200,00
5.1.02.01.01.0036 mm_w:_.m Alat/Bahan .c:E_A Kegiatan Kantor-Ala/Bahan untuk Rp9.694.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.866.000,00 Rp0,00 Rp5.866.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.866.000,00 Rp3.828.600,00
Kegiatan Kantor Lainnya
5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp10.300.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp8.436.000,00 Rp0,00 Rp8.436.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp8.436.000,00 Rp1.864.000,00
5.1.02.01.04.0248 Belarya Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Rp10.300.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp8.436.000,00 Rp0,00 Rp8.436.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp8.436.000,00 Rp1.864.000,00
Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp11.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.850.000,00 Rp0,00 Rp9.850.000,00 Rp9.850.000,00 Rp1.650.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp11.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.850.000,00 Rp0,00 Rp9.850.000,00 Rp9.850.000,00 Rp1.650.000,00
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5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Rp11.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.850.000,00 Rp0,00 Rp9.850.000,00 Rp9.850.000,00 Rp1.650.000,00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp134.360.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp49.811.250,00 Rp77.700.000,00 Rp127.511.250,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp127.511.250,00 Rp6.848.750,00
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp134.360.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp49.811.250,00 Rp77.700.000,00 Rp127.511.250,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp127.511.250,00 Rp6.848.750,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat
5.1.02.03.02.0250 . L Rp84.360.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp77.700.000,00 Rp77.700.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp77.700.000,00 Rp6.660.000,00
Laboratorium Kimia
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit
5.1.02.03.02.0301 Rp50.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp49.811.250,00 Rp0,00 Rp49.811.250,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp49.811.250,00 Rp188.750,00
Alat Laboratorium Lainnya
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
5.1.02.05 Rp30.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp26.101.650,00 Rp0,00 Rp26.101.650,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp26.101.650,00 Rp3.898.350,00
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
5.1.02.05.02 Rp30.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp26.101.650,00 Rp0,00 Rp26.101.650,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp26.101.650,00 Rp3.898.350,00
Lain/Masyarakat
5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp30.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp26.101.650,00 Rp0,00 Rp26.101.650,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp26.101.650,00 Rp3.898.350,00
52 BELANJA MODAL Rp100.260.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp82.197.589,00 Rp0,00 Rp82.197.589,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp82.197.589,00 Rp18.062.411,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp100.260.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp82.197.589,00 Rp0,00 Rp82.197.589,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp82.197.589,00 Rp18.062.411,00
5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp4.400.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.136.750,00 Rp0,00 Rp2.136.750,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.136.750,00 Rp2.263.250,00
5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur Rp4.400.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.136.750,00 Rp0,00 Rp2.136.750,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.136.750,00 Rp2.263.250,00
5.2.02.03.03.0021 | Belanja Modal Alat Ukur Lainnya Rp4.400.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.136.750,00 Rp0,00 Rp2.136.750,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.136.750,00 Rp2.263.250,00
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp11.200.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.000.000,00 Rp0,00 Rp9.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.000.000,00 Rp2.200.000,00
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp11.200.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.000.000,00 Rp0,00 Rp9.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.000.000,00 Rp2.200.000,00
5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin Rp11.200.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.000.000,00 Rp0,00 Rp9.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp9.000.000,00 Rp2.200.000,00
5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium Rp84.660.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp71.060.839,00 Rp0,00 Rp71.060.839,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp71.060.839,00 Rp13.599.161,00
5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp84.660.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp71.060.839,00 Rp0,00 Rp71.060.839,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp71.060.839,00 Rp13.599.161,00
5.2.02.08.01.0011 | Belanja Modal Alat Laboratorium Umum Rp78.660.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp66.904.999,00 Rp0,00 Rp66.904.999,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp66.904.999,00 Rp11.755.001,00
5.2.02.08.01.0056 | Belanja Modal Alat Laboratorium Lain Rp6.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.155.840,00 Rp0,00 Rp4.155.840,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.155.840,00 Rp1.844.160,00
UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali Rp899.566.752,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp578.113.561,00 Rp111.184.509,00 Rp689.298.070,00 | Rp57.517.522,00 Rp23.268.137,00 Rp80.785.659,00 Rp770.083.729,00 Rp129.483.023,00
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3.25.01 ””M/A\W_NM,\_ PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Rp854.606.752,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp578.113.561,00 Rp111.184.509,00 Rp689.298.070,00 | Rp32.798.522,00 Rp9.293.137,00 Rp42.091.659,00 Rp731.389.729,00 Rp123.217.023,00
3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp69.957.100,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp33.076.297,00 Rp33.076.297,00 | Rp24.755.624,00 Rp1.868.000,00 Rp26.623.624,00 Rp59.699.921,00 Rp10.257.179,00
3.25.01.1.06.0001 ”M”Mum_‘n_mm: Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Rp4.366.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.227.880,00 Rp0,00 Rp3.227.880,00 Rp3.227.880,00 Rp1.139.020,00
51 BELANJA OPERASI Rp4.366.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.227.880,00 Rp0,00 Rp3.227.880,00 Rp3.227.880,00 Rp1.139.020,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp4.366.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.227.880,00 Rp0,00 Rp3.227.880,00 Rp3.227.880,00 Rp1.139.020,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp4.366.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.227.880,00 Rp0,00 Rp3.227.880,00 Rp3.227.880,00 Rp1.139.020,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp4.366.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.227.880,00 Rp0,00 Rp3.227.880,00 Rp3.227.880,00 Rp1.139.020,00
5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp4.366.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.227.880,00 Rp0,00 Rp3.227.880,00 Rp3.227.880,00 Rp1.139.020,00
3.25.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp8.286.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.412.021,00 Rp0,00 Rp7.412.021,00 Rp7.412.021,00 Rp873.979,00
51 BELANJA OPERASI Rp8.286.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.412.021,00 Rp0,00 Rp7.412.021,00 Rp7.412.021,00 Rp873.979,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp8.286.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.412.021,00 Rp0,00 Rp7.412.021,00 Rp7.412.021,00 Rp873.979,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp8.286.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.412.021,00 Rp0,00 Rp7.412.021,00 Rp7.412.021,00 Rp873.979,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp8.286.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.412.021,00 Rp0,00 Rp7.412.021,00 Rp7.412.021,00 Rp873.979,00
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp637.700,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp567.009,00 Rp0,00 Rp567.009,00 Rp567.009,00 Rp70.691,00
5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp6.703.300,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.990.011,00 Rp0,00 Rp5.990.011,00 Rp5.990.011,00 Rp713.289,00
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp945.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp855.001,00 Rp0,00 Rp855.001,00 Rp855.001,00 Rp89.999,00
5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
3.25.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp41.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp22.631.225,00 Rp22.631.225,00 | Rp11.936.000,00 Rp1.868.000,00 Rp13.804.000,00 Rp36.435.225,00 Rp5.064.775,00
51 BELANJA OPERASI Rp41.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp22.631.225,00 Rp22.631.225,00 | Rp11.936.000,00 Rp1.868.000,00 Rp13.804.000,00 Rp36.435.225,00 Rp5.064.775,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp41.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp22.631.225,00 Rp22.631.225,00 | Rp11.936.000,00 Rp1.868.000,00 Rp13.804.000,00 Rp36.435.225,00 Rp5.064.775,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp41.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp22.631.225,00 Rp22.631.225,00 | Rp11.936.000,00 Rp1.868.000,00 Rp13.804.000,00 Rp36.435.225,00 Rp5.064.775,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp41.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp22.631.225,00 Rp22.631.225,00 | Rp11.936.000,00 Rp1.868.000,00 Rp13.804.000,00 Rp36.435.225,00 Rp5.064.775,00
5.1.02.01.01.0036 MM“MM”MMMMHM_”HM Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Rp32.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp22.631.225,00 Rp22.631.225,00 Rp5.056.000,00 Rp1.008.000,00 Rp6.064.000,00 Rp28.695.225,00 Rp3.804.775,00
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5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp9.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.880.000,00 Rp860.000,00 Rp7.740.000,00 Rp7.740.000,00 Rp1.260.000,00
3.25.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp15.804.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp10.445.072,00 Rp10.445.072,00 Rp2.179.723,00 Rp0,00 Rp2.179.723,00 Rp12.624.795,00 Rp3.179.405,00
51 BELANJA OPERASI Rp15.804.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp10.445.072,00 Rp10.445.072,00 Rp2.179.723,00 Rp0,00 Rp2.179.723,00 Rp12.624.795,00 Rp3.179.405,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp15.804.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp10.445.072,00 Rp10.445.072,00 Rp2.179.723,00 Rp0,00 Rp2.179.723,00 Rp12.624.795,00 Rp3.179.405,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp15.804.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp10.445.072,00 Rp10.445.072,00 Rp2.179.723,00 Rp0,00 Rp2.179.723,00 Rp12.624.795,00 Rp3.179.405,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp15.804.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp10.445.072,00 Rp10.445.072,00 Rp2.179.723,00 Rp0,00 Rp2.179.723,00 Rp12.624.795,00 Rp3.179.405,00
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp15.804.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp10.445.072,00 Rp10.445.072,00 Rp2.179.723,00 Rp0,00 Rp2.179.723,00 Rp12.624.795,00 Rp3.179.405,00
3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp17.096.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp380.000,00 Rp2.602.840,00 Rp2.982.840,00 Rp2.982.840,00 Rp14.113.760,00
3.25.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp596.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp380.000,00 Rp0,00 Rp380.000,00 Rp380.000,00 Rp216.600,00
51 BELANJA OPERASI Rp596.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp380.000,00 Rp0,00 Rp380.000,00 Rp380.000,00 Rp216.600,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp596.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp380.000,00 Rp0,00 Rp380.000,00 Rp380.000,00 Rp216.600,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp596.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp380.000,00 Rp0,00 Rp380.000,00 Rp380.000,00 Rp216.600,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp596.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp380.000,00 Rp0,00 Rp380.000,00 Rp380.000,00 Rp216.600,00
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp596.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp380.000,00 Rp0,00 Rp380.000,00 Rp380.000,00 Rp216.600,00
3.25.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Li Rp16.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.602.840,00 Rp2.602.840,00 Rp2.602.840,00 Rp13.897.160,00
51 BELANJA OPERASI Rp16.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.602.840,00 Rp2.602.840,00 Rp2.602.840,00 Rp13.897.160,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp16.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.602.840,00 Rp2.602.840,00 Rp2.602.840,00 Rp13.897.160,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp16.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.602.840,00 Rp2.602.840,00 Rp2.602.840,00 Rp13.897.160,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp16.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.602.840,00 Rp2.602.840,00 Rp2.602.840,00 Rp13.897.160,00
5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air Rp5.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp597.840,00 Rp597.840,00 Rp597.840,00 Rp4.402.160,00
5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik Rp11.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.005.000,00 Rp2.005.000,00 Rp2.005.000,00 Rp9.495.000,00
3.25.01.1.09 ”MMM_*“:mEm: Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Rp767.553.052,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp578.113.561,00 Rp78.108.212,00 Rp656.221.773,00 Rp7.662.898,00 Rp4.822.297,00 Rp12.485.195,00 Rp668.706.968,00 Rp98.846.084,00
3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemefiharaan, Pajak dan Rp133.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp82.623.350,00 Rp0,00 Rp82.623.350,00 Rp7.662.898,00 Rp4.822.297,00 Rp12.485.195,00 Rp95.108.545,00 Rp38.491.455,00

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

51 BELANJA OPERASI Rp133.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp82.623.350,00 Rp0,00 Rp82.623.350,00 Rp7.662.898,00 Rp4.822.297,00 Rp12.485.195,00 Rp95.108.545,00 Rp38.491.455,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp133.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp82.623.350,00 Rp0,00 Rp82.623.350,00 Rp7.662.898,00 Rp4.822.297,00 Rp12.485.195,00 Rp95.108.545,00 Rp38.491.455,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp71.640.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp57.658.100,00 Rp0,00 Rp57.658.100,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp57.658.100,00 Rp13.981.900,00
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5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp71.640.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp57.658.100,00 Rp0,00 Rp57.658.100,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp57.658.100,00 Rp13.981.900,00
5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp71.640.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp57.658.100,00 Rp0,00 Rp57.658.100,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp57.658.100,00 Rp13.981.900,00
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp3.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp767.900,00 Rp2.052.700,00 Rp2.820.600,00 Rp2.820.600,00 Rp179.400,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp3.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp767.900,00 Rp2.052.700,00 Rp2.820.600,00 Rp2.820.600,00 Rp179.400,00
5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp3.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp767.900,00 Rp2.052.700,00 Rp2.820.600,00 Rp2.820.600,00 Rp179.400,00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp56.240.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp24.965.250,00 Rp0,00 Rp24.965.250,00 Rp4.374.998,00 Rp2.769.597,00 Rp7.144.595,00 Rp32.109.845,00 Rp24.130.155,00
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp56.240.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp24.965.250,00 Rp0,00 Rp24.965.250,00 Rp4.374.998,00 Rp2.769.597,00 Rp7.144.595,00 Rp32.109.845,00 Rp24.130.155,00
5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angk.tan Darat Bermotor- Rp36.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp24.965.250,00 Rp0,00 Rp24.965.250,00 Rp4.374.998,00 Rp2.769.597,00 Rp7.144.595,00 Rp32.109.845,00 Rp3.890.155,00

Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5.1.02.03.02.0052 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor- Rp20.240.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp20.240.000,00
Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp2.720.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.520.000,00 Rp0,00 Rp2.520.000,00 Rp2.520.000,00 Rp200.000,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp2.720.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.520.000,00 Rp0,00 Rp2.520.000,00 Rp2.520.000,00 Rp200.000,00
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp2.720.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.520.000,00 Rp0,00 Rp2.520.000,00 Rp2.520.000,00 Rp200.000,00
3.25.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp633.953.052,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp495.490.211,00 Rp78.108.212,00 Rp573.598.423,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp573.598.423,00 Rp60.354.629,00
51 BELANJA OPERASI Rp633.953.052,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp495.490.211,00 Rp78.108.212,00 Rp573.598.423,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp573.598.423,00 Rp60.354.629,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp633.953.052,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp495.490.211,00 Rp78.108.212,00 Rp573.598.423,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp573.598.423,00 Rp60.354.629,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp633.953.052,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp495.490.211,00 Rp78.108.212,00 Rp573.598.423,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp573.598.423,00 Rp60.354.629,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp589.408.492,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp460.527.911,00 Rp72.928.612,00 Rp533.456.523,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp533.456.523,00 Rp55.951.969,00
5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp534.408.492,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp421.535.735,00 Rp59.931.220,00 Rp481.466.955,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp481.466.955,00 Rp52.941.537,00
5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp55.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp38.992.176,00 Rp12.997.392,00 Rp51.989.568,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp51.989.568,00 Rp3.010.432,00
5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransi Rp44.544.560,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.962.300,00 Rp5.179.600,00 Rp40.141.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp40.141.900,00 Rp4.402.660,00
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5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp22.691.100,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp17.809.875,00 Rp2.638.500,00 Rp20.448.375,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp20.448.375,00 Rp2.242.725,00
5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp1.237.024,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp970.920,00 Rp143.840,00 Rp1.114.760,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.114.760,00 Rp122.264,00
5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp1.546.280,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.213.650,00 Rp179.800,00 Rp1.393.450,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.393.450,00 Rp152.830,00
5.1.02.02.02.0010 | Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Rp19.070.156,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp14.967.855,00 Rp2.217.460,00 Rp17.185.315,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp17.185.315,00 Rp1.884.841,00
3.25.02 ””WMC_NM__M_O_H___.mzo_m_.O;>Z KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- Rp44.960.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp24.719.000,00 Rp13.975.000,00 Rp38.694.000,00 Rp38.694.000,00 Rp6.266.000,00
3.25.02.1.01 MMM@MH”E: Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mi di Luar Minyak dan Rp44.960.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp24.719.000,00 Rp13.975.000,00 Rp38.694.000,00 Rp38.694.000,00 Rp6.266.000,00
3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Rp44.960.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp24.719.000,00 Rp13.975.000,00 Rp38.694.000,00 Rp38.694.000,00 Rp6.266.000,00

Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat

51 BELANJA OPERASI Rp44.960.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp24.719.000,00 Rp13.975.000,00 Rp38.694.000,00 Rp38.694.000,00 Rp6.266.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp44.960.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp24.719.000,00 Rp13.975.000,00 Rp38.694.000,00 Rp38.694.000,00 Rp6.266.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp7.920.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.279.000,00 Rp1.075.000,00 Rp3.354.000,00 Rp3.354.000,00 Rp4.566.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp7.920.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.279.000,00 Rp1.075.000,00 Rp3.354.000,00 Rp3.354.000,00 Rp4.566.000,00
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp7.920.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.279.000,00 Rp1.075.000,00 Rp3.354.000,00 Rp3.354.000,00 Rp4.566.000,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp37.040.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp22.440.000,00 Rp12.900.000,00 Rp35.340.000,00 Rp35.340.000,00 Rp1.700.000,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp37.040.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp22.440.000,00 Rp12.900.000,00 Rp35.340.000,00 Rp35.340.000,00 Rp1.700.000,00
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp37.040.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp22.440.000,00 Rp12.900.000,00 Rp35.340.000,00 Rp35.340.000,00 Rp1.700.000,00
UPTD Pelabuhan Perikanan Rp283.308.725,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp182.989.957,00 Rp0,00 Rp182.989.957,00 | Rp47.152.995,00 Rp19.028.238,00 Rp66.181.233,00 Rp249.171.190,00 Rp34.137.535,00
3.25.01 H”MW_NM,\_ PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Rp259.454.725,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp182.989.957,00 Rp0,00 Rp182.989.957,00 | Rp40.232.995,00 Rp5.257.294,00 Rp45.490.289,00 Rp228.480.246,00 Rp30.974.479,00
3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp76.085.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp23.287.252,00 Rp0,00 Rp23.287.252,00 | Rp34.738.321,00 Rp4.440.000,00 Rp39.178.321,00 Rp62.465.573,00 Rp13.620.327,00
3.25.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp26.835.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp20.098.321,00 Rp0,00 Rp20.098.321,00 Rp20.098.321,00 Rp6.737.579,00
51 BELANJA OPERASI Rp26.835.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp20.098.321,00 Rp0,00 Rp20.098.321,00 Rp20.098.321,00 Rp6.737.579,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp26.835.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp20.098.321,00 Rp0,00 Rp20.098.321,00 Rp20.098.321,00 Rp6.737.579,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp26.835.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp20.098.321,00 Rp0,00 Rp20.098.321,00 Rp20.098.321,00 Rp6.737.579,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp26.835.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp20.098.321,00 Rp0,00 Rp20.098.321,00 Rp20.098.321,00 Rp6.737.579,00
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp3.633.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.754.998,00 Rp0,00 Rp2.754.998,00 Rp2.754.998,00 Rp878.002,00
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5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp2.777.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.240.006,00 Rp0,00 Rp2.240.006,00 Rp2.240.006,00 Rp536.994,00
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp8.157.800,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.853.321,00 Rp0,00 Rp5.853.321,00 Rp5.853.321,00 Rp2.304.479,00
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp2.747.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.750.000,00 Rp0,00 Rp1.750.000,00 Rp1.750.000,00 Rp997.500,00
5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp5.931.100,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.049.999,00 Rp0,00 Rp4.049.999,00 Rp4.049.999,00 Rp1.881.101,00
5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp3.589.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.449.997,00 Rp0,00 Rp3.449.997,00 Rp3.449.997,00 Rp139.503,00
3.25.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp32.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp23.287.252,00 Rp0,00 Rp23.287.252,00 Rp6.216.000,00 Rp600.000,00 Rp6.816.000,00 Rp30.103.252,00 Rp2.396.748,00
51 BELANJA OPERASI Rp32.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp23.287.252,00 Rp0,00 Rp23.287.252,00 Rp6.216.000,00 Rp600.000,00 Rp6.816.000,00 Rp30.103.252,00 Rp2.396.748,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp32.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp23.287.252,00 Rp0,00 Rp23.287.252,00 Rp6.216.000,00 Rp600.000,00 Rp6.816.000,00 Rp30.103.252,00 Rp2.396.748,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp32.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp23.287.252,00 Rp0,00 Rp23.287.252,00 Rp6.216.000,00 Rp600.000,00 Rp6.816.000,00 Rp30.103.252,00 Rp2.396.748,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp32.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp23.287.252,00 Rp0,00 Rp23.287.252,00 Rp6.216.000,00 Rp600.000,00 Rp6.816.000,00 Rp30.103.252,00 Rp2.396.748,00
5.1.02.01.01.0036 mm_wam Alat/Bahan .c:E_A Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Rp32.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp23.287.252,00 Rp0,00 Rp23.287.252,00 Rp6.216.000,00 Rp600.000,00 Rp6.816.000,00 Rp30.103.252,00 Rp2.396.748,00

Kegiatan Kantor Lainnya

3.25.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp16.750.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp8.424.000,00 Rp3.840.000,00 Rp12.264.000,00 Rp12.264.000,00 Rp4.486.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp16.750.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp8.424.000,00 Rp3.840.000,00 Rp12.264.000,00 Rp12.264.000,00 Rp4.486.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp16.750.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp8.424.000,00 Rp3.840.000,00 Rp12.264.000,00 Rp12.264.000,00 Rp4.486.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp6.750.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.664.000,00 Rp0,00 Rp2.664.000,00 Rp2.664.000,00 Rp4.086.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp6.750.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.664.000,00 Rp0,00 Rp2.664.000,00 Rp2.664.000,00 Rp4.086.000,00
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp6.750.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.664.000,00 Rp0,00 Rp2.664.000,00 Rp2.664.000,00 Rp4.086.000,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp10.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.760.000,00 Rp3.840.000,00 Rp9.600.000,00 Rp9.600.000,00 Rp400.000,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp10.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.760.000,00 Rp3.840.000,00 Rp9.600.000,00 Rp9.600.000,00 Rp400.000,00
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp10.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.760.000,00 Rp3.840.000,00 Rp9.600.000,00 Rp9.600.000,00 Rp400.000,00
3.25.01.1.07 MMMWM”_%: Barang Mikk Daerah Penunjang Unisan Pemerintzh Rp20.445.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp18.750.000,00 Rp0,00 Rp18.750.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp18.750.000,00 Rp1.695.200,00
3.25.01.1.07.0010 ”_”Nwwmm: Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Rp20.445.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp18.750.000,00 Rp0,00 Rp18.750.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp18.750.000,00 Rp1.695.200,00
52 BELANJA MODAL Rp20.445.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp18.750.000,00 Rp0,00 Rp18.750.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp18.750.000,00 Rp1.695.200,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp20.445.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp18.750.000,00 Rp0,00 Rp18.750.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp18.750.000,00 Rp1.695.200,00
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp20.445.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp18.750.000,00 Rp0,00 Rp18.750.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp18.750.000,00 Rp1.695.200,00
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5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp20.445.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp18.750.000,00 Rp0,00 Rp18.750.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp18.750.000,00 Rp1.695.200,00
5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer Rp20.445.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp18.750.000,00 Rp0,00 Rp18.750.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp18.750.000,00 Rp1.695.200,00
3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp12.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.758.374,00 Rp453.594,00 Rp5.211.968,00 Rp5.211.968,00 Rp6.788.032,00
3.25.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp12.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.758.374,00 Rp453.594,00 Rp5.211.968,00 Rp5.211.968,00 Rp6.788.032,00
51 BELANJA OPERASI Rp12.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.758.374,00 Rp453.594,00 Rp5.211.968,00 Rp5.211.968,00 Rp6.788.032,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp12.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.758.374,00 Rp453.594,00 Rp5.211.968,00 Rp5.211.968,00 Rp6.788.032,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp12.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.758.374,00 Rp453.594,00 Rp5.211.968,00 Rp5.211.968,00 Rp6.788.032,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp12.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.758.374,00 Rp453.594,00 Rp5.211.968,00 Rp5.211.968,00 Rp6.788.032,00
5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air Rp2.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp357.000,00 Rp37.000,00 Rp394.000,00 Rp394.000,00 Rp1.606.000,00
5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik Rp10.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.401.374,00 Rp416.594,00 Rp4.817.968,00 Rp4.817.968,00 Rp5.182.032,00
3.25.01.1.09 MMHM__“:mEm: Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Rp150.923.625,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp140.952.705,00 Rp0,00 Rp140.952.705,00 Rp736.300,00 Rp363.700,00 Rp1.100.000,00 Rp142.052.705,00 Rp8.870.920,00
3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemelharaan, Biaya Pemelinaraan, Pajak dan Rp127.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp123.675.000,00 Rp0,00 Rp123.675.000,00 Rp736.300,00 Rp363.700,00 Rp1.100.000,00 Rp124.775.000,00 Rp3.025.000,00

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
51 BELANJA OPERASI Rp127.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp123.675.000,00 Rp0,00 Rp123.675.000,00 Rp736.300,00 Rp363.700,00 Rp1.100.000,00 Rp124.775.000,00 Rp3.025.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp127.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp123.675.000,00 Rp0,00 Rp123.675.000,00 Rp736.300,00 Rp363.700,00 Rp1.100.000,00 Rp124.775.000,00 Rp3.025.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp88.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp88.752.000,00 Rp0,00 Rp88.752.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp88.752.000,00 Rp48.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp88.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp88.752.000,00 Rp0,00 Rp88.752.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp88.752.000,00 Rp48.000,00
5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp88.800.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp88.752.000,00 Rp0,00 Rp88.752.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp88.752.000,00 Rp48.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp3.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp736.300,00 Rp363.700,00 Rp1.100.000,00 Rp1.100.000,00 Rp1.900.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp3.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp736.300,00 Rp363.700,00 Rp1.100.000,00 Rp1.100.000,00 Rp1.900.000,00
5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp3.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp736.300,00 Rp363.700,00 Rp1.100.000,00 Rp1.100.000,00 Rp1.900.000,00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp36.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.923.000,00 Rp0,00 Rp34.923.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.923.000,00 Rp1.077.000,00
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp36.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.923.000,00 Rp0,00 Rp34.923.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.923.000,00 Rp1.077.000,00
5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemefiharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermator- Rp36.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.923.000,00 Rp0,00 Rp34.923.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.923.000,00 Rp1.077.000,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

3.25.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp23.123.625,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp17.277.705,00 Rp0,00 Rp17.277.705,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp17.277.705,00 Rp5.845.920,00
51 BELANJA OPERASI Rp23.123.625,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp17.277.705,00 Rp0,00 Rp17.277.705,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp17.277.705,00 Rp5.845.920,00
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5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp23.123.625,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp17.277.705,00 Rp0,00 Rp17.277.705,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp17.277.705,00 Rp5.845.920,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp17.277.705,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp17.277.705,00 Rp0,00 Rp17.277.705,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp17.277.705,00 Rp0,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp15.982.805,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp15.982.805,00 Rp0,00 Rp15.982.805,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp15.982.805,00 Rp0,00
5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp15.982.805,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp15.982.805,00 Rp0,00 Rp15.982.805,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp15.982.805,00 Rp0,00
5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransi Rp1.294.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.294.900,00 Rp0,00 Rp1.294.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.294.900,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp659.625,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp659.625,00 Rp0,00 Rp659.625,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp659.625,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp35.960,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp35.960,00 Rp0,00 Rp35.960,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp35.960,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp44.950,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp44.950,00 Rp0,00 Rp44.950,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp44.950,00 Rp0,00
5.1.02.02.02.0010 | Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Rp554.365,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp554.365,00 Rp0,00 Rp554.365,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp554.365,00 Rp0,00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp5.845.920,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.845.920,00
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp5.845.920,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.845.920,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
5.1.02.03.03.0001 Rp5.845.920,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.845.920,00
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Rp23.854.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.920.000,00 Rp13.770.944,00 Rp20.690.944,00 Rp20.690.944,00 Rp3.163.056,00
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan
3.25.03.1.06 . o Rp23.854.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.920.000,00 Rp13.770.944,00 Rp20.690.944,00 Rp20.690.944,00 Rp3.163.056,00
Perikanan Provinsi
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan
3.25.03.1.06.0003 ) Rp23.854.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.920.000,00 Rp13.770.944,00 Rp20.690.944,00 Rp20.690.944,00 Rp3.163.056,00
Perikanan
51 BELANJA OPERASI Rp23.854.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.920.000,00 Rp13.770.944,00 Rp20.690.944,00 Rp20.690.944,00 Rp3.163.056,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp23.854.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.920.000,00 Rp13.770.944,00 Rp20.690.944,00 Rp20.690.944,00 Rp3.163.056,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp4.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.500.000,00 Rp0,00 Rp3.500.000,00 Rp3.500.000,00 Rp1.000.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp4.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.500.000,00 Rp0,00 Rp3.500.000,00 Rp3.500.000,00 Rp1.000.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
5.1.02.02.01.0003 B Rp4.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.500.000,00 Rp0,00 Rp3.500.000,00 Rp3.500.000,00 Rp1.000.000,00
Acara, dan Panitia
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp19.354.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.420.000,00 Rp13.770.944,00 Rp17.190.944,00 Rp17.190.944,00 Rp2.163.056,00
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5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp19.354.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.420.000,00 Rp13.770.944,00 Rp17.190.944,00 Rp17.190.944,00 Rp2.163.056,00
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp17.854.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.920.000,00 Rp13.770.944,00 Rp15.690.944,00 Rp15.690.944,00 Rp2.163.056,00
5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp1.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.500.000,00 Rp0,00 Rp1.500.000,00 Rp1.500.000,00 Rp0,00
JUMLAH Rp36.095.008.934,20 | Rp20.027.863.985,00 | Rp1.588.112.624,00 | Rp21.615.976.609,00 | Rp6.303.946.589,00 | Rp2.348.411.293,00 | Rp8.652.357.882,00 | Rp874.610.646,00 | Rp128.117.862,00 | Rp1.002.728.508,00 Rp31.271.062.999,00 | Rp4.823.945.935,20
Penerimaan :
- SP2D:
UP Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 |  Rp90.000.000,00 Rp0,00 Rp90.000.000,00 Rp90.000.000,00 Rp0,00
GU Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp786.597.774,00 | Rp158.228.146,00 Rp944.825.920,00 Rp944.825.920,00 Rp0,00
TU Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
LS Rp20.031.121.281,00 | Rp1.588.112.624,00 | Rp21.619.233.905,00 | Rp6.303.946.589,00 | Rp2.348.411.293,00 | Rp8.652.357.882,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp30.271.591.787,00 Rp0,00
GU-KKPD Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
- Potongan:
1. luran Wajib Pegawai 8% Rp407.445.740,00 Rp38.024.083,00 Rp445.469.823,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp445.469.823,00 Rp0,00
2. Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
3. Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
4. Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp7.249,00 Rp0,00 Rp7.249,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.249,00 Rp0,00
5. Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Rp146.262,00 Rp0,00 Rp146.262,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp146.262,00 Rp0,00
6. Belanja luran Jaminan Kematian PNS Rp21.756,00 Rp0,00 Rp21.756,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp21.756,00 Rp0,00
7. Belanja luran Jaminan Kematian PPPK Rp438.770,00 Rp0,00 Rp438.770,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp438.770,00 Rp0,00
8. luran Jaminan Kesehatan 4% Rp514.787.135,00 Rp49.963.130,00 Rp564.750.265,00 Rp63.983.625,00 Rp10.026.300,00 Rp74.009.925,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp638.760.190,00 Rp0,00
9. luran Jaminan Kecelakaan Kerja Rp12.762.890,00 Rp1.241.962,00 Rp14.004.852,00 Rp3.488.119,00 Rp546.592,00 Rp4.034.711,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp18.039.563,00 Rp0,00
10. luran Jaminan Kematian Rp38.288.765,00 Rp3.725.886,00 Rp42.014.651,00 Rp4.360.150,00 Rp683.240,00 Rp5.043.390,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp47.058.041,00 Rp0,00
11. luran Wajib Pegawai Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
12. luran Wajib Pegawai 1% Rp123.664.945,00 Rp12.490.793,00 Rp136.155.738,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp136.155.738,00 Rp0,00
13. Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
14. Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00




code Rekening Uraian Jomia Anggaran SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa SPJ - UP/GUITU Jumlah SPJ (LS + SisaPagu
s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini UP/GUITU) s.d Bulan ini Anggaran

1 2 3 4 5 6 = (4+5) 7 8 9 = (7+8) 10 11 12 = (10+11) 13 = (6+9+12) 14 = (3-13)
15. Taperum Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
16. Taspen Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
17. Askes Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
18. Lainnya Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
19. Sewa Rumah Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
20. Beras (BULOG) Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
21. Zakat Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
22. Jaminan Hari Tua Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp53.773.405,00 Rp8.426.348,00 Rp62.199.753,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp62.199.753,00 Rp0,00
Total Potongan Rp1.097.563.512,00 Rp105.445.854,00 Rp1.203.009.366,00 Rp125.605.299,00 Rp19.682.480,00 Rp145.287.779,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.792.376.960,00 Rp0,00
- Pajak:
1. Pajak Pertambahan N Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp280.691.752,00 Rp206.427.303,00 Rp487.119.055,00 Rp4.696.031,00 Rp0,00 Rp4.696.031,00 Rp491.815.086,00 Rp0,00
2. Pajak Penghasilan Ps 22 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.214.382,00 Rp947.790,00 Rp35.162.172,00 Rp858.696,00 Rp39.735,00 Rp898.431,00 Rp36.060.603,00 Rp0,00
3.PPH 21 Rp1.233.455.783,00 Rp15.663.994,00 Rp1.249.119.777,00 Rp2.555.332,00 Rp460.000,00 Rp3.015.332,00 Rp1.325.000,00 Rp0,00 Rp1.325.000,00 Rp1.253.460.109,00 Rp0,00
4. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
6. Pajak Penghasilan Ps 23 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp11.599.804,00 Rp8.073.347,00 Rp19.673.151,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp19.673.151,00 Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Ps 25 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Ps 26 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2) Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp8.870.175,00 Rp28.608.247,00 Rp37.478.422,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp37.478.422,00 Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Ps Ps 15 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
Total Pajak Rp1.233.455.783,00 Rp15.663.994,00 Rp1.249.119.777,00 Rp337.931.445,00 Rp244.516.687,00 Rp582.448.132,00 Rp6.879.727,00 Rp39.735,00 Rp6.919.462,00 Rp1.838.487.371,00 Rp0,00
JUMLAH PENERIMAAN SP2D BRUTO Rp20.031.121.281,00 [ Rp1.588.112.624,00 | Rp21.619.233.905,00 | Rp6.303.946.589,00 | Rp2.348.411.293,00 | Rp8.652.357.882,00 | Rp876.597.774,00 | Rp158.228.146,00 | Rp1.034.825.920,00 Rp31.306.417.707,00 Rp0,00
- Pengeluaran:
- SPJ:
UP/GU Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 | Rp874.898.643,00 | Rp128.117.862,00 | Rp1.003.016.505,00 Rp1.003.016.505,00 Rp0,00
TU Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00




code Rekening Uraian Jomia Anggaran SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa SPJ - UP/GUITU Jumlah SPJ (LS + SisaPagu
s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini UP/GUITU) s.d Bulan ini Anggaran
1 2 3 4 5 6 = (4+5) 7 8 9 = (7+8) 10 11 12 = (10+11) 13 = (6+9+12) 14 = (3-13)
LS Rp20.031.121.281,00 | Rp1.588.112.624,00 | Rp21.619.233.905,00 | Rp6.303.946.589,00 | Rp2.348.411.293,00 | Rp8.652.357.882,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp30.271.591.787,00 Rp0,00
GU-KKPD Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
- Potongan:
1. luran Wajib Pegawai 8% Rp407.445.740,00 Rp38.024.083,00 Rp445.469.823,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp445.469.823,00 Rp0,00
2. Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
3. Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
4. Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp7.249,00 Rp0,00 Rp7.249,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.249,00 Rp0,00
5. Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Rp146.262,00 Rp0,00 Rp146.262,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp146.262,00 Rp0,00
6. Belanja luran Jaminan Kematian PNS Rp21.756,00 Rp0,00 Rp21.756,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp21.756,00 Rp0,00
7. Belanja luran Jaminan Kematian PPPK Rp438.770,00 Rp0,00 Rp438.770,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp438.770,00 Rp0,00
8. luran Jaminan Kesehatan 4% Rp514.787.135,00 Rp49.963.130,00 Rp564.750.265,00 Rp63.983.625,00 Rp10.026.300,00 Rp74.009.925,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp638.760.190,00 Rp0,00
9. luran Jaminan Kecelakaan Kerja Rp12.762.890,00 Rp1.241.962,00 Rp14.004.852,00 Rp3.488.119,00 Rp546.592,00 Rp4.034.711,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp18.039.563,00 Rp0,00
10. luran Jaminan Kematian Rp38.288.765,00 Rp3.725.886,00 Rp42.014.651,00 Rp4.360.150,00 Rp683.240,00 Rp5.043.390,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp47.058.041,00 Rp0,00
11. luran Wajib Pegawai Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
12. luran Wajib Pegawai 1% Rp123.664.945,00 Rp12.490.793,00 Rp136.155.738,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp136.155.738,00 Rp0,00
13. Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
14. Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
15. Taperum Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
16. Taspen Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
17. Askes Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
18. Lainnya Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
19. Sewa Rumah Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
20. Beras (BULOG) Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
21. Zakat Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
22. Jaminan Hari Tua Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp53.773.405,00 Rp8.426.348,00 Rp62.199.753,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp62.199.753,00 Rp0,00
Total Potongan Rp1.097.563.512,00 Rp105.445.854,00 Rp1.203.009.366,00 Rp125.605.299,00 Rp19.682.480,00 Rp145.287.779,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.792.376.960,00 Rp0,00

- Pajak:




code Rekening Uraian Jomia Anggaran SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa SPJ - UP/GUITU Jumlah SPJ (LS + SisaPagu
s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini UP/GUITU) s.d Bulan ini Anggaran
1 2 3 4 5 6 = (4+5) 7 8 9 = (7+8) 10 11 12 = (10+11) 13 = (6+9+12) 14 = (3-13)
1. Pajak Pertambahan Nilai Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp280.691.752,00 Rp206.427.303,00 Rp487.119.055,00 Rp4.696.031,00 Rp0,00 Rp4.696.031,00 Rp491.815.086,00 Rp0,00
2. Pajak Penghasilan Ps 22 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp34.214.382,00 Rp947.790,00 Rp35.162.172,00 Rp858.696,00 Rp39.735,00 Rp898.431,00 Rp36.060.603,00 Rp0,00
3.PPH 21 Rp1.233.455.783,00 Rp15.663.994,00 Rp1.249.119.777,00 Rp2.555.332,00 Rp460.000,00 Rp3.015.332,00 Rp1.325.000,00 Rp0,00 Rp1.325.000,00 Rp1.253.460.109,00 Rp0,00
4. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
6. Pajak Penghasilan Ps 23 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp11.599.804,00 Rp8.073.347,00 Rp19.673.151,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp19.673.151,00 Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Ps 25 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Ps 26 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2) Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp8.870.175,00 Rp28.608.247,00 Rp37.478.422,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp37.478.422,00 Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Ps Ps 15 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
Total Pajak Rp1.233.455.783,00 Rp15.663.994,00 Rp1.249.119.777,00 Rp337.931.445,00 Rp244.516.687,00 Rp582.448.132,00 Rp6.879.727,00 Rp39.735,00 Rp6.919.462,00 Rp1.838.487.371,00 Rp0,00
- SPJ (Netto):
UP/GU Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 [ Rp868.018.916,00 | Rp128.078.127,00 Rp996.097.043,00 Rp996.097.043,00 Rp0,00
TU Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
LS Rp17.700.101.986,00 | Rp1.467.002.776,00 | Rp19.167.104.762,00 | Rp5.840.409.845,00 | Rp2.084.212.126,00 | Rp7.924.621.971,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp27.091.726.733,00 Rp0,00
GU-KKPD Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
Pengembalian ke Kasda (STS) Rp3.257.296,00 Rp0,00 Rp3.257.296,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp287.997,00 Rp31.809.415,00 Rp32.097.412,00 Rp35.354.708,00 Rp0,00
JUMLAH PENGELUARAN Rp20.031.121.281,00 | Rp1.588.112.624,00 [ Rp21.619.233.905,00 | Rp6.303.946.589,00 [ Rp2.348.411.293,00 | Rp8.652.357.882,00 | Rp874.898.643,00 [ Rp128.117.862,00 | Rp1.003.016.505,00 Rp31.274.608.292,00 Rp0,00
Saldo Kas UP/GU/TU Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.699.131,00 Rp1.699.131,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
Saldo Kas KKPD Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
Saldo Kas Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.699.131,00 Rp1.699.131,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
Menyetujui, Disiapkan oleh,
PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN

Ir. Putu Sumardiana, MP

NIP

| Putu Juni Suprianta, SE

NIP .




PEMERINTAHAN PROVINSI BALI
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN
(LPJ PENERIMAAN - FUNGSIONAL)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

PERIODE: 01 Desember 2025 s.d 31 Desember 2025

Kode Hekening

S/D Bulan Lalu Budan Inj S/D Bulan ini
Pongrimaan 3 § :
isa Angparan Yang Belum
Uraian Jumdah Anggaran g 98 e
Terealizasi/Pelanmpauan Angagran
Penyetoran
Sisa
Renbusi Petayanan Jasa Kepelasbuhanan Rp43. 277 000,00 RpE4 071.000.00 Rp1 580.500.00 Rp6s.651 500,00 Rp22 379 500 00

Rp64 07100000

Rl 580500 0D Ap65.657.500.00

Parmwasaia. dan Olshraga

Rpl 698.415.000.00

Rp76 800 000,00 Rp1

T 215.000.00

Hpb.0D

Rph.oD Rp0.00

Rp0.00 Rpd 00 Apt a0
410202170001 | Retnbusi Peisyanan Tempet Rekrsas, Rp2 594 000 L’J%.I.’?IW Rp1 688 415 D00.00 Rp78800.000.00 | Rpl 777 215.000.00 Rp&16 785 000.00

41,0202 150001

Retnbus: Pernyuasan Hasil Produks Lsaha
Pemennian Daerzh

Rp126.000.000,00

Ro134 744 000,00

Rp13.480.000.00 Rp148.224.000.00

Rp134,744.000.00

Rp13 480.000.00 Rp148.224 00C.00

—_—

RpG00

Rpl.00 RpD.00

Rp23.224 00000

4102 .02:20.0001

I

Ratibls Femanl-atan Asat Daergh

Rp400.C00.000,00

Rp801.596 294,00

Rp&3.085.000.00 RpESS 581.294.00

Re&(7T 596,254 00

Rp&1.085.000.00 FpB54.681,284 00

Rp0.00

Fpl 0o Rpo.00

Rpdod 681.204.00

TOTAL

Rp2.698.876.284,00

Rp146.945.500,00 r FRp2.845.771.793,00

Rp3-162.272.000,00

Rp2.698.826.294,00

Rp146.945.500,00

Rp2.845.771.794,00

Rp0,00

Rp0,00 Rp0,00

Rp316.500.206.00

Denpasar, 08 Januari 2026

BENDAHARA PENERIMAAN

Ni Wayan Sucitawati, SE




LAPORAN MUTAS| BARANG MILIK DAERAH
Dinas Kefautan dan Perikanan Frovins Bali
Tahun 2025
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men Mayra Wikowani, A.Md.Ak

Pande GUe Krishnadana, 5.5117, MLAP

N S

Pejabat Penatausahaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

3 T
; v : Putu .u:uE Eice

o %I




REKAPITULASI AKUMULASI PENYUSUTAN
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Tahun 2025

= : Mt Tuanbali - Dutadl Burang
Heliam Panpasta el
St | Jeris Mu”_n__.“ Nama Dbjek Berang Snlde Al Pempunitan I Wi e R R R t..._..,_“__-m”_v;h_:_. Muta Antar ] Atk b vl kst Habdapiasthe. | e ditan Sarda i x_:»__uuq“:_..: salde Akpir
Semeasr | Searentar || e - gl Diersh
1 ] i 3 3 7 == [ W0 1 — B 0 e [ =i ' T ™
T 02 PERALATAN 12,378,047,412.51 © 5366000 | 551,213,402.00 2099646500 | i 5564 TR RS0 13921 4510301
n a Aat Besar - T, = = .
— 02| b s nghutn ., 29,970,262.00 3,970,263.00 — ] - - | atmsoilisoo
0 dan Blet Uk 227.782,015.00 5 4,714,690.00 - P 1 ;  137.845,545.00
= 4| ¢ e Pursin 10,782,500.00 — = - - 75,450,486.00 |
U5 | o i Hanior Den Fursh Tangza  Ga313218.71550 130,239,812 00 N 3538943, 250.00 | = = 3,036,80,654,50
! 6|1 Akl Studio, Kommibas dan Peanices 508,375,645 01 10,448,037.00 31,478.644.00 = . 55,007,705 B0 - 515,295,601 &1
o ..t Hedakleran dan Kesanatan 25,840,000.00 E = o — = = 25.840.000.00
I T T 5811,611,915.00 133,021,346.00 133,835,950.00 ) 20,976,885 O . — 1,A50,5594,900.00 3,B46,791,457.00
] LAkt Perenploon 56,171, 306.00 18,121,459.00 17,957,610.00 pE— —— 102,256,915.00
=== 10 Fompubs 1.210,074 906460 116,674 018,00 124,524,224.00 = L 116,737,000.00 BE1148 .00
" k at Eksplorns) % - 3 ol
2 | Az Perigelio T _ L = ~ —
13 . fllat Produks, Penooiatian dan Pemimian B 3 A*.| B L
4 1. A5 Banbi Eapon == 2,452 Woﬂnﬁ_ 1,635,000.00 1,635, D008 o . = - 5,722.500.00
[ o &b 131,194, 76000 £6,E07,961.00 66,867.964.00 = . 264,930,508 (0
it . At Pasaga - 2 = - i =
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® r Rgmiacetnbu = i = 3
1 | s Pernlatan Cich Fags = -
1 = = =N
3 =) (GERLIG DAN BARGUNAN 6,503,733 08500 | 215898.5165.00 17 23055700 K - AT OO | Sl D U] e i | R e L | e S e T o |
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o« b Rdenurman - - - x -
05 | Bargunan Menar 10,815,151.07 283,945.00 263,445.00 11,385,041.00 |
0 1k HonniPash B 525,563.00 B 92556300 |
1 T AL IARIRGAN 23.371,075,118.18 2457 0500 245,122,106 80 B 275424500009 T 3 5 ZEl6 R A
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i 0 b Bangurian de 237 897 180 00 237 897,177.00 2,754,249,000.00 =5 28,140,526, 05238
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Rekapitulasi Aset Lainnya
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Tahun 2025
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REKAPITULASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Tzhun 2025

|Pinam Fakal

FERALATAN DA MESIN

Mutasi Tameah’ Mutasi Kurang
Bebsan Penyusutan | amortisasi Reklasfikasi Ruklasifikasi
Mourt| Jenis |Kode Objek Nems Chjak Barang SRHRARLESRIAL | Hgrntal Wutast aniar | Sawneos | Akl Asd Korsts| Mutas| Artar saldo Akhir
HEEk Dari AL Penwy, Aset | Antar Aset Tetap Tabun | Dari Aset Awal - akataamcal) Bani Mant) _mm_.u_nuﬂﬂ.u Antar Aset Tet Sleiaiial | [iesasg Ak Cacrit
Sernester| | Semester || A iy i LSS L vasiving
| 2 d [ 7 [ 4 0 1 12 13 4 15 16 7 @ 13 A il
1 2 KEMITRAAN DENGEN BIHAK KETIGA = - = - e - 2 - =)
Sewa i : B " = - _
Tanah
| Gedung dan Banguran - | |.._
Fiflia 2 |ASET TIDAK BERVIULUD (AMORTISAE! s
3 2 iy 358,608,915, | 5712,174,837.00 i ik e B o e E B 6,070,783,752.00 |
5 | Aset Tetap Russt Feral 358,608,315, o H sl Eiaraation| & i = = = -1 epyovEzzsal0
 |PERALATAN DAK MESIN 358,608,215.00 ; NEENEE 5,564,877,855.00 - - - - : - 5,923,586 770.00
a Mal Besat = = 2
b. Azl Angiulan 28,933,000.00 2£,933.000.00
C. Mlat bengkel dan &l al koo 2,500,000.00 = 2,500,000.00
K [ rf Al Pertaniar 12,000,000.00 12,000,000.00
o] @ Mal Kanlor Dan Fumah Langga m.m.wmw._uun..cu 3 538,543,250.00 1 3,628,906,250.00
oG I, Alat Skedoy, K dan Pemancar 36, 100,000.00 55,007,705.00 £1,107,705.00
o7 . Mal Kedok dan Kesehalan = = -
06 | h. Aal Laboratonum - 1,850,594,800.00 1,850,554,900.00
i:] | Aial Persenjalaan . = N 5
[N 10 || Komputer 189,112,315.00 11£,732,000.00 305,844,915.00
= " k. Alal Eksplorasi =
2 | Alal Penpeboran
13 m Alal Frodulis, Pen dan Parmurmian - -
14 i Alal Barilu Brsp -
13 0. Alal Kesdamatan Rera -
16 . Mal Perana € £
17 q. Peralalan FrosesProduks £,700,000.00 3,700,000.00
4 rHambu-ramby - _ -
1% & Peralatan Olah Raga =
GED - - 147,196,982.00° s SR } A - - - - S} 14719658260
3, B Gedung 147,196,381.00 147,186,582.00
0z b Manumen - -
03 c Menara ~ -
04 d. Tugu Tilk Kontrel/F asti - 3
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN i 2 3 &l = = B H o 3 = g
o1 A .falan dan Jenbalan = =
2 b Eang: A *
03 c. Instafas N - o — B L
Jid] . Jaringan y
| |ASETTETARLANNYA - ! - - - - - - g - : - L
Al a, Gahan Perpustakaan B = o e
o2 b, Barang Beroorak Keseoan K ebuday E - .
| 03 . Hawan 1) o _ =
04 d. Biota Peraran - —
05 . Tanaman _
- 15 I Harang Keleksl Non Budaya - I B =
07 |q, Asel Totsp Dalam Renovas
L 4 .,ﬁa_.:.u.mq Yang Tidak Digukes;an Satam Operassonal i ]
% = = = y £ s = = 2|
.. i -1
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Pande Gde Krishnadana, S.STP, M.AP

Pejabat Penatausahaan Dinas Kelautan dan Perikanan
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Ayu Suryarasmi. SE. MM
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DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

LAMPIRAN PIUTANG

TAHUN 2025
Mama Perusahaan/Wajib PajakiWajib Tanggal Koreksi Saldo Awal (Rp) ) Total Mutasi Selama 2025 (Rp) - ]
S e Salda Awal 2025 Jumiah Setelah Koreksi - Total Penyisihan
Kode/MNama Akun UNIT OPD Retribusi/Wajib Bayar/Surat Penetapan (Rp) HartaRisan e Saldo Awal (Rp) —— K Saldo Akhir 2025 2025
Ketetapan Fiutang o 9 P Sl
1 2 3 4 5 6 7 B g 10 11 | 12
1.1.04 03 04.0001 -Piutang Relnibusi DINAS KELAUTAN DAN[AHMAD ROF(KIN, SAKIRIN, 56/2015] 7.525 000,00 0,00 0,00 7.525 000,00 0,00 T 525,000,00 0,60 0.ag
Perizinan Terlentu PERIKANAN PROVINSI [FITRIYAH PT DISTI KUNMALA.
BALJ SUSANTO HALIM, H NURYATIM

SAFTI NYOMAN GLNAWAN

HAMBALL
T S
L = A

il N N

TOTAL 7.525.000,00 0,00 0,00 T.525.000,00 0.00 7.525.000,00 0,00 0,00

1.gar




DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BAL!

LAMPIRAN UTANG

TAHUN 2025
Nama Pihak ke-3/Penyedia  |Tanggal Penetapan| Saldo Awal 2025 |  Koreksi Saldo Awal (Rp) Agmiataetiish Total Mutasi Selama 2025 {Rp) ]
Kode/Nama Akun UNIT OPD Koreksi Saldo Awal Saldo Akhir 2028
Barang Jasa Utang (Rp)
Bertambah | Berkurang (Rp) Tambah Kurang

1 2 3 4 5 6 7 & 9 10 11 ]
2.1.05.01-Setoran Kelebihan Permbayaran Dari Pihak | Dinas Kelautan dan Perikanan PIHAK 111 31 Desember 2024 118.200.961,86 0,00 0,00] 118.200 961,86 0,00 4.256.849,12 113.944.112,74

2.1.05.01-5etoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak
g 118.200.961,86 0,00 6,00 118.200.961,86 0,00 a.25684912| 11294411274

Ji
2.1.06.01-Utang Belanja Pegawai (Dinas Kelautan dan Perikanan BRJS 31 Desember 2024 20.127,.789,00 0,00 0,00 20.127.789,00 0,00 20.127.789,00] 0,00
= TPP 31 Desember 2024 710652 458,00] 0.00 0,00 710.652.459,00 Q.00 710 652 459,00 ~_0po
= GAll 31 Desembsr 2025 0,00] 0,00 0,00 0,00 725,500,00 0,60 725.600,00
TRP 31 Desembar 2025 0,00 0,00 0,00, 0,00 $47.547.941,00 0,00 947.547.941,00
1.08 01-Ulang Belanja Pegawai Tolzl 730.780.248,00 0,00 0,00 730.780.248 00 948,973 541,00 730,780 248 00 948.373.641.00
(2.1 06 02_Uiang Belanja Aarang dan Jasa Pravinsi Bali = 31 Desember 2024 4816 458,00 0,00 0,00 4 816 468,00 0,00 4 816 468 00, .00
|t [Provins; Bal 31 Desember 2024 _ 70.060,00 0,00 0,00 70.000.00] a,00) 70.000,60 0.00
UFTD Kawasan Konservesi Provinsi |Perusahaan Umum Daerab Air Minuam
Gali Farca Mahattama 31 Desembar 2024 58 675,00 4,00 1,00 £8.675,00, 0,00 58675,00

) Provinsi Ball DSDF 31112/2025] 0,00 0,00, 0,00 0,00 7060000 ©.00 70, 58 [
| UPTO Kawasan Konservasi Perawan [POAM 211212025, 0,00 0,00 0,00 0,00 53.05600] 0,00 53.058,00
2.1 D6 02-Ulang Belanie Bareng dan Jasa Tolal | — 4945 143,00 0,00 0,00 4.945.143,00 123 cm@_l 4.945.143 00 123.056,00
TOTAL ] 853.926.352,86 - B 853 926.352.9 548.396.,557 739.982.240,12 1.062.340.709,74

mm__ 31 Ummm:\_cmﬂ 2025

5 a _scn_m\ (\ic)



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
DAFTAR JENIS SALDO AWAL PERSEDIAAN BARANG

BA. Stock Opname

KODE REKENING Uraian Data PP. Keuangan Pengurus Barang Selisih
1 2 3 4 5
1.1.12 Persedlaan 234.640.850,00 234.640.850,00 0,00
11.12.01 Barang Pakal Habis 234.640.850,00 234.640.850,00 0,00
1.1.12.01.01 Bahan 184.971.250,00 184.971.250,00 0,00
1.1.12.01.01.0001 Ealian Bangunan dan Konstruksi 0,00
1.1.17701.01.0002 Bahian Kimia ;
T1.1201.01.0004 ahan Bakar dan Pelumas 65.918.250,00 65.918.250,00 0,00
1.1.12,01.01.0005 Bahan Baku 0,00
1T 1I0T.01.0006 Bahan Klmia Nukhr 0,00
T11Z01.01.0G67 Barang Dalam Proses 0,00
1.1.17.01.01.0008 Bahan/Bibit Tanaman 0,00
1.1.12.01.01.006% Isi Tabung Pemadam Kebakaran 0,00
T1.1201.01.0010 TS Tabung Gas 0,00
1112.01.01.0001 EBahan/Bibit Ternak/Bibit Tkan ~9Z.160.000,00 '82.160.000,00 0,00
1.112.01.01.0012 Banan Lainnya 26.893.000,00 26.893.000,00 0,00
1.1.12.01.02 Suku Cadang 0,00 0,00 0,00
1T.7.12.01.02.0001 Suku Cadang Alat Angkutan 0,0
1.1.12.01.02.0002 uku Cadang Alat Besar 0,0
1.1.1201.0Z2.0003 Suku Cadang Alat Kedokteran E_GD"
1.1.17.01.02.0004 Suku Cadang Alat Labaratorium [EY)
1.1.12.01.02.0005 Suku Cadang Alat Pemancar 0,00
1.1.72.01.02.0006 Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi 0,00
1.1.1701.020007 Jky Cadang Alat Pertanian 0,00
1.1.12.01.02.0008 Suku Cadang Alat Benghkel 0,00
1.1.1201.02.0010 Persediaan deri Belan]a Bantuan Sosial 0,
1.1,12.01.02.0011 Suku Cadzang Lainnya .00
1.1.12.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 3.722.700,00 3.722.700,00 Q.00
1.1.12.01.03.0001 Alat Tulis Kantor ~28.700,00 28.700,00 0,00
1.1.12.01.03.0002 Kertas dan Cover 7249.200,00 729.200,00 0,00
1.1.12.01.02.0003 Bahan Cetak 0,00
1.1.1201.03.0004 Benda Pos 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00
1,1.12.01.03.0005 Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 0,00
1.1.12.01.03.0006 Bahan Komputer 229.800,00 229.300,0D0 0,00
11207030007 |Perabot Kantor 0,00
11.120103.0008 Alat Listrik 815.000,00 515.000,00 0,00
1.1.12.01703.0009 Perlengkapan Dinas 0,00
1.1.12.01.03:0010 Kaporlap dan Perlengkapan Satwa 0,00
1.1.31701.03.0011 Perlengkepan Fendukung Clahraga 0,00
1.12.01.03.0012 Suvenir/Cendera Mata C.O
1.1.12.01.03.0013 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 000
Obat-obatan 0,00 0,00, 0,00
Obat 0,00
1.1,12.01.04.0002 Obat-obatan Lainnya 0,00
1112.01.05 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan 0,00 0,00 0,00
11 12.01.05.0001 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat 0,0
1.1.12.01.05.0002 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 0,00
1.1.12.01.06 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga 0,00 0,00 0,00
1.1.12.01.06.0001 Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-laga 0,00
1.1.12.01.06.0002 Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya 0,00
1.1.12.01.07 Natura dan Pakan 45,945 200,00 45.946.900,00 0,00
1.1.1201.07.0001 Matura 0,00
1.112.01.07.0002 Pakan 45046 500,00 45.946.900,00 U,00
1.1.12.01.07.0003 Natura dan Pakan Lainnya 0,00
1.1.12.01.08 Persediaan Penelitian 0,00 C,00 0,00
1.1.1Z.07.08.0001 Persediaan Penelitian Biologl 0,00
1.1.12.0L.08.0002 Persediaan Penelitian Biologl Lainnya .00
T.1.12.01.08.0003 Persediaan Penelitian Teknolog 0,00
1.1.12.01.08.0004 Persediaan Penelitian Lainnya 0,00
1.1.12.01.09 Persediaan dalam Proses 0,00 0,00 0,00
1.1.12.01.09.0001 Persediaan Dalam Proses 0,00
1.1.12.01.09.0002 Persediaan Dalam Proges Lainnya 0,00
1.1.12.02 #arang Tak Habis Pakai 0,00 0,00 0,00
11.12.02.01 Komponen 0,00 0,00 0,00
1.1.12.02.01.0001 Komponen Jembatan Baja 0,00
1.1.12.02.01.0002 Kompanen Jembatan Pratekan 0,0
1.1.12.02.01.0003 Kamponen Peralatan 0,0
1.1.12.0Z.01.0004 Komponen Rambu-Rambu 0,00
1.1.12.02.51.0005 Attachment U,
1.1.12.02.01.0006 Komponen Lainnya 0,00
1.112.02.02 Plpa 0,00 0,00 {,00,
1.1.12.02.02.0007 Pipa Air Bes Tuang [DCT} 0,00
11.12.02.0Z.000Z Fipa Asbes Semen [ACP) 0,00

1.112.02.02.0003

Pina Daja

0.00




11.17.02.02.0004

Pipa Beton Pratekan 0,00
1.1.12.02.02.0005 Pipa Fiber Glass 0,00
1.1.12.02.02,0006 Fipa Plastik PVC [URVC] 0,0
1.1.12.02.02.0007 Pipa Lainnya 0,00
1.1.12.03 Rarang Bekas Dipakal 0,00 0,00 0,00
1.1,12.03.01 Komponen Bekas dan Pipa Bekas 0,00 0,00 0.00
1.1.17.03.01.0001 Komporen Bekas 0,00
1.1.12.03.01.0002 Pipa Bekas 0,00

1.1.12.03.01.0003

Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya

0,00




DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BAL!

DAFTAR MUTASI TAMBAH PERSEDIAAN BARANG
FERIODE TAHUN ANGGARAN 2025

Data Pejabat Penatausahaan Keuangan

Data Pejabat Penatausahaan Barang

¥EDERERSHING =IRAIAN Pembelian Terima Hibah It _m“”_mn Aty Mutasi OPD Pembelian Terima Hibah Koreksi Catat Tahun Lalu Mutasi OPD
1 2 3 4 5 8 7 & g 10

1.1.12 Persediaan 2.134.119.764,00 0,00 0,00 0,00 2.134.119.764,00 0,00 0,00 0,00
1.1.12.01 Barang Pakai Hahis 2.134.119.764,00 0,00 0,00 0,00 2.134.119.764,00 0,00 0,00 0,00
1.1.12.01.01 Bahan 1.000.589.851,00 0.00 0,00/ 0,00 1.000.589.851,00 0,00 0,00 0,00
1,1.12.01.01.0001 Bahan Bangunan dan Konstruks)

1.1.12.01.01.0002 Eahan Kimia 169.247.750,00 169.347.750,00

1.1.17.01.01.0004 Eahan Bakardan Pelumas S82.257.100,00 592.357.100,00]

1.1.12.01.01.0005 Gahan Baku

1.1.12.01.01.0006 Banan Kimia nuklir

1.1.12.01.01.0007 Barang Dalam Prases

1.1.12.01.01.0008 Ezhan/Bibit Tanaman

1.1.12.01.01.0008 IsI Tabung Permadam Kebakaran

1.1.12.01.01.0010 Isi Tabung Gas 12,625.001,00] 12.625.001,00

1.1.12.01.01.0011 Bahan/Bibit Trraak/Bibi (kan 226,260.000,00 226.260.000,00

1.1.12.61.01.0012 Bzhan Lainnya

1.1.12.01.02 Suku Cadang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.12.01.02.0001 Suku Cadang Alal Angkutan

1.31,12.01.02.0002 Suku Cadang Alat Besar
[11.12.01.02 co0= Suku Cadang Alat Kedakteran

1.31.12.01.02.0004 Suku Cadang Alat Laboratariurm

1.1.12.01.02.0005 Suku Cadang Alat Pemancar

1.1:12.01.02.0006 Suku Cadang Alat Studio dan Komunikazi

1.1.12.01.02:0007 Suku Cadang Alat Pertanian

1.1.12.01.02 0008 Suku Cadang Alat Bengkel

1.1,12.01.02.0010 Persedizan dari Belanja Bantuan Sasial

1.1.12.01.02.0011 Suku Cadang Lainnya

1.1.12.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegistan Kantor 386.065.478,00 2,00 0,00 0,00 386,068,478 00 0,00 0,00 0,00
1.1.17.01.03.0001 alat Tulis Kantor 15.532.065,00 19.532.065,00

1.1.12.01.05.0002 Kertas dan Cover 31.635.612,00 31.635.612.00

1.1.12.01.03.0003 Bahan Cetak 40.640.137,00 40,640,137 00

1.1.12.01.03.0004 Benda Pos 5.380.000,00 E3E80.000,00

1.1.12.01.03.0005 Persediaan Dokurmen/Administrasi Tender

1.1.12.01.03.0006 Bahan Komputer 47.525.000,00 47.525.000,00

1.1.12.01.02:0007 Perabat Kantor 11.527.500,00 11.837.500,00

1.1.12.01.02.000B Elat Listrik 15 549 667,00 15.509,667,00

1.1.12.01.03 0009 Perlengkapan Dinas

1.1.12.01.03.0010 Kaporlap dan Perlengkapan Satwa

111701020011 Perlengkapan Pendukung Olahraga

1.1.12.01.03.0012 Suvenir/Cendera Mata

1.1.12.01.03.0013 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 213 475.497,00; 213.475.497,00

1.1.12.01.04 Obat-obatan 26.218.000,00] .00 0,00 0,00 26.218.000,00 0,00 0,00 0,00
1.1,12.01.04.0001 Chat

1.1.12.01.04.0002 Ohat-abaran Lainnya 26.215.000,00 26.218.000,00

1.1.12.01.05 Persediaan untuk Cijual/Diserahkan 344.328.635,00 0,00 1,00 0,00 344.328.635,00 0,00 0,00 0,00
1.1.12.01.05.0001 Persediaan untuk Cijual/Diserahkan Repada Masyarakat 344378 635,00 344 328635,00

1.1.12.01.05.0002 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya

1.1,12.01.06 Persedizan untuk Tujuan Strategis/Berjags-laga 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.12.01.06.0001 Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-laga

1.1.12.01.06.0002 Persediaan Untuk, Tujuan Strategis/Berjaga Jaga Lainnya

1.1.12.01.07 Natura dan Pakan 376.913.800,00 0,00 0,00 0,00 376.813.800,00 0,00 0,00 Q,00
1.1.12.01.07.0001 Natura

1.1.12.01.07.0002 Fakan 361.773°800,00 3631.113.800,00

1.1.12.01.07.0003 MNatura dan Pakan Lalnnya 15:800.000,00 n.m..Muﬁ..S_ubo

1.1.12.01.08 Fersedizan Penelitian 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00




1,1,12,01.08.0001

Persedizan Penelitian Biolagi

1.1.12.01.08 0002

Persedizan Penelitian Biologi Lainnya

1.1.12.01.08.0002

Ferzediaan Penelitian Teknalogi

1.1.12,01.08 0004

Persedizan Penelitian Lainnya

1.1.13.01.02 Persediaan dalam Froses 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.12.01.05.0001 Persediaan Dalam Proses

1.1.12.01.08.0002 Persediaan Dalam Proses Lainnya

1.1.12.02 Barang Tak Habis Pakai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.12.02.01 Kemponen Q,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.12.02.01.0001 Kompanen lermbatan Baja

1.1.12.02.01.0002 Komponen Jembatan Pratekan

1.1.12.02.01.0002 Komponen Peralatan

11.12.02.01.0004 Kemponen Rambu-Rambu

1.1.12.¢2.01.0005 Attachment

1.1.12.02.01.0006 Kompanen Lainnya

1.1.12.4G2.02 Fipa 0.00 .00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 10,00
1.1.12.02.02,0001 Fipa Air Besi Tuang [DCI}

1.1.12.02.02.0002 Pipa Asbes Semen (ACP]

1.1.12.02.02.0002 Fipa Baja

1.1.12.02.02.0004 Fipa Betan Pratekan

1.1.12.02.02.0005 Fipa Fiter Glass

1.1.12.02.02.0006 Fipa Flastik FVC (UFVC)

1.1.12.02.02.0007 Fipa Lainnya

1.1.12.03 Barang Bekas Dipakai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q0,00 0,00 0,00
1.1.12.03.01 Kompanen Bekas dan Pipa Bekas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.12.03.01.0001

Kompaonen Bekas

1.1.12.03.01.0002

Pipa Bekas

1.1,12.03,01.0003

Kompaonen Bekas dan Pips Beras Lainnya

P
V' cadc




DINAS HELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

DAFTAR MUTASI KURANG PERSEDIAAN BARANG

PERICOE TAHUN ANGGARAN 2025

Tata FP.Bararg

Cata PP. Keuangan
ROBERSAENING HRAIAN Pemakaian Normal Beri Hibah Daluwarsa/Rusak | Foreksi _._UM__-_ Tahun xu-mrmmma.ﬂ.w_‘mﬁ Tahun Mutasi OPD Pemakaian Mormal Beri Hibah Daluwarsa/Rusak xn_ﬁrﬁ—.w_n___w- TahUn | ¢ oreksl Catat Tahun Berjalan Mutasi OPD
u nalan
] z 3 4 5 G 7 s 3 10 11 n 13 . 14 o
1112 Persediaan 2.199.857.938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 2.199.857,939,00 0,00/ 0.3 9,00 e F
111201 Barang Pakai Habis 2.189.857.939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.199.457.939,00 8,00 0 00 o Be0
11120101 Hahan 1.048.228.951,00 4,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 1.048.225.951,00. 0,00 0.3 0.00 L 2
1.1.12.01.01.0001 Hahan Bangunan dan Ronsti ks
1.1 [2.01.01.0002 Bahan Kimia 169.320. 100,00,
113 Bahan Bakar dan Pelumas 597,417 350,00|
11120707 0005 Bahan Baku
1.1.12.01.01.0006 Fahian Famia Tkl
T.112.01.00.0007 Barang Dalam Proses 5
1.1.12.01.01. Bahan/Bibit Tanaman H
11.14.01.0L.0009 K1 Tabung Pemadam Kebokaran
1132 01.01.0010 T Tabung Gas 132.525.00L, T2 525001, 10
L.1.32.01.01.0011 Bahian BT Ternak/BIGT kan 70.000,00 755 320,000,400
T112.01.01.0012 Bahan Lainnya 13.446.500,00 = T
1.1.17.01.02 Suku Cadang 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00, 0, 0,00 ] A
1.1 12 01.02.0001 Suku Cadang Alat Anghutan
111200020002 Suku Cadang Alat Besar
1.1.12.01.02.0003 Suku Cadang Alat Kedoktzran
1.1.12.01.02.0004 Suku Codang Alat Laboratariam
1.1,12.01.02.0005 Suku Cadang Alat Pemancar
1 E12.00.00 0008 Suku Cadang Alat Studio dan Komuonikasi Tl
1.1.12.00.02 (07 Suku Cadang Alat Pertanian
T1.12.01 42,0008 Sukir Cadang Alat Bengkel
1.1.12.01.02.001L0 Parsediaan dan Belanga Bantuan Sosial
111201020007 Tk Cadang Lainnya i == Trod
1.1.12,01,02 ‘Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantar 367,265 643,00 .00 5,00 0.00] 0,00 0,00 367.265.643,00) 0,00 0.2 £:0¢ s
1.1.12.01,03.0001 Mat Tulis Kantor 14.142.656,00 14.142.596,00
1.1.72.01.03.0002 Ferlas dan Caver 31.721.610,00 31.711.610,00]
1.1.12,01.03.0003 Bahan Cetak 35.717,729,00 35,737 7259,060)
11.17.01.03,0004 Benda Fos E.6a0; ] E.590.000,00
1.1.12.0L.G3.0005 Fersediann Dokumen/Admimstras Tender
1177 01030006 Ealian Komputer GEE.200,00 34.958.800,00
1.1.12.01.03.0007 Ferabot Rantor 11.527.500,00 11.077.500,00
111261050008 Alat Listrik 15 121184 00 15121 184,00/
111201050008 Perdengkansn Dinas
1117.01.03.0010 Kaperlap dan Periengtapan satwa
1.1.13.01.03.0011 Ferlergkapan Pendukung Olahrara
T 1.12.001.03.0012 SuvericfCendera fata
11.12.01.03.00 Alat/Bahar untuk Kegiatan Kanior Lainnya 212.986.124,00 212.986.124,04 T a0
11.12.01.04 Obat-obatan 12.029.200,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00/ 22.029.200,00 0,00 Lod 340 : :
11.14.01,09.0001 Ot
11.72.01.04.0002 (Obai-obatan Lainnya 21029 200,00 22.025.200,00 A e o
1.1.12.00.05 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan 344,328.635,00) 0,00 0,00 0,00| 000 0,00 344.328.635,00 0,00 B0 2 -
11,12 D1.05.0001 FPersadiaan untuk Dijual/ (i crahkan Kepads Masyarakat 344,378 635,0C] 344,322,635 00
1.1.12.01.05.0002 Persadiaan Untok Dijudl/Diserabhan Lamnya .00 0.0
11120106 Persedlann untulk Tujuan Strategiofferjagaags 0,00, 000 500 o) 5,00 0,00 0,00 0,00 £.00 28 :
1.1.12.01.06.0001 Persediaan Untub Tujuan Strategis/Ber jaga Jags
1.1.12.01.06.0002 Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Beraga-laga Lannya : 500 o0
1,1.32.01.07 Natuta dan Pakan 418.0415.510,00 0,00 0 0,00 .00 0,00 418.00%5.510,00 0,00} R 0,00 i
1,1.12.61.07 0001 Hatura
[1.11Z0L.07.0007 Fakan 4713 .075.510,00] 403.079,510,00]
1.7.12.01.07.0003 Matura dan Fakan Lainnya 14,92 6,000,00] 14,526,000, o a0
11120108 Persediann Penelitian 01,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 : A
1.1.12.00 08, (0L [Fersediaan Penelitian Bickog
1.1.12,01.08,0007 Fersediaan Penelitian Dol Lamnys —
1.1.12.01.08.0008 Persedizan Penelitian Teknoing:
1112 01080004 Persediaan Penelitian Lainnya =il ] _ 0 .00
11.12.01.0% Persediann dalam Proses TG00 500 o00] .00 0,00 0,00 6,00 0,00 .49 0,00 : :
1.1.17 01.05.0001 Persediaan Dalam Proses
(1.1.12.01.05.0002 Persudiaan Dalam Proses Lainnya - 00 )
1.1.12.02 Barang Tak Habis Pakai 0,00 0,60 ©,00 0,00 0,00 0,00/ 2,00 000 P00, D00, o, = 200
1.1.12.02.01 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 : PS 5 0,00 - :
1,1.12.02.01,6301 K dembatan Haja == :
1.11202.00.0002 Kormponen Jembatan Matekan 3 g = Al
Homponen Peralatan == N




L117.07.01.0304 ketponen Kambu-Rambu
11120 L0 Ftathment =

Yomponen Laonya

Fipa 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fipa Alr Besi Tuang (OC1)

K Fipa Asbes semen (ALP|

T T2 02020008 |FionBap ==
1.1,12.02.02,0004 Fipa Beton Pratekan
1.1.32.02 02 D005 Fips Fiber Glass

Plpa Plastik PV (UPVE)

Pypa Lainmiya
REENE] Barang hekas Dipakal 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00}
1.1.12.03.01 Komponen Bekas dan Pipa Sekas 0,000 0,00 0,00 0,04 .00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.12.03.01.0001 |Fomponen Bekas = ==
1.1.1203.01.0002 Fipa Bekas
1.1,12.03.01.0003 Komponen Bekas dan Pipz Behas Lainnya

.\.l.

s «?%&Eﬁ wm.nmm ber 2025
<

X
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¥/ Ly




DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

DAFTAR JENIS SALDO AKHIR PERSEDIAAN BARANG

TAHUN 2025
KODE REKENING URAIAN DATA Fi?. KREUANGAN BASTOLAY DPHAME BENGURUS SELISIH
BARANG
9 2 3 4 5
1.1.13 Persediaan 168.902.675,00 168.902.675,00! 0,00
1.1.12.01 Barang Pakal Habis 168.902.675,00 168.902.675,00 0,00
11120101 Bahan 137.332.150,04 137.332.150,00 0,00
1,1.12,01,01.0001 Bahar Bangunan dan Konstruksi 0,00 0,00 0,00
1.1.12.01.01.0002 Bahan Kimia 27.650,00 27.650,00 0,00
11.17.01.01.0004 Bahan Hakar dan Pelumas B0.E55.000,00 B0 B5R 000,00 0,00
1.1,12.01.01.0005 |Bahan Baku 0,00 0,00 0,00
1.1.12.01.01.0006 {Rahan Kirmia Nukir 0,00 0,00 0,00
1.1,12.01.01.0007 Barang Dalam Proses 0,00 0,00 0,00
1.1.12.01.01.0008 Bahan/Bibit Tanaman 0.00 0,00 0,00
1.1,12.01.01.0008 Isi Tabung Pemadam Kebakaran 0,00 ;00 0,00
1.1.12.01.01.0013 Isi Tabung Gas 0,00 G,00 0,00
1.1.12.01.01.0011 Banar BIGIE Ternak/BIoit kan 53.000.000,00 63,000.000,00 0,00
1.1.32.01.01.0012 Bahan Lainnya 13.446.500,00 13.446.500,00 0,00
1.1.12.01.02 Suku Cadang 0,00 0,00 [424]
T.1.12.01.020001 suku Cadang Alat Angsutan 0,00 0,00 0,00
1.112.01:02.0002 Suku Cacang Alzt Besar 4,00 c,00 Q,a0
1.1.12.01.02.0003 Suku Cadang Alat kedokteran 0,00 0,00 0,00
111201020004 Suku Cadang Alzt Laboratarium 0,00 o008 0,00
1.112.01.02.3005 Suku Cadang Alat Pemancar 0,00 C,00] 0,00
1.1.12.01.02.0006 Suku Cadang Alat Studio dan Romunikas! 0,00 0,00 0,00
1.1.12.01.02.0007 Suku Cadang Alat Pertanian 0,00 0,00 0,60
11 12.01.02.0008 Suku Cadang Alat Bengkel 0.0G 0,00 0,00
1.1,12.01.02.0010 Ferseciaan dar Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00
113201020011 Suku Cadang Lainnya 0.60 Q.00 0,00
1.112.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegialan Kantor 22.526.535,00 22.526.535,00 0,00
11.12.01,03.0001 Alat Tulis Kantor 518,065,600 5.418.068,00 C,00
1112.01.03.0C02 Kerlas dan cover 643.202,00 643.202,00 .00
1.1.12 01030003 Bahan Cetak 522.408,00] 972.408,00 0,00
1.1.12.01,03.0004 Benda Pos £10.,000.,00 610.000,00 a,00
11 Persediaan Dokumen/Administrasi Terder 0,00 0,00 [sRiTv]
T Bahan Komputer 12 8030.000,00 12,800.000,004 0,03
1.1 Perabot Kantor 0,00 0,00 0,00
1117 51.03.0008 Alat Lisirik 1.643.483,00 1645 485.00 a,00
1.1.12.01.03.0003 Periengkapan Dinas 0,00 C,00 [Ri]
1-1.1201.03.0010 Raporlap dan Perlengkapan Sativa 0,00 0,00 r:.,bo
1. Parengkapan Pendukung Olahraga 0,00 0,0 0,00
1 Suvenir/Candera Mata 2,03 0,00 .00
i Alat/tahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 489.373,00/ 459,373,00 Q00
1 Obat-cbatan 4.188.800,00 4,158.800,00 Q.00
1 Obat 0,00 0,00 G,00
Obat-obatan Lainnya 4, 188.800,00 4,188.800,00 0,00

1 Persedizan untuk Dijual/Diserahkan 0,00 0,00 0,00
1 Parsedizan untuk Ofjual/Oiserahkan Kepada Masvarakat 0,00 00| 0,00
Ti% Peisedlaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 0,00 0,00] 3,00
1.1 Perseiliaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-laga 0,00 0,06 4,00
11 Persediaan Untuk Twjuan Stralegis) Berjaga-laga 0,00 0,00 0,00
1.112.01.06.0002 Persedizan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-laga Lainnya 0,00 0,00} a,co
1.1.12.01.07 Natura dan Pakan 4,855.190,00 4.855.120,60 0o
1.1.12.01.07.0001 Matura 0,00 0,00 0,00
17.12.61.07.0002 Bakan $551.190.00 3.581.190,00 GO0
11.1201.07.0003 “arura dan Pakan Lainnya 874,000,00 £74.000,00 .00
1.1.12.01.08 Persediaan Penelitian .00 0,00 0,00
1.1.12.01,08.0001 | n Fenelitian Giologl C,00 3,0c 000
111201080002 i Fenelitian BiGiog! Lainnya FI G,C0 0,80

-;. 1.12.01.08,0003 Persediaan Peneiitian Teknolog: 0,00 p.0c

Il 1.08.0004 Persedizan Penelitan Lalnnya ©.o0], G070

11.1.12.01.02 Persediaan dalam Proses .90 .00

1,1.12.01.09.0001 Persediaan Dalam Protes C,00 0,00

1.1,32 01.09.0002 "Perseciaan Dalam Proges Lainfya @00 0,00

1.1.12.02 Baraing Tak Habis Pakai 0,00 0,00

1.1.12.02.01 Kampaonen 0,00 0,00

1.1.12:02.81.0001 Kompanen lembatan Baja 0,00 0.oc

1 2.01.0002 Komponen Jembatan Pratekan C,00 0,00

1.1.12.02.01.0003 Komponen Peralatan 0,00 0,00

1 kompenen Rambu-Rambu 0,00 0,00

1 Attachment 0,00 0,0C

3.1.12.02.01.0006 Kempanen Lainnya 0,00 [FXEi)

1,1.12.02.02 Fipa 0,00 0,00

TIAZ0Z0I000T Fipa Alr Besi Tuzng [DCT} 0.CO 0,00

1.1.12.02.02.0002 Fipa Asbes Semen [ACP) 0,00 0,00

1.1.12.02.02,0003 Fips daja 7.00 0,50]

111292 07.0004 Fipa Beton Pratekall | 0,60 ,00].

T1320 020005 Tiparoe: Gless o6 = T

T112.02.02.0006 Fipa Piastik PYC [UPVC) i 0,07 0,00
|'_ 1.12.02,02.0007 Fipa Lainnya 4.0a c,00
11,1.12,03 Barang Bekas Dipakat 0,00 0,00

1.1.12.03.01 Kamponen Bakas dan Pipa Gekas 0,20 0,00 i

1312 05.01.0001 Kompenen Bekas 0,02 0,00

TT17703.01.0002 Pipa Bekas 0,00 0.0

11,12 13G1.0003 RUmponen Benas dan Pige Bedas Lainnya [X7H] 0,00

.Denpasar, 31 Desember 2025
e S 4,
Binas Kelaulan dan Perikanan Provinst
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PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAMPIRAN RINGKASAN BELANJA DENGAN PENDEKATAN KAS
PER 31 DESEMBER 2025

SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINS! BALI
L SP2D - CONTRA POST (CP) M SISA
GAJI LS UPIGUITU GAJI LS UP/GU/TU DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 g= (2+3+5)-(6+7+8) 10 = 4-(5+8)
1 Januari 1.304.059.288,00 90.000 000,00 30.020.026,00 1334.079.314,00]  9.979.974,00
2 Pebruari 1.343.786.311,00 790.055.019,00 30.020.026,00 86.758.821,00 3.554.679.535,00 3.241 109,00
3 Maret 1.970 248 676,00 962.111.519,00 86.758.891,00 65.305.379,00] 6.542,345.100,00]  24.694.621,00
4 April 2 068 228 004,00 1.017.849.269,00 65.305.379,00 75.774.686,00 9.704.197.068,00|  14.225.314,00
5 Mei 1.466.851.926 00 578.060 910,00 75.774.686,00 64.778.308,00 11.813.888.212,00|  25.221.692,00
6 Juni 2.967.965.102,00 204 567 169,00 64.778.308,00 56.830.442.00 500.000,00 26.000,00 15.042724.02500]  33.169.558,00
7 Juli 1.588.542.108,00 624.158.152,00 56.830.442,00 89.619.093,00 2.757.296,00 151.997,00 17.342.134.985,00 380.807,00
8 Agustus 1.571.159.681,00 271.916.310,00 89.619.093,00 89.574.406,00 110.000,00 19.274 675.382,00 425 594,00
g September 1.558 796 747,00 928,399.843,00 89 574.406,00 89.783.040,00| 21.851.655.012,00 216 960,00
10 Oktober 2 566.792.644,00 441,858 955,00 179.559.072,00 138.153.503,00 24.998.460.114,00]  41.622.529,00
11 November 1.624.690.794,00 494 969 443,00 48.377.471,00 88.300 868,00 27.206.421 220,00 1.699.131,00
12 Desember 1.588.112.624,00 2.348.411.293,00 158,228.146,00 128.117.862,00 31.809.415,00 31.239.253 584,00 0,00

21.619.233.905,00 8.652.357.882,00 1.034.825.920,00 1.003.016.505,00 3.257.296,00 0,00 32.097.412,00 31.239.253.584,00 0,00|

—
ey,
-
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Bali, 31 Desember 2025
inas Kelautan dan Perikanan Provinsi
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DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINS] BALI
LAMPIRAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
TAHUN 2025

Keterangan Nama : : 2 Jumiah Hari Pendapatan
taened | BeriERRA R Nomor§K | Periode Fembayaran POD |\ W o ima | Jumiah Har | erHari] Saido awal 2025 ozl Satda Ayl Seldo pwral || e | PERGERRGERLEL Tl
KodelMama Akun oFD Lokasi A atas Koreksi Tahun 2025 dari |
PDD/Aset angan Yang Perjanjian i : (Rp) B s (Rp) (Rp] Saldo Bwal PO di POD (Rp} Dirmuka T ahun
yang disewa) Menyewa Mulai Berakhir ¥ Bertambah Berkurang Tahun 2025 2025 (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 El 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2,1.0% 01-5etoran Kelebihan Dinas Perikanan dan AGLIS SALIM
Pembayaran Dari Pihak 11| Kelautan [HINDRATO SIUP, 1 KARAL 5/12/2022 5/12/2051 3.652.000,00) 10.959 3332421 3,399,402,50 3.399.402.50 121.533,36 3.277.755,14
AHIMAD NURIAD! SIUP 2 KAPAL 15 GT 30/06/2022] _ 30/08,2052 530.000,00] 10.95 #4,HE1E 857 243,70 B57 443,30 30.574,54 820, 455,60
AHIATT NURIADI SIUP, L KAPAL, 14GT 27/04/2022]  27/04/2051 10.959 EERTFH 355.169,88 395.180,88 1545479 320.715,09
ARNAD S0YAN 51U, 2 KAPAL 21 12GT 20/06/2022] 70/06/2057 10.959 110,3203 110684342 1.106.843,32 40.766,90 1.066.575,52
ALDIFEADIANSYAH  [510P, 2 KAPAL 9/3/2022 9/3/2052 10.953 £4,861E 85875182 854,291,582 30.974,54 §27.317,28]
ANCTRAHMAN NIEMAT LAGI D1 AR & NIKMAT LAGI 02 AR 21/12/2033] 711372053 10.95% 113747568 113747558 35.234.42 1.098.241,25
ANDIRAHMAN SIUP, 2 KAPAL & 19GT. 21/Da/2032] _ 21/04/2052] 1,178 004,00] 10.958 1072.013,33) 107201332 33.734,42 1.022.776.90]
ANDRISUBAHTIAR  |SIUP {BINTANG ANUGRAH I A5 14/1273023]  14/12/2053 930.000,00 10955 A37 413,09 30.974.54 BG6,436,55
ASMAND] SIUP, 1 EAPAL 28/09/2022| _ 18/05/2053] 713,000,600 10.95 559,259,588 23.747,15 635,512, 73
AVENT YACOR SIUP CERIA ISTAMBLL | BCERIA 15TAMBUL I 21132023 12053 1.850. 000,00 10,958 1.796.014,33 61.949,08 1,734.065,15
CAHYADIT SIUF, 6 KAPAL af22022 S/2/2052 7,785, D00 00 10958 7.036.775,69 25941048 6.777.365,21
CHARLES SIUP, 1 KAPAL 79/12/2022| 2971272052 1.276.000,00] 10.953 116,4340) 1.15D.537 46 L190.537 4R 4245840 1,148.030,06
DARTD SIUF, 1 KAPAL 16/11/2022)  16/11/2052 1.232.000,00 112,4190 1.144.650,43 1.144.650,43 4103294 1.103.617,49
DEVA TMRTHA BUNGA ISTAMBUL L 8 BUNGA ISTAMBUL 2 21/12/3043| _ 21/13/2053 1.829.000 00 10.958 166,5548 1,766 0R0 67 L.766.080,67 60.916,60 1705.164,07
FEBRYANTO |SIUF T KAPAL, 30 GT 12577022 12/5/2052 1.320.000,00 104959 120,3483( 1.303.766,77 L203,766,77 A3.863,87 1159 803,90
H. SURADI SIUP 1 KAPAL 28 GT WTI22 ifiamse B66.000,00 10.959 78,2043 J36 003,78 796.003,25 28.900,57 767.093.71
HASAN BASR SILP, T KAPAL (BINTANG LAGI 02] 20/07/3023] _ 20,07/2053, 530.000,00] 10,959 84,5518 589,938 41 Bad 51841 853 961 87
HENDRIK KOSASIH__|SIUP 11 KAPAL 30GT 8fs/i0az2 8/5/2042 10.015.000,00 10.959 ©13,5508] 9.129.468,82 6,175,468 52 795,509,714
HERT AUMAIN INTAN ISTARBLL | EINTAN ISTAMBUL 03 21712/2033] _ 21/12/2053 1.860.000,00 10.959] 165,7235 1.796.014,23 1.795. 014,03 173406575
| GST ARYA EMAN SIUP, 1 KAPAL 70/09/2022|  20/09/2052] 1,232.000,00 10.959] 1124190 113878354 113824254 1.097. 209,60
| KETUT SUWIRYA SIUP, T KAPAL 23/11/2033] _ 22/11/2052 1.276.006,00 16.558 116,4340 1.186.123,40, 1,185 22540
| KETUT WARTA UP 2 KAPAL 17,25 GT. 6/7/2022 6/7/2052 1.302.000,00 10.959 1188065 1.193.886,12 1.193.886,12 1.150.521,76
1 KT SUESTIEA YASA P 1 KAPAL, 75 R GT 20/06/2022 2Df06/2052 1.643.000,60 10,359 149,9224 1.504.371,82] 1508 171,82 L.449.450,13
I KT SLUWIRYA SIUP, 3 RAPAL | 1311/3032| 3271172051 5. 273, 000,00 10.955 A77,7808| 4.867.630,59 486763059 4,593, 340,01
TNYOMANVORIS __ |S1UP 10 KAPAL, §/2/3077 9/2/2052 17.364,000,00 10.958)  1.178,3081 11.171.378,35 1137137835 10,759,515 50
IPTARIFRINAWA __|SIUP, 2 KAPAL, 25,23 GT 21062022 11/06/2052 1 4BR.000,00 1095 1357788 1.362.404 58 136240455 1.312.835,32
T Wayan sadru SIUP, 1 KAPAL /3003 1272053 744,000,060 10,958 67,8894 696.477 42 696 477 A2 GJ1.68/,7
= IWAYAN SUDRA H  |SIUP, 3 KAPAL ?8/09/2023]  18/09/2052 2.573.000,00 10.955] 234,7842 2.372.068, 25 1.370.06805 2.293.371,03]
T Wayan Tamu SIUP, 1 KAPAL 1/2/2013 1/2/2053 713.000,00 10.958] 50607 667457 52 667.457 52 365 23.747,15 643.710,37
E IMAM TAIUDIN NDR_[DINGA ISTAMBUL | DAN DINDA ISTAMELL I 27122023 37272053 1.629.000,00 166,8348 1.767.082,04 L767.082,04 365 60.916,60 1,706, 155,45
= [1OVEN SHIP, & KAPAL 2401/2027| 74/11/2057 ~5.236.000,00. : £77, 7808 4868586 55 .868 586 55 3E5 174.350,00]  4.654.136,55]
MASKANAH SIUP [BINTANG GALAXI I} 1412/7073]  18/12/2053 930.000,00 10959 84,8618 897.413,09 £57.413 08 B56. 438,53
NIEtry sanni SIUP, 1 KAFAL 18/01/2073]  18/01/2053 1.220.000,00 10.859 10,4459 1.233.9595 @6 1.233.939 46 1100, 135,54]
MIFTAHSURGAKA  [SIUP (BINTANG AMANAR 0L 23/1172033]  73/11/2053 300.000,00 10955 84,8618 895.630,59 £95.630,99 B54. 656,45
NUR BARC'AH SIUP (MATL TAYA TNE & MAIU JTAYA [T NB) 8/12/3013 B/12/2053 1.736.000,00 10.8959 155 ADE6 1674 220,64 1.674.220 64 1.616.401,50
NORUDIN SIUP L KAPAL 25 GT. 3/6/2022 3762052 775.000,00 10,955 70,7181 708.314,50 70831280
NURULFAWAID SIUP (BERLIAN NURVA | & BERLIAN NURVA 1) 20/12/2023| _ 20/12/2057 L.674.000,00 10,958 153,7512 L616.260,06 1616.260,06
PT_IAMBEL MitiA__ [SIUP, 1 kapal [ AM BE U TUAKILANG) Z5/01/2023]  25/01/2053 1. 158.000,00 10,955 1084041 1.111.358,34 111135834
FT. INTIVAS SURYA  |51UP, 3 KAPAL 22/05/2022 _ 22/05/205% 1.822.660,00 10858 175 3810 L.776.083,00 1776.063,04 355 64.014,05
PT.PERINTIS IAYA  [SIUF, 16 RAPAL a/10/2022 471072051 18 348.000,00 10959 16742404 16.875.122,91 16.575.122.81 365 EILOS7,73
FT.SENTRAL BENDA  [SIUF, 8 KAPAL 72j0a/i022| _ 23j09/2051 £ 828,000,00 10,559 531,8003 5.385.547,10 © 385.542,10 365 194.107,13
FT, SUMEER MINA _ |SIUF, 3 KAPAL 9272022 9/3/2052 2.916.000,00 10958 357,3645 3.538.365,/4 3.538.265.74 365 130.435,04
SIUP 1 KAPAL, 30 GT. 13/05/2022] 13052057 1.320.600,00] 10,858 1304489 1.203.887,.22 1.203.887,32 365, 43,963,87
SIUF, 1 KAPAL 15/10/7022]  15/10/2052 A36.000,00 10559 76,2843 77458111 77459111 i 2785378
SIUP, 1 KAPAL , 30 GT 21/04/2022|  21/08/2052 530.000,00 10.958 84618 B46.326,11 81632631 365 30.974.54
SUBHAN SIOP [ISTAMBUL 01 & ISTAMBUL IT} 211272023 2171372053 1.736.000,00 10.959 1584086 1676.279.96] 1676.279.96 365 57.819.14
SULAIMIE SIUP, 1 KAPAL [BINTANG NARMADA 1| 9 25/07/2023]  25/07/2053 930.000,00 10,959] 848618 BE5.362,72) BH5.362,72 365 30.874,54]
TARNC SIUP, 2 KAPAL 9270022 9/2/2052] 2,640.000,00 10.958) 240,9199 2.285.347,70 2.385.347.70 365 B7.935,75
TOM SIUF, 3 KAPAL 22]05/2022|  23/09/2052 3.572.000,00 10958 353 3169 3 57E.040,33 357804033 3 128.560,67 3.449.075,66
YAHYAANOER  |SIUF ZRAFAL 17,1861 LR FIPE) TITTATST 1 I0E000; X IDETTE; TITETIZRY WS A0.J6590]  LUGHASTOT|
2.1.05,01-Seteran Keleblhan
Pembayaran Dari Filak |l Total 118.200.981,26 118.200.961,66 4.256.849,12| 113.944,132,74
Grand Total 118.200.961 85 11820096136 | _.ue 4.256.848,12] 113:544.112,74
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DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINS| BALI
LAMPIRAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

TAHUN 2025
Uraian Beban P Periode Pembayaran BOM Jumlah Hari Beban Dibayar
Kode/Nama i Perusahaan/Pero Nemor SK ¥ Jumlah Dibayar Jumilah Hari atas ey X Saldo Awal BDM . | Beban LO Tahun 2 ¥
OPD Dibayar Lokasi s Nilai Per/Hari (Rp) Pengakuan BDM Dimuka Tahun
Akun Dimuka rangan Yang Petjanjian " . (Rp) Pembayaran 2025 (Rp) di Tahun 2025 2025 dari BDM (Rp) 2025 (Rp)
Terikat Kontrak Mulai Berakhir P
1 2 3 4 5 i 7 B 9 10 11 12 13 14 15
NIHIL
_
|
_




DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI| BALI
LAMPIRAN PENDAPATAN HIBAH-LO

TAHUN 2025
. Uraian Hibah Yang diterima (Obat/Kendaraan B Nilai Penyusutan Nilai Hibah
Kode/Nama Akun OPD Nama Pemberi Hibah No BAST Tanggal BAST Bermotor Beroda Dual/CCTVIPC Deskop) Nilai Hibah/Aset (Rp) (Rp) Bersih (Rp)
1 2 3 4 § 6 7 g 9
NIHIL
Desember 2025

I dari

Kelautan dan




Nama Aset

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

DAFTAR ASET YANG PENGERJAANNYA TAHUN JAMAK

TAHUN 2025
Nilai (Rp.) % Fisik
4

Realisasi Keuangan (Rp.)
5

Keterangan )*
6

2

3
NIHIL

NO

2

P

N

JBail) 31 Desember 2025

7 Kebala Dinas Kelautgzrdan Perikanan

1 dari
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DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
DAFTAR ASET YANG DIKERJASAMAKAN

TAHUN 2025
Aset Yang : ; o s s
T Lokasi Jenis Aset Hak Tanah Sertifikat Tanggal Sertifikat Nomor Luas m2 Nilai NJOP Peruntukan Keterangan
Dikerjasamakan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

iy

ST T . _.
<V Baf S pésember 2025

..xmu..m._m,&ﬁmm,

‘_%m_mcﬁm: dan, Perikanan Provinsi Bali
i

; ¥ H
Ir. Puty Sfimardiana, MP
Pembind Utara Muda/(IVic
NIP.

1 dari




DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINS| BAL)

LAMPIRAN KAS Dl EENDAHARA BOSP

TAHUN 2026
FENDAPATAN HOREKESI
NOMOR PENDAPATAN BOSP KEMBAL| KE PENGEMBALIAN | BELANJA BOSP BELANJA BOSP BELANJA DARISISA | SISA DANA BOSF | SISA DANA BOSP
NG | KARIRGTA NAKASEROLAK REMENING SALDOAWAL REGULER 2024 me_uuM._m_Mmme KAEDA TH. 2024 bCUJﬂ_mMOmn_mu BELANIA 2024 KINERJA 2024 REGULER 2024 BOSF 2023 2024 REKENING KORAN
1 2 3 4 5 3] 7 8 g 10 11 12 13 14 15

NIHIL




DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
LAMPIRAN REALISAS| EELANJA HIBAH

TAHUN 2025
x»qmﬂm%_, SR SATUAN KERJA TangeaL| FEMIMANMA | e reran
BARANGHIBAH orD Unit OPD KEMENTERIAN/ALEMBAG ALAMAT FERUNTUKAN NO 5K TGL. 5K NGO NPHD TGL. NPHD | NILA|I DPA (Rp) JENIS HIBAH Namor §PI0 TGL. SP20 Lt N BARANG AN
UANG) A PENERIMA HIBAH PEMDA
BARANG UANG NG REKENING
2 k] 5 L] ki 8 g 10 11 12 13 14 13 16 il 18 19 20
Hibah Lang Dinas Kelautan dan Dewan Pimpinan Dagrah | Jalan Munding Indah V, | Penguatan Bendega, 116/03-FRAMKI2025 | 29-Apr-25 | 164.U103-R/2025 | 23 Me 2020 300.000.000.00 300,000.000.00 | 038 02.02 12537-8 18 Juli 2025 terealisasi
Perikanan Provinsi Bali Hi 1 Melavan Na 3K Kaja, |Sara dan 51 0004 0I000245.513.25.0.00
Seluruh Indenesia Provins [Eadung Ciperasional Perkanioran 40604 O0COF1 2005
Bali Tahun Anggaran 2025
Hibzh Uang Dinas Kelautan dan Dinas Kelautan dan | Kelompok Melayzn Sanyu | Banjar Tengah, Desa Pengadaan Mesin Tempel | 193/03-RAHKIZ025 3-0c1-25 | 330 UIDI-RAE025 | 27 Chiaber 2025 | 50.000.000,00 £0,000.000,00 | 016 02 02.4970%-7 |57 0ND4 HOODAF2ALEE 25000 |14 Oktober 2025 terealiszsi
Perik Frovinsi Bali [P Provinsl |Mas Alr Kuning, Kecamatan |Tahun Anggaran 2025 -0.00.07, 00COPPRI11ZC2S
Bzl Jembrara, Kabapaten
Jambrana
-

0Bl 31 Desember 2025
"~ 'Kepala Binas Kelautan dan
| Perikanan Rrovinsi Bali

1 gan




DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

TAHUN 2025
JUMLAH YANG MASIH
NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB F HARUS DIANGGARKAN
KO KEGIATAN HBMA S RERIAEAN JHMLAH * | KEMBALI PADA APBD TA DASAR- HERUM
BERIKUTNYA
ANGGARAN REALISASI TAMBAH/KURANG
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NIHIL

1 dari
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